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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Konteks Penelitian 
Posisi geografis Indonesia di antara dua benua, yakni Asia dan Australia,  
memberikan dampak besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. 
Posisi strategis tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur sutra 
perdagangan antar benua. Selain itu, adanya samudra luas yang mengelilingi 
Indonesia, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, semakin mempermudah jalur 
perniagaan antar benua-benua di seluruh dunia melalui jalur laut. 
Perdagangan Indonesia dengan negara Asing awalnya terjadi pada masa 
Kerajaan Sriwijaya, yakni pada abad ketujuh. Berlimpahnya sumber daya alam milik 
Indonesia, membuat negara kolonial barat berusaha untuk merampasnya. 
Ketamakan tersebut membuat mereka berusaha menghapuskan segala unsur 
kekuasaan yang ada dan digantikan dengan kekuasaan atas mereka. 
Pada abad ke 16 Kesultanan Samudra Pasai diruntuhkan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. Melihat peluang perekonomian yang sangat besar di Indonesia, 
dibentuklah kongsi dagang Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama VOC1 pada 
tahun 1602 di Amsterdam yang memiliki beberapa hak istimewa dengan wilayah 
operasi antara Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaens. Adapun dari aspek etika, 
menurut Marx Weber dalam Rahardjo (2009) terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi, yaitu kesejarahan, agama dan geografi ekonomi. Geografi ekonomi 
Indonesia dapat dilihat dari letak geografi seperti yang sudah dijelaskan diatas. 
Masuknya VOC di Indonesia, mengakhiri kejayaan Kesultanan Samudra Pasai 
yang sedang menyebarkan ajaran Islam melalui perdagangan dan perekonomian. 
Kejayaan Kesultanan Samudra Pasai dikalahkan oleh Penjajah Kolonial Eropa yang 
menjajah Indonesia dengan membawa 3 slogan, yakni menyebarkan Agama Kristen 
																																																								
1  Veregnide Oostindische Compagnie dalam bahasa Indonesia adalah Perusahaan Hindia Timur 
Belanda. VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah jajahan. Markas pertamanya di 
Batavia, sekarang menjadi Jakarta. 
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(Gospel), mencapai kejayaan (Glory), dan mencari harta kekayaan berlimpah dari 
tanah jajahan (Gold). 
Ketiga misi tersebut bertujuan menarik harta benda tanah jajahan untuk dibawa 
ke negara mereka. Nuraini (2009) menyampaikan bahwasanya Pemerintah Kolonial 
Belanda berusaha meningkatkan keuntungan di wilayah jajahannya. Langkah awal 
yang ditempuh adalah melakukan penaklukan dan menciptakan perdamaian dengan 
tanah jajahan. Selanjutnya, Pemerintah Kolonial Belanda mulai menciptakan tenaga 
buruh yang diambil dari tanah jajahan dan dipekerjakan dengan upah murah. 
Selama menjajah Nusantara Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda berhasil 
meraup keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Niel (1984: 15) menuliskan 
bahwasanya pada tahun 1900, Pulau Jawa merupakan bagian utama dari 
kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Posisi strategis Pulau Jawa juga sangat 
menentukan hasil perekonomian. Letaknya yang berada di sekitar pulau besar 
lainnya membuat Pulau Jawa dilewati jalur perdagangan antar pulau. Selama masa 
penjajahan, Pulau Jawa merupakan penghasil utama kas dan anggaran belanja 
Pemerintah Kolonial Belanda. Secara perekonomian politik, Pulau Jawa merupakan 
pulau sentra perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda yang mana dengan 
dikuasainya Pulau Jawa maka Pemerintah Kolonial Belanda bisa seluruh nusantara 
dengan mudah. 
Dampak perekonomian politik yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda 
terhadap Pulau Jawa masih terasa sampai sekarang, yakni dengan berkembang 
pesatnya perekonomian di Pulau Jawa. Dalam Rahardjo (2013) dijelaskan bahwa 
sistem ekonomi suatu masyarakat, bangsa atau negara itu dibentuk oleh tiga faktor, 
yakni sejarah, keyakinan dan geografi. Secara geografi sudah disinggung sedikit 
diatas, begitu pula secara sejarah dan keyakinan, sistem ini sangat terlihat jelas 
pada ekonomi masa kini. Banyak sistem ekonomi masyarakat masa kini yang 
terpengaruh sistem Pemerintah Kolonial Belanda, Namun tidak sedikit pula saat ini 
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berkembang ekonomi syariah karena mayoritas keyakinan di Indonesia adalah 
Islam.  
Pemerintah Kolonial Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang 
sangat lama, menurut Niel (1984 : 16) menjelang tahun 1900 Pemerintah Kolonial 
Belanda telah berada di jawa selama 300 tahun. Pada masa penjajahannya tersebut, 
Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan Kapitalisme untuk menguasai 
perekonomian Indonesia. Kapitalisme yang mereka bangun dapat dilihat dari dua 
faktor, yakni motif mencari untung sebanyak-banyaknya dan mekanisme pasar 
menjadi strateginya (Saefuddin, 2011 : 3). Penjajahan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda tidak berhenti pada penguasaan ekonomi di wilayah 
Jawa dan Sumatra. Pemerintah Kolonial Belanda terus melakukan ekspansi 3G ke 
seluruh wilayah di Indonesia.  
Kerajaan-kerajaan Eropa melihat adanya potensi ekonomi yang begitu besar di 
Indonesia, menjadikan Indonesia perlahan-lahan menjadi wilayah jajahannya. Dalam 
Niel (1984 : 16-17) disebutkan bahwasanya Perusahaan dagang belanda hindia 
timur tahun 1602-1798 telah menganggap berkuasa atas sebagian besar pulau jawa 
untuk melindungi kedudukan perdagangan dan perniagaannya. Penguasaan mereka 
atas perekonomian di Indonesia merupakan bukti bahwasanya kedatangan 
Pemerintah Kolonial Belanda adalah untuk menjajah perekonomian Indonesia. 
Niel (1984 : 17) menambahkan bagaimana  bahwa minat utama perusahaan 
dagang ini ialah untuk mendapatkan dan mengekspor serta menjual hasil-hasil 
pokok yang tumbuh di jawa. Hasil-hasil pokok tersebut diekspor ke Negeri Belanda 
untuk dimanfaatkan dan dijual ke negara-negara lainnya dengan harga mahal. Soros 
dalam Kushendrawati (2006)  menjelaskan bahwasanya kapitalisme telah membuat 
globalisasi ekonomi yang pada prakteknya menyangkut lalu lintas barang dan modal 
secara internasional. Hal ini terlihat dari praktek pasar bebas yang diterapkan 
Pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu, yakni membawa barang secara bebas 
kemana saja asal menguntungkan. Perkins (2004:194) menambahkan bahwa secara 
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kumulatif, integrasi dunia sebagai suatu kesatuan, terutama dalam kaitan dengan 
globalisasi ekonomi dan kualitas mitos dari kapitalisme "pasar bebas", 
menggambarkan suatu "kerajaan" sejati itu sendiri. Hamzah (2010 : 239) 
mengomentari terkait pasar bebas yang terbukti efektif dalam mengakumulasi 
keuntungan, tetapi tidak demikian halnya dalam meningkatkan kesejahteraan, 
apalagi dalam menjalankan fungsi sebagai media pendistribusian nilai tambah.  
Soros masih menanggapi pasar bebas dalam Kushendrawati (2006) 
merupakan istilah yang bisa mewakili kapitalisme global. Adanya pasar bebas maka 
kekuasaan negara dalam bidang ekonomi semakin diperkecil, bahkan kalau bisa 
dihilangkan sama sekali. Mekanisme pasar diyakini mempunyai cara sendiri untuk 
menyejahterakan masyarakat, tanpa campur tangan negara. Pasar uang 
internasional mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menata perekonomian 
suatu negara. Dalam struktur yang demikian itu, Soros dalam Kushendrawati (2006)  
menambahkan bahwa kondisi demikian itu seakan-akan kapitalisme global mirip 
dengan sebuah “kerajaan abstrak” yang punya kecenderungan ekspansi kekuasaan, 
bukan hanya sebatas memperluas wilayah kekuasaan melewati batas-batas teritorial 
suatu negara, tapi juga menyangkut perluasan cakupan usaha dan pengaruh. 
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Niel (1984 : 42) bahwa upeti yang 
diberikan kepada Pemerintah Kolonial Belanda dari hasil tanam paksa di Indonesia 
dijual di pasaran dunia dengan harga yang sangat mahal karena mereka 
mendapatkan hasil bumi yang berkualitas tinggi dari tanah jawa. Motif ekonomi 
politik tersebut termasuk sistem kapitalis yang memang sudah diterapkan oleh 
negara-negara barat sejak lama. 
Dalam proses eksport dari Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda tidak 
dikenakan pajak karena kekuasaan berada dalam kendali mereka. Perdagangan 
tersebut bisa dikategorikan sebagai perdagangan bebas. Menurut Sholihuddin 
(2011) dinyatakan bahwa konsep dari perdagangan bebas mengacu kepada 
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan 
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penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan 
perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak 
adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam 
perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di 
negara yang berbeda. Pengiriman hasil pokok serta hasil tanam paksa yang 
dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda termasuk dalam kategori perdagangan 
bebas. Tentu saja menurut Sholihuddin (2011), perdagangan tersebut mendapatkan 
dukungan penuh dari kalangan kapitalisme dengan menjadikan asas kebebasan 
sebagai pijakan diperbolehkannya perdagangan. 
Selain menguasai perekonomian, agar keamanan dan kelanggengan 
keberadaan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, mereka membentuk tim 
pengawasan politik dan administratif berupa struktur-struktur pemerintahan, yang 
pada akhirnya bertugas membuat kebijakan untuk mempertahankan kedudukan 
mereka di Indonesia.  Menurut Niel (1984 : 17) tugas dari struktur tersebut adalah 
menunjang kepentingan perekonomian dan sebagai akibatnya secara tidak langsung 
pengawasan ini selalu berakhir dengan sikap yang acuh tak acuh. Sikap acuh tak 
acuh yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah tidak memperdulikan 
kerugian-kerugian yang dialami oleh Indonesia dan lebih memikirkan keuntungan 
untuk negaranya sendiri. 
Dalam penjajahannya, Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan perdagangan 
Indonesia dengan luar negeri menjadi tidak wajar, sebabnya adalah Kapitalisme 
yang diterapkan berupa eksploitasi secara besar-besaran. Sementara hasil 
perdagangan Indonesia dengan luar negeri yang diambil alih oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda masuk ke kas VOC. Dampak yang diakibatkan oleh Kapitalisme 
tersebut adalah adanya perampokan terhadap kekayaan negara-negara 
berkembang (Saefuddin, 2011 : 7).  
Kerajaan Katolik Portugis, Kerajaan Katolik Spanyol, dan Kerajaan Protestan 
Anglikan Inggris memberikan dampak besar bagi Indonesia karena mereka semua 
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menguasai Indonesia dalam waktu singkat. Sementara Pemerintah Kolonial 
Belanda, menguasai Indonesia dalam rentang waktu yang sangat lama sehingga 
patut mendapatkan perhatian lebih karena sudah menanamkan kebobrokan sistem 
perekonomian dan pemerintahan yang korup. Asmuni (2003) beranggapan 
bahwasanya keadaan yang sangat meresahkan tersebut dikarenakan sistem 
ekonomi barat yang mengabdi kepada kepentingan pribadi atau golongan, bukan 
mengabdi kepada Allah Swt. 
Selama menjajah Indonesia, kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda pernah 
diambil alih oleh Inggris, yakni ketika Pemerintah Kolonial Belanda mengalami 
kekalahan pada Perang Napoleon. Niel (1984 : 17) menyampaikan bahwa selama 
pergantian kepemimpinan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda meraka dapati 
bahwa sistem pajak tanah moneter dan pengawasan administratif langsung telah 
berlaku.  
Pemerintah Kolonial Belanda dalam Niel (1984 : 17) mencoba melanjutkan 
sistem yang sudah diterapkannya sebelumnya dan berusaha menghapuskan sistem 
yang sudah diterapkan Inggris, akan tetapi sistem peralihan ini tidak sanggup 
menghasilkan keuntungan guna menutupi biaya perang yang luar biasa di jawa dan 
perang dengan Belgia. Sistem-sistem tersebut tidak akan mampu menutupi biaya 
kekurangan perang, karena pada hakikatnya berapapun uang yang didapatkan, 
namun ketika mereka tidak beriman dan bersyukur, maka tetap saja merasa kurang.  
Bahkan, dalam Niel (1984 : 17) cara-cara yang dilakukan Pemerintah Kolonial 
Belanda untuk menutupi biaya perang sangat tidak masuk akal, yakni menerapkan 
sistem tanam paksa dengan kebijakan yang lebih menekan. Sistem ini mengenakan 
pajak pada tanaman tertentu. Perkebunan diolah oleh orang Indonesia dibawah 
pengawasan administratur-administratur mereka sendiri dan dibawah pemilikan yang 
amat awas dari pegawai-pegawai Eropa. Pemerintah Kolonial Belanda hanya mau 
memeriksa tanpa berusaha mengeluarkan keringat. 
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Sistem kapitalis yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda berupa 
pengambilalihan secara paksa hasil bumi sebagai ganti dari sistem pajak dalam 
bentuk uang. Setelah hasil bumi terkumpul, Pemerintah Kolonial Belanda 
membawanya ke negeri induk, yakni di negeri Belanda. Akan tetapi harta-harta yang 
didapatkan di tanah Jawa ternyata membuat petugas-petugas Pemerintah Kolonial 
Belanda tergiur sehingga mereka lebih memilih untuk menumpuk uang yang 
didapatkan dari hasil penjajahannya, dan disimpan di Jawa. Itulah yang dimaksud 
oleh penulis ketika pemerintahan tidak didasari keimanan, uang yang terkumpul 
akan terus terasa kurang karena mudahnya manusia tergiur harta dunia.  
Ketika terjadi permasalahan ekonomi dan kemelut di dalam Pemerintah 
Kolonial Belanda, terjadi pula perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat 
Indonesia. Akan tetapi perlawanan Indonesia terhadap kapitalisme dan penjajahan 
Pemerintah Kolonial Belanda tidak berarti banyak bagi perkembangan kemerdekaan 
Indonesia karena dilakukan secara parsial dan tidak langsung menyerang titik lemah 
Pemerintah Kolonial Belanda berupa perekonomian. Namun, perlawanan tersebut 
telah memberikan pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Generasi akhir abad 
kesembilan belas berusaha melawan Pemerintah Kolonial Belanda secara bersama-
sama. 
Seiring berjalannya Pemerintah Kolonial Belanda dalam menjajah Indonesia 
dengan sistemnya yang tidak berperikemanusiaan, akhirnya terjadi permasalahan di 
dalam sistem itu sendiri. Sistem tanam paksa dikomentari Niel (1984 : 17) 
bahwasanya telah hancur dalam tahun 1860an karena tmaraknya korupsi, tekanan-
tekanan dari pengusaha-pengusaha swasta, perhatian akan perniagaan yang telah 
mendapat kekuasaan politik di negeri belanda, dan karena ambisi pengusaha-
pengusaha Eropa di Jawa yang menginginkan berakhirnya pengawasan atas tanah 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Akibat dari itu semua adalah adanya usaha 
mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Ambisi pengusaha tersebut 
menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 
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Keadaan tersebut dijelaskan oleh Asmuni (2003) telah mengakibatkan manusia 
hidup dalam keadaan konflik dan bersaing untuk memperoleh laba sebanyak-
banyaknya. Sifat kerakusan yang ada di dalam diri manusia tidak dapat dihilangkan, 
akan tetapi dapat dihindari dengan mempercayai batasan-batasan yang ditentukan 
oleh Tuhan. Penjajah yang menggunakan prinsip serta sistem kapitalis merasa 
bahwasanya sistem inilah yang paling baik, yakni sistem mengumpulkan uang 
sebanyak-banyaknya meskipun hal yang dilakukan melampaui batas kemampuan 
manusia. Kita melihat bahwasanya terjadi korupsi, serta keserakahan dari para 
pengusaha. 
Niel (1984 : 17) mengatakan bahwasanya sistem kapitalis yang diterapkan 
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia tidak hanya berdampak pada 
permasalahan ekonomi yang menjerat mereka dan masyarakat Indonesia, akan 
tetapi juga membawa dampak moralis bagi masyarakat Indonesia yang ditunjukkan 
dalam bentuk perlakuan-perlakuan tidak wajar terhadap masyarakat Indonesia. 
Dampak moralis yang terjadi pada masyarakat Indonesia ini membuat Pemerintah 
Kolonial Belanda harus memikirkan cara agar masyarakat tidak merasa jenuh, 
bosan, dan semakin membuat pemberontakan. Permasalahan moralis yang terjadi 
tersebut akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Dijelaskan dalam Niel (1984 : 17) bahwa Pemerintah Kolonial Belanda 
mengizinkan perusahaan swasta memasuki pulau jawa untuk menghindari 
kekacauan dan kelumpuhan ekonomi. Memang secara perlahan sistem tanam paksa 
mulai dihapus, akan tetapi tidak dapat dihapus secara keseluruhan karena salah 
satu pendapatan kas Pemerintah Kolonial Belanda terbesar adalah sistem tanam 
paksa. 
Langkah lain yang ditempuh adalah diserahkannya lahan-lahan perkebunan 
ketangan pengusaha-pengusaha swasta. Sumarsono (2007) menjelaskan 
bahwasanya terjadi liberalisasi ekonomi yang mengakibatkan tidak meratanya 
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kemakmuran ekonomi rakyat, penghasilan rakyat justru turun drastis. Sumarsono 
(2007) menambahkan peggantian sistem tanam paksa menjadi sistem sewa tanah 
belum cukup memperbaiki kualitas ekonomi rakyat, malah cenderung mengalami 
penurunan. Pemaksaan adanya sewa tanah tersebut merupakan salah satu cara 
Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengejar keuntungan yang maksimal. 
Selain itu, untuk kembali menguasai perdagangan di Indonesia, Pemerintah 
Kolonial Belanda tidak hanya menjadikan Jawa sebagai pusat perdagangan, akan 
tetapi juga menjadi pusat masyarakat Eropa, khususnya Belanda. Dalam Niel (1984 : 
20), menuliskan bahwa kalangan eropa yang berpendidikan baik dan dari golongan 
menengah membawa serta kebudayaan barat, membentuk suatu dunia barat di 
daerah perkotaan di Jawa. Tentu saja hal tersebut akan menimbulkan kelas baru 
yang lebih tinggi daripada kelas masyarakat Indonesia. Kelas tersebut akan semakin 
memudahkan Pemerintah Kolonial Belanda menindas kelas dibawahnya.  
Dalam data yang disampaikan oleh Niel (1984 : 30) bahwa kira-kira 98% orang 
Jawa termasuk rakyat jelata. Sedangkan dari data tersebut, 90% hidup di desa. Niel 
(1984 : 30) menambahkan bahwa desa merupakan akar dari pola kehidupan 
tradisional orang Indonesia. Masyarakat pedesaan yang awalnya hidup tenteram dan 
damai kini menjadi masyarakat kelas bawah yang harus ditindas dan ditimpa 
kesengsaraan yang begitu keras dari Pemerintah Kolonial Belanda. 
Dampak dari adanya kelas-kelas tersebut adalah semakin tersekatnya 
hubungan sosial antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan masyarakat pribumi. 
Pemerintah Kolonial Belanda yang merasa eksklusif membuat kelas sendiri yang 
akhirnya memisahkan mereka dari masyarakat Indonesia. Bahkan eksklusifnya kelas 
yang diciptakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menurut Niel (1984 : 38-39) 
membuat adanya pelapisan masyarakat yang tidak berdasarkan tanah atau 
kekayaan, akan tetapi berdasarkan kedekatan seseorang kepada pusat kekuasaan 
dan kepada yang berkuasa. Pembantu rumah tangga dirumah orang Eropa atau 
keluarga Indonesia yang terkemuka menurut Niel (1984 : 38-39) dipandang sebagai 
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lapisan tertinggi karena dianggap setidak-tidaknya turut dalam kedudukan dan 
kesuksesan mereka. Berikutnya, tambah Niel (1984 : 38-39) adalah orang-orang 
yang bekerja pada kantor pemerintah tanpa memandang kedudukan mereka. Hal 
tersebut dalam Padmo (2007) merupakan sebuah struktut hubungan sosial yang 
sangat diskriminatif dan opresif. Pelapisan sosial yang sangat ketat menempatkan 
bangsa Eropa sebagai kelompok teratas dan memiliki hak istimewa seperti 
menikmati berbagai fasilitas sosial. Sementara itu lapisan kedua ditempati oleh 
bangsawan tradisional, menurut Padmo (2007) dengan segala hak istimewa dalam 
masyarakat feodal tradisional seperti memperoleh pelayanan wajib dari masyarakat 
tradisional rendahan. Dan lapisan ketiga atau lapisan paling bawah dalam Padmo 
(2007) adalah masyarakat kebanyakan yang hanya memiliki kewajiban untuk 
melayani masyarakat dari lapisan atas tanpa mempunyai hak. 
Dalam kondisi kelas yang dibentuk tersebut, masyarakat Indonesia yang 
melakukan perdagangan atau mempunyai perusahaan skala kecil dianggap sebagai 
kelas paling rendah daripada seorang pembantu rumah tangga. Hal tersebut 
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia takut untuk melakukan 
perdagangan, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudah menguasai 
perdagangan atau perekonomian di Indonesia. Bahkan, dalam Niel (1984 : 38-39) 
dijelaskan bahwasanya masyarakat yang bekerja sebagai seorang pedagang, 
menderita krisis ekonomi pada abad kesembilan belas atas campur tangan 
kapitalisme Pemerintah Kolonial Belanda dan mereka menunggu kebangkitan 
kesadaran Islam untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan status sosial mereka. 
Pembagian kelas tersebut mengundang konflik yang akhirnya terjadi di 
masyarakat. Maarif (2012 : 4) memberikan contoh bahwasanya di Amerika Serikat, 
para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasan membangun 
kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat 
yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh 
roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai 
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golongan kulit putih tertentu. Penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda bahkan terciptanya kelas di Indonesia yang semakin mendiskriminasikan 
masyarakat pribumi, ternyata membentuk kesadaran nasional. 
Sementara itu, ketika masyarakat Indonesia terutama di pulau jawa semakin 
melemah, Pemerintah Kolonial Belanda memperkuat struktur perekonomian dan 
perpolitikannya. Struktur perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia 
diperkuat dengan sistem pemerintahan dan sistem perpolitikan di Indonesia. Niel 
(1984 : 22-23) menuliskan bahwa Gubernur Jendral yang menjadi kepala 
Pemerintahan Hindia Belanda diangkat oleh mahkota kerajaan atas usul dari menteri 
jajahan. Oleh karenanya, pada masa itu Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jendral 
yang ditunjuk oleh mahkota kerajaan Pemerintah Kolonial Belanda. Indonesia tidak 
dapat terlepas dari pengaruh penjajah pusat yang berada di Belanda. Gubernur yang 
dipilih biasanya bertugas selama 5 tahun dan masa jabatannya bisa diperpanjang 
atau bahkan diperpendek sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ketika Gubernur 
tersebut tidak mampu memberikan dampak perekonomian yang begitu besar 
terhadap Pemerintahan Pusat, maka tidak ada kata lain kecuali diberhentikan 
sebelum masa jabatannya selesai. 
Niel (1984 : 22-23) menyatakan bahwasanya Gubernur Jendral bertanggung 
jawab kepada mahkota kerajaan untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah 
jajahan setempat dan dia merupakan penguasa tertinggi di daerah jajahan. Secara 
perpolitikan, Gubernur tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan 
oleh menteri penjajahan yang ada di Denhaag. Tapi secara praktis, perekonomian 
Indonesia yang melimpah serta jauhnya jarak antara negeri induk dengan negeri 
jajahan membuat Gubernur Jendral untuk lebih leluasa bertindak. Tindakan-tindakan 
tersebut seperti yang dijelaskan diatas, bahwasanya memicu terjadinya korupsi 
sehingga merusak sistem yang sudah dibuat sebelumnya. 
Niel (1984 : 25-26) menjelaskan bahwa penasihat Pemerintah Kolonial 
Belanda, Christian Snouck Hugronje, membayangkan suatu pemecahan persoalan 
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ini yaitu dengan memberi rakyat Indonesia pendidikan barat yang baik sehingga 
mereka dapat meresapkan hikmah kebudayaan barat yang memungkinkan mereka 
menumbuhkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh 
pamong-pamong orang barat. Christian Snouck Hugronje dalam Effendi (2012) 
menganjurkan agar anak-anak orang Islam diberikan pendidikan Barat yang dapat 
menjauhkan mereka dari agamanya, sampai terpenuhi harapan untuk menyatukan 
perasaan mereka dengan pemerintah, sehingga terbentuklah suatu “asosiasi” 
(persekutuan). Apabila negoisasi tersebut tercapai, maka diharapkan tidak ada lagi 
yang menyulitkan pemerintahan Kolonial Belanda dari kaum muslimin sehingga 
tercapailah hubungan yang erat antara pribumi dan penguasa Belanda. 
Akhirnya dikirimlah beberapa pemuda dari Indonesia ke Negeri Belanda untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak. Anwar (1990) mengatakan bahwasanya selain 
untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi Pemerintah Kolonial Belanda, sarana 
pendidikan yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda ini adalah untuk 
membendung pembaharuan Islam. Melalui ajaran-ajaran barat bagi pemuda di 
Indonesia, secara tidak langsung mereka lupa untuk belajar Islam. 
Memang secara tampak mereka akan mendapatkan pendidikan yang lebih 
baik, akan tetapi dengan disekolahkannya mereka ke Negeri Belanda, tujuan lain 
dari Pemerintah Kolonial Belanda atas nasihat Christian Snouck Hugronje adalah 
menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia terhadap Belanda. Memang 
diharapkan pelajar-pelajar tersebut akan menjadi pamong-pamong pemerintah yang 
memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi, tapi disisi lain pula mereka akan mewarisi 
pemikiran-pemikiran kapitalis dari Negeri Belanda untuk diterapkan di Indonesia. 
Hasil dari pendidikan tersebut tidak semuanya menjadi tokoh tangan kanan 
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, akan tetapi beberapa tokoh yang pernah 
mengenyam pendidikan disana akan memiliki beberapa pemikiran yang sama 
dengan Pemerintah Kolonial Belanda. 
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Disisi lain, ternyata banyak masyarakat Indonesia yang menjadi pelopor 
kebangkitan nasional berasal dari pendidikan dalam negeri yang diberikan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda pada pertengahan abad kesembilan belas. Effendi 
(2012) menuliskan bahwa Christian Snouck Hugronje terlalu meremehkan 
kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kepada kemajuan, 
bahkan politik pecah-belahnya terhadap Islam sebagai ajaran yang dijadikan sebagai 
landasan dan pangkal tolak bagi politik Kolonial Belanda secara keseluruhan adalah 
“dangkal” walaupun kelihatannya masuk akal. Niel (1984 : 44) juga menuliskan 
bahwasanya sejumlah kecil orang Indonesia yang dipilih dari kalangan atasan 
diizinkan memasuki sekolah-sekolah dasar Eropa yang didirikan khusus di jawa 
sejak tahun 1816. Bahkan Stevens (2004 : 200) menyatakan bahwasanya terdapat 
peristiwa yang sangat mengejutkan Pemerintah Kolonial Belanda di awal abad 
kedua puluh, yakni  dengan bermunculannya organisasi-organisasi yang akhirnya 
mendapat sebutan “Kebangkitan Asia dari tidur” yang berlangsung lebih cepat dari 
yang diperkirakan Pemerintah Kolonial Belanda. Padmo (2007) juga menyebutkan 
bahwa abad keduapuluh dinilai sebagai awal terjadinya gerakan untuk menegakkan 
Islam demi kemuliaan agama Islam sebagai idealita dan kejayaan umat sebagai 
realita dapat diwujudkan secara konkret dengan menggunakan organisasi sebagai 
alat perjuangannya. Pasha dan Darban dalam Padmo (2007) menambahkan bahwa 
kesadaran baru yang muncul saat itu adalah keyakinan bahwa cita-cita yang besar 
dan berat itu hanya dapat direalisasikan dengan organisasi yang efisien dan efektif. 
Terdapat dua organisasi yang disorot oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada saat 
itu, yakni Sarikat Islam dan Budi Utomo, namun Stevens (2004 : 201) menegaskan 
bahwasanya Sarikat Islam merupakan organisasi yang berbeda sekali dengan Budi 
Utomo dan memiliki anggota yang sangat banyak. 
Padmo (2007) juga dijelaskan bahwa cikal bakal gerakan politik di Indonesia 
disebutkan diawali oleh berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI), yang awalnya 
organisasi ini bertujuan untuk menciptakan daya saing kuat di kalangan usahawan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	14	
pribumi dalam melawan dominasi Tionghoa dalam industri batik yang dibekingi 
Belanda. Dalam perjuangannya secara nyata, Sarikat Islam melawan pedagang dari 
Tionghoa dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang 
menyengsarakan masyarakat. 
Disisi lain, pemuda Muslim tahun 1900 membuat Islam mengalami gejolak dan 
perubahan dalam dirinya. Menurut Niel (1984 : 38) gejolak tersebut dikarenakan 
guru-guru agama tradisional (dikenal dengan nama kaum tua), yang mengajar 
agama Islam yang bersifat mistik dan ekslektik yang umum terdapat di jawa, telah 
ditantang oleh kaum puritan dan progresif yang dapat mendapat rangsangan dari 
ajaran-ajaran yang berasal dari Mesir dan Timur Tengah. 
Pemuda muslim tersebut tidak lain hanya ingin mengembalikan Islam kepada 
ajaran dasarnya, yakni dengan menguatkan keimanan sesuai aturan Al-Quran dan 
As-Sunnah tanpa mempercayai hal-hal berbau mistik yang akhirnya membawa 
mereka terhadap perbuatan syirik. Selain itu, mereka tidak ingin Islam tunduk 
terhadap kemajuan-kemajuan barat dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Niel 
(1984 : 38) berpendapat bahwasanya mereka yakin bahwa tidak ada pertentangan 
antara ilmu pengetahuan baru dengan agama yang benar itu. Pemuda-pemuda 
Islam atau bisa dikatakan kaum pembaharu tersebut berusaha membersihkan hal-
hal berbau mistik serta praktek-praktek sebelum Islam yang sedemikian kuat 
menyebar di Indonesia. Maloko (2011) menambahkan bahwa pada era kebangkitan 
kembali hukum Islam dewasa ini, pemahaman terhadap hukum Islam tidak terikat 
secara tekstual yang mengacu secara ketat terhadap kitab-kitab fiqh yang telah 
dirumuskan ulama terdahulu, tetapi pemahaman terhadap hukum Islam lebih 
dipahami secara kontekstual, yakni mengaitkan fiqh yang disesuaikan dengan 
perkembangan zaman yang tengah terjadi. 
Pendidikan yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda, dalam Niel (1984 : 
25-26) beberapa diantaranya membawa dampak baik bagi Indonesia dan menjadi 
ancaman bagi Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, yakni secara berangsur-
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angsur orang Eropa akan mundur seluruhnya dan orang-orang Indonesia yang 
sudah berpendidikan akan memerintah negeri ini. Munculnya ancaman tersebut tidak 
hanya berasal dari pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia, akan 
tetapi akidah yang sudah melekat dalam jiwa mereka sehingga mereka tidak mudah 
terpengaruh oleh pemikiran kapitalis kecuali hanya sedikit orang, perasaan eksklusif 
yang diciptakan masyarakat Eropa di Jawa sehingga mereka menutup diri dari 
kelompok yang dianggap lebih rendah dari mereka dan gagalnya mereka dalam 
menyesuaikan diri atau bersosialisasi dengan masyarakat, dan terakhir adalah 
bertambahnya keprihatinan terhadap kehidupan rakyat Indonesia sesudah tahun 
1900. Dunia melihat bahwasanya negara-negara berkembang termasuk Indonesia 
pada saat itu semakin sengsara dan terbelit permasalahan ekonomi dibawah jajahan 
negeri barat. 
Melihat kondisi yang demikian, beberapa kelompok dagang di Indonesia dari 
kalangan muslim yang tergerak hatinya mendirikan organisasi yang mampu 
melindungi serta membebaskan mereka dari penindasan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Akhirnya didirikanlah Sarekat Dagang Islam di Surakarta pada tanggal 16 
Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya’ban 1323 H, yang dipelopori oleh Haji Samanhudi. 
Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi rahasia karena penjajahan Pemerintah 
Kolonial Belanda yang sangat menekan masyarakat untuk bertindak melawan 
mereka (Suryanegara, 2009 : 377). Haji Samanhudi melihat bahwasanya kebijakan 
politik dan para pengambil keputusan, dipengaruhi oleh masalah pasar dan ekonomi. 
Dengan kata lain, suatu perubahan politik terjadi disebabkan pengaruh pasar 
(Suryanegara, 2009 : 353). Dilain pendapat, Karim (2001 : 25) menyatakan Ibnu 
Khaldun berpendapat bahwa pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua 
pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah 
mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan menurun, bahkan dalam 
agregat yang lebih besar.  
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Peran yang diambil Haji Samanhudi dalam menumbuhkan rasa nasionalisme 
melalui organisasi berasaskan Islam sangatlah tepat. Dalam Niel (1984 : 115) 
dijelaskan bahwa pertumbuhan perasaan keislaman di abad kedua puluh adalah 
refleksi dari posisi dan fungsi agama di dalam kehidupan orang Indonesia. Niel (1984 
: 115) melanjutkan bahwasanya bagi orang Indonesia, Islam tidak hanya sekedar 
kepercayaan, akan tetapi sudah menjadi tuntunan hidup. Jika demikian tentu saja 
Islam akan menjadi musuh besar dari penjajah karena mayoritas penduduk 
Indonesia yang beragama Islam. kesamaan tersebut semakin mempermudah dalam 
melakukan persatuan dan kesadaran diri atas penindasan yang dilakukan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Solidaritas dan keamanan yang diberikan oleh Islam 
juga disampaikan oleh Niel (1984 : 115) hanya sedikit hubungannya dalam 
perselisihan intern antara golongan pembaharuan dan golongan ortodoks oleh 
karena mayoriyas rakyat menunjukkan kecenderungan terhadap pola hidup yang 
didukung oleh agama, tidak dalam perselisihan-perselisihan doktriner para ilmuwan 
dan guru-guru. Di akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh hal 
tersebut merupakan waktu paling susah bagi Pemerintah Kolonial Belanda dalam 
menerapkan politik adu domba.  
Dalam menguasai Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda terus melakukan 
berbagai macam cara. Salah satunya adalah merebut kembali jalur perdagangan 
yang merupakan jalur paling strategis untuk menguasai kembali perekonomian dan 
perpolitikan di Indonesia. Dalam Niel (1984 : 28-29) disebutkan bahwasanya orang 
Tionghoa merupakan kelompok terbesar diluar orang Indonesia di jawa, yakni 
berjumlah sekitar 280.000. Niel (1984 : 28-29) juga menambahkan bahwasanya 
mereka lebih berjiwa dagang daripada orang Indonesia dan menempatkan diri 
mereka dengan sifat tegas dan penuh energi yang memungkinkan mereka sejak 
semula secara luas menguasai kedudukan sebagai perantara dalam struktur 
ekonomi kepulauan nusantara ini. 
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Kelompok lainnya yang menguasai Indonesia adalah Orang Arab. Niel (1984 : 
29) menggambarkan bahwa kebanyakan Orang Arab adalah pedagang kecil, 
saudagar, dan peminjam uang, serupa dengan orang Tionghoa. Akan tetapi, orang 
Arab memiliki kedekatan lebih dengan orang Indonesia dibandingkan orang 
Tionghoa dengan orang Indonesia karena mereka memiliki agama yang sama. Hal 
tersebut yang menjadikan orang Arab memiliki keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan dengan Tionghoa. Tabiat kebanyakan orang Arab digambarkan Niel 
(1984 : 29) bahwasanya orang Arab terkenal di Indonesia sebagai pengikut yang taat 
pada ajaran Nabi Muhammad Saw dan walaupun banyak diantara mereka mungkin 
menganggap Islam di Indonesia sebagai salah satu agama yang dipilih, tetapi 
mereka tidaklah mengelak jika hal ini akan memberi keuntungan kepada mereka.  
Kelompok yang paling menguasai Indonesia adalah masyarakat pribumi yang 
beragama Islam. Atas dasar kebersamaan tersebut, kemunculan Sarekat Dagang 
Islam menjadi organisasi pelopor kebangkitan nasional Indonesia. Namun, 
sejarawan orde lama menilai bahwasanya berdirinya Sarekat Dagang Islam tidak 
bisa dikatakan sebagai kebangkitan nasional, hal tersebut diungkapkan karena 
sejarawan orde lama karena tidak mengetahui peran pasar dan perekonomian dalam 
kebijakan politik (Suryanegara, 2009 : 353). 
Pengambilalihan kebijakan politik melalui pasar dan perekonomian mampu 
membuahkan hasil yang nyata bagi kemerdekaan Indonesia di tahap-tahap 
selanjutnya. Melalui perjuangan yang dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam, lahirlah 
partai Islam untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1912 dengan nama Sarikat 
Islam2. Berawal dari pergerakan kebangkitan nasional untuk menguasai kembali 
perekonomian pasar dan melawan penindasan Pemerintah Kolonial Belanda, 
akhirnya terbentuk lembaga perpolitikan berupa organisasi yang legal. Pelegalan 
lembaga Sarekat Dagang Islam sudah dicoba sejak tahun 1906 dengan nama 
																																																								
2 Tahun 1912 merupakan tahun dimana Sarekat Dagang Islam mendapatkan surat izin dari Belanda 
untuk mendirikan organisasi. Kebijakan tersebut dibuat Belanda karena mereka mempunyai kekuasaan 
di bidang politik. 
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Sarikat Islam. Akibat perpolitikan yang sedang memanas setelah diambilnya peran 
ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda oleh Sarekat Dagang Islam, maka Pemerintah 
Kolonial Belanda belum memberikan ijin kepada Sarekat Dagang Islam sebagai 
lembaga atau organisasi legal. Ijin pendirian lembaga legal baru diberikan pada 
tahun 1912, yakni 4 tahun setelah didirikannya Budi Utomo. 
Berdirinya Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu bentuk kesadaran 
umat Islam untuk menguasai kembali pasar dan perekonomian yang menjadi sarana 
masuknya Pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia. Hal tersebut membuktikan 
eksistensi umat Islam tidak hanya terbatas pada pengelolaan masjid, pengelolaan 
yayasan, pondok, atau dalam hal peribadahan saja, akan tetapi juga masuk ke 
dalam perekonomian dan perpolitikan bangsa. Melalui Sarekat Dagang Islam, 
masyarakat Indonesia tersadarkan atas pembodohan yang selama ini dilakukan oleh 
penjajah, sehingga mereka segera bangkit untuk menyambut perlawanan terhadap 
pembodohan tersebut. 
Dalam perlawanannya, Sarekat Dagang Islam menjalin kerjasama dengan 
kelompok-kelompok yang sekiranya mampu mendukung perlawanan tersebut, 
termasuk dengan beberapa pedagang Tionghoa. Suryanegara (2009 : 362) 
mengatakan bahwa “Pemerintah Kolonial Belanda memandang eksistensi Sjarikat 
Dagang Islam Hadji Samanhoedi, dan organisasi kerja sama niaganya, Khong Sing, 
memasuki 1911 M, dinilai semakin membahayakan kepentingan penjajahan.” 
Kedekatan dalam Khong Sing menjelaskan bahwasanya perniagaan Islam yang 
dibangun Sarekat Dagang Islam pada masa itu sudah meluas sampai luar negeri. 
Kerjasama dalam perniagaan tersebut membuat Pemerintah Kolonial Belanda 
semakin takut dengan perkembangan perniagaan Islam. Selama melakukan 
perniagaan dengan Sarekat Dagang Islam, Tionghoa lebih percaya terhadap umat 
Islam daripada Pemerintah Kolonialisme Belanda. 
Pedagang-pedagang muslim mampu menjadi contoh bagi perkembangan 
perekonomian pada masa penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda karena mereka 
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mampu mengembangkan perekonomian di tengah ancaman Pemerintah Kolonial 
Belanda. Bahkan, jaringan-jaringan yang dibuat oleh Sarekat Dagang Islam mampu 
menjadi tekanan perekonomian bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Ketika 
perekonomian atau harta dipegang oleh orang muslim, maka sangat diyakini bahwa 
harta tersebut adalah kebaikan. Qardhawi (2003 : 63) menjelaskan bahwa ketika 
Masyarakat Muslim memegang perekonomian, maka akan digunakan sebagai 
penegak pilar kehidupan, pembawa kebaikan, serta pembawa kenikmatan. 
Terdesaknya Pemerintah Kolonial Belanda dalam perekonomian yang lebih 
mendukung perjuangan umat Islam, membuat mereka memikirkan berbagai cara 
untuk memecahkan perniagaan Khong Sing (Suryanegara, 2009 : 362-364). Demi 
mencapai tujuan tersebut akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda membuat cara-cara 
sebagai berikut : 
1. Dipersulitnya Sarekat Dagang Islam mendapatkan bahan-bahan batik agar 
perusahaan batik milik orang jawa tidak mampu lagi berproduksi. 
2. Membuat provokasi keributan huru-hara anti-Tionghoa. 
3. Memunculkan fitnah kepada Sarekat Dagang Islam sebagai dalang 
kerusuhan huru-hara anti-Tionghoa. 
Cara-cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tidak lain didasari 
oleh motif perekonomian, yakni : 
a. Memecahkan kongsi dagang antara Tionghoa-Umat Islam yang sudah 
berkembang dengan pesat dan erat. 
b. Memutus pengaruh kemenangan revolusi Tionghoa yang dipimpin oleh Sun 
Yat Sen atas bantuan umat Islam di Tionghoa agar tidak menular ke 
Indonesia. 
Melalui fitnah yang disampaikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut, 
maka dampak yang terjadi adalah “Sarekat Dagang Islam dijatuhi hukuman 
schorsing oleh Residen Wijck pada 12 Agustus 1912.” (Suryanegara, 2009 : 364). 
Setelah dijatuhi hukuman tersebut, kesadaran nasional yang dipelopori oleh Sarekat 
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Dagang Islam semakin berkembang. Melalui hukuman tersebut, para petani yang 
merupakan anggota Sarekat Dagang Islam melakukan mogok kerja, dan berdampak 
pada perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda. Skorsing yang diberikan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda, membuat Sarekat Dagang Islam menghentikan 
pendistribusian tembakau3 (Suryanegara, 2014). Hal tersebut, membuat Pemerintah 
Kolonial Belanda membatalkan skorsing. 
Semangat perjuangan Islam mendasari Sarekat Dagang Islam sehingga tidak 
hanya perang fisik saja yang diserukan, akan tetapi perang politik, ekonomi dan 
pemikiran. Politik, ekonomi, dan pemikiran (Islam), merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan karena perpolitikan selalu bergantung kepada perekonomian 
dan perekonomian bergantung kepada perpolitikan. Sementara Islam, lahir sebagai 
moralitas dalam mengelola perekonomian dan perpolitikan. Asmuni (2003) 
menyampaikan bahwasanya pembangunan ekonomi yang disertai dengan 
perubahan sosial budaya akan banyak menimbulkan masalah moral, menurutnya 
alternatif yang seharusnya dilakukan agar merespon aspek moral dengan cara 
mengkaitkan pembangunan ekonomi dengan agama. Dalam pembangunan ekonomi 
menurut Khursyid dalam Asmuni (2003) seharusnya pertumbuhan ekonomi tidak 
terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada 
seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. HOS. Tjokroaminoto 
(2008:76) berpendapat bahwasanya hukum riba merupakan larangan Rasulullah 
Saw yang bersifat sosialistis. Islam dengan keras melarang adanya riba karena 
menyebabkan kerusakan dan kebinasaan di dunia serta siksaan di akhirat. 
Perkembangan riba di Indonesia merupakan hasil dari pemikiran kapitalis yang 
dibawa Pemerintah Kolonial Belanda. HOS. Tjokroaminoto (2008:77) sangat 
menolak adanya kapitalisme karena bertentangan dengan Islam, serta berusaha 
memerangi benihnya dan membinasakan kapitalisme sampai ke akar-akarnya. 
																																																								
3  Pada saat itu, tembakau merupakan barang mewah yang sangat dibutuhkan, terutama oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. 
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Pendapat lainnya dalam Asmuni (2003) menyatakan bahwasanya 
pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan akidah dan 
membenarkan iman. Darussalam (2013) menambahkan bahwasanya dalam ajaran 
Islam juga ada kewajiban untuk membayar zakat yaitu kewajiban untuk memberikan 
sebagian harta kepada orang yang kekurangan (miskin), hal ini menunjukkan bahwa 
Islam sangat mementingkan kebersamaan dan tidak individualis, umat Islam 
dianjurkan untuk memilik rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. 
Kewajiban zakat sangat berkaitan erat dengan keimanan seseorang terhadap 
perintah Allah Swt. HOS. Tjokroaminoto (2008:27) menguatkan bahwasanya dengan 
hukum zakat, Islam mempunyai tujuan besar, yakni mewajibkan orang kaya 
mengeluarkan biaya untuk orang miskin. Allah Swt dalam surat At-Taubah ayat 71 
juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Hal 
tersebut ditambahkan pula oleh Rasulullah Saw dalam Riwayat Imam Ahmad dan 
Tirmidzi dalam Al-Faifi (2010 : 229) bersabda bahwa Allah Swt menerima sedekah 
dan mengambilnya dengan tanan kanan-Nya, lalu Dia mengembangkannya untuk 
salah seorang dari kamu seperti seseorang  dari kamu memelihara anak-anak 
kudanya, bahkan sesuap nasi bisa menjadi sebesar gunung Uhud. 
Sementara itu, adanya kondisi perpolitikan dan perekonomian yang tidak 
berjalan dan bertentangan dengan Islam, akan melahirkan moral-moral layaknya 
moral penjajah. Islam tanpa adanya perpolitikan dan perekonomian, akan menjadi 
jajahan penguasa politik dan ekonomi. Kedudukan Islam di Indonesia, diharapkan 
mampu menjadi rahmatallil ‘alamin dan penyokong perekonomian Indonesia melalui 
pengelolaan sumber-sumber ekonomi sesuai syari’at islam. Hal tersebut sebenarnya 
secara tegas menolak adanya perbedaan mendasar antara konsep pertumbuhan 
ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. 
Peran yang dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam tidak terlepas dari peran 
seorang Haji Oemar Said Cokroaminoto (1882-1934 M) yang merupakan tokoh 
besar dan memiliki peran besar dalam pengembangan Sarekat Dagang Islam. H.O.S 
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Cokroaminoto selalu melakukan pendekatan perekonomian dengan masyarakat. 
Rakyat pedesaan menganggapnya sebagai Erucakra (Ratu Adil) karena ia telah 
membebaskan masyarakat dari penindasan penjajah, akan tetapi beliau tidak mau 
menerima panggilan ratu adil tersebut karena jiwanya yang besar dan tauhidnya 
yang kokoh (Suryanegara, 2009 : 379). Balasan keadilan dalam Islam bukanlah 
mengharapkan pujian dari manusia apalagi pengagungan yang berlebihan, akan 
tetapi mengharapkan pahala dari Allah Swt seperti yang dituliskan Nawawi (2011 : 
363) yang menuliskan salah satu hadits dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah 
Saw bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang adil itu akan berada di sisi Allah 
Swt diatas mimbar-mimbar dari cahaya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam 
memutuskan hukum dan dalam keluarga mereka, dan setiap hal yang dipercayakan 
kepada mereka”. 
Bahkan H.O.S Cokroaminoto merupakan pemimpin yang masuk dalam 
kategori pemimpin yang disabdakan Rasulullah Saw dalam Nawawi (2011 : 363) 
yang diriwayatkan oleh ‘Auf bin Malik, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw 
bersabda, ‘Pemimpin kalian yang baik adalah orang-orang yang dicintai oleh kalian 
dan merekapun mencintai kalian, didoakan oleh kalian dan merekapun mendoakan 
kalian. Sedangkan pemimpin kalian yang jelek adalah yang dibenci oleh kalian dan 
merekapun membenci kalian, dilaknat oleh kalian dan merekapun melaknat kalian’.” 
Secara kecerdasan, H.O.S Cokroaminoto merupakan tokoh yang memiliki 
pemikiran dan inovasi yang sangat cemerlang. Darussalam (2013) dalam skripsinya 
menuliskan bahwa H.O.S Cokroaminoto merupakan seorang pejuang sejati yang 
sangat keras dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Darussalam 
(2013) melanjutkan bahwa kecerdasan dan keberanian beliau inilah yang 
membuatnya ditakuti dan disegani oleh lawan-lawannya. Dalam intelektualitasnya, 
Darussalam (2013) menjelaskan bahwa H.O.S Cokroaminoto mampu mengadopsi 
dan menerima gagasan serta pemikiran para tokoh revolusioner di berbagai belahan 
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dunia yang sedang berkembang kemudian diformulasikan kembali untuk mengatasi 
problematika-problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 
Darussalam (2013) memberikan rincian terkait pemikiran H.O.S Cokroaminoto, 
salah satunya adalah bagaimana mencoba menggali lagi nilai-nilai atau asas Islam 
untuk memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 
bangsa Indonesia terutama permasalahan untuk membebaskan bangsa Indonesia 
dari penjajahan. H.O.S Cokroaminoto menegaskan bahwasanya nilai-nilai agama 
Islam yang dibawa oleh nabi besar Muhammad SAW harus kita gali dan kita 
tafsirkan kembali sehingga dapat diimplementasikan dalam berkehidupan dan 
berkebangsaan. Darussalam (2013) menambahkan pemikiran H.O.S Cokroaminoto 
yang berkaitan dengan permasalahan yang lebih umum, yakni menjadikan nilai-nilai 
Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, akan tetapi 
lebih dari itu nilai-nilai tersebut juga banyak menjelaskan tentang permasalahan 
sosial, ekonomi, dan politik, beliau menyatakan dengan tegas bahwa Islam 
menginginkan keselamatan dan persatuan bagi seluruh manusia di muka bumi ini, 
Islam adalah agama perdamaian dan keselamatan. Sementara itu Al-Jufri (2004 : 
18) menegaskan bahwasanya hukum Islam memiliki kelebihan dibandingkan hukum-
hukum produk manusia, yakni dalam wilayah cakupannya. Hukum Islam mencakup 
dimensi dunia dan akhirat, sementara hukum buatan manusia hanya menyangkut 
urusan dunia saja. Al-Jufri (2004 :18) juga menambahkan bahwasanya hukum Islam 
memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat prefentif dan solutif. Di tengah krisis yang 
terjadi pada masyarakat Indonesia pada saat itu, Al-Jufri (2004 : 18) memberikan 
kritik bahwasanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari rakyatnya 
sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi, kepemimpinan dan kepercayaan 
masyarakat. 
Dasar-dasar pemikiran tersebut mendominasi perkembangan Sarekat Dagang 
Islam. Diawali dengan adanya perdagangan kecil yang dilakukan di wilayah 
perkotaan dengan cara modern, namun tetap tidak menghilangkan syariat Islam 
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dalam melakukan perdagangan. Hal tersebut mampu menjadi pusat perhatian dan 
menarik dukungan dari masyarakat jawa yang terkenal dengan budaya tradisional 
dan pemeluk Islam taat (Teik, 2010). Dalam bidang perdagangan, Sarekat Dagang 
Islam mampu menjadi sinkretis antara budaya tradisional dan agama Islam. 
Sarekat Dagang Islam didirikan atas dasar kebutuhan ekonomi perdagangan 
kecil dan kepentingan manufaktur (Teik, 2010). Islam melihat permasalahan yang 
hadir di masyarakat, kemudian dengan cepat mencarikan solusi untuk permasalahan 
tersebut. Adanya permasalahan yang dikeluhkan oleh pedagang-pedagang kecil, 
ditanggapi dengan serius oleh Sarekat Dagang Islam sehingga masyarakat merasa 
menjadi bagian dari Sarekat Dagang Islam, dengan demikian semakin mempercepat 
peningkatan jumlah anggota Sarekat Dagang Islam. 
Sarekat Dagang Islam beranggotakan bangsawan-bangsawan jawa yang 
memiliki otoritas sosial dan status yang tinggi (Teik, 2010). Hal tersebut 
mempermudah untuk mengajak orang lain bergabung di dalamnya. Pengaruh 
Sarekat Dagang Islam yang semakin besar dan mengancam eksistensi Pemerintah 
Kolonial Belanda, sehingga mereka melakukan penurunan status terhadap orang-
orang yang tergabung di dalam Sarekat Dagang Islam. Ancaman yang diberikan 
Pemerintah Kolonial Belanda bukanlah ancaman yang berarti karena sejarah 
Rasulullah Saw sudah mengajarkan mereka bahwa yang dialami oleh Rasulullah 
Saw bersama shahabat Muhajirin lebih berat, shahabat Rasulullah Saw tersebut 
harus rela meninggalkan kekuasaan, serta hartanya di mekkah untuk hijrah ke 
Madinah. 
Pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir ketika tidak menurunkan status 
orang-orang yang tergabung dalam Sarekat Dagang Islam, karena perekonomian 
Pemerintah Kolonial Belanda mulai terancam. Berawal dari perdagangan batik di 
daerah Karaton Surakarta, Sarekat Dagang Islam berhasil mengembangkan jaringan 
hingga pelosok kota-kota besar di Indonesia (Wijaya, 2009). Sarekat Dagang Islam 
tidak hanya menghimpun jaringan dalam bidang perdagangan, akan tetapi juga 
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menghimpun kekuatan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. 
Berawal dari pasar, Islam mengumpulkan kekuatan nasional. 
Sementara itu, menurut Hidayat (2012) dalam perkembangannya kebangkitan 
dan kesadaran nasional untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan, sejarah 
mencatat terdapat 3 organisasi yang menentang dominasi asing terhadap bidang 
ekonomi, sosial, dan moral. Organisasi tersebut adalah Sarekat Dagang Islam, 
Asuransi Jiwa Bumiputera, dan Muhammadiyah. Hidayat (2012) menambahkan 
bahwa, “Kehadiran ketiga buah organisasi tersebut merupakan seberkas cahaya di 
malam gelap, yang ikut menuntun kesadaran berbangsa karena sepenanggungan di 
dalam nasib.” 
Diantara ketiga organisasi tersebut, Sarekat dagang Islam merupakan 
organisasi yang bertujuan untuk memajukan perdagangan di Indonesia (Sapriya, 
2012). Salah satu asas yang digunakan adalah asas kooperasi atau kerjasama 
dengan masyarakat luas. Dalam Anggaran Dasar Sarekat Dagang Islam disebutkan 
bahwasanya Sarekat Dagang Islam bertujuan memajukan pertanian, perdagangan, 
kesehatan, pendidikan dan pengajaran (Sapriya, 2012 : 172). 
Awal mula pembentukan Sarekat Dagang Islam adalah untuk kepentingan 
ekonomi umat Islam yang pada saat itu mengalami kesengsaraan akibat penjajah 
(Umar, 2010). Inilah salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam yang dilakukan 
oleh Sarekat Dagang Islam. Perekonomian dijalankan untuk menyelamatkan 
masyarakat dari kesengsaraan. Penerapan perekonomian Islam yang dilakukan oleh 
Sarekat Dagang Islam, merupakan salah satu bentuk perekonomian yang patut 
untuk dipelajari karena Sarekat Dagang Islam mampu membuat Pemerintah Kolonial 
Belanda meningkatkan kewaspadaan. 
Sementara itu peran Sarekat Dagang Islam dalam dunia perdagangan adalah 
mengurangi perdagangan Pemerintah Kolonial Belanda yang begitu aktif dalam 
usaha candu. Dalam Niel (1984 : 107) dijelaskan bahwasanya dalam abad 
kesembilan belas Pemerintah Kolonial Belanda menanamkan hak istimewa candu 
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kepada swasta, umumnya Tionghoa. Bahkan Jawa dan Madura menjadi pusat 
penghasilan candu yang diawasi langsung oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 
Meskipun perdagangan candu adalah perdagangan haram, akan tetapi 
mendatangkan keuntungan yang begitu besar bagi Pemerintah Kolonial Belanda. 
Hal tersebut dapat dilihat dari perluasan perkebunan candu, dalam Niel (1984 : 107) 
disebutkan bahwasanya pada tahun 1904 pengawasan pemerintah diperluas ke 
seluruh Pulau Jawa. Tidak dapat dielakkan bahwasanya Sarekat Dagang Islam 
menjadi ancaman bagi perdagangan candu Pemerintah Kolonial Belanda. Sarekat 
Dagang Islam menginginkan masyarakat terlepas dari perdagangan ataupun segala 
sesuatu yang berhubungan dengan candu. Peran Sarekat Dagang Islam diambil 
tersebut sangat beralasan, karena dalam Niel (1984 : 107) disebutkan bahwasanya 
monopoli candu menjadi suatu usaha lain dari pemerintah yang memerlukan buruh 
dan majikan atau mandor yang diambil dari penduduk Indonesia.  
Selain itu, Sarekat Dagang Islam sangat menentang hasil adanya keputusan 
dari Pemerintah Kolonial Belanda bahwasanya Indonesia harus membayar hutang 
kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam Niel (1984 : 60) dijelaskan bahwa 
Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan bahwasanya mereka telah mempunyai 
peran besar dalam  membentuk kesatuan sosial, kemakmuran dan kebudayaan 
yang lebih tinggi di Indonesia sehingga masyarakat Indonesia berhutang budi 
kepada negeri Belanda.  
Hutang yang dimaksudkan Pemerintah Kolonial Belanda menghasilkan 
keputusan baru yang bernama politik etis. Menurut Niel (1984 : 61), politik etis yang 
diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada masyarakat Indonesia tidak 
dapat terlepas dari motivasi ekonomi. Pendek kata, lanjut Niel (1984 : 61), suatu 
keuntungan besar bagi pengusaha pabrik yang berbangsa Eropa khususnya 
belanda, importir-importir dan enterpreneur-enterpreneur. Sementara itu, menurut 
Anwar (1990), dalam skripsinya mengatakan bahwasanya politik etis yang 
diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-20 membawa perkembangan 
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dalam bidang birokrasi, ekonomi dan sistem pendidikan barat. Keuntungan dari 
kesemuanya tersebut bukan untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi, 
akan tetapi untuk pegawai-pegawai Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam 
pelaksanaannya, dijelaskan oleh Suradi (1989) bahwasanya Politik Etis yang 
diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda berpedoman kepada tiga prinsip yang 
terkena yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi yang pada dasarnya memiliki hubungan 
erat dengan perkembangan ekonomi yang pesat pada awal abad kedua puluh, akan 
tetapi pada waktu yang bersamaan justru kesejahteraan penduduk semakin merosot. 
Tentu saja hal tersebut karena pada dasarnya perkembangan ekonomi yang 
dimaksudkan hanya untuk kalangan dan kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda.  
Memang tidak ada keselarasan antara sektor ekonomi dan dunia keuangan 
dengan politik etis ini, akan tetapi bagi masyarakat Eropa khususnya Belanda yang 
menyadari bahwasanya politik ini adalah kesempatan besar untuk meningkatkan 
tingkat perekonomiannya di Indonesia, maka politik etis ini menjadi keuntungan bagi 
mereka. Bahkan dalam Niel (1984 : 61) disebutkan bahwasanya politik etis 
melibatkan modal swasta dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. 
Salah satu contoh bahwa keuntungan politik etis yang dimanfaatkan oleh 
perusahaan-perusahaan Eropa khususnya Belanda adalah industri gula. 
Pengusaha-pengusaha gula dijelaskan oleh Niel (1984 : 61-62) seakan membawa 
pengaruh paling langsung dan paling tidak sehat pada masyarakat Indonesia di 
sekitar pabrik-pabrik mereka. Pengaruh tidak sehat yang dimaksudkan adalah 
pengaruh dalam bidang perekonomian. Mereka menjadi penguasa utama dalam 
perkebunan tebu. Tentu saja bagi petani-petani tebu yang memiliki lahan sedikit 
harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta 
Belanda. Bahkan dalam Niel (1984 : 61-62) disebutkan bahwa pada dasawarsa 
pertama abad kedua puluh dengan mengikuti keputusan pertemuan Brussel tahun 
1903 untuk menghapuskan proteksi terhadap gula hasil Eropa, perkebunan dan 
ekspor gula menjadi bertambah penting untuk Hindia Belanda. Hal tersebut 
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merupakan dampak yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang harus 
menanggung kerakusan perusahaan swasta Belanda dalam mencari keuntungan 
sebesar-besarnya. Dalam Niel (1984 : 62) disebutkan bahwa penganut determinisme 
ekonomi berteriak, bahwa politik etis telah dijual dengan keuntungan besar bagi 
industri gula. Padahal dalam konsep konsumsi, Islam telah mengajarkan sebuah 
politik yang lebih etis daripada yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda, seperti 
yang disampaikan HOS. Tjokroaminoto (2008 : 41) bahwasanya kedermawasan 
dalam Islam memiliki asas-asas yang bersifat sosialistik. Bahkan di Al-quran 
dijelaskan bahwasanya sedekah tidak hanya sebagai sikap yang menunjukkan 
tentang sebuah kebajikan, akan tetapi juga penekanan terhadap kewajiban yang 
tegas dan tidak boleh dilalaikan. HOS Tjokroaminoto juga menambahkan di dalam 
Al-quran Allah Swt berfirman bahwasanya ‘Barang siapa memberi sedekah dari 
kekayaannya guna membuat lebih suci dirinya. Dan supaya tidak diberi upah atas 
kebajikannya. Tetapi barang siapa yang memberikan kekayaannya untuk keperluan 
perkaranya dia punya Tuhan, yaitu Tuhan Yang Maha Luhur. Dan kemudiannya 
tidak boleh tidak ia akan bersenang dengan dia punya upahan’. 
Sementara itu, dalam dunia barat, terjadi gejolak atas perpolitikan yang 
diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, terutama dari kalangan 
marxis. Niel (1984 : 61) menyebutkan bahwa sebagai akibat segi ekonomi politik etis 
ini, mereka yang berkeyakinan marxis yang keras memandang kebijaksanaan ini 
secara keseluruhan sebagai suatu muslihat kapitalis-imperialis. Memang antara 
marxis dan kapitalis belum menemukan titik terang dalam permasalahan ekonomi, 
akan tetapi dalam menanggapi permasalahan ekonomi di Indonesia mereka 
bergabung untuk menghancurkan Sarekat Dagang Islam yang akhirnya berubah 
nama menjadi Sarikat Islam. Usul penggantian nama dalam Padmo (2007), diberikan 
oleh H.O.S Cokroaminoto agar keanggotaan SDI jangan dibatasi hanya golongan 
pedagang, tetapi diperluas sehingga kata dagang saat menyusun anggaran dasar 
dihapus diganti dengan nama Sarikat Islam. Padmo (2007) menambahkan  bahwa 
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setelah masuknya H.O.S Cokroaminoto pada tahun 1912, Sarikat Islam mengalami 
kemajuan yang pesat berupa meluasnya dukungan bukan saja di seluruh Jawa, 
tetapi juga sampai ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi serta anggotanya 
mencakup berbagai lapisan masyarakat. Effendi (2011 : 70) menuliskan bahwa pada 
awal-awal pergerakan nasionalis ini, satu-satunya perwujudan politik Islam adalah 
Sarikat Islam (SI). Sarikat Islam merupakan “organisasi nasionalis Indonesia 
berlandaskan politik pertama” yang berkembang pesat. Bahkan di bawah 
kepemimpinan H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, dan Abdoel Moeis, SI adalah 
organisasi pionir yang “mengembangkan program politik yang menyerukan 
pemerintahan-sendiri” dan “kemerdekaan penuh”. 
Dalam pandangan Marxis, menurut Niel (1984 : 61), mereka merasa bahwa 
apa saja yang diusulkan dan dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah 
untuk keuntungan keuangan dan kapitalis negeri belanda. Kita melihat bahwa 
Pemerintah Kolonial Belanda mengambil keuntungan yang sangat besar dari 
perekonomian Indonesia. Meskipun mereka menguasai sepenuhnya perekonomian 
di Indonesia, namun tetap saja mereka tidak puas dengan hasil yang mereka 
dapatkan, bahkan mereka memberikan tambahan politik etis yang menyatakan 
bahwasanya Indonesia harus membayar hutang budi kepada Negara Belanda. 
Bahkan kalangan Marxis dalam Niel (1984 : 61) berpendapat bahwasanya  
politik etis sebagai alat yang lain saja supaya ekonomi orang Indonesia tetap kerdil, 
kebudayaannya steril, dan dalam lapangan politik dungu. Cara pandang yang 
disampaikan kalangan Marxis atas kondisi ekonomi Indonesia tidak ada salahnya, 
karena demikianlah kondisi yang sedang terjadi di Indonesia, yakni kondisi 
masyarakat yang semakin tertekan dan tertindas. 
Memang pandangan yang disampaikan oleh kalangan Marxis di Indonesia 
menurut Niel (1984 : 61), mendapatkan sambutan tertentu dari orang-orang yang 
tidak puas atas politik etis yang diterapkan di indonesia. Akan tetapi hal tersebut 
tentu bukan menjadi permasalahan yang berarti bagi Pemerintah Kolonial Belanda. 
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Permasalahan besar bagi Pemerintah Kolonial Belanda adalah berkembangnya 
pemikiran-pemikiran pembaharu Islam secara serentak di berbagai wilayah. 
Pemikiran tersebut tentu lebih berpengaruh bagi masyarakat Indonesia karena 
memiliki kesamaan dalam agama. 
Tentu saja Sarekat Dagang Islam mengalami pertumbuhan yang begitu hebat 
dan mencengangkan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Niel (1984 : 119) 
menambahkan bahwasanya kebangkitan minat beragama merupakan faktor yang 
tanpa ini Sarikat Islam akan tetap merupakan organisasi lokal yang kecil, tetapi 
disamping itu kekuatan-kekuatan lain juga hadir untuk mendorong kebangkitannya 
yang luar biasa itu. Kekuatan lain yang dimaksudkan oleh Niel bisa jadi kekuatan 
dalam melakukan perniagaan. Niel (1984 : 119) mengungkapkan bahwasanya 
Sarekat Dagang Islam merupakan bintang yang paling cemerlang di dalam membina 
organisasi dalam penggal kedua abad keduapuluh dan karena pemimpin-pemimpin 
organisasi ini berusaha keras untuk memegang kepemimpinan di seluruh 
masyarakat Indonesia, maka patutlah kita menimbulkan rasa keinginantahuan dalam 
mempelajari pembentukan dan perkembangannya di masa-masa permulaan dan 
perkembangan selanjutnya setelah kejatuhannya. Dalam Maloko (2011) dijelaskan 
bahwa keinginan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang sehat dan 
bermartabat sesungguhnya tumbuh bersamaan dengan munculnya kesadaran 
berbangsa, yakni jauh sebelum bangsa ini meraih kemerdekaannya, berbagai ormas 
Islam pada hakikatnya telah menyatakan cita-citanya, di samping untuk mewujudkan 
kehidupan keagamaan yang benar dan autentik, sekaligus juga untuk 
memperjuangkan kemandirian dalam kehidupan ekonomi agar dapat mewujudkan 
kesejahteraan lahir dan batin. 
HOS. Tjokroaminoto (2008:46-47) menyampaikan bahwasanya Islam sangat 
mewajibkan adanya kemerdekaan dan tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali 
kepada Allah Swt. Dijelaskan juga bahwasanya ‘La haula wala kuwata illa billah’ 
yang artinya tidak ada pertolongan dan kekuatan melainkan dari Allah Swt semata. 
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Dilanjutkan dengan kalimat ‘iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in’ yang diterjemahkan 
oleh H.O.S Cokroaminoto adalah Hanyalah Tuhan saja yang kita sembah dan 
hanyalah Tuhan sendiri yang mintai pertolongan. 
Dalam menghadapi permasalahan dengan kapitalisme yang dibawa 
Pemerintah Kolonial Belanda, Sarikat Islam membangun konsep ekonomi dengan 
dua pilar, yakni keadilan dan kemandirian yang seutuhnya. Dalam kemandirian 
ekonomi yang diterapkan Sarikat Islam, mereka mengembangkan kemampuan 
usaha pribumi yang tidak hanya terbatas pada kelompok dagang Tionghoa, akan 
tetapi juga melawan kapitalis internasional. 
Dalam kondisi penindasan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, Sarekat Dagang 
Islam tentu menjadi ancaman bagi Pemerintah Kolonial Belanda karena berusaha 
menerapkan perekonomian Islam yang mana bertujuan agar masyarakat Indonesia 
melakukan hubungan perdagangan dan sosial sesuai syariat Islam, yakni tanpa 
adanya tekanan dan penindasan dari kalangan manapun. Adanya perekonomian 
Islam yang dikembangkan oleh Sarekat Dagang Islam, maka diambillah tujuan 
dalam skripsi ini untuk menganalisis lebih dalam tujuan utama didirikannya Sarekat 
Dagang Islam sehingga mampu menjadikan pesaing utama Pemerintah Kolonial 
Belanda, serta menganalisis kemandirian masyarakat Indonesia prakemerdekaan, 
khususnya pada masa ketika Sarekat Dagang Islam yang berubah nama menjadi 
Sarikat Islam, yang akhirnya menjadi ancaman perekonomian dan perpolitikan 
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Adanya kelancaran perdagangan batik, 
tembakau dan rempah-rempah dibawah pantauan Sarekat Dagang Islam menjadi 
salah satu parameter keberhasilan Islam dalam mengelola perekonomian. Analisis 
penutup adalah analisis tentang runtuhnya Sarikat Islam sehingga menjadi dua 
pemikiran, yakni Islam dan komunis. 
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1.2 Fokus Penelitian 
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : 
1. Apa tujuan dibentuknya Sarekat Dagang Islam?  
2. Bagaimana pengaruh penerapan ekonomi Islam yang dilakukan oleh Sarekat 
Dagang Islam dan Sarikat Islam terhadap perekonomian masyarakat? 
3. Apa penyebab runtuhnya kejayaan perekonomian Sarikat Islam? 
4. Apa refleksi kekinian yang bisa diambil dari sejarah Sarikat Islam? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan kajian dalam penulisan penulisan ini adalah : 
1. Mengetahui tujuan dasar pembentukan Sarekat Dagang Islam. 
2. Mengetahui pengaruh penerapan ekonomi Islam yang dilakukan oleh Sarekat 
Dagang Islam dan Sarikat Islam terhadap masyarakat. 
3. Mengetahui penyebab runtuhnya kejayaan perekonomian Sarikat Islam. 
4. Mengetahui refleksi kekinian dari sejarah Sarikat Islam. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Kajian Pustaka 
2.1.1 Runtuhnya Kapitalisme Pemerintah Kolonial Belanda 
Kapitalisme yang berkembang pesat di Eropa pada awal abad 18 pada 
awalnya berasal dari banyaknya ahli ekonomi di Eropa yang berasal dari pendeta 
atau ahli agama kristen. Saefuddin (2011 : 68) menyatakan bahwa pada awalnya, 
ekonomi dan agama di Eropa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Namun kondisi demikian berubah ketika terjadi revolusi industri dan produksi masa, 
maka ahli ekonomi memisahkan kajian ekonomi dari keterandalan agamanya. Gejala 
ini merupakan gejala awal dari revolusi pemikiran kapitalisme di Eropa. 
Selain itu, masyarakat yang memiliki basis sebagai seorang pedagang, tidak 
mampu melakukan kebebasan dalam beragama, bahkan mereka cenderung dibatasi 
oleh derajat atau level sebagai orang yang mampu memahami agama. Noer (1982 : 
47-48) menyampaikan bahwasanya kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan 
pendapat dalam hal agama tidak diakui sama sekali. Injil yang menjadi kitab 
mayoritas penduduk Eropa, hanya bisa dibaca oleh pejabat-pejabat gereja karena 
bahasanya (bahasa latin) tidak dimengerti oleh orang banyak sedangkan 
menterjemahkannya tidak dibolehkan. Hal tersebut tentu membuat masyarakat 
semakin terjauhkan dari agamanya karena dibatasi dalam menuntut ilmu. Sementara 
dalam bidang interpretasi atau tafsir, mereka juga dibatasi dan semata-mata tafsir 
tersebut datang dari pihak gereja. Tafsir memang dibutuhkan orang-orang yang ahli 
dalam bidang tersebut, akan tetapi tidak memberikan kesempatan kepada kaumnya 
untuk mengartikan hanya karena bukanlah pejabat gereja, merupakan bentuk 
pembatasan terhadap masyarakat luas.  
Sementara itu, untuk menghadapi berbagai sistem ekonomi di dunia, 
terutama kapitalisme, penyebab utamanya menurut Saefuddin (2011 : 75) adalah 
filsafat sistem, yang meletakkan proporsi Tuhan-manusia-alam dalam konsep 
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triangle yang saling menguatkan eksistensinya dimana Tuhan terletak di sudut 
puncak. Pemahaman yang keliru terhadap filsafat sistem akan berakibat tidak 
mustahil adanya penjungkir-balikan konsep triangle dan akhirnya eksploitasi nilai-
nilai dasar maupun instrumental yang bakal membawa manusia kepada pendewaan 
dirinya sendiri dan memasuki ke halaman dan wilayah ekonomi sekular dengan 
menggeser eksistensi Tuhan sebagai Pencipta seperti pada sistem ekonomi liberal 
kapitalistis. Bahkan dengan cara menghilangkan eksistensi Tuhan seperti pada 
sistem ekonomi Marxis-Sosialis. Djaelani (2000) menuliskan bagaimana filsafat dari 
ekonomi Marxis-Sosialis, yakni : 
Semakin banyak bekerja membaktikan dirinya pada pekerjaannya dan 
semakin kuat dunia asing yang diciptakannya, maka semakin miskinlah diri-
individunya, dunia-bathiniahnya. Hal ini juga berlaku bagi agama: semakin 
dalam manusia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, semakin kurang ia 
menjadi milik dirinya. 
Djaelani (2000) mengomentari pemikiran Marx tentang manusia, Tuhan dan 
ekonomi bahwa ketika membicarakan manusia, Marx mengaku suatu dunia 
bathiniah dan suatu dunia lahiriah, suatu diri dan suatu lingkungan, secara tidak 
langsung ia mengakui adanya hubungan kebalikan di antara keduanya. Jelas terasa 
bahwa ia di sini membela humanisme "Independent" atau dengan ucapannya sendiri 
"tabiat manusia yang mampu hidup sendiri" di hadapan Tuhan, masyarakat dan 
alam. Sedangkan, menurut Djaelani (2000), ketika Marx menyerang agama, ia 
mengangkat spiritual manusia lebih tinggi lagi, seakan-akan makhluk suci, si 
pencipta dirinya sendiri; sedangkan Tuhan, yang berarti manifestasi dari semua nilai 
moral suci dan absolut, adalah pantulan esensi manusia yang suci dan 
transendental. 
Bahkan, Saefuddin (2011 : 76) memberikan komentar bahwa dalam filsafat 
ekonomi kapitalisme, tergambar pada prinsip laissez faire (hak kepemilikan 
perorangan) dan kekuasaan tersamar, kebebasan orang yang diberikan sepenuhnya 
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untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya. Filsafat ini selanjutnya memandang bahwa 
Tuhan itu memang ada tetapi tidak ikut campur dalam bisnis manusia, atau Tuhan itu 
sudah pensiun (tidur), atau sudah pindah atau sedang jalan-jalan ke negara-negara 
dan bangsa yang sedang berkembang. Filsafat semacam ini menggambarkan 
agnotisisme yang pada gilirannya akan menerima akibat fatal bagi keseimbangan 
eksistensi konsep triangle. Filsafat ini akan membawa manusia kepada kehidupan 
yang materialistis. 
Rahardjo (2009) meruntutkan sejarah dari laissez faire, yakni berawal dari 
sistem ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda yang diharapkan mampu menjadi 
penyokong perekonomian mereka secara keseluruhan, yang akhirnya berkembang 
menjadi sistem monopoli perdagangan oleh satu perusahaan dagang yaitu VOC 
(Vereenigde Oots Indische Compagnie). Rahardjo (2009) menambahkan bahwa 
perusahaan dagang swasta ini berakhir dengan kegagalan karena korupsi dari 
dalam. Kegagalan tersebut membuat Pemerintah Kolonial Belanda harus 
menggantinya dengan sistem yang baru, maka diputuskanlah sistem Tanam Paksa 
(Cultuur Stelsel) dimana negara bertindak sebagai perusahaan yang mengelola 
perkebunan. 
Bahkan dalam asas laissez faire, hak kepemilikan perseorangan adalah 
absolut tanpa batas, bahkan mereka dijamin melakukan kegiatan ekonomi dan 
transaksi tanpa batas, tanpa melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Sudah tidak 
ada lagi norma-norma yang ada dalam etika perekonomian.  
Pengaruh kapitalisme di Eropa membawa pengaruhnya ke Indonesia. 
Permasalahan revolusi industri dibawa oleh kalangan kapitalis menjadi 
permasalahan perkebunan. Permasalahan ini merupakan masalah yang terjadi sejak 
awal masuknya Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Hal tersebut timbul akibat 
penguasaan atas tanah oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sampai penerapan pajak 
dari perkebunan, yang berlanjut sampai awal abad ke-20. Padahal pada zaman 
Rasulullah Saw, dituliskan oleh HOS. Tjokroaminoto (2008:27) bahwasanya tanah 
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memberi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya pekerjaan 
kepada orang-orang. Bahkan HOS Tjokroaminoto mengkritisi bagaimana kondisi 
masyarakat sebelum Sarikat Islam datang dengan membawa ideologi Islam yang 
direndahkan oleh orang kapitalis seperti binatang. 
Disisi lain, sejak awal abad ke-19, desa-desa di Indonesia mengalami 
perubahan yang cukup signifikan terutama di jawa, setelah masuknya sistem 
perekonomian kapitalisme (Utami, 2011). Effendi (1990) menuliskan dalam 
skripsinya bahwa tahun 1870 merupakan awal yang menentukan “Batu loncatan” 
bagi proses percepatan transformasi masyarakat. Effendi (1990) melihat 
bahwasanya sistem ekonomi liberal yang dijalankan Pemerintah Kolonial Belanda 
telah mengakibatkan dibukanya perkebunan-perkebunan besar, didirikannya pabrik-
pabrik, serta usaha untuk mengeksploitasi tambang. Perubahan cukup signifikan 
terlihat dari hasil perkebunan besar yang berkembang pesat dan menghasilkan 
panen yang sangat melimpah. Disatu sisi, perkembangan tersebut terlihat 
menguntungkan bagi sebagian orang, akan tetapi menimbulkan kerugian bagi 
sebagian lainnya. Dampak positif dari masuknya perekonomian kapitalisme dapat 
dirasakan oleh pemilik perkebunan besar, akan tetapi membawa dampak negatif 
bagi pemilik perkebunan kecil. 
Penders dalam Utami menambahkan bahwa usaha pertanian dengan 
teknologi sangat sederhana tidak dapat menghasilkan surplus poduksi yang dapat 
dipasarkan petani guna memperoleh uang tunai yang cukup untuk membayar pajak 
dan membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti minyak tanah, korek api dan 
barang konsumtif lainnya. Bahkan dalam Nasihin (2012 : 25-26) dijelaskan bahwa 
akibat dari hukum tersebut, modal swasta asing mulai mengalir ke Indonesia, yang 
awalnya pejabat negeri mendukung dengan harapan agar membawa sistem 
ekonomi modern bagi petani bumi putera. Namun harapan tersebut tidak terwujud 
karena ternyata masyarakat petani yang sebelumnya mengelola pertaniannya 
sendiri, justru menjadi buruh di lahannya sendiri.   
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Bagi pemilik perkebunan kecil, biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan 
sebuah lahan cukup besar namun membawa keuntungan yang sedikit karena 
kuantitasnya sedikit, berbeda dengan pemilik perkebunan besar yang mengerjakan 
sebuah lahan dengan biaya besar namun membawa keuntungan yang besar karena 
kuantitasnya banyak. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya itu saja, akan 
tetapi Effendi (1990) menambahkan bahwasanya modal-modal asing serta teknologi 
modern masuk ke Indonesia, yang akhirnya mendukung perkembangan 
perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda secara menyeluruh, yakni melalui 
terbentuknya birokrasi dan aparat pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda. 
Mekanisme pasar kapitalisme merupakan bentuk sistem yang cenderung 
memusatkan kekayaan pada kelompok orang tertentu (Saefuddin, 2011 : 7). 
Dampak lain perekonomian kapitalisme yang masuk ke Indonesia adalah gulung 
tikarnya pemilik perkebunan kecil karena tidak mampu lagi mengolah 
perkebunannya dan tidak mampu bersaing harga dengan pemilik perkebunan besar. 
Disisi lain, dari sistem perekonomian kapitalisme ini diharapkan tunduknya 
masyarakat menengah kebawah terhadap aturan yang dibuat oleh pemilik modal, 
penguasa atau pemilik perkebunan besar, yakni Pemerintah Kolonial Belanda. 
Kebebasan pasar yang dijalankan oleh kalangan kapitalis, menurut Sholihuddin 
(2011) hanya akan menguntungkan pemodal-pemodal besar, karena penguasaan 
mereka terhadap alat-alat produksi. Akibatnya penguasaan dan pemusatan 
kekayaan hanya pada segelintir orang. 
Kapitalisme yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia 
memang terlihat menguntungkan, akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat 
membantu perekonomian lokal atau nasional bahkan cenderung menyengsarakan 
masyarakat Indonesia. Dampak kapitalisme dirasakan diawal abad keduapuluh. 
Anwar (1990) mengambil contoh di daerah Bekasi yang mengalami penurunan 
kesejahteraan penduduk secara tajam dan kondisi mulai normal sejak tahun 1913. 
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Kemerosotan kesejahteraan tersebut menurut Anwar (1990) terjadi setelah adanya 
pemberontakan petani tahun 1889. Tentu saja pemberontakan tersebut berawal dari 
semakin dieksploitasinya petani dan sumber daya alam.  
Kushendrawati (2006) menambahkan bahwasanya kemudahan yang 
ditawarkan oleh mesin- mesin berteknologi tinggi dalam era globalisasi ternyata tidak 
hanya dilihat dari sisi positif. Salah satu contohnya adalah kemajuan di bidang 
komunikasi yang kelihatannya bisa menghapus segala perbedaan dalam masyarakat 
dunia, ternyata globalisasi gagal membuat masyarakat bersatu dalam satu 
solidaritas yang lebih besar dari sebelumnya. Kushendrawati (2006)  mengomentari 
bahwa perspektif ini homogenisasi globalisasi dilihat hanyalah sebagai ilusi serta 
dunia yang disatukan adalah ilusi terbesar globalisasi, karena yang terjadi 
khususnya pada manusia adalah kebalikannya. 
Dengan demikian, penerapan kapitalisme Pemerintah Kolonial Belanda di 
Indonesia, dapat dikatakan gagal dan seharusnya telah menjadi sistem yang mati di 
Indonesia sejak lama, karena beberapa alasan diantaranya (Saefuddin, 2011 : 7-8) : 
a. Timbulnya ketidakadilan. 
Keuntungan hanya didapatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, 
sementara masyarakat yang bekerja penuh, tidak mendapatkan 
keuntungan yang setara, bahkan penerapan panam paksa tidak 
menguntungkan masyarakat sama sekali. 
b. Tidak mampu mengentas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 
Tingkat kemiskinan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda tidak 
menurun, namun terus meningkat. Ketimpangan pendapatan juga terlihat 
jelas bagaimana masyarakat yang miskin semakin miskin dan masyarakat 
yang mampu menyuap Pemerintah Kolonial Belanda semakin kaya. 
c. Paradigma yang tidak mengacu pada kepentingan masyarakat secara 
menyeluruh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	39	
Hal tersebut menimbulkan adanya dikotomi antar individu, masyarakat, dan 
negara. Masyarakat semakin tidak percaya dengan struktur pemerintahan 
dalam mengelola perekonomian masyarakat. 
d. Tidak mampu terselaraskan dengan negara lain. 
Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda menguasai rempah-rempah di 
Indonesia, hampir semua kebutuhan rempah-rempah dunia disalurkan ke 
Belanda. Padahal negara-negara lain juga membutuhkan pasokan rempah-
rempah dari Hindia, atau Indonesia.  
e. Terlalaikannya pelestarian sumber daya alam. 
Alasan ini terlihat cukup jelas ketika Pemerintah Kolonial Belanda 
mengeksplorasi kekayaan Indonesia secara besar-besaran. Masyarakat 
kalangan bawah dikerahkan dengan gaji yang murah, serta tidak 
mengganti rugi atas sumber daya alam di Indonesia yang telah diambil. 
Sistem perekonomian yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda akan 
hancur seiring ketidakadilan karena menyengsarakan hajat hidup masyarakat 
Indonesia. Kushendrawati (2006) menjelaskan bahwa sebutan lain dari kapitalisme 
yang diciptakan barat adalah globalisasi ekonomi. Di tengah rapuhnya kapitalisme 
atau globalisasi ekonomi pada masa itu, terdapat kesempatan besar bagi sistem 
perekonomian lain untuk menggantikannya. Sama halnya dengan sosialisme, 
Djaelani (2000) menyampaikan bahwa doktrin Marxisme-Komunisme, yang paling 
sering didengung-dengungkan seakan hebat dan ilmiah, ternyata setelah dianalisa 
dan disesuaikan dengan data dan fakta ilmiah, sangat rapuh dan labil, bahkan lebih 
bersifat dogmatis dibanding dengan doktrin-doktrin agama manapun di dunia ini. 
Djaelani (2000) menambahkan betapa dogmatisnya sehingga segala data dan fakta 
serta koreksi ilmiah yang dapat menggugurkan doktrin Marxisme-komunisme, 
dianggap sebagai kaum reaksioner dan kepala batu. Selain itu, Gie (1983 : 77) 
mengomentari revolusi yang diinginkan kaum revolusioner yang menginginkan 
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adanya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan tapi yang mereka dapat adalah 
totaliterisme Napoleon, kelas-kelas diperuncing dan terjadi terror sesamanya. 
Menurut Agutianto dalam Sholihuddin (2011), ketika sistem ekonomi 
kapitalisme mengalami kerapuhan dan ”kematian”, maka sekali lagi ditegaskan, 
bahwa peluang (chance) ekonomi syariah makin terbuka luas untuk berkembang dan 
menjadi solusi sistem perekonomian dunia. Tanda-tanda kematian yang dialami oleh 
kapitalisme tidak hanya muncul dalam masa penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda, akan tetapi juga muncul akhir-akhir ini, yakni akhir abad ke-20 dan awal 
abad ke-21. 
Fathurrahman (2010) menuliskan bahwa semenjak kapitalisme mendominasi 
sistem perekonomian dunia, hampir semua negara pernah mengalami krisis yang 
menggoyahkan stabilitas. Krisis yang terjadi berulang dalam sejarah. Fathurrahman 
(2010) mencatat pengulangan sejarah runtuhnya kapitalisme terjadi sejak tahun 
1923, tahun 1930, tahun 1940, tahun 1970, tahun 1980, tahun 1990, dan dan tahun 
1998–2001, bahkan pada tahun 2008 krisis semakin mengkhawatirkan dengan 
munculnya krisis finansial di Amerika Serikat, yang memberikan efek domino ke 
berbagai negara di penjuru dunia. Sepanjang abad keduapuluh telah terjadi 
beberapa kali krisis besar yang melanda banyak negara serta mengakibatkan 
penderitaan bagi jutaan umat manusia. 
Inilah kesempatan besar bagi ekonomi syariah atau Islam untuk 
menggantikan sistem yang telah rapuh, rusak dan mati dengan sistem perekonomian 
Islam yang mulai berkembang seiring berkembangnya modernisasi Islam. Sistem 
ekonomi Islam juga menerapkan adanya penguasaan barang oleh individu, akan 
tetapi berbeda dengan penguasaan barang dalam kapitalisme. Sistem Ekonomi 
Islam sangat berbeda dengan kapitalisme karena Islam lebih mengedepankan moral, 
tidak memperkenankan adanya eksploitasi, tidak memberikan ampunan kepada 
orang yang memiliki tabungan dan investasi tanpa batas dengan tidak 
mempertimbangkan dampak sosial atas tindakannya (Saefuddin, 2011 : 22-23). 
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Bahkan Islam telah membuat definisi investasi yang khusus, dalam Asmuni (2003) 
yakni infaq yang dikeluarkan untuk saudaranya yang fakir miskin. Meskipun dalam 
ekonomi konvensional dianggap sebagai unsur konsumsi, akan tetapi simpanan 
tersebut merupakan cerminan akumulasi modal. 
Memang pada awalnya Kapitalisme yang berkembang di Eropa mendapatkan 
dukungan dari kalangan protestan. Di awal perkembangannya Saefuddin (2011 : 22) 
menyebutkan bahwasanya kalangan protestan tidak hanya memaafkan akan tetapi 
juga mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas, yang merupakan sikap 
tidak berperasaan dalam masyarakat. Disisi lain, mereka membenarkan penetapan 
upah yang ekspolitatif yang menjamin ketinggian produktivitas dan menekankan 
pelayanan yang penuh penaatan dan rajin bagi para majikan sebagai jalan 
keselamatan kaum buruh. Tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan etika 
Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Islam mengharamkan adanya 
konsumsi pribadi secara berlebihan atau bahkan melakukan penimbunan yang tidak 
terbatas, sebaliknya, Islam memuji sedekah sebagai sarana untuk menyamaratakan 
distribusi penghasilan sekaligus sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan 
spiritual. Beredarnya uang melalui sedekah merupakan salah satu sarana agar 
manusia tidak menimbun harta, serta tidak merasa bahwa harta yang dimilikinya 
adalah hartanya. Qardhawi (2003 : 94) mengambil salah satu hadits shahih yang 
diriwayatkan Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menyatakan bahwasanya 
tidaklah seseorang menimbun kecuali berdosa. Ancaman itu datang dari Allah Swt 
karena orang yang menyimpan ingin membangun dirinya diatas penderitaan orang 
lain. Tentu saja dalam konteks ini sangat kelihatan bahwa orang tersebut tidaklah 
peduli dengan orang lain, bahkan tidak memperdulikan apakah orang lain kelaparan, 
kekurangan pakaian, atau bahkan mengalami kemiskinan akibat perbuatannya. 
Qardhawi (2003 : 95) menambahkan bahwa semakin seseorang membutuhkan 
barang tersebut, maka ia semakin menyembunyikannya, akibatnya barang tersebut 
dijual dengan harga yang sangat mahal. 
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Darussalam (2013) menuliskan beberapa nilai sedekah yang sebenarnya 
lebih penting daripada makna sosialisme barat, yakni : 
1. Membangun perasaan rela mengorbankan diri dan perasaan melebihkan 
kepentingan umum, dari keperluan diri sendiri. Lebih baik mati sendiri, 
tetapi jangan sampai membiarkan orang lain mati kelaparan.  
2. Membagi kekayaan secara rata, dibuktikan dengan rukun Islam yaitu 
memberi zakat, agar supaya ketika seseorang mempunyai kekayaan yang 
lebih bisa berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. 
3. Menimbulkan rasa bahwa kemiskinan bukanlah suatu kehinaan, dan 
supaya orang menganggap bahwa kemiskinan lebih mulia daripada 
kejahatan. 
Allah Swt berpesan bahwa harta yang kita miliki adalah harta titipan Allah Swt 
kepada kita semua. As-Siba’I dalam Darussalam (2013) menuliskan bahwa harta 
yang paling berharga yang dimiliki oleh umat muslim adalah solidaritas moral, 
solidaritas dalam ilmu, solidaritas politik, solidaritas dalam pembelaan masyarakat, 
solidaritas dalam memberikan kompensasi kepada korban kejahatan, solidaritas 
dalam mempertahankan moralitas masyarakat, solidaritas ekonomi, solidaritas ritual, 
solidaritas kultural, “sedekah” atau solidaritas yang ditujukan untuk mendorong 
setiap masyarakat untuk mendapatkan kelayakan hidup. 
Terdapat anggapan bahwa sistem Islam dan kapitalis merupakan sistem 
yang tidak jauh berbeda. Akan tetapi, Saefuddin (2011 : 24-25) memaparkan 
beberapa hal yang membuat sistem Islam dan kapitalisme merupakan sistem yang 
berbeda, diantaranya : 
1. Kapitalisme gagal mengejawantahkan kesatuan hidup dengan penekanan 
yang berlebih pada nilai material manusia dengan mengorbankan sisi 
ruhaninya. Pendambaan materi yang berlebihan dari kapitalisme telah 
membekukan sistem kreatif manusia dan mengeringkan sumber kebahagiaan 
yang mengalir dari karya-karya kreatif. Hal tersebut diakibatkan orang yang 
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menggunakan sistem kapitalis, berusaha memperbanyak hartanya dengan 
cara apapun, segala tenaga dan pikiran dikerahkan untuk mengumpulkan 
kekayaan, bahkan menghalalkan yang haram mereka lakukan. Hal tersebut 
terlihat dari adanya kerja rodi atau kerja paksa yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. Bagi mereka, yang penting adalah berusaha 
sedapat mungkin untuk menambah kekayaan dirinya meskipun jutaan orang 
menjadi korban atas perbuatannya. Bahkan tujuan akhir dari mereka adalah 
mengumpulkan harta sebanyak mungkin dengan cara apapun untuk dinikmati 
sesuka hatinya. Kushendrawati (2006) juga menambahkan bahwasanya 
sistem kapitalisme global mutlak membutuhkan adanya negara-negara 
berkembang untuk dijadikan sapi perahan. Pada masa itu, negara yang 
dijadikan sapi perah adalah negara-negara yang berada di bawah 
jajahannya, salah satunya adalah Indonesia. Menurut Noor (2008), Indonesia 
yang awalnya adalah negara yang subur dan makmur kini telah menjadi sapi 
perah Pemerintah Kolonial Belanda. Telah terjadi pemilikan modal yang 
timpang, ketidakadilan dan penghisapan. Bahkan dalam kejadian ini, H.O.S 
Tjokroaminoto dalam Noor (2008) mengomentari bahwa jatuhnya imperialism 
dan kapitalisme internasional, yang diharapkan dan diyakini akan segera 
terjadi yang akhirnya berdampak secara langsung pada kemerdekaan umat. 
Berbeda dengan Islam, yang memperbanyak harta dengan cara 
menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Bahkan, Allah 
Swt sudah mengancam orang-orang yang suka menimbun hartanya, yakni 
“Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa 
hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia 
benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa 
Huthamah itu? Yaitu. api Allah yang dinyalakan, yang membakar. sampai ke 
hati.” (Q.S 104:2-7). Dalam ayat lainnya, Islam menggambarkan betapa 
posisi uang disusutkan ketika berhadapan dengan manusia, yakni “Harta dan 
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anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang 
kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik 
untuk menjadi harapan.” (Q.S 18 : 46) 
2. Kapitalisme merusak keseimbangan sosial. Keserakahan kapitalisme terlihat 
dari diperbolehkannya kekayaan terpusat pada segelintir orang dengan 
alasan hanya kaum kayalah yang berhak menabung dan melakukan 
investasi. Keserakahan tersebut hanya memberikan kesempatan kepada 
orang-orang kaya agar masuk ke dalam lingkaran yang membuat mereka 
memperkokoh jaringan untuk kepentingan pribadi. Kondisi demikian semakin 
memperparah jarak antara si miskin dan si kaya. Kegagalan kapitalisme 
dalam menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat berasal dari tekanan 
yang akhirnya menimbulkan persaingan tanpa melihat kawan ataupun lawan 
serta lebih mengutamakan hawa nafsu. Al-Jauziyyah (2001 : 79) menjelaskan 
bahwasanya manusia dibagi menjadi dua kelompok, yakni manusia yang 
dikalahkan, dikuasai dan dihancurkan oleh nafsu, serta manusia yang 
berhasil memenangi pertarungan melawannya, yakni manusia yang mampu 
mengekang, menundukkan, sehingga nafsu tunduk dibawah perintahnya. 
Sementara Islam, melarang adanya peredaran kekayaan hanya pada 
segelintir orang saja, yakni “supaya harta itu jangan hanya beredar di antara 
orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Q.S 59 : 7). Kehidupan dalam 
pandangan Islam merupakan soal saling kerjasama dan tanggung jawab 
pribadi. Meskipun pada dasarnya Islam sama sekali tidak meniadakan 
persaingan, akan tetapi Islam tidak mengakui bahwa persaingan merupakan 
cara terbaik untuk mencapai kebahagiaan manusia, atau sebagai prinsip 
penuntun perilaku ekonomi.  
3. Kapitalisme menganggap bahwasanya manusia berhak memiliki kekayaan 
sesuai kehendaknya, bahkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk 
memiliki harta sebebas-bebasnya. Kebebasan tanpa batas atas kekayaaan 
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pribadi hanya akan menyisakan ruangan sempit bagi kebabasan manusia 
dengan membebankan tanggung jawab sosial yang amat ringan kepada 
kaum kaya seraya mengorbankan kaum miskin. Sementara dalam Islam, 
menganggap bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi dan langit 
adalah milik Allah Swt, termasuk harta benda yang dimiliki manusia. Itu 
semua adalah milik Allah Swt yang hanya sekedar diamanatkan kepada 
manusia. Islam menunjuk kepemilikan secara kolektif, tidak secara individual 
seperti yang diterapkan oleh kapitalisme. Manusia hanya sebatas wakil-wakil 
Allah Swt yang diangkat dengan syarat dan perjanjian bahwasanya mereka 
harus melaksanakan hukum Allah Swt dan petunjuk-Nya. Dalam pandangan 
Islam menurut Saefuddin (2011 : 148), kerjasama merupakan karakter dalam 
masyarakat ekonomi yang islami berbeda dengan masyarakat kapitalis yang 
lebih mengunggulkan kompetisi bebas. Tentu saja hal tersebut menghasilkan 
sikap ta’awun atau saling menolong dan takaful atau kerja sama antara 
sesama umat manusia. Dalam Islam, orang yang lebih memiliki kekuasaan, 
seharusnya menjadi penolong bagi orang-orang yang berada di bawahnya. 
Oleh karenanya, ketika seseorang memiliki kelapangan rezeki seharusnya 
menyalurkan rezekinya kepada orang yang memiliki rezeki sempit dengan 
jalan kerjasama. Kerjasama dalam Islam, sangat menganjurkan adanya 
berbuat atau beramal sesuai dengan kemampuan yang ada pada masing-
masing orang, sehingga tidak boleh ada orang yang mempersulit dan 
memperberat orang lain, atau jamaah, dan kelompok-kelompok tertentu. 
Saefuddin (2011 : 148) menambahkan bahwa pemilik modal merupakan 
mitra dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang meminjamkan. Tentu 
saja, Saefuddin (2011 : 148) menambahkan bahwa doktrin kerjasama dalam 
bahasa ekonomi Islam akan menciptakan kerja produktif sehari-hari dari 
masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mencegah 
kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi 
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kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah. 
Tentu saja Islam bertentangan dengan marxisme yang menganggap bahwa 
dasar kepemilikan mutlak ada ditangan manusia.  
4. Kapitalisme tidak menekankan tanggung jawab kolektif dalam pengertian dan 
tingkat yang sama dengan yang dilakukan Islam. Penekanan kepemilikan 
individu akan melahirkan masyarakat yang sudah terbiasa dengan 
penyerobotan daripada pemberian. Kekayaan individu yang semakin banyak, 
membuat masyarakat kapitalis melakukan penghindaran dan pengelakan 
pajak menyebar luas yang letaknya tersembunyi dari pandangan umum 
dalam tatanan sistem hukum yang rumit dan membingungkan, membuktikan 
ketidakpekaan individu terhadap tanggung jawab kolektif. Islam menolak 
perilaku sosial yang bertanggung jawab itu. 
Saefuddin (2011 : 26-27) menyatakan bahwa kaum muslim mempunyai ciri 
khusus dalam kitab suci Al-Quran sebagai kaum pertengahan, yakni kaum yang 
menghindarkan dari sikap-sikap ekstrim. Pertengahan dalam ajaran Islam bukan titik 
temu antara sosialisme dan kapitalisme, bahkan Islam membenci perilaku yang tidak 
wajar, pada tingkat perorangan maupun kolektif. Quthb dalam Darussalam (2013) 
menuliskan bahwasanya sosialisme merupakan produk Jahiliyyah dalam aliran 
sosialisme mengutamakan kesejahteraan sosial akan tetapi mengabaikan 
keselamatan moral, sedangkan Islam berupaya mewujudkannya dengan diawali 
suatu upaya pensucian jiwa. Saefuddin (2011 : 28) menambahkan bahwa keaslian 
Islam terletak pada upayanya untuk menjadikan moral sebagai titik berangkat 
pandangannya mengenai ekonomi. Moral yang ada dalam Islam, akan mampu 
mengendalikan dan memperkuat tekanan ekonomi agar selaras dengan ketentuan 
moral Islam. Bila usaha untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi berubah menjadi 
pemujaan terhadap uang, maka Islam tidak memiliki hubungan dengan kesenangan 
yang tak bermoral. 
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Noer (1982 : 138) menyampaikan bahwasanya dalam kapitalisme, bidang 
usaha dagang dan pertanian menganjurkan serta mencoba mempraktekkan 
kemerdekaan usaha dalam pengertian lepasnya campur tangan masyarakat, 
termasuk negara. Laisse faire, laissez passer adalah semboyan mereka. Di inggris 
muncul tulisan Adam Smith (1723-1790) dalam bidang ekonomi yang juga tidak 
menghendaki campur tangannya masyarakat, termasuk negara dalam bidang itu : 
tiap manusia dipimpin oleh kepentingannya dalam tindak-tanduk ekonominya, dan 
manusia bersangkutanlah yang mengetahui dengan sesungguhnya apa 
kepentingannya yang sebenarnya, dan oleh sebab itu dialah pula yang dapat 
memenuhi kepentingannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan mereka 
maksudkan untuk mengesampingkan kepentingan bersama, tetapi mereka berfikir 
bahwa kepentingan bersama, tetapi mereka berfikir bahwa kepentingan bersama ini 
akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya apabila tiap individu mendapat 
kesempatan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing tanpa restriksi.  
Saefuddin (2011 : 154) menyampaikan bahwasanya Islam memiliki kelebihan 
dalam pelaksanaan ekonominya yang tidak mementingkan individu serta tidak 
bergantung dari peran negara atau pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Islam 
memiliki lembaga bernama hisbah yang merupakan sebuah lembaga dari 
pemerintah pada zaman Rasulullah Saw yang bertugas mengawasi ekonomi pasar 
yang akan menjamin tidak adanya penindasan terhadap konsumen, serta adanya 
keamanan dan normalisasi kehidupan ekonomi. Lembaga hisbah ini bersifat 
independen dari kekuasaan yudisial atau eksekutif pemerintah. Apabila lembaga 
hisbah ini dalam pengawasan moral ekonomi pasar makin kuat secara alami, maka 
makin berkuranglah campur tangan langsung dari pemerintah terhadap kegiatan 
ekonomi. Peran pemerintah diperlukan hanya dalam instrumentasi dan 
fungsionalisasi nilai-nilai sistem ekonomi Islam dalam aspek legal perencanaan 
maupun pengawasannya dalam pengalokasian atau distribusi sumber-sumber 
maupun dana pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	48	
stabilitas ekonomi. Yasri dalam Asmuni (2003) menyampaikan bahwa Islam dalam 
pandangannya mendorong secara kuat setiap muslim untuk membangun ekonomi 
karena muslim dalam bekerja tidak bertujuan untuk memperoleh pendapatan 
melainkan karena bekerja itu menjadi bagian dari jihad di jalan Allah Swt. 
Pangkal dari sistem ekonomi Islam adalah tauhid, yang mengEsakan 
keberadaan Allah Swt, yang sangat jauh berbeda dengan asas filsafat dalam sistem 
ekonomi non-Islami termasuk kapitalisme. Saefuddin (2011 : 80) menjelaskan 
bahwasanya pangkal yang dimiliki antara ekonomi Islam dan ekonomi non-islami 
saja sudah beda, apalagi nilai-nilai dasar dan instrumentalnya. Jelas akan 
menunjukkan perbedaan-perbedaan yang nyata pula. 
Kuatnya sisi sistem ekonomi Islam menurut Saefuddin (2011 : 30), dijelaskan 
bahwasanya sekali saja ciri-ciri sentral ekonomi Islam dijangkau dengan gamblang, 
maka tidak ada kemungkinan akan terkacaukan oleh kapitalisme ataupun 
sosialisme. Dalam hal ini, semakin runtuhnya kapitalisme di Indonesia awal abad ke 
20, merupakan hasil dari aplikasi sistem ekonomi Islam di Indonesia melalui 
berdirinya Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah nama menjadi Sarikat 
Islam. Tidak adanya sifat otoriter dalam proses ekonomi Islam, menjadikan sistem ini 
disukai oleh masyarakat dibandingkan kapitalisme yang diterapkan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. Bahkan, peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam diperlukan 
sesekali, yakni untuk mengakurkan pertentangan sosial yang terjadi karena perilaku 
moral dan ekonomi manusia, yang terkadang sudah menjadi karakter karena 
pengaruh kapitalisme yang lebih besar. 
Terjunnya pemerintah di dalam proses ekonomi menurut Saefuddin (2011 : 
30) adalah sebagai cara untuk menghapuskan sistem perbudakan. Perbudakan 
merupakan sistem kuno yang masih dibawa dan diterapkan di Indonesia oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal dalam Darussalam (2013) dituliskan 
bahwasanya unsur-unsur sosialisme yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad 
SAW adalah bagaimana ketika beliau memegang kekuasaan negara dan agama, 
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beliau mengatur negara secara sosialis, dimana semua tanah dijadikan milik negara, 
beliau juga menghilangkan perbudakan yang menjadi tradisi waktu itu di Arab. 
Penjajahan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda segera hilang 
karena semakin menyengsarakan masyarakat dan segera diganti dengan sistem 
Islam yang akan menuntun kaumnya menuju jalan kebebasan dan kemuliaan. Oleh 
karena itu, Islam tidak memperkenankan adanya kemerosotan moral hanya karena 
kesejahteraan ekonomi dan kebebasan manusia yang semakin tidak terkendalikan. 
Sementara itu, nilai sistem dasar makna keadilan dalam ekonomi Islam yang 
disampaikan oleh Saefuddin (2011 : 84), jelas sekali berbeda dengan kapitalisme, 
diantaranya beberapa makna : 
1. Dalam Islam makna keadilah adalah sebuah kebebasan yang bersyarat pada 
akhlak Islam. “Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya 
cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan 
menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (Q.S 92 : 8-10). Kebebasan dalam 
Islam berbeda sekali dengan kapitalisme. Islam menganggap bahwasanya 
kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasiannya 
antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi segolongan 
kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah (Lihat Q.S 57:20) dan 
mempertajam pertentangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan 
miskin, dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial (104 : 1-3). 
2. Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam 
produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas 
keborosan. Adalah suatu kedzaliman dan penindasan apabila seseorang 
dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya sendiri dengan jalan melampaui 
batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak 
orang lain. Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap 
faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, hasilnya sesuai dengan 
takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya. 
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Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari 
kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak 
sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu melalui kebijaksanaan 
melalui zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, menghadapi kapitalisme 
Pemerintah Kolonial Belanda, Sarikat Islam dalam Noor (2008) 
menyampaikan dalam hal keadilan yakni konsep ekonomi tidak diarahkan 
untuk pemilik modal besar yang dapat memperoleh pendapatan yang besar, 
akan tetapi diarahkan agar kesempatan berekonomi yang luas, sehat, dan 
berkemanusiaan agar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Bahkan H.O.S 
Tjokroaminoto dalam Noor (2008) telah menyampaikan konsep keadilannya, 
yakni “tanah kelahiran kita dan keringat kita menghasilkan keuntungan-
keuntungan besar bagi pabrik-pabrik gula. Sebaliknya, pabrik-pabrik itu 
seharusnya memberikan sebagian dari keuntungannya kepada kita untuk 
dimanfaatkan”. 
Keadilan merupakan kebasan dalam bingkai aturan Islam, memiliki variabel 
penting, yakni keseimbangan distribusi dan kekayaan. Keadilan yang ada di dalam 
Islam sangat berbeda sekali dengan kapitalisme. Dalam kapitalisme, kita tidak akan 
melihat adanya keseimbangan dalam distribusi ataupun kekayaan. Mereka hanya 
berlomba-lomba mengumpulkan harta, tanpa memperdulikan orang-orang di 
sekitarnya, bahkan kita melihat hasil akhir dari sistem, kebebasan (makna lain dari 
keadilan dalam Islam) dan filsafat kapitalisme menurut Saefuddin (2011 : 37) adalah 
tumbuhnya suatu sistem yang memperlebar jurang pemisah antara sesama 
manusia, mempercepat proses kemelaratan dan kesengsaraan hidup baik secara 
individu, negara maupun bangsa akibat sistem yang berlaku bagi selegintir pelaku 
riba, dan berakibat negatif bagi orang banyak karena rusaknya moral, turunnya 
wibawa dan harga diri.  
Jurang pemisah yang diciptakan sistem ini diakibatkan oleh semakin 
terpisahkannya masyarakat secara sosial maupun harta. Penyebaran harta tidak 
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merata, sementara kekayaan semakin terpusatkan pada segelintir orang yang paling 
jahat dan paling rendah di mata Allah Swt. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, 
kapitalisme tidak mempunyai tanggung jawab moral dan tidak kenal halal dan haram 
dalam kehidupannya. Penjajahan yang dilakukan di Indonesia merupakan salah satu 
bukti bahwa kapitalisme mengeruk keuntungan diatas jerih lelah, payah, serta 
cucuran keringat orang lain dalam bentuk penjajahan dan peraturan yang 
menyengsarakan masyarakat tanpa mengeluarkan tenaga ataupun daya sedikitpun. 
Saefuddin (2011 : 38), menyatakan bahwasanya sistem ekonomi 
internasional yang semata-mata didasarkan kepada kepentingan sekelompok 
manusia, sekalipun akibat terhadap krisis tak pernah kunjung lenyap yang dikenal 
dalam dunia perdagangan. Sehingga terjadi penyimpangan disektor pendayagunaan 
hasil industri dan ekonomi seluruhnya yang seharusnya digunakan demi 
kemaslahatan manusia, ternyata dinikmati oleh para kapitalis. Para kapitalis telah 
menumpuk harta-harta dari seluruh penjuru nusantara Indonesia. 
Dalam kondisi ini, dunia seakan diisi oleh kegelisahan, kegoncangan, 
ketakutan, berbagai penyakit saraf, dan penyakit jiwa dikarenakan adanya kemajuan 
material yang melambung tinggi, hasil-hasil industri dalam jumlah yang sangat besar, 
dan kemewahan-kemewahan lainnya yang menarik mata. Hal tersebut membuktikan 
bahwa dunia sedang mengalami perang total. Dunia sedang diancam oleh perang 
yang memusnahkan, yakni perang urat syarat dan segala macam kegoncangan 
serta kegelisahan yang tidak akan ada habisnya.  
Penyebab dari kondisi-kondisi tersebut adalah dirundungnya manusia 
dengan segala kemewahan yang dimiliki, kebutuhan individu yang mengalahkan 
kebutuhan kelompok sementara tidak semua kebutuhan manusia mampu terpenuhi. 
Disisi lain, adanya tambahan dahaga ketenangan jiwa pada orang-orang kapitalis 
juga ditimbulkan oleh dahaganya mereka terhadap bekal rohani, keimanan, dan 
kedamaian bersama Allah Swt. 
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Revolusi yang pernah terjadi di Eropa tersebut terus berjalan dan sampailah 
pada suatu kondisi dimana penentangan terhadap agama mulai mendingin. Para 
ekonom mulai mencari-cari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa 
pentingnya kajian kerangka aksi ekonomi yang berkarakter religius, bermoral dan 
human. Kajian ilmu ekonomi yang demikian akan berpengaruh pada sistem ekonomi. 
Ketika dalam kajian keilmuan manusia sudah terbiasa dengan adanya persaingan 
dan saling mengambil harta kekayaan orang lain dengan cara apapun, maka akan 
menghasilkan sistem ekonomi yang demikian di masyarakat. Asmuni (2003) 
menjelaskan komunikasi Eropa dengan umat Islam pada waktu kebangkitan 
peradaban muslim di Eropa telah menyelamatkan perekonomian Eropa dari 
hegemoni gereja, monopoli-monopolinya tentang riba dan resistan terhadap 
feodalisme sekutu gereja. 
Menurut Saefuddin (2011 : 69), menuturkan bahwasanya para ekonom 
menyadari sepenuhnya bahwa mengadakan hubungan kajian ekonomi dengan nilai-
nilai moral-humanis adalah suatu kekeliruan yang besar yang berdampak tindakan 
mereka tidak bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan manusia dan alam 
semesta. Kesadaran ini merupakan awal dari kehancuran sistem ekonomi kapitalis, 
yang mana tidak memikirkan kondisi orang lain. Padahal, orang kaya tidak akan 
hidup tenang ketika hanya berkumpul dengan kaya saja tanpa bersosialisasi dengan 
orang yang lebih rendah darinya. 
Disisi lain, kesadaran masyarakat kapitalis akan tidak perlunya menjaga nilai-
nilai moral humanis, Saefuddin (2011 : 69) menyatakan bahwa semua bangsa 
menyaksikan sendiri hasil dari model pembangunan sosio-sekonomi yang 
berasaskan model liberal-kapitalistik dan teori pertumbuhan neo-klasikal, maupun 
model Marxist dan Neomarxist, yang keduanya ini mengutamakan kehidupan 
materialistik hedonisme. Sementara di dalam Al-Quran dalam surat An-Nazi’at ayat 
37-41 dijelaskan bahwa orang-orang yang durhaka adalah orang-orang yang lebih 
mengutamakan kehidupan dunia, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. 
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Sedangkan orang-orang yang takut terhadap Rabbnya merupakan orang yang akan 
menempati surga. Dampak teori kapitalis sudah dirasakan di dunia, yakni yakni 
bertambahnya kemiskinan ditengah berkembangnya tingkat konsumerisme, budaya 
permisif dan beragam bentuk pop-hedonis, gaya hidup yang sekular, sinkretis dan 
lainnya yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta nilai agama. 
 
2.1.2 Berdirinya Sarekat Dagang Islam 
Kegagalan kesultanan Islam di Indonesia dalam melakukan perlawanan 
terhadap Pemerintah Kolonial Belanda berdampak pada perkembangan 
pengetahuan Islam secara menyeluruh pada masyarakat menengah kebawah, 
melalui dikuasainya perekonomian oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut 
mengakibatkan berkurangnya tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat 
muslim di Indonesia, membuat Doktor Abraham Kuyper berpendapat bahwasanya 
agama Islam diumpamakan sebuah tanaman pada musim gugur yang telah 
kehilangan bunga dan daunnya (Pijper, 1984 : 101). Sementara itu, Ernest Renan 
berpendapat bahwa agama Islam akan terpecah secara perlahan-lahan, dan Islam 
akan runtuh berantakan (Pijper, 1984 : 101-102). Kehancuran Islam yang dianalisis 
oleh Ernest sepertinya tidak tepat, karena pada awal abad ke-19, Islam di Indonesia 
diibaratkan sebuah kolam yang tenang, permukaannya hanya sekali-kali beriak. Hal 
tersebut berbeda dengan akhir abad ke-19, Islam di Indonesia diibaratkan sebuah 
aliran sungai yang sewaktu-waktu meluap (Pijper, 1984 : 105). 
Pemerintah Kolonial Belanda menganggap bahwasanya sudah Islam di 
Indonesia tidak dapat berkembang lagi, bahkan akan terpecah. Namun, menurut 
Saefuddin (2011 : 67), mereka lupa bahwasanya Islam telah berseru kepada 
kelompok muslim pertama dan masih tetap berseru kepada semua manusia menuju 
sistemnya yang bersih dan suci. Islam mengajak umatnya bertaubat dari dosa dan 
kesalahan dan dari metode hidup yang menimbulkan wabah penyakit. Demikianlah 
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seruan Islam dalam firman-Nya. “dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok 
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S 2 : 278) 
Pada abad ke-19, Islam di Indonesia memasuki babak baru, yakni 
perkembangan ilmu Islam secara pesat walaupun tidak menyeluruh secara nasional, 
seperti yang dituliskan dalam kutipan berikut : 
Bangsa Indonesia telah bangun dan di bidang kebudayaan, politik, dan 
keagamaan bertiup angin baru. Kebangkitan ini timbul pada akhir abad 
kesembilan belas disebabkan dorongan para raja di Pulau Jawa, terutama 
dari Surakarta dan Yogyakarta beserta bupatinya dan para pejabat tingginya. 
Mereka menyadari betapa pentingnya pendidikan yang baik bagi seluruh 
lapisan masyarakat, sehingga mereka menyekolahkan putra-putra mereka di 
sekolah Belanda. Putra-putri mereka itu kemudian mendapat giliran untuk 
turut serta membantu mempersiapkan suatu masa yang baru. (Pijper, 1984 : 
105) 
Kemajuan bidang pendidikan saat itu menumbuhkan benih dan buah 
keberhasilan untuk kebangkitan Indonesia. Di beberapa daerah, telah terjadi 
perubahan pandangan hidup, yang menimbulkan adanya perkumpulan bersifat 
politik, sosial, ataupun keagamaan (Pijper, 1984 : 105). 
Pemerintahan Kolonial Belanda yang semakin tidak beradab, membangkitkan 
semangat masyarakat muslim untuk mengerakkan kesadaran nasional. Maka 
lahirlah Sarekat Dagang Islam didirikan di Surakarta, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 
16 Sya’ban 1323 Hijriah merupakan jawaban terhadap upaya imperialisme modern 
yang menjadikan Indonesia sebagai pasar dan sumber bahan mentah industri 
penjajah barat (Suryanegara, 2009 : 352).  
Lahirnya Sarekat Dagang Islam merupakan bentuk keberhasilan pendidikan 
Islam yang berkembang di Surakarta dan Yogyakarta. Islam merupakan agama yang 
sempurna, segala kebutuhan dan aturan hidup sudah diatur oleh Allah Swt. Bahkan 
dalam Islam, tidak mengenal adanya pemisahan antara akidah dan muamalah. 
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Orang-orang yang memisahkan antara akidah dan muamalah, bisa dikatakan 
sebagai orang yang tidak beriman meskipun dia telah menyatakan bahwa dirinya 
beriman dan menyatakannya dengan ucapan atau lisan, atau bahkan dengan 
menunjukkan amalan ibadah dan bukti-bukti lainnya dalam beriman. Oleh 
karenanya, Islam tidak mengenal dan mengecam keras orang-orang yang 
memisahkan antara akidah dengan muamalah. 
Maloko (2011) menjelaskan bahwa masalah ekonomi tidak lepas sama sekali 
dari aspek aqidah, akhlak maupun ibadah, sebab menurut perspektif Islam perilaku 
ekonomi harus diwarnai oleh ketiga nilai tersebut. Identifikasi kegiatan ekonomi 
menurut Maloko (2011) dari muamalah ini dilakukan untuk menjelaskan kontruksi 
ajaran Islam secara keseluruhan. Qardhawi (2003 : 39) menjelaskan Al-Quran surat 
Al-Maidah ayat 49 bahwasanya manusia yang mengingkari agama, mengambilnya 
dalam bentuk parsial, yakni mengambil sebagian hukum dan mengingkari yang 
lainnya diibaratkan seperti Bani Israil. 
Dalam bagian yang komprehensif, hukum Islam menurut Maloko (2011) telah 
menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya 
seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam Qardhawi (2003 : 97) dijelaskan 
bahwasanya kemandirian umat Islam dalam melakukan perekonomian Islam dapat 
dilihat dari pengalaman, kemampuan dan sarana yang menjadikannya mampu 
berproduksi guna memenuhi kebutuhannya. Pernyataan tersebut melegitimasi 
bahwa Islam dengan al-Qur’an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna. 
Inilah bukti bahwa Islam mampu mengendalikan gejala ekonomi masyarakat. 
Saefuddin (2011 : 156-157) menambahkan bahwasanya wawasan Islam atas 
semua aspek kehidupan kita adalah tauhid, dalam arti bahwa semua kegiatan yang 
kita kerjakan seharusnya mengacu kepada mengEsakan Allah Swt. Padahal dalam 
ilmu ekonomi menurut Santosa (2011), meskipun secara empiris merupakan ilmu 
pengetahuan yang menggunakan kaidah dan metodologi ilmiah namun sebagai 
rumpun ilmu sosial tentunya tidak bebas nilai. Ekonomi sangat kental dengan 
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adanya nilai-nilai dan moral yang kesemuanya terangkum dalam aturan agama. 
Maloko (2011) menuliskan bahwa Islam menerapkan sistem ekonominya dengan 
menggunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan menjadi 
sistem yang praktis. 
Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang muncul ke permukaan 
Indonesia ketika pergolakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda semakin 
menindas, bahkan terjadi pemisahan antara akidah dengan muamalah yang muncul 
di masyarakat Indonesia karena terpengaruh pemikiran kapitalis ataupun sekular 
yang dibawa Pemerintah Kolonial Belanda. Sementara itu makna menindas dalam 
Julianto (2003) bukanlah terjadi karena manusia yang menindas manusia, bukan 
golongan tertentu menindas golongan lain, akan tetapi suatu sistem yang menguasai 
semua orang, yakni sistem yang merangkum seluruh realitas alamiah dan sosial 
dalam cengkeramannya dan tidak ada orang yang dapat mempengaruhi sistem 
tersebut. 
Munculnya Sarekat Dagang Islam dalam kancah perekonomian merupakan 
salah satu cara menghancurkan sistem kapitalis dan menjadi bukti bahwasanya 
Islam tidak memisahkan antara akidah dan muamalah. Bahkan dalam Islam, 
Saefuddin (2011 : 156-157) menambahkan bawasanya ilmu tidak dipisahkan dalam 
pengamalannya. Ilmu tidak dapat berdiri sendiri, namun ditopang praktik dan 
kegunaannya dalam kehidupan manusia dan alam semesta ini. Lahirnya Sarekat 
Dagang Islam merupakan bukti bahwasanya ilmu yang dimiliki oleh anggota Sarekat 
Dagang Islam tidak terbatas pada pengembangan ilmu tersebut saja, akan tetapi 
lebih kepada pengamalannya. Lahirnya Sarekat Dagang Islam merupakan upaya 
modernisasi Islam, walaupun kesan politis lebih ditonjolkan daripada kesan 
akademis atau intelektualitas (Dja’far, 2006).  
Sarekat Dagang Islam berkembang dengan pesat karena mengangkat 
permasalahan sosial yang sedang terjadi saat itu sehingga mudah diterima 
masyarakat. Masyarakat sudah merasa jenuh dengan perpolitikan Pemerintah 
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Kolonial Belanda yang mengajak sebagian besar orang-orang yang memiliki 
intelektualitas tinggi serta kalangan priyayi untuk bergabung dengan Pemerintah 
Kolonial Belanda untuk menyengsarakan masyarakat. Namun, dalam 
pengembangannya, Sarekat Dagang Islam membutuhkan sebuah kesadaran untuk 
melakukan pergeseran dari pembangunan ekonomi lahiriah menjadi pembangunan 
ekonomi berwajah islami. 
Dalam bidang perdagangan, Sarekat Dagang Islam menginginkan umat 
Islam kembali kepada perdagangan yang diterapkan pada masa Rasulullah Saw dan 
menghindari penindasan-penindasan perekonomian yang dilakukan Pemerintah 
Kolonial Belanda. Dalam Riyadhus Shalihin Imam an-Nawawi, disampaikan salah 
satu hadits Rasulullah Saw tentang perdagangan, 
Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam r.a., seorang yang masuk Islam pada waktu 
Fathu Makkah, dan ayahnya termasuk tokoh Quraisy di masa Jahiliyah dan di masa 
Islam, ia berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, “Dua orang yang berjual beli itu 
memiliki hak pilih selama keduanya itu belum berpisah. Apabila keduanya itu 
bersikap benar dan menerangkan cacat-cacatnya, maka diberkahilah jual beli 
keduanya. Tetapi jika keduanya itu menyembunyikan dan berdusta, maka 
dihapuskah berkah jual beli keduanya itu.” (Muttafaq ‘alaih) 
Tentu saja hal ini merupakan hukum perdagangan yang seharusnya 
diterapkan, namun karena kapitalisme Pemerintah Kolonial Belanda sehingga hal 
tersebut disembunyikan. Hadirnya hukum-hukum Islam merupakan ancaman serius 
bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka akan merasa terbatasi dalam geraknya 
ketika masyarakat menyadari bahwasanya termasuk perbuatan dzalim ketika terjadi 
proses jual beli namun tidak didasari rasa rela sama rela, apalagi perdagangan yang 
didasarkan penindasan seperti yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Al-
Qasimi (2010 : 161) menjelaskan bahwasanya yang dimaksud kedzaliman adalah 
segala sesuatu yang membahayakan orang lain.   
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Aksi nyata yang dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam merupakan suatu 
kewajaran karena mengambil tanggung jawab atas permasalahan yang ada dalam 
masyarakat adalah tugas umat Islam. Saefuddin (2011 : 160) menyampaikan 
bahwasanya kewajaran tersebut merujuk kepada dua pengertian, pertama adalah 
Islam dalam arti ajaran atau pranata atau nilai, kedua merujuk kepada kelembagaan 
(teknokrasi, birokrasi). 
Atas dasar inilah ulama, cendikiawan, pemuda dan praktisi ekonomi pada 
masa itu terus berupaya menggali dan mengembangkan ekonomi dan kehidupan 
secara islami. Pengembangan ekonomi Islam yang akan menempuh perjalanan 
panjang ini dengan demikian hendak memiliki kelengkapan wawasan nilai, wawasan 
teknokrasi dan wawasan birokrasi. 
Saefuddin (2011 : 161) juga menambahkan bahwasanya wawasan teknokrasi 
merupakan upaya transformasi nilai ke dalam ilmu pengetahuan ekonomi, yang 
hendaknya dilihat sebagai sistem yang utuh, melekat dengan kehidupan umat. 
Dalam hal ini kita memahami bahwa ilmu ekonomi islam merupakan terjemahan dari 
nilai dan kehidupan nyata, merupakan dua muka dari satu mata uang yang sama. 
Kajian dan pengembangan ekonomi berarti harus merujuk kepada wawasan nilai 
islami melalui verifikasi renungan filosofis mapun teknis empiris.  
Sarekat Dagang Islam memang bertujuan untuk menghentikan penindasan 
yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda dengan menggunakan menggunakan 
bahasa-bahasa politik sesuai karakter masyarakat Indonesia serta menguasai 
kembali jalur perniagaan atau perdagangan. Sementara itu, Islam diangkat oleh 
Sarekat Dagang Islam karena mayoritas masyarakat yang terjajah beragama Islam. 
Berawal dari kesamaan keyakinan, kesamaan nasib dan kesamaan tujuan, 
Sarekat Dagang Islam berusaha untuk mengambil hati masyarakat dan bersama-
sama merebut kembali Indonesia. Sarekat Dagang Islam merupakan sebuah 
gerakan yang diawali dengan gagasan yang memikirkan seputar perebutan negara 
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dan penyebaran Islam (Dja’far, 2006). Oleh karena itu, menguasai perpolitikan 
Indonesia merupakan rencana jangka panjang setelah dikuasainya perdagangan.  
Rencana dari Sarekat Dagang Islam adalah adanya realisasi dari keimanan 
terhadap agama Islam dalam kehidupan sosial yang nyata (Dja’far, 2006). Dalam 
Islam, realisasi dari keimanan tidak hanya beribadah kepada Allah Swt semata, akan 
tetapi juga melakukan hubungan baik kepada sesama manusia sesuai dengan 
firman Allah Swt, yakni : 
Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj : 
77) 
Dari ayat tersebut, perlu disadari bahwasanya melakukan realisasi dari 
bentuk keimanan tidak hanya sebatas rukuk, sujud, dan menyembah Allah Swt, akan 
tetapi melakukan perbuatan kebaikan kepada sesama manusia. Sarekat Dagang 
Islam menyadari bahwa melakukan hubungan sosial merupakan salah satu bentuk 
nyata dari keimanan kepada firman Allah Swt untuk mendapatkan kemenangan. 
Bentuk realisasinya melalui penerapan perdagangan dan motif perekonomian 
Sarekat Dagang Islam dengan menggunakan Al-Quran sebagai dasar untuk 
menyelamatkan Indonesia dari penindasan Pemerintah Kolonial Belanda. Sementara 
itu, Khafifa A. Hakim dalam karyanya ‘Islamic Ideology’ yang dituliskan dalam 
Darussalam (2013), menyatakan bahwasanya Al-quran telah menanamkan sebuah 
keadilan ekonomi yang mengajarkan pelaksanaan kehidupan ekonomi yang mana 
kekayaan itu tidak beredar diantara minoritas orang kaya. Surplus kekayaan harus 
dikembalikan kepada masyarakat miskin. Muhammad Hussein dalam Darussalam 
(2013) juga menyatakan bahwa Al-qur’an sebagai prinsip dasar ajaran Islam adalah 
perjuangan mewujudkan solidaritas kemanusiaan, melawan sistem kapitalisme, 
feodalisme, dan menciptakan persamaan manusia tanpa perbedaan kelas. Salah 
satu contoh persamaan dalam Islam juga dicontohkan oleh Khalifah Umar bin 
Khaththab yang berkedudukan tinggi secara kepemimpinan, namun membuat 
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kedudukan yang setara ketika berkumpul dengan rakyatnya. Bahkan dalam 
menjelaskan sosialismenya shahabat Rasulullah Saw, HOS. Tjokroaminoto (2008 : 
82) menuliskan bahwasanya Umar bin Khaththab yang merupakan seorang Khalifah, 
suka tidur bersama orang miskin dan ketika ia hendak pergi menakhlukkan 
Palestina, ia menunggang kuda bersama budaknya.  
Kemunculan Sarekat Dagang Islam yang merupakan salah satu bentuk 
modernisasi dalam agama Islam tidak muncul secara tiba-tiba, akan tetapi melalui 
proses dialog dan diskusi yang cukup panjang di masyarakat (Dja’far, 2006). Krisis 
ekonomi menurut Asmuni (2003) merupakan krisis yang paling banyak dirasakan 
oleh masyarakat, karena hal tersebut merupakan permasalahan yang secara 
langsung menyentuh keperluan dasar baik dari aspek biologis maupun sosiologis. 
Adanya Sarekat Dagang Islam diharapkan mampu menyelamatkan 
perekonomian masyarakat dan menunjukkan secara langsung kepada Pemerintah 
Kolonial Belanda bahwasanya Islam mempunyai perkumpulan perniagaan yang 
sangat kuat dan mandiri. Dalam mengembangkan kemandirian ekonomi, Sarikat 
Islam dalam Noor (2008) telah menggalakkan model ekonomi mandiri dengan 
mengandalkan kepercayaan dan rasa persaudaraan antara sesama warga negara. 
Dengan demikian, persaudaraan menjadi dasar model perekonomian yang hendak 
diciptakan.  
Beberapa faktor yang menjadi penyebab modernisasi agama Islam di 
Indonesia (Dja’far, 2006), diantaranya : 
a. Sosial budaya. 
Awal kebangkitan nasional di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor sosial 
budaya yang sudah mengalami proses akulturasi oleh Islam begitu lama. 
Akulturasi Islam di Indonesia begitu beragam karena setiap daerah di 
Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda-beda, dan Islam 
mampu membuat budaya-budaya tersebut menyesuaikan dengan Islam. 
Sementara itu, Sarekat Dagang Islam melihat masyarakat Indonesia yang 
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mayoritas penduduknya adalah muslim, memiliki kesempatan besar untuk 
bangkit dari penjajahan. Melalui organisasi yang dibentuk dengan membawa 
kata ‘Islam’, Sarekat Dagang Islam mampu menjadi magnet yang begitu kuat 
di setiap lapisan masyarakat. Adanya asimilasi budaya di pribumi, kerap 
menjadi permasalahan tersendiri pada tata cara seseorang dalam beragama, 
oleh karena itu, Sarekat Dagang Islam mengundang tokoh-tokoh terdidik dari 
timur tengah untuk melakukan pembaharuan di Indonesia sehingga terbebas 
dari penyakit irrasionalitas, takhayul, dan bid’ah. Disisi lain, Padmo (2007) 
mengambil sebuah kesimpulan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan 
menimbulkan berbagai penyakit masyarakat seperti bid’ah, takhayul, 
khurafat, serta perilaku yang bertentangan dengan agama Islam. Inti dari 
semua permasalahan adalah adanya penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Berkaitan sosiali budaya, As-Siisiy (2013 : 32) menuliskan tiga 
karakter manusia, yakni manusia yang berperilaku dengan akhlak islamiyah, 
manusia yang berperilaku dengan akhlak asasiyah, dan manusia yang 
berperilaku dengan akhlak jahiliyah.  
b. Politik. 
Faktor politik merupakan salah satu faktor yang mendominasi dari lahirnya 
Sarekat Dagang Islam. Pemerintah Kolonial Belanda yang masuk ke 
Indonesia melalui jalur perdagangan dan telah merebut kejayaan 
perdagangan Islam, harus direbut melalui perdagangan pula. Tidak adanya 
unsur politis dalam perjuangan, sangat dinafikan karena salah satu tujuan 
dari didirikannya Sarekat Dagang Islam adalah merebut kembali kekuasaan 
pasar. Masuknya penjajah membawa dampak negatif bagi setiap dimensi 
kehidupan, diantaranya dalam perekonomian, pendidikan, sampai krisisnya 
budaya, merupakan faktor yang cukup kuat untuk mendirikan lembaga 
berbasis Islam agar menguasai perdagangan. Disamping itu, faktor politik 
yang dilakukan adalah adanya proyek kristenisasi yang cukup gencar, dan 
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dibawa oleh penjajah merupakan penyemangat umat Islam untuk melawan 
proyek tersebut.  
c. Pendidikan. 
Sarekat Dagang Islam melihat bahwasanya pendidikan Indonesia telah 
dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda. Adanya orang-orang yang 
mendapatkan pendidikan memadai, akan mengalihkan perhatian mereka dari 
permasalahan akulturasi menuju permasalahan politik. Disisi lain, Sarekat 
Dagang Islam melihat bahwasanya adanya pendidikan yang maju, membuat 
Indonesia akan mampu bersaing dengan negara asing. Pendidikan umat 
Islam yang terbelakang tersebut dikarenakan hanya belajar pada kitab 
kuning, pengajaran moral, dan tarekat-tarekat. Tidak mempelajari Islam 
secara menyeluruh. Menyeluruhnya Islam, menurut Effendi (2012), 
merupakan salah satu keunggulan yang agar tidak mudah dipecah-belah. 
Rasulullah Saw tidak hanya mengajarkan Islam dalam kehidupan terbatas 
pada ibadah, akan tetapi lebih meluas dari itu semua. Adanya kemajuan umat 
Islam harus didukung dengan pengetahuan yang meluas, salah satunya 
adalah dalam bidang perekonomian. Disinilah peran yang diambil oleh 
Sarekat Dagang Islam, berupa pendirian lembaga agar masyarakat mampu 
mengamalkan Islam secara sempurna. 
d. Teologis. 
Kemajemukan agama di Indonesia tidak dapat dielakkan di Indonesia. 
Menghadapi permasalahan tersebut, masyarakat muslim harus tetap 
memegang keimanan sehingga tidak mudah dipengaruhi pemikiran agama 
lain, bahkan melakukan perpindahan agama. Salah satu pemikiran asing 
yang masuk ke Indonesia adalah pemisahan antara pasar dan agama. 
Padahal dalam Hamzah (2010 : 177-178) menjelaskan bahwa risalah 
kenabian Muhammad dengan cerita hidupnya setelah hijrah dari Makkah 
tersimpul dua klaim, yakni Islam tidak menganut pemisahan antara agama 
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dan negara. Rasulullah Saw membangun negara di Madinah dengan dasar 
ketuhanan, oleh karena itu pasti sistem-sistem yang ada di pasar tidak 
terlepas dari asas ketuhanan. Sementara itu, pemikiran yang memisahkan 
pasar dan agama merupakan pengalaman di Eropa yang sebagian besar 
penganut Katolik, dan menolak menjadi wirausahawan. Akhirnya, pasar 
kosong dan digantikan oleh orang Yahudi. Pengaruh ini ditanamkan di 
Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Hilangnya kesadaran 
umat Islam di Indonesia akan pentingnya sebuah pasar, membuat 
Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudah menjadikan masyarakat 
Indonesia lebih bangga menjadi punggawa atau pegawai penjajah. Padahal, 
Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism 
dalam Santosa (2011) berpendapat ada hubungan erat antara (ajaran-ajaran) 
agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan 
pembangunan ekonomi. Sejatinya Masyarakat Muslim tidak menganggap 
harta sebagai sesuatu yang harus dijauhi atau dihindari. Qardhawi (2003 : 63) 
menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam sejatinya menghargai nilai harta 
benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Sebelum datangnya Islam, 
banyak masyarakat menganggap harta sebagai sumber keburukan 
sedangkan kemiskinan merupakan kebaikan. Adapula yang menganggap 
bahwasanya harta sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi yang 
dianggap sebagai kotoran ruhani dan penghambat bagi peningkatan 
kemuliaan jiwa manusia.  
Faktor-faktor diatas merupakan orientasi lahirnya Sarekat Dagang Islam. Jika 
Pemerintah Kolonial Belanda dibiarkan menjajah maka Indonesia semakin tertindas. 
Terlebih Pemerintah Kolonial Belanda berusaha mempertahankan daerah 
jajahannya dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai oleh umat Islam 
(Suryanegara, 2009 : 5). Salah satu upaya tersebut melalui pembentukan organisasi 
dagang seperti Verenigde Oost Indische (VOC) yang dibentuk oleh Kerajaan 
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Protestan Belanda, Compagnie des Indes Orierntales (CIO) yang dibentuk oleh 
Kerajaan Katolik Prancis, serta East Indian Company (EIC). Berdirinya organisasi-
organisasi tersebut, dan bertahannya VOC sampai awal abad ke 20, membangkitkan 
semangat umat Islam untuk melakukan perlawanan dalam bidang perdagangan. 
Dibentuknya Sarekat Dagang Islam merupakan bukti kebangkitan umat Islam dalam 
bidang perdagangan, yang akhirnya membuat Pemerintah Kolonial Belanda berfikir 
lebih keras demi mempertahankan wilayah jajahannya. 
 
2.1.3 Pengaruh Sarekat Dagang Islam 
Kesadaran dari faktor ekonomi merupakan bagian yang cukup penting dalam 
membangkitkan nasional (Muhsin, 2013). Oleh karenanya, merebut kejayaan 
perekonomian dari ketidakadilan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
merupakan salah satu reaksi dari penekanan penjajah. Mereka terus melakukan 
eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mempertahankan 
perekonomiannya. Padahal keadilan dalam perekonomian merupakan sesuatu yang 
sangat penting. Al-Qasimi (2010 : 172) menjelaskan dalam perdagangan, keadilan 
berfungsi sebagai jalan untuk keselamatan dana modal. Sedangkan kebaikan adalah 
sebab keberuntungan mendapatkan kebahagiaan.  
Sarekat Dagang Islam mempunyai pengaruh cukup besar bagi 
perkembangan perekonomian lokal, maupun nasional yang mampu mengancam 
perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Mereka membentuk 
sebuah kesadaran penguasaan pasar secara nasional. Hal tersebut mendapatkan 
dukungan dari masyarakat Indonesia. Maka dari penghimpunan dana pasar yang 
dilakukan oleh Sarekat Dagang Islam mampu memberikan pemahaman pentingnya 
menguasai perpolitikan nasional (Suryanegara, 2009 : 352). 
Perkembangan perekonomian dari Sarekat Dagang Islam mempengaruhi 
beberapa kelompok dagang dari Tionghoa untuk bekerjasama dengan sareka 
karena mereka merasa aman daripada Pemerintah Kolonial Belanda. Adanya 
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kepercayaan tersebut, membuat Sarekat Dagang Islam dan pedagang Tionghoa 
membuat organisasi rahasia bernama Khong Sing (Suryanegara, 2009 : 352). 
Pembentukan Khong Sing merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda yang menguasai perekonomian masyarakat dengan 
jalan tidak adil. 
Salah satu penguasaan ekonomi oleh Sarekat Dagang Islam adalah dalam 
bidang batik. Awal abad ke-20, dibawah hegemoni budaya Karaton Kasunanan 
Surakarta yang memiliki pola batik Surakarta, Sarekat Dagang Islam bersama 
asosiasi dagang produsen telah berhasil memperluas pemasaran batik tersebut 
sampai ke pelosok kota-kota besar di Indonesia (Wijaya, 2009). 
 
2.1.4 Kondisi Ekonomi Politik Awal Abad 20 Masa Pemerintah Kolonial Belanda 
Akhir abad ke-19 merupakan masa-masa kaum reformis Islam untuk 
melakukan perbaikan dari segi akidah, sosial, politik, dan perekonomian. Gerakan 
Islam ini tidak hanya muncul di negara timur tengah, akan tetapi juga di Indonesia. 
Buah dari kaum reformis Islam tersebut adalah lahirnya Sarekat Dagang Islam di 
Indonesia sebagai gerakan perubahan dari segi perekonomian masyarakat yang 
akhirnya masuk ke ranah pendidikan, akidah, sosial, serta politik. Lahirnya Sarekat 
Dagang Islam merupakan perlawanan baru bagi Pemerintah Kolonial Belanda. 
Pemerintah Kolonial Belanda terus melakukan tindakan-tindakan penekanan 
terhadap masyarakat Indonesia kalangan menengah kebawah. Penekanan tersebut 
dilakukan dalam bentuk penekanan ekonomi dan politik untuk melindungi 
kepentingan ekonominya (Muhsin, 2013). 
Mempertahankan perekonomian memang berkaitan erat dengan 
mempertahankan perpolitikan di Indonesia, karena dengan terebutnya kembali 
perekonomian Indonesia dari Pemerintah Kolonial Belanda, secara otomatis 
memegang kembali kendali atas perekonomian pribumi. Politik perekonomian yang 
diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mematikan perekonomian lokal 
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dengan cara memberikan alat-alat modern kepada usaha perkebunan besar dan 
organisasi-organisasi yang berafiliasi kepada Pemerintah Kolonial Belanda (Muhsin, 
2013). 
Dampak jangka panjang dari sistem produksi, teknologi, pendidikan dan 
organisasi pemerintahan yang modern, membuat Pemerintah Kolonial Belanda 
beserta strukturnya yang bersifat feodal semakin mengalami kelemahan kekuasaan 
dan kekuatan. Melemahnya kekuatan Pemerintah Kolonial Belanda dikarenakan 
masyarakat menengah kebawah yang tertekan membutuhkan kebebasan dari 
penjajahan. Padmo (2007) menjelaskan bahwa Pemerintah Kolonial Belanda yang 
eksploitatif dan penguasa feodal yang opresif dianggap sebagai biang keladi 
kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit kehidupan masyarakat pada umumnya. 
Kedudukan yang menguntungkan posisi Pemerintah Kolonial Belanda melalui 
eksploitasi dan diskriminasi tersebut semakin menekan perekonomian dan 
perpolitikan kaum pribumi (Muhsin, 2013). Eksploitasi dan diskriminasi tersebut 
membuat masyarakat pribumi tidak mampu mengembangkan perekonomian. 
Masyarakat pribumi yang semakin merasa kecewa dan perkembangan 
perekonomian mereka terhambat. Mereka akhirnya mereka membentuk sebuah 
solidaritas yang membuat agitasi keras terhadap Penjajah (Muhsin, 2013). 
Agitasi tersebut berpengaruh buruk bagi perekonomian Pemerintah Kolonial 
Belanda dan lahirnya pergerakan yang radikal terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda. Gerakan yang dianggap radikal oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut 
terus berkembang dan mengambil tindakan ke arah sosial, ekonomi, politik, dan 
kebudayaan. Fenomena sosial historis ini akhirnya melahirkan pergerakan nasional, 
yang mengarah kepada pergerakan untuk merebut Indonesia dari tangan penjajah 
(Muhsin, 2013). 
Terjadinya ketegangan sosial antara kaum radikal dan Pemerintah Kolonial 
Belanda ternyata membuat kelompok-kelompok dengan stratifikasi dan diferensiasi 
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baru. Pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20, mampu beralih 
kepada kaum radikal atau kalangan intelektual baru pribumi (Muhsin, 2013). 
Qardhawi (2003 : 61) menjelaskan bahwasanya setiap masyarakat memiliki 
sistem ekonomi tersendiri yang didalamnya terdapat falsafah, kepercayaan, nilai 
serta pandangan individu ataupun masyarakat. Parameter keberhasilan dalam 
sistem ekonomi juga cukup beragam, yang semuanya mempengaruhi produktivitas, 
kekayaan, cara memperoleh harta, pendistribusian dan penyimpanan. Sementara 
dalam sistem ekonomi barat, pada umumnya parameter keberhasilan pertumbuhan 
ekonomi adalah pendapatan riil. 
Khursyud dalam Asmuni (2003) menyampaikan bahwa sebuah keharusan 
bagi kita untuk meninggalkan semua model pertumbuhan global yang memfokuskan 
perhatiannya pada realisasi tingkat pendapatan rata-rata secara maksimal sebagai 
satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. Al-‘Audhi dalam Asmuni (2003) 
menambahkan bahwasanya pembangunan ekonomi yang dimaksudkan secara 
Islami lebih luas daripada sekedar meningkatkan pendapatan rata-rata setiap bagi 
setiap individu. Sementara itu Dunya dalam Asmuni (2003) mengungkapkan 
bahwasanya pertumbuhan ekonomi masing-masing individu dalam masyarakat yang 
tercermin dalam pelayanan dan barang yang mungkin dapat diperoleh oleh mereka. 
Sementara itu dalam Islam, ‘Affar dalam Asmuni (2003) menawarkan alat ukur yang 
lebih sederhana dan bersifat kualitatif yaitu sejauh mana komitmen seseorang 
dengan Islam sebagai aqidah dan syari’ah. ‘Affar melakukan perincian lagi, misalnya 
sejauh mana komitmen umat Islam untuk mengambil pokok ajaran agama dan 
prinsip-prinsip undang-undangnya dalam sistem negara dan sejauh mana upaya 
mereka untuk mendirikan lembaga-lembaga Islam. Pada awal abad keduapuluh 
merupakan awal kebangkitan perekonomian di Indonesia. Kalau mengacu pada 
rincian yang disampaikan oleh ‘Affar, maka usaha yang dilakukan oleh Sarekat 
Dagang Islam merupakan usaha untuk melakukan pembangunan ekonomi lebih 
sederhana. Namun ada tanggapan penulis lainnya, yakni Yasri dalam Asmuni (2003) 
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yang mengatakan bahwasanya bukanlah hal yang tepat ketika Islam ingin 
memajukan ekonomi dengan cara membandingkan tingkat kemajuan ekonomi Islam 
dengan masyarakat non muslim, karena masing-masing memiliki hukum yang 
berbeda. 
 
2.1.5 Berdirinya Sarikat Islam 
Sarikat Islam merupakan organisasi politik yang didirikan Surakarta pada 
tahun 1906, yakni setahun setelah berdirinya Sarekat Dagang Islam. Setelah sekian 
lama mendirikan organisasi, Sarikat Islam baru mendapatkan badan hukum pada 
tangga 10 September 1912, atau 27 Ramadhan 1330 H. Sarikat Islam merupakan 
nama baru dari Sarekat Dagang Islam. 
Dalam rapat akbar yang diselenggarakan oleh Sarikat Islam pada tahun 1913 
atau 1331 Hijriah, H.O.S Cokroaminoto membangkitkan semangat peserta rapat, 
beserta seluruh umat Islam di Indonesia. Suryanegara menuliskan inti dari pidato 
H.O.S Cokroaminoto, yakni :  
Oemar Said Tjokroaminoto membangkitkan kesadaran jiwa umat Islam agar 
mau berorganisasi dan menggalang kesatuan dan persatuan. Dari kemauan 
yang membaja, umat Islam akan memiliki kekuatan. Hanya dengan kekuatan, 
umat Islam akan memperoleh kemenangan. Melalui kemenangan, umat Islam 
akan dapat menduduki kekuasaan. Tanpa kekuasaan di tangan umat Islam, 
akan tetap menjadi bangsa yang terjajah. Dengan duduk pada kekuasaan, 
umat Islam memperoleh kemerdekaan. Dengan disadarkan adanya dua 
macam kemerdekaan. Pertama, kemerdekaan politik, artinya terlepasnya 
umat Islam dari penjajahan. Kedua, dari kemerdekaan politik akan dapat 
diciptakan kemerdekaan sejati, yaitu terwujudnya kemakmuran dan keadilan 
(Suryanegara, 2009 : 368). 
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Pidato yang disampaikan oleh H.O.S Cokroaminoto merupakan bentuk sikap 
Sarikat Islam yang kini tidak hanya bergerak dalam bidang perdagangan, akan tetapi 
sudah masuk ke dalam dunia perpolitikan. Perpolitikan yang dibangun oleh Sarikat 
Islam berbeda dengan Sarekat Dagang Islam, yakni membangun basis perpolitikan, 
lalu merebut sepenuhnya kemakmuran masyarakat, yang berarti mengambil 
sepenuhnya perekonomian masyarakat ke dalam pemerintahan yang adil sesuai 
dengan syariat islam, bukan pemerintahan yang korup seperti yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda, sementara Sarekat Dagang Islam membangun basis 
perekonomian terlebih dahulu, baru merebut perpolitikan bangsa, yakni dengan 
membentuk partai politik. Cita-cita Sarekat Dagang Islam tercapai dengan 
didirikannya Sarikat Islam. 
Sarekat Dagang Islam dan Sarikat Islam tidak mempunyai perbedaan secara 
tujuan, akan tetapi mereka mempunyai perbedaan cara yang sebenarnya saling 
berkaitan. Keduanya sama-sama tidak melupakan bidang perekonomian dan 
perpolitikan.  
 
2.1.6 Berkembangnya Sosialisme di Tubuh Sarikat Islam 
Paham sosialis barat berkembang secara pesat di Sarikat Islam karena 
beberapa orang berfikiran bahwasanya tidak ada perbedaan antara Islam dan 
paham sosialis barat. Secara tegas, memang Islam dan paham sosialis barat 
memiliki beberapa persamaan dalam teori maupun praktek. Karena pada dasarnya 
Islam juga memiliki paham sosialis. Bahkan, paham sosialis Islam berhasil 
melakukan distribusi kekayaan yang merata diantara berbagai golongan masyarakat, 
dan dapat mendorong terjadinya keseimbangan sosial (Saefuddin, 2011 : 17-18). 
Selain itu, sosialisme Islam berhasil menghapuskan kekayaan pribadi sehingga 
berhasil menghancurkan golongan parasit seperti raja-raja feodal. Akan tetapi, dalam 
Darussalam (2013) menuliskan bahwasanya banyak sekali ayat-ayat al-qur’an yang 
mempunyai kandungan sosialistik, yang itu menandakan bahwa Islam hadir sebagai 
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agama yang secara esensial memenuhi tuntutan-tuntutan yang diperjuangkan oleh 
kaum sosialis, diantara ayat-ayat tersebut adalah : 
Tabel 2.1 Ayat Al-Quran Tentang Sosialis 
Prinsip Makna Ayat terkait 
Melawan segala bentuk 
penindasan dan 
kesewenang-wenangan 
Islam memusuhi kaum 
yang mengeksploitasi 
kelompok miskin 
Q.S: 4;7, 8;39, 4;148, 
7;137, 9;103, 22;39, 
2;190, 9;36, 2;191, 59;7/8, 
9;6/14 
Menentang monopoli 
ekonomi dan kapitalisme 
 
Islam melarang 
penimbunan kekayaan 
dan tradisi konsumtif 
 
Q.S. 104;6-8, 7;31, 59;7, 
9;34, 2;129, 2;275-278, 
30;39, 104;1-4, 7;31, 57;7, 
51;19, 2;190, 6;142, 
10;12,83, 21;9,26;151, 
51;34, 42;5, 44;31, 17;16, 
28;5, 4;75, 62;2, 22;45, 
107;1-3, 2;264, 42;8. 
Islam membela kaum 
lemah dan tertindas 
Islam menyuruh orang 
beriman untuk membela 
kelompok lemah 
Q.S. 7;16, 28;5, 4;75, 
62;2, 22;45, 107;1-3, 
2;264, 42;8. 
Menegakkan keadilan dan 
prinsip pemerataan 
Islam mengutuk hukum, 
sosial, ekonomi, politik 
yang tidak adil. 
Q.S. 7;29, 4;135, 5;8, 
9;34, 55;8-9, 11;84-85, 
2;188, 2;188, 2;275, 
2;275, 2;278-279. 
Sumber : Darussalam (2013)  
Sosialis Islam mendorong adanya penyamaan kesempatan dalam 
mendapatkan bangku pendidikan, perawatan medis, dan lain-lainnya. Sosialis Islam 
juga melakukan tekanan untuk menimbulkan rasa disiplin dan tujuan sosial yang 
ternyata tidak jauh berbeda dengan harapan Islam, yakni membuat sebuah tanggung 
jawab secara kolektif (Saefuddin, 2011 : 18). HOS. Tjokroaminoto (2008 : 15) 
menuliskan bahwasanya memang Islam menanggung secara kolektif, namun dalam 
konsep sosialis barat ditanamkan perasaan satu untuk semua dan semua untuk 
satu, yakni cara hidup yang menunjukkan kepada kita bahwa kita memikul tanggung 
jawab atas perbuatan kita satu sama lain, yang artinya berbeda dengan individualism 
yakni mengutamakan paham tiap orang hidup untuk dirinya sendiri. 
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Dalam kehidupan berekonomi, Noer (1982 : 18) mengemukakan pendapat 
Plato bahwa komunisme yang melarang adanya hak milik serta kehidupan berfamili. 
Adanya hak milik, menurut Plato, akan mengurangi dedikasi seseorang pada 
kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesempatan bermilik akan menggoda 
seseorang untuk memperhatikan kepentingan sendiri lebih dahulu. Oleh sebab itu 
keperluan jasmaniah seseorang, seperti makan dan pakaian yang akan dicukupi 
oleh negara. Makanpun dilakukan secara bersama pada tempat yang disediakan 
untuk bersama pula. Hal tersebut berbeda dengan Islam yang memberikan 
kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi 
haruslah berada pada aturan yang telah dibuat oleh Allah Swt, seperti tidak 
diperkenankannya untuk serakah atau memutar harta hanya pada kalangan orang 
kaya saja. 
Akan tetapi, pada dasarnya, komunisme menurut Plato dalam Noer (1982 : 
19) disebutkan bahwa komunisme cara Plato ini terbatas hingga kelas-kelas 
penguasa dan pembantu penguasa saja. Kelas ketiga, yaitu pekerja, dibenarkan 
mempunyai milik dan berfamili; merekalah pula yang menghidupi kelas-kelas yang 
lain. tugas mereka memang untuk menyelenggarakan produksi perekonomian. Tentu 
saja hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelompok ini. 
Ketika kelompok ini menyuarakan untuk penyamarataan, akan tetapi disisi lain 
orang-orang dalam kelompok ini yang sudah mempunyai kekuasaan, ataupun 
kekayaan, tidak diwajibkan mengikuti aturan komunisme, hanya akan melahirkan 
kecemburuan sosial. 
Dibalik kemiripan yang terdapat pada Islam dan sosialisme, terdapat 
perbedaan mendasar yang sebagian besar bersifat moral (Saefuddin, 2011 : 18-20), 
diantaranya : 
a. Sosialisme menganggap bahwasanya usaha material manusia sebagai 
struktur dasar sosial. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam mengenai 
konsep keesaan. Bukan berarti Islam tidak menganggap filsafat sosialistis 
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secara ekonomi, akan tetapi dalam paham ini terdapat kebalikan dari apa 
yang dianggap benar oleh Islam. Disisi lain, menurut Darussalam (2013), 
memang Islam tidak menganggap bahwasanya usaha material manusia 
sebagai struktur dasar sosial, akan tetapi tingkat kemampuan dan ikhtiar 
manusia yang berbeda-beda, menghasilkan keragaman atas hasil usahanya. 
Karena itu Islam tidak setuju dengan paham komunisme yang bersemboyan 
‘sama rata sama rasa’ dengan akibat kebijakan dihapuskan hak-hak 
individual di atas hak masyarakat. 
b. Sosialisme menerapkan adanya rasa saling benci dan pertentangan antar 
golongan, yakni golongan kaya dan miskin. Sementara di Islam, manusia 
bergerak di sepanjang jalan lurus keharmonisan sosial, yang bahkan tidak 
membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, dan kebangsaan. Firman Allah 
Swt dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, “Hai manusia, sesungguhnya 
Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”.  
c. Konsep kebebasan yang diterapkan oleh sosialisme dibawah tekanan 
kolektivisasi yang memiliki sifat ekstrim, dan tidak wajar. Sementara dalam 
Islam, manusia bebas untuk bertindak selama tidak ada larangan, akan tetapi 
kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan. Darussalam 
(2013) menambahkan bahwasanya pemilikan perorangan tetap dihormati, 
hanya saja diberi batasan agar tidak menimbulkan kesenjangan. Harta juga 
harus dibelajankan di jalan Allah, artinya ia harus dibelanjakan di jalan yang 
halal, seperti untuk menolong dan membantu sesama manusia yang 
memerlukannya disebabkan kekurangan, kemalangan dan lain sebagainya. 
Al-Qasimi (2010 : 413) menambahkan bahwa pembelanjaan harta dapat 
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digunakan dalam 4 hal, yakni sedekah, kemanusiaan, penjagaan harga diri, 
dan upah pekerja.  
Pertentangan masalah sosial yang terjadi pada kubu Islam dan kubu sosial, 
ternyata mampu membawa dampak yang cukup signifikan bagi kebangkitan nasional 
di Indonesia. Kubu sosialis yang masuk ke dalam Sarikat Islam ingin membuat 
negara yang berdasarkan faham sosialis, berbeda pemikiran dengan tokoh-tokoh 
Islam. 
 
2.1.7 Pecahnya Sarikat Islam 
Pemerintah Kolonial Belanda memberikan celah untuk perkembangan Sarikat 
Islam, yakni melalui surat badan hukum pendirian organisasi dengan maksud 
menstabilkan kondisi dalam negeri. Namun setelah Perang Dunia I (1914-1919) 
selesai, barulah Pemerintah Kolonial Belanda melancarkan provokasi dan politik 
divide et impera dalam negeri (Suryanegara, 2009 : 404). 
Dalam Suradi (1989) dijelaskan bahwasanya Gubernur Jendral Idenburg 
mengalami kondisi dilema, yakni diberi atau tidaknya badan hukum kepada Sarikat 
Islam. Jika tidak segera diberikan, maka akan muncul perasaan yang tidak senang 
dari kalangan rakyat Indonesia, akan tetapi jika diberikan badan hukum, maka akan 
mengkhawatirkan kondisi Pemerintah Kolonial Belanda karena sifat masal dari 
Sarikat Islam. Oleh karena itu, Idenburg hanya memberikan pengakuan badan 
hukum terhadap Sarikat Islam cabang agar mudah diawasi. Bahkan dengan jelas, 
dalam Suradi (1989) pada tanggal 10 Juli 1913 Pemerintah Kolonial Belanda 
mengeluarkan keputusan penolakan pengakuan badan hukum kepada struktur 
Sarikat Islam pusat. Cara yang dilakukan Idenburg tersebut, menurut Noor (2008), 
merupakan salah satu bentuk peningkatan kewaspadaan terhadap Sarikat Islam 
yang sejak awal sebuah cita-cita pembebasan nasional. 
Provokasi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan dua 
cara, yakni melalui ibadah dan ideologi. Secara ibadah, Islam dipertemukan dengan 
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ajaran Kedjawen dan Kesoenden. Secara ideologi, Islam dipertemukan dengan 
pemikiran ekonomi sosialis, yang akhirnya membangun organisasi bernama PKI.  
Secara ibadah, pertentangan secara jelas ditunjukkan oleh perhimpunan 
Seloso Kliwon yang kemudian berubah nama menjadi Taman Siswo terhadap 
Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. Pendiri Taman Siswo adalah Ki Hadjar 
Dewantara. Di Majalengka, didirikan Igama Jawa Pasundan atau Agama Jawa 
Sunda untuk mengimbangi Perserikatan Ulama. Agama Jawa Sunda didirikan oleh 
Sadewa yang terkenal dengan nama Madrais. Madrais menganggap bahwasanya 
Agama Islam hanya untuk orang Arab, sementara orang Jawa dan Sunda 
membutuhkan agama sendiri yang lebih cocok. Akhirnya didirikanlah agama tersebut 
dengan sikap yang sangat bertentangan dengan Sarikat Islam, namun bersetia 
kepada Pemerintah Kolonial Belanda. 
Selain Agama Jawa Sunda, Pemerintah Kolonial Belanda juga 
menumbuhkan organisasi kebatinan yang bekerja untuk menebarkan intimidasi 
terhadap pendukung Sarikat Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, dan Persatuan 
Islam (Suryanegara : 2009, 406-407). Namun Sarikat Islam memiliki banyak sekali 
pendukung. Itu semua dikarenakan meluasnya pasar yang dibangun oleh Sarikat 
Islam, sehingga masyarakat dari berbagai strata dan ulama pada saat itu, dengan 
terbuka mendukung Sarikat Islam. 
Inilah cara yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
menghancurkan Sarikat Islam. Cara dari luar sudah dicoba, akan tetapi pertahanan 
Sarikat Islam semakin kuat. Bahkan berhasil mendapatkan dukungan tambahan dari 
organisasi lain, diantaranya : Persyarikatan Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, 
Matlaul Anwar, Persatuan Islam, dan Jong Islamieten Bond. 
Pemerintah Kolonial Belanda terus berusaha mencari cara untuk 
mematahkan perjuangan Sarikat Islam. Akhirnya, Pemerintah Kolonial Belanda 
menemukan cara yang efektif, tanpa melibatkan diri secara langsung, yakni dengan 
memecahkan Sarikat Islam dari dalam. Cara utama yang dilakukan adalah dengan 
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memasukkan pemikiran Sosialis yang dibawa oleh pengikut Karl Max. Padahal 
menurut Darussalam (2013), paham sosialisme memiliki kecenderungan terhadap 
atheisme yang seharusnya sudah ditolak oleh masyarakat beragama, akan tetapi 
dalam beberapa aspek seperti keadilan sosial ternyata tidak dapat ditolak. Sebuah 
keheranan dituliskan oleh Qardhawi (1994 : 81-82) dalam masyarakat ketika 
komunisme mempunyai negara yang dapat mengajak manusia untuk mengikuti 
pemikirannya, bahkan mereka membiayai misi itu, maka seharusnya pemerintahan 
Islam harus melaksanakan tugas dakwah Islam baik dari seluruh tatanan dan 
membuang sisi negatifnya kemudian menyajikannya kepada bangsa-bangsa lain 
sebagai tatanan internasional yang di dalamnya terdapat problem solving yang benar 
bagi setiap manusia. 
Menghancurkan dari internal merupakan hal yang sangat efektif. Musuh 
dalam selimut lebih susah dihadapi daripada musuh yang menampakkan dirinya. 
Adanya penyusupan tersebut membuat Sarikat Islam susah berkembang. Sarikat 
Islam akhirnya lebih terfokus pada tataran internal, seperti memperbaiki struktur dan 
menghabisi orang-orang yang menjadi racun di dalamnya daripada fokus untuk 
menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut membawa dampak buruk 
bagi perekonomian Sarikat Islam. Namun, perkembangan yang dilakukan oleh 
sosialis sebenarnya sudah disadari oleh Agus Salim, dalam Neratja 18 Oktober 1921 
dalam Suradi (1989), dijelaskan bahwasanya : 
Tidak perlu mencari isme-isme lain yang kaan mengobati penyakit 
pergerakan. Obatnya ada di dalam asasnya sendiri, asas yang lama dan 
kekal, yang tidak dapat dimubahkan orang, sungguhpun sedunia telah 
memusuhi dengan permusuhan lain atau ta’dzim. Asas itu isalah Islam.  
Pemerintah Kolonial Belanda memasukkan orang-orang yang berpihak 
kepada mereka ke dalam Sarikat Islam dan mulai menanggalkan Syariah Islam lalu 
menggantikannya dengan ajaran Komunisme Karl Marx (Suryanegara, 2009 : 407). 
Cara ini merupakan cara yang ampuh untuk menghilangkan secara perlahan 
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pengaruh Sarikat Islam. Menyusupkan orang-orang yang berhaluan komunis, dan 
akhirnya membuat Sarikat Islam mulai tidak dipercaya oleh pendukungnya. 
Memecahkan Islam dari dalam tubuh Islam sendiri sebenarnya sudah terjadi pada 
beberapa generasi Sarikat Islam sebelumnya. Salah satu contohnya, Himayah (2003 
: 59) menuliskan bahwasanya karena kesalahan manusialah kejayaan Islam runtuh, 
karena ‘Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga ia 
mengubahnya sendiri’, yakni melalui fitnah internal dan fanatisme terhadap 
golongan, yang akhirnya berakibat pada perpecahan golongan ataupun sebuah 
kerajaan.  
Dalam Noer (1982 : 160), salah satu pemikiran ajaran Marx adalah Manusia 
harus hidup lebih dahulu baru dia dapat berpikir. Pendapat Marx tersebut dilanjutkan 
dengan pendapat bahwa hidup secara mudahnya adalah masalah perut. Oleh sebab 
itu menurut Marx, buah pikiran tidak akan mengubah sejarah, akan tetapi cara 
berproduksi yang akan merubahnya. Pemikiran Marx mengenai sejarah ini, dalam 
Sulaeman (2012) dinyatakan sebagai teori pokok dari ajaran Marx. Ebenstein (2014 : 
6) lebih merinci bahwasanya dalil pokok yang digunakan oleh Marx dalam 
menganalisa masyarakat adalah penafsiran ekonomisnya tentang sejarah, yakni 
produksi barang dan jasa yang membantu manusia dalam hidupnya, sementara 
pertukaran barang-barang dan jasa-jasa ialah dasar dari segala proses dan lembaga 
sosial. 
Cara berproduksi merupakan satu rangkaian dalam sistem ekonomi, yaitu 
hubungan manusia dan benda yang dinamakannya tenaga-tenaga produktif, serta 
hubungan manusia dengan manusia yang dinamakannya hubungan produktif dan 
yang bergantung pada hubungan manusia dengan benda tadi), merupakan Unterbau 
(lapisan bawah) yang memberikan bukan saja pengaruh, melainkan juga ketentuan 
terakhir pada lembaga-lembaga manusia, termasuk hukum, politik, agama dan 
sebagainya. Lembaga-lembaga ini merupakan Oberbau (lapisan atas). Sementara 
dalam Islam, Allah Swt sudah menjamin bahwasanya Dia akan melepaskan kita dari 
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rasa lapar. dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku (Q.S 26 : 
79). Jadi bukan rasa lapar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, akan tetapi 
keyakinan kepada Allah Swt, tanpa mengesampingkan pentingnya bekerja atau 
berproduksi. Namun, menurut Asmuni (2003), meskipun bekerja merupakan sebuah 
kepentingan yang tidak bisa disampaikan, bagi mereka pendapatan tidak akan 
mempengaruhi kualitas kerja karena prinsip kerelaan atas apa yang diberikan Allah 
Swt kepada mereka akan mendorong mereka untuk meningkatkan kualitas kerja, 
pelayanan dan kemampuan. 
Pola-pola yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
menghancurkan Sarikat Islam sangat mirip dengan pola yang diterapkan Karl Max 
dalam menghancurkan kaum feodal dan borjuis. Dalam Noer (1982 : 168) dijelaskan 
bahwa Marx melihat situasi golongan feodal terlebih dahulu baru melakukan rencana 
untuk menghancurkannya. Contoh yang terjadi disini adalah marx melihat bahwa 
golongan feodal mengalami kekhawatiran dengan perjuangan dan revolusi yang 
dilakukan oleh golongan borjuasi. Kehancuran feodalisme memang tidak dapat 
dihindarkan, akan tetapi kehancuran tersebut tidak akan terjadi tanpa peran dari 
golongan borjuasi. Cara yang sama dengan Marx juga dilakukan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda dalam menghancurkan Sarikat Islam. Mereka melihat situasi 
ataupun kondisi Sarikat Islam serta mencari celah untuk menghancurkannya. 
Selanjutnya, marx dalam Noer (1982 : 165) melanjutkan langkah-langkah 
untuk menghancurkan golongan feodal, langkah pertama adalah  melakukan revolusi 
yang dipelopori oleh golongan borjuis yang hendak menghancurkan golongan feodal. 
Langkah kedua adalah melakukan revolusi yang dilakukan oleh kelas pekerja dalam 
usaha menghancurkan golongan borjuis. Noer (1982 : 165) menambahkan bahwa 
Marx berpendapat dalam revolusi tahap pertama itu kelas pekerja tidak boleh tinggal 
diam. Mereka harus membantu golongan borjuasi untuk menghancurkan golongan 
feodal, dan barulah kemudian tiba giliran mereka untuk menghancurkan golongan 
borjuis itu sendiri. 
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Langkah-langkah tersebut juga diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
dengan cara membenturkan pemikiran Islam dengan pemikiran sosialis atau Marx di 
Indonesia. Pemikiran Islam yang diwakili oleh Sarikat Islam merupakan musuh 
utama Pemerintah Kolonial Belanda yang sangat susah untuk dihancurkan sehingga 
membutuhkan bantuan dari luar. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda adalah menghancurkan golongan sosialisme dengan 
mudah melalui pancingan emosi, karena golongan ini merupakan golongan yang 
mudah sekali tersulut emosinya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda ini berhasil dan terlihat dalam Suradi (1989) dijelaskan bahwa pada tahun 
1921, ketika sosialisme berhasil memecah belah Sarikat Islam dan membentuk 
Partai Komunis Indonesia, selanjutnya pada tahun yang sama Pemerintah Kolonial 
Belanda mengkhianati PKI, dan akhirnya PKI semakin radikal dan mencapai 
puncaknya pada pemberontakan akhir tahun 1926 dan awal 1927. Suradi (1989) 
menambahkan bahwasanya pemberontakan tersebut dengan mudah dapat ditumpas 
oleh pemerintah. Akibatnya adalah seluruh kegiatan partai ini dilarang dan diikuti 
oleh penangkapan besar-besaran terhadap tokoh dan kader PKI, yang sebagian 
besar dari mereka dibuang ke Digul. 
Sementara itu, orang-orang komunis memiliki tujuan tersendiri dengan 
memasukkan ideologisnya ke dalam Sarikat Islam, yakni membangun Partai 
Komunis. Cara tersebut merupakan cara yang juga dilakukan oleh Lenin di Rusia. 
Lenin berusaha memecah belah Partai Sosial Demokrat Rusia. Dalam Noer (1982 : 
178), dijelaskan bahwa Lenin merupakan penyebab pecahnya Partai Sosial 
Demokrat Rusia menjadi dua yakni Golongan Bolshevik (mayoritas) dan golongan 
Menshevik (minoritas). Golongan partai yang dipegang oleh Lenin, yaitu Bolshevik, 
yang militant sesuai dengan teori Lenin tentang partai kemudian menjadi Partai 
Komunis. Sifat partai ini pula yang menjadi contoh bagi partai-partai komunis di 
negara-negara lain. 
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Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah 
melalui Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet yang merupakan tokoh 
utama komunis di Asia, Pemerintah Kolonial Belanda menawarkan ideologi 
komunisme kepada orang-orang Islam yang disusupkan kedalam tubuh Sarikat 
Islam. Pemerintah Kolonial Belanda sangat cerdik dalam merencanakan konspirasi 
terhadap Sarikat Islam. Mereka sudah memperkirakan pimpinan yang akan dijadikan 
sasaran dan kota yang akan dipilih sebagai basis pemecah belah Sarikat Islam serta 
bangkitnya pergerakan komunisme. 
H.J.F.M Sneevliet dan kawan-kawannya mulai masuk dan membelah 
keutuhan Sarikat Islam dari dalam yang dimulai dari pimpinan muda yang ada di 
Semarang. Awalnya, H.J.F.M Sneevliet mendirikan perkumpulan bernama (Indische 
Sociaal Democratische Vereninging (ISDV) di Surabaya pada tahun 1914, akan 
tetapi pengaruhnya hanya sebatas kalangan orang-orang Belanda disana dan sama 
sekali tidak membawa pengaruh bagi masyarakat pribumi. Pada tahun 1916, mereka 
mencari cara untuk menyebarkan pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi, 
akhirnya dipilihlah Semarang sebagai basis pergerakan Komunisme untuk memecah 
belah Sarikat Islam dengan didirikan kumpulan bernama Vereniging Spoor en 
Tramweg-Personeel (VSTP) atau lebih dikenal dengan Sarekat Buruh Kereta Api 
dan Term. 
Perkumpulan ini mampu membangun pusat basis masa untuk memecah 
belah Sarikat Islam dan menjayakan komunisme. Djaelani (2000) menuliskan dalam 
artikelnya bahwa kaum intelektual muda Muslim dan ulama-ulama Islam, karena 
keterbatasan ilmunya tentang Marxisme-Leninisme/Komunisme, banyak yang 
tergelincir sehingga menjadi pejuang ajaran Marxisme-Leninisme/Komunisme tanpa 
sadar. Pada tahun 1916, dipilihlah seorang pemuda-pemuda yang sangat 
bersemangat untuk melakukan perubahan, akan tetapi teralihkan pada jalur yang 
salah, diantaranya Samaoen (17 tahun), Darsono (19 tahun), Alimin Prawirodirjo 
(27), dan Tan Malaka (19) sebagai kader ISDV dan VSTP. Masuknya mereka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	80	
menurut Cahyono (2003), mendapatkan gaji karena diangkat menjadi propagandis 
VSTP. Masuknya tokoh-tokoh tersebut, dalam Sumarsono (2007), tidak dapat 
terlepas dari peran dari Sneevliet karena disana masih hanya diisi orang dari Eropa.  
Pada tahun 1918, H.J.F.M Sneevliet ditarik kembali ke Belanda, lalu 
digantikan oleh Samaoen sebagai ketua ISDV di Surabaya. Secara tingkatan, 
Samaoen memiliki tingkatan yang sama dengan pimpinan Sarikat Islam. Oleh karena 
itu, status tersebut dimanfaatkan Samaoen untuk mempengaruhi suasana Kongres 
Sarikat Islam pada tahun 1919. Pada kongres tersebut, kubu yang merupakan kader 
ISDV, mulai berani menyerang pimpinan Sarikat Islam, diantara yang diserang 
antara lain H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, Agus Salim, dan Suryapranoto. 
Dalam kongres tersebut, kubu ISDV berusaha keras untuk mengganti 
ideologi Islam dengan Marxist. Kongres yang awalnya berjalan dengan lancar dan 
bertujuan untuk membangkitkan kesadaran nasional untuk melawan Pemerintah 
Kolonial Belanda, dialihkan menjadi penyerangan terhadap pimpinan Sarikat Islam. 
Kubu ISDV mengalami kegagalan untuk memecahkan Sarikat Islam dalam kongres. 
Hal tersebut tidak membuat mereka berhenti untuk memecahkan Sarikat Islam. 
Ideologi mendasar sosialisme barat menurut Rahardjo (2013) adalah 
mencita-citakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa penindasan, suatu masyarakat 
“sama rata sama rasa”, yang artinya sama rata dalam hal material dan sama rasa 
adalah gejala spiritual. Beberapa orang menganggap bahwasanya ideologi dasar ini 
disamakan dengan Islam, namun seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya 
ideologi sosialis barat dan Islam sangatlah berbeda meskipun beberapa prakteknya 
memiliki kemiripan.  
Darussalam (2013) menjelaskan bahwa sosialisme barat hanya bertujuan 
sekedar menghapus pertentangan kelas, membebaskan kaum tertindas dan 
mengamankan hak-hak mereka tanpa membalas atau menghukum kaum penindas 
sebelumnya. Penghapusan masyarakat tanpa kelas bukanlah tujuan, akan tetapi 
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hanya menjamin fungsi-fungsi antara kelas-kelas yang berbeda secara sah dan 
bebas dari dominasi, kekerasan, serta hidup berdampingan secara damai. 
Sarikat Islam tidak hanya dipecah dari dalam organisasi dengan pemikiran-
pemikiran komunisme atau sosialisme, akan tetapi juga dibenturkan dengan 
masyarakat melalui tuduhan fitnah kepada Sarikat Islam sebagai provokator rakyat 
agar memberontak Pemerintah Kolonial Belanda. Fitnah berawal dari kerusuhan 
yang terjadi di Toli-Toli. Kerusuhan ini terlihat mencurigakan karena terlibatnya 
penguasa lokal yang terganggu jabatannya karena semakin maraknya Sarikat Islam 
disana. Status ganda yang dimiliki oleh penguasa lokal, yakni memiliki hubungan 
erat dengan Sarikat Islam karena bidang ekonomi dan hubungan erat dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda karena politik atau kekuasaan. Kerusuhan yang dipicu 
oleh adu domba Pemerintah Kolonial Belanda, membuat Sarikat Islam Toli-Toli ikut 
terpancing.  
Fitnah tersebut ditujukan secara khusus kepada Abdul Muis yang merupakan 
salah satu tokoh Sarikat Islam sebagai pembuat kekacauan masyarakat di Toli-Toli, 
Sulawesi. Akibat dari gejolak yang bersifat vertikal antara Sarikat Islam dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda dan penguasa lokal ini, diberitakan bahwa kerusuhan 
tersebut menyebabkan kematian seorang kontrolir bernama J.P. de Kat Angelino, 
padahal pada tahun 1930, dia masih hidup dan masih memberikan laporan bisnis 
batik pada salah satu perusahaan batik di Jawa Tengah. Motif ini sangat kental 
dengan motif perekonomian. 
Secara politis, kerusuhan tersebut telah membuktikan bahwasanya kekuatan 
Sarikat Islam ditingkat lokal, tidak dapat diremehkan. Bahkan dianggap telah 
mencapai taraf radikal oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, hal tersebut 
membuat pengusaha batik mulai menimbang ulang untuk melakukan bisnis dengan 
karena mereka beranggapan bahwa Sarikat Islam yang mempunyai sikap radikal, 
mudah membuat kerusakan, dan tidak segan membunuh orang. Ini merupakan isu 
yang dialihkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang melakukan kerusakan yang 
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lebih besar, bahkan lebih mudah dalam melakukan pembunuhan melalui hukuman 
‘pembuangan’. 
Cara ini merupakan cara efektif untuk memutuskan rantai perekonomian dari 
Sarikat Islam. Politik adu domba antar anggota, serta dengan pengusaha batik 
merupakan rencana dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pudarnya kepercayaan dari 
pengusaha batik terhadap eksistensi Sarikat Islam membuat Sarikat Islam harus 
berusaha lebih keras untuk mencari pendanaan. Pemerintah Kolonial Belanda 
merencakannya dengan rapi sehingga cita-cita untuk menghancurkan Sarikat Islam 
bisa tercapai. 
Secara umum dalam Effendi (2012), Pemerintah Kolonial Belanda memiliki 
kebijakan pokok untuk menghancurkan Sarikat Islam, yakni : 
1. Memecah-belah kekuatan Islam di Indonesia melalui politik “divide et 
empera” dengan sikap netral terhadap agama. 
2. Mengikis habis pengaruh Islam dengan memajukan kebudayaan Barat 
melalui pendidikan dan pengajaran, menuju terciptanya “asosiasi” dan 
“Indonesianisasi”. 
3. Menumpas tegas munculnya doktrin dan pergerakan politik Islam, 
terutama yang dipengaruhi oleh ide-ide Pan Islamisme. 
Kekerasan yang diciptakan Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya untuk 
merusak citra Sarikat Islam, akan tetapi juga merusak citra Islam. Padahal John L. 
Esposito (Amerika) dan Karen Armstrong (Inggris) dalam Maarif (2012 : 12) 
menyatakan bahwa dalam tulisan mereka, tidak bosan-bosannya menjelaskan 
bahwa Islam itu dari sisi ajarannya adalah agama damai, bukan agama teror. Akan 
tetapi, sisi lain yang diciptakan Pemerintah Kolonial Belanda sangatlah berlawanan 
dengan kenyataan. Fitnah dan adu domba hanya dibentuk untuk menakhlukkan 
perekonomian di Indonesia.  
Upaya untuk menghancurkan Sarikat Islam terus dilakukan. Dalam Suradi 
(1989), dalam kongres tahunan ketujuh ISDV di Semarang pada bulan Mei 1920, 
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ISDV secara terang-terangan mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis di 
India dengan terpilihnya sebagai pengurus besar adalah Semaoen sebagai ketua 
dan Darsono sebagai wakil ketua. Pada saat itu, belum ada kata partai dan belum 
ada istilah Indonesia. 
Kota Semarang dipilih untuk memecahkan Sarikat Islam atas usul dari 
H.J.F.M Sneevliet. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kelebihan dari 
letaknya. Semarang berada diantara kota-kota pusat kereta api, yakni Madiun, 
Surabaya, dan Bandung. Sedangkan alat trasportasi darat pada saat itu adalah 
kereta api. Dikuasainya Semarang oleh PKI, membuat jalur perdagangan yang 
dilakukan oleh Sarikat Islam semakin macet. Bahkan Semaoen dengan percaya diri, 
dalam Neratja 18 Oktober 1921, dalam Suradi (1989, mengatakan bahwasanya : 
Adapun pergerakan rakyat hendak membela hak-hak rakyat yang terinjak-
injak, selainnya dari mengutamakan hal perasaan, harus pula mengutamakan 
taktik, Sarikat Islam telah nyata hanya bisa mengumpulkan orang Islam saja 
buat bekerja sama membela hak rakyat. Tapi selamanya dari hak rakyat 
Islam, masih banyak lagi orang lain, yang tidak beragama Islam. 
perkumpulan kaum Coomunisten, yaitu PKI, sudah nyata bisa membawa 
orang-orang Ambon, Manado, dan lain-lain rakyat HIndia yang tidak 
beragama Islam. Bilangan mereka itu tidak sedikit, pengaruhnya harus pula 
dihargakan. Disini PKI sudah membuktikan taktiknya, bekerja dengan orang 
Islam dan Kristen guna keperluan rakyat. 
Semaoen menambahkan bahwasanya atas usaha orang-orang komunislah 
sifat-sifat kapitalis dalam Sarikat Islam telah dihilangkan sehingga Sarikat Islam 
menjadi partai rakyat. Semarang menjadi model kota pembelah (wig politiek) yang 
memutuskan kontak ekonomi dan politik antara Sarikat Islam di Surabaya dan 
Bandung. 
Adanya strategi tersebut, secara langsung mampu melumpuhkan seluruh 
aktivitas perekonomian dan perpolitikan Sarikat Islam di Yogyakarta. Dalam jangka 
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panjang, ditargetkan bahwa strategi tersebut akan memutuskan kontak ekonomi dan 
politik antara Sarikat Islam di jawa dan luar jawa, yakni di Indonesia Barat, Tengah, 
dan Timur. Dalam Santoso (1988), dijelaskan bahwasanya Semarang pada saat itu 
merupakan kota yang menarik pendatang (urban), terutama untuk menjadi buruh di 
perusahaan-perusahaan yang banyak bermunculan pada saat itu karena semakin 
mengalirnya arus modal. Sumarsono (2007) menambahkan bahwa banyaknya kaum 
buruh yang ada di Semarang waktu itu telah merubah pola kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat Semarang yang semula bercocok tanam beralih ke arah 
industri. Peralihan Semarang yang begitu cepat serta banyaknya pabrik-pabrik besar 
dengan jumlah buruh yang tidak kalah banyaknya, menimbulkan kerawanan 
masalah sosial dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. 
Sumarsono (2007) membuat sebuah analisis pergerakan ekonomi karena 
bertambahnya buruh di Semarang, namun mereka tidak memiliki sifat perpolitikan, 
yang akhirnya perjuangan atau pergerakan ekonomi mereka diambil politisasi oleh 
orang-orang yang memanfaatkan kaum buruh. Akhirnya timbul kesadaran 
bahwasanya diperlukan pola pengorganisasian buruh yang lebih bersifat politis. 
Strategi yang dilakukan oleh komunis sangat rapi, Sumarsono (2007) 
membicarakan tentang strategi pembangunan kekuatan komunis di Semarang, 
langkah pertama yang dimulai dari pembentukan kekuatan inti sosialis adalah 
pengaruh pemerintah kota bersama orang-orang Belanda, selanjutnya terbentuknya 
serikat buruh, menyebarkan gagasan Marxisme terhadap orang-orang pergerakan 
lokal dan mulai melakukan penyusupan terhadap kekuatan-kekuatan awal nasionalis 
Hindia. Sehingga pemerintahan kota waktu itu sebagian mayoritas terpengaruh dari 
kaum Marxis. Hal ini didasarkan dari adanya dorongan masyarakat di Semarang 
yang sebagian berasal dari kaum buruh pabrik, yang menuntut adanya perubahan 
dalam sistem pemerintahan yang semula bersifat kapitalis untuk lebih mengarah 
pada sosialis. Atas perintisan tersebut, dalam Sumarsono (2007) menuliskan bahwa 
PKI memusatkan kegiatannya di Semarang, hal ini membuat Semarang dikenal 
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sebagai “Ibukota komunis pertama di Indonesia”. Meskipun dalam kurun waktu 
sebelum 1914, Sumarsono (2007) menanggapi bahwa tidak ada tanda-tanda 
kehidupan komunis di Semarang dibawah kendali Pemerintah Kolonial Belanda. 
Namun semuanya berubah ketika Sneevliet, dalam Sumarsono (2007) membangun 
pondasi sosialis dimulai dari pembentukan nukleus kaum sosialis yang dimulai dari 
para pekerja asing berkebangsaan Belanda, gerakan serikat buruh, dan intervensi ke 
dalam gerakan nasionalis. 
  
2.2 Kerangka Pikir 
Kerangka pikir penelitian digunakan untuk memudahkan peneliti dalam 
menentukan ide dasar dari penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka pikir 
difokuskan kepada permasalahan ekonomi dan masuknya pemikiran sosialis barat 
yang dibawa oleh Sneevliet yang menjadi inti dari kemajuan maupun perpecahan 
internal dan eksternal organisasi. 
Strategi perekomian yang dibangun oleh Sarekat Dagang Islam maupun 
Sarikat Islam mampu menghalau dominasi pedagang dari Tionghoa. Namun 
perpecahan Sarikat Islam juga diawali dari perebutan perekonomian yang dilakukan 
oleh anggota berpaham sosialis barat. Perebutan cabang-cabang Sarikat Islam di 
wilayah inti seperti Semarang merupakan salah satu penyebab besar pecahnya 
Sarikat Islam.  
Perpecahan Sarikat Islam menjadi dua, yakni Sarikat Islam putih dan merah 
merupakan salah satu cara untuk membedakan mana Sarikat Islam yang masih 
berpedoman dan tidak berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan historis. Pendekatan ini dipilih karena dalam memahami sejarah dengan 
sumber yang terbatas, diperlukan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 
diketahui. Gottchalk dalam Sulasman (2014 : 74) menuslikan bahwa sejarah adalah 
proses menguji dan mengalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data autentik 
dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah 
sejarah yang dapat dipercaya.  
Terdapat beberapa tahapan untuk menggunakan metode kualitatif historis, 
menurut Notosusanto dalam Sulasman (2014 : 74), langkah-langkah metode 
kualitatif historis terdiri atas : 
Pertama heuristik, menghimpun jejak-jejak masa lampau. Cara yang 
dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber, buku-buku dan artikel-artikel 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini peneliti 
mengumpulkan data dan fakta mengenai Sarekat Dagang Islam dan Sarikat Islam. 
Proses pencarian data dan fakta tersebut peneliti tempuh dengan cara mencari 
buku-buku yang sesuai dengan tema yang peneliti angkat dari beberapa 
perpustakan umum maupun universitas serta toko-toko buku yang ada di Kota 
Malang. 
Kedua kritik, yaitu menyelidiki apakah jejak itu sejari, baik bentuk maupun 
isinya. Pada tahap ini dilakukan pemilihan dan penyaringan keotentikan dan 
kebenaran sumber-sumber yang telah ditemukan. Semua sumber sejarah dipilih 
melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai 
dengan permasalahan penelitian. Fungsi dari proses ini untuk mengetahui apakah 
sumber-sumber yang diperoleh relevan atau tidak dengan permasalahan yang dikaji 
yakni Sarekat Dagang Islam.  
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Ketiga interpretasi, yaitu menetapkan makna dan saling berhubungan dari 
fakta yang diperoleh sejarah itu. Satu pendapat dihubungkan dengan pendapat 
lainnya sehingga dapat menciptakan keselarasan penafsiran yang berhubungan 
dengan pembahasan yang dikaji yaitu Sarekat Dagang Islam. Adapun pendekatan 
yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji pembahasan yang dikaji dalam skripsi 
ini yaitu pendekatan analisis-kritis. 
Keempat penyajian, yaitu menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam 
bentuk sebuah kisah.  
 
3.2 Penentuan Informan 
Pada tahap ini peneliti berusaha mencari berbagai sumber yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber sejarah yang dapat peneliti 
temukan adalah literatur dan sejarawan. Teknik studi literatur digunakan untuk 
mengumpulkan sumber-sumber atau tulisan yang dianggap relevan dengan masalah 
penelitian. Sementara teknik wawancara sejarawan digunakan untuk mengumpulkan 
sumber yang dianggap relevan dengan penelitian. 
Penelitian sejarah tidak terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang 
apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana, tetapi juga mengungkap berbagai 
struktur masyarakat, perilaku masyarakat, serta kecemasan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Hal tersebut membuat penelitian ini membutuhkan bantuan dari sumber 
ilmu lainnya, tidak hanya terbatas pada sejarah. Meskipun sejarah akan 
mengungkapkan sebuah kebenaran, akan tetapi menurut Mulyana (2001 : 3)  
dijelaskan bahwa kebenaran sebenarnya tidaklah sederhana, meskipun mengenai 
suatu benda nyata. Dalam penulisan ini, digunakan analisa mendalam mengenai hal 
yang relevan untuk keperluan pendekatan historis. Oleh karena itu sumber-sumber 
yang digunakan oleh penulis tidak hanya mengkaji mengenai sejarah tetapi juga 
menggunakan sumber-sumber dari ilmu-ilmu sosial lainnya yang relevan dengan 
penelitian ini. 
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Peneliti berhasil mengumpulkan buku-buku sebagai sumber literatur tersebut, 
diantaranya adalah : 
a. Perpustakaan Universitas Brawijaya. Di perpustakaan ini peneliti 
menemukan sumber-sumber berupa buku, antara lain: Munculnya Elit 
Modern Indonesia karya Robert Van Niel (1960), Pemikiran Politik di 
Negeri Barat karya Deliar Noer (1982), Beberapa Studi Tentang Sejarah 
Islam di Indonesia 1900-1950 Karya G.F Pijper (1984). 
b. Selain mengunjungi perpustakaan, peneliti juga mempunyai beberapa 
koleksi buku pribadi seperti Api Sejarah karya Ahmad Mansur 
Suryanegara (2009), Membumikan Ekonomi Islam karya AM Saefuddin 
(2011), Islam dan Sosialisme karya HOS TJokroaminoto (2008), dan 
beberapa sumber lainnya. 
Selain buku yang dituliskan, dalam menentukan informan penelitian, peneliti 
menyusun sejumlah kriteria sesuai dengan penelitian yang digunakan. Karakteristik 
sumber pada penelitian ini adalah jurnal dan beberapa bukti sejarah lainnya yang 
mampu menjadi rujukan atas kebenaran sejarah dan tidak sengaja menyelewengkan 
sejarah. Beberapa penulis buku yang menjadi sumber adalah Ahmad Mansur 
Suryanegara dan Deliar Noer. 
Sejarawan Islam yang memiliki kapasitas cukup untuk dijadikan sumber 
dalam penelitian ini adalah Ahmad Mansur Suryanegara. Umurnya yang sudah tua 
tidak berpengaruh pada daya ingatnya yang tajam akan sejarah-sejarah yang terjadi 
di Indonesia. Buku fenomenalnya yang berjudul Api Sejarah 1 dan 2, menjadi buku 
Best Seller. Hal ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi pada buku-buku 
sejarah yang lainnya, terlebih dua jilid yang dikeluarkan mendapatkan predikat yang 
sama. 
Fokus peneliti terhadap narasumber diharapkan agar penelitian kualitatif ini 
mampu menjadi penelitian yang berkualitas, dan tidak ada maksud sama sekali 
untuk mendistorsikan peradaban Islam di Indonesia, terutama dalam bidang 
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ekonomi. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. 
Dalam Priadana (2009 : 12) dijelaskan bahwasanya teknik atau kegiatan berupa 
interpretasi kritis merupakan usaha mengungkapkan gagasan-gagasan atau ide-ide 
yang terkandung dalam suatu sumber. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian Kepustakaan (Library Research), yakni dengan cara mengumpulkan data 
yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian dengan membaca literatur yang 
relevan untuk mendukung, seperti buku-buku, jurnal, dan artikel mengenai kondisi 
Indonesia awal abad 20. Selain itu, Sarikat Islam yang kental dengan penerapan 
syariat Islam di Indonesia, terutama dalam penerapan hukum ekonomi Islam di 
Indonesia, maka penelitian ini tidak dapat terlepas dari kitab-kitab rujukan umat 
Islam. 
 
3.4 Teknik Analisis Data 
Priadana (2009 :53) memberikan pengertian bahwa analisis data merupakan 
bagian dari tangga ilmiah yang harus dilalui. Dalam penulisan ini, analisis data yang 
dilakukan adalah melalui pengecekan dengan berbagai sumber sejarah yang 
berkaitan dengan Sarikat Islam dan penindasan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Diharapkan dari data-data yang ada, akan dilalukan koreksi secara berulang 
agar menemukan solusi baru untuk masalah yang sama.  Analisa data yang 
dilakukan juga diharapkan mampu menemukan hal-hal penting yang berhubungan 
dengan sejarah, ekonomi dan politik di Indonesia, lalu memutuskan untuk diceritakan 
kepada orang lain.  
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3.5 Pengecekan Keabsahan Temuan 
Menurut Sulasman (2014 : 82) disebutkan bahwa sejarah selalu dipakai 
untuk membenarkan perbuatan. Oleh karena itu, butuh keabsahan dalam temuan-
temuan penulisan ini. Tahapan ini merupakan tahapan pengecekan keabsahan data 
dalam berbagai kategori yang telah terkumpul untuk memperoleh keabsahan 
sumber. Salah satu cara untuk melalukan pengecekan keabsahan temuan atau data 
adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini, sumber yang 
diambil dapat berupa literatur atau naskah.  
Berikut tiga macam triangulasi yang akan diterapkan dalam penelitian ini, 
yakni : 
1. Triangulasi sumber 
Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi 
yang diperoleh melalui waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, hal 
tersebut adalah waktu penerbitan sumber sejarah. 
2. Triangulasi metode 
Yaitu melakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 
penelitian dengan beberapa teknik dan pengumpulan data. Pengecekan 
derajat kepercayaan ini diambil dari beberapa sumber data dengan 
metode yang sama. 
3. Triangulasi teori 
Yaitu memanfaatkan dua atau lebih teori untuk dipadukan. Dalam hal ini, 
akan dipadukan teori antara ekonomi Islam yang menjadi pokok 
pembahasan dengan teori ekonomi kapitalis serta sosialis. 
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BAB IV 
TUJUAN DIBENTUKNYA SAREKAT DAGANG ISLAM  
4.1 Perekonomian Indonesia Pada Masa Pemerintah Kolonial Belanda 
Motif ekonomi merupakan motif awal penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda di Indonesia. Mereka mencari komoditas pertanian yang laku di pasar Eropa 
dengan harga murah. Menurut Muhsin (2012), cara yang dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas untuk dibawa ke pasar Eropa adalah 
melakukan perluasan areal tanam, memperbesar modal, dan meningkatkan jumlah 
tenaga kerja. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka menerapkan sistem 
kapitalis di Indonesia. Padahal, menurut Asmuni (2003), akibat dari perhatian yang 
terfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, hanya akan membuat segelintir orang 
hidup dalam keberlimpahan, sementara yang lainnya hidup dalam kondisi 
memprihatinkan. Kondisi-kondisi yang terjadi pada masa itu sangatlah 
memprihatinkan, tenaga masyarakat diperas secara langsung dan Indonesia diambil 
sumber dayanya hanya untuk membuat keberlimpahan bagi pedagang-pedagang 
Eropa. 
Seiring berkembangnya perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda di 
Indonesia, mereka membawa banyak sekali pengaruh terhadap masyarakat pribumi. 
Diantaranya adalah ranah negara dan agama, Pemerintah Kolonial Belanda 
berusaha memisahkan antara kepentingan negara dan agama melalui pemikiran 
sekuler, yakni negara tidak perlu diatur oleh agama karena negara adalah 
kepentingan dunia, sementara agama adalah kepentingan setelah hidup di dunia. 
Perkembangan sejarah Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia 
mempengaruhi perkembangan untuk melakukan penentangan terhadap kolonialisme 
dan menimbulkan rasa nasionalisme. Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan 
negara Pemerintah Kolonial Belanda yang semakin lama semakin mengatur segala 
bidang di Indonesia. 
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Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai beberapa tahapan untuk mengatur 
segala bidang di Indonesia. Tahap pertama, dimulai dari pendekatan kepada 
masyarakat melalui perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari pertama kali 
datangnya Pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia yang dikhususkan untuk 
melakukan perdagangan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka berusaha 
menguasai lahan dengan cara menjajah.  
Tahap kedua, Pemerintah Kolonial Belanda membuat struktural di tengah 
masyarakat. Datangnya Pemerintah Kolonial Belanda, tidak hanya berdampak pada 
perekonomian, akan tetapi berdampak pada struktural masyarakat pribumi. Pada 
awalnya, terdapat dua kelas dalam masyarakat, yang pertama kelas asing yang diisi 
oleh orang-orang Eropa dan kedua kelas pribumi, yang awalnya terdiri dari 
masyarakat pribumi dan pendatang dari Asia seperti Tionghoa, India, dan Jazirah 
Arabia. Kemudian kelas tersebut dibagi menjadi tiga, di kelas pertama ada 
masyarakat Eropa, kelas kedua ada masyarakat Timur Asing, dan kelas ketiga ada 
masyarakat Indonesia. Adanya pembagian kelas yang tidak adil tersebut membuat 
posisi masyarakat Indonesia sebagai kelompok paling hina. Hal tersebut membuat 
masyarakat Indonesia mengalami sindrom rendah diri. 
Penanaman struktural tersebut, secara tidak langsung berdampak pada 
perekonomian masyarakat Indonesia yang akhirnya diambil alih oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. Mereka beranggapan bahwasanya ketika Pemerintah Kolonial 
Belanda datang ketempat mereka, ibarat seorang pemodal besar yang datang untuk 
melakukan perniagaan.  
Tahap ketiga, dalam bidang pendidikan. Poesponegoro & Notosusanto [ed] 
(1990) dalam Armawi (2013), dalam bidang politik, Pemerintah Kolonial Belanda 
menerapkan “politik etik” dengan gagasan asosiasi. Diluar dugaan Pemerintah 
Kolonial Belanda, adanya politik etik yang memberikan kesempatan untuk pelajar 
pribumi mengenyam pendidikan barat sekuler di Eropa, ternyata melahirkan 
golongan elite intelektual yang memiliki ide untuk melakukan pembangunan bangsa 
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Indonesia yang modern dan terlepas dari segala bentuk keterbelakangan. Disisi lain, 
Santoso (1988) menanggapi hal tersebut dengan kesempatan kepada pelajar 
Indonesia untuk mengenal ideologi sosialisme, demokrasi liberal, marxisme, dan 
yang paling penting adalah nasionalisme. Asmuni (2003) merangkum bahwa penulis 
muslim yakin nilai-nilai Islam yang ditanamkan kepada generasi muslim melalui 
pendidikan memiliki peran dominan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. 
Menurut Yusuf dalam Asmuni (2003) bahwa Islam sarat dengan nilai-nilai yang 
relevan dengan pembangunan yang tercermin dalam anjuran disiplin waktu, 
memeliharaharta, nilai kerja, perintah berjamaah, meningkatkan produksi, 
menetapkan konsumsi dan juga sikap Islam terhadap ilmu pengetahuan. Padahal, 
maksud awal dari Pemerintah Kolonial Belanda dengan memperluas pendidikan bagi 
pribumi adalah guna memenuhi kebutuhan akan pegawai tenaga kerja murah 
dengan ketrampilan seadanya, akan tetapi bantuan pendidikan ini menjadi bumerang 
bagi Pemerintah Kolonial Belanda. 
Berkaitan dengan pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat pribumi yang 
beragama Islam dari Pemerintah Kolonial Belanda, terjadi perbedaan pendapat, hal 
tersebut terjadi karena bantuan yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda pasti 
menggunakan sistem bunga atau riba yang diharamkan. Sebagian pendapat 
memperbolehkan adanya bantuan dari orang-orang kafir. Dalam Asmuni (2003), 
Nabi pernah meminta bantuan kepada Yahudi Khaibar, Umar pernah meminta 
bantuan tenaga ahli asing. Akan tetapi, pendapat yang paling baik adalah pendapat 
Affar dalam Asmuni (2003), yakni umat Islam lebih baik bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan mereka sendiri dan tidak menerima bantuan atau hibah dari luar negeri 
karena dalam bantuan tersebut terdapat kehinaan dan kerendahan. 
Dalam bidang pendidikan, telah terjadi pembaharuan, dan terlihat dari 
sekolah keagamaan yang bercorak Islam, mulai mengadakan pembaharuan sistem 
dan metode pengajaran. Noer (1983) dalam Armawi (2013) mengatakan bahwa 
pendidikan barat yang diberikan kepada pelajar pribumi menghasilkan perbedaan 
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dalam tradisi intelektual, menyebabkan mereka mengajukan pilihan politik dan 
ideologi yang berbeda pula. Disini terlihat bahwa persaingan, pergolakan dan 
persekutuan yang silih berganti antara kelompok intelektual Barat dan agama. 
Kebijakan politik diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda terhadap lembaga pendidikan Islam, tidak membuat perkembangan 
lembaga Islam terhenti. Pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan sangat terlihat 
dari sistem yang digunakan, yakni mengadopsi sistem pendidikan modern dengan 
semangat modernisme. Menurut Abdullah (2013), Pembelajarannya tidak lagi 
meggunakan sistem halaqah, tetapi sudah menggunakan sistem klasikal. Pendidikan 
Islam mengambil corak pendidikan berbasiskan sekolah model Belanda dengan 
mengadopsi mata pelajaran umum secara terbatas. 
Dengan demikian, secara tidak langsung, datangnya Pemerintah Kolonial 
Belanda ke Indonesia membawa dampak terhadap sistem pendidikan dan 
pengajaran Islam. Persoalan pendidikan dan kehidupan beragama diatur oleh 
regulasi yang sangat ketat. Menurut Yunus (1895 : 82), dalam Abdullah (2013), 
dijabarkan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih memihak pada pendidikan yang 
disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda, terutama 
kepentingan agama Kristen. 
Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dapat dilihat pada tahun 1813, yakni 
ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Van Den Boss menetapkan 
sekolah Agama Kristen harus ada di setiap daerah karesidenan (Zuhri, 1979 :532, 
dalam Abdullah, 2013). Disisi lain, Hasbullah (1995 : 52) dalam Abdullah (2013) juga 
menambahkan bahwa pada tahun 1882, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk 
suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan 
Islam yang disebut Priesterraden. 
Pesantren yang merupakan tempat pendidikan Islam dicap sebagai lembaga 
tradisional yang tidak akan berkembang, akan tetapi hadirnya intelektual Islam, 
membuat pesantren menjadi tempat pembelajaran modern. Perubahan tersebut 
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terlihat dari praktiknya, yakni sistem pendidikan dengan model halaqah atau 
membentuk lingkaran yang mengelilingi pengajar/ustad, diganti menjadi sistem 
klasikal dengan menggunakan kelas-kelas yang memiliki bangku dan meja. 
Perkembangan Islam dalam bidang pendidikan, secara tidak langsung 
merupakan awal dari ketakutan Pemerintah Kolonial Belanda. Ketika Islam 
berkumpul, berkembang, dan memiliki intelektual yang tinggi, akan berdampak pada 
perekonomian dan perpolitikan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Awal 
abad ke-20 merupakan awal berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia yang 
mulai mengadopsi mata pelajaran umum. Sedangkan semangat progresif yang 
ditampilkan merupakan semangat seperti yang terjadi di Timur Tengah dibawah 
pimpinan Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. 
Latar belakang lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam 
didasarkan atas dua faktor penting, yaitu (Khozin, 2001: 96 dalam Abdullah, 2013).: 
1. Pendidikan Islam tradisional kurang sistematis dan kurang memberikan 
kemampuan pragmatis yang memadai. 
2. Laju perkembangan sekolah-sekolah model Belanda di kalangan masyarakat 
cenderung meluas dan membawa paham sekularisme, sehingga harus 
diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan 
organisasi yang lebih teratur, terencana dan bersikap akomodatif terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan modern dalam bingkai ajaran Islam dan 
sunah. 
Walaupun awalnya pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda adalah misi menyebarkan kristenisasi, dan sama sekali tidak berpihak 
terhadap pendidikan Islam, namun dapat digunakan kembali menjadi senjata untuk 
melawan pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Tahap keempat, dalam bidang birokrasi. Pemerintah Kolonial Belanda tidak 
hanya mengurusi perekonomian dan pendidikan, akan tetapi juga mengurusi bidang 
birokrasi, yang mana ketika birokrasi dikendalikan, maka semua hal yang 
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berhubungan dengan ketatanegaraan, termasuk perekonomian dan pendirian 
organisasi, harus melalui ijin Pemerintah Kolonial Belanda. Birokrasi yang ditetapkan 
Pemerintah Kolonial Belanda, terbukti semakin menguatkan pengaruh mereka di 
Indonesia. Mereka tidak melakukan birokrasi secara langsung, namun sebagai 
pengendali birokrasi yang bertugas memantau jalannya birokrasi. 
Menguatnya Pemerintah Kolonial Belanda dapat dilihat dari jumlah birokrat 
yang jumlahnya semakin bertambah. Walaupun dalam perkembangannya tidak 
terlalu banyak pejabat tinggi yang mengalami peningkatan yang mencolok. 
Sulistiyono (2011), memaparkan bahwa antara tahun 1825 hinga 1890, terjadi 
peningkatan jumlah pegawai pada level pejabat perantara (yaitu tingkat asisten 
redisen dan controlleur) dari 73 orang pada tahun 1825 menjadi 190 orang pada 
tahun 1890. 
Pemerintah Kolonial Belanda memiliki posisi yang sangat penting dalam 
birokrasi. Karena begitu sentralnya posisi mereka, mereka memiliki hubungan secara 
langsung dengan birokrasi yang dipegang oleh masyarakat pribumi, yakni dalam 
bidang kebijakan, mereka yang melakukan penekanan terhadap pejabat pribumi 
untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Birokrasi yang dibentuk Pemerintah Kolonial Belanda tidak berdiri sendiri, 
namun didukung oleh kekuatan tentara tangguh yang biasa disebut KNIL (Koninklijke 
Nederlands Indisch Leger). Tentara ini merupakan tentara khusus yang didatangkan 
dari Eropa. Pada tahun 1820, tentara ini terlibat dalam perang Diponegoro dengan 
10.000 personel. Pasca peperangan, pasukan yang diturunkan untuk menjaga 
keamanan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia menjadi 30.000 personel. 
Dalam menjaga keamanan tersebut, KNIL merupakan pasukan yang sangat ampuh 
untuk menjaga berjalannya birokrasi.  
Penguatan pasukan KNIL dan perkembangan birokrasi di Indonesia, 
merupakan upaya dari ekspansi ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Pada saat itu, di Eropa telah terjadi sebuah tren negara memberikan 
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kebebasan kepada rakyat atau swasta, akan tetapi di Indonesia, Pemerintah Kolonial 
Belanda melakukan hal sebaliknya, yakni melakukan pembatasan kepada rakyat 
ataupun swasta serta melakukan intervensionisme, dalam bidang politik maupun 
ekonomi. 
Tahap kelima adalah eksploitasi ekonomi. Dalam tahapan ini, salah satu 
contoh yang diambil adalah Pulau Jawa. Dalam melakukan eksploitasi ekonomi, 
keuntungan yang diambil dari Pulau Jawa dibawa ke Eropa dan hanya menyisakan 
kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Sulistiyono (2011), eksploitasi ini 
membuat negeri jajahan hanya dianggap sebagai sapi perah belaka, atau gabus 
yang membuat Pemerintah Kolonial Belanda terapung. Dan salah satu sumber 
ekonomi yang dianggap sebagai lahan basah Pemerintah Kolonial Belanda adalah 
hutan. Hutan dianggap lahan yang mampu memberikan banyak sekali masukan 
karena menghasilkan kayu-kayu untuk melakukan pembangunan. 
Dalam kondisi tersebut, rakyat Indonesia mengalami penjajahan yang sangat 
banyak, diantaranya terhina secara structural, terendahkan dalam pendidikan, 
terbelenggu permasalahan birokrasi, dan tereksploitasi perekonomiannya. Namun, 
kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia bangkit dan melakukan 
perlawanan, seperti yang terjadi di Jawa dan Sumatra. Mendapatkan kondisi yang 
semakin buruk tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan sebuah rencana 
yang digunakan untuk menarik hati masyarakat Indonesia serta memperkuat kembali 
pengaruhnya di Indonesia karena sedang mengalami kemerosotan dengan cara 
menyampaikan bahwasanya mereka akan melakukan “balas budi” serta 
menyejahterakan masyarakat Indonesia.  
Setelah memperkuat kembali pengaruhnya di Indonesia, Pemerintah Kolonial 
Belanda menerapkan Politik Etis, yakni kebijakan yang mana menentukan sebuah 
konsep kesejahteraan secara ekonomi dan politik melalui dibangunnya persepsi 
bahwa rakyat sebagai hamba, dan pemerintah sebagai tuan. Penerapan kebijakan 
tersebut membuat Pemerintah Kolonial Belanda kembali berkuasa atas Indonesia 
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serta mengendalikan pertumbuhan ekonomi rakyat. Pemerintah Kolonial Belanda 
semakin mempunyai intervensi yang lebih kuat terhadap perekonomian rakyat. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia 
bukanlah kepentingan politik saja, bahkan dalam Padmo (2007) dijelaskan bahwa di 
samping sebagai pemegang kekuasaan politik juga berperan sebagai pemegang 
kendali ekonomi. Padmo (2007) memberikan contoh seperti di Yogyakarta, 
Surakarta, Cirebon, Mangkunegaran, dan Pakualaman, pemerintah kolonial tidak 
menguasainya secara langsung, tetapi pengaruhnya cukup kuat seperti yang tampak 
dalam pemilihan patih dan urusan keuangan internal. Hal tersebut membuat tidak 
ada wilayah yang tidak terbebas dari pengusahaan tanaman perkebunan oleh 
perusahaan swasta Belanda. 
Kekayaan negara yang awalnya dikuasai oleh rakyat, diambil alih oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda sebagai bentuk penerapan dari aturan baru. Salah satu 
ekspansi yang dilakukan adalah penguasaan hutan jati. Peraturan-peraturan baru 
yang dibuat Pemerintah Kolonial Belanda membuat masyarakat Indonesia dijauhkan 
dari akses pemanfaat hutan untuk kepentingan ekonomi bersama menjadi 
kepentingan ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut secara langsung 
menimbulkan resistensi dari masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda. 
Politik etis yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia tidak 
hanya membuat perekonomian melemah secara langsung, akan tetapi juga 
membuat posisi rakyat Indonesia juga semakin lemah. Pada pembahasan 
sebelumnya juga menimbulkan sindrom rendah diri akut. Politik etis yang sebatas 
retorika tersebut juga tidak hanya terjadi di jawa, akan tetapi juga terjadi diluar jawa, 
diantaranya di Lombok, Bone, Aceh, Seram, dan sebagainya. 
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4.2 Kebangkitan Nasional 
Resistensi masyarakat Indonesia terhadap Pemerintah Kolonial Belanda 
sudah ditunjukkan sejak lama. Hal tersebut ditunjukkan melalui peperangan fisik baik 
yang berskala besar seperti Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, 
maupun perlawanan fisik dalam skala kecil. Peperangan yang dilakukan secara 
sporadis tersebut merupakan upaya untuk menghapuskan penjajahan, diskriminatif, 
dan perampasan kemakmuran masyarakat Indonesia. 
Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda untuk mempertahankan 
perekonomian dan perpolitikan bangsa dilakukan oleh pejuang abad ke-19 
merupakan pendorong munculnya gerakan nasionalisme abad ke-20. Bahkan dunia 
pendidikan yang berkembang pada abad ke-19, kini menuai buah pada awal abad 
ke-20. Awal abad ke-20, mulai muncul wacana dari intelektual dalam negeri 
mengumpulkan kekuatan nasional untuk melakukan perlawanan terhadap 
penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Sulistiyono (2011) memaparkan bahwasanya gerakan nasionalisme ini 
memiliki beberapa ciri, diantaranya : 
1. Adanya perasaan anti-kolonial dan kadang-kadang merupakan xenophobia 
atau perasaan benci yang berlebihan. Namun, sifat inilah yang mendorong 
percepatan rasa nasionalisme. 
2. Peran para perantau sangat besar dalam memupuk kesadaran kebangsaan. 
Orang-orang perantauan yang berkumpul dari berbagai suku, ternyata 
mampu mengumpulkan tekad mereka untuk semakin cepat merdeka dari 
cengkraman penjajah. 
3. Sifat kekotaan sangat menonjol dalam proses formasi bangsa. Interaksi 
sosial di perkotaan lebih besar karena beragam karakter, etnik, dan kelompok 
sosial datang ke perkotaan untuk melakukan bisnis. Darisini, perkotaan 
menjadi melting pot berbagai elemen sosial yang memungkinkan mereka 
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untuk saling mengenal, berinteraksi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan 
untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. 
Desakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ternyata 
mendorong adanya sebuah kebangkitan nasional. Awal abad ke-20 merupakan 
sebuah pertanda hadirnya gelombang kebangkitan nasional yang sangat besar, 
melebihi gelombang yang sebelumnya membuat Pemerintah Kolonial Belanda harus 
menguras kekayaannya lebih dalam. Padmo (2007) menjelaskan bahwasanya 
kemajuan umat Islam di Indonesia tidak lepas dari peran tokoh dan berbagai 
organisasi keislaman yang secara aktif melakukan kegiatan amal usaha yang 
meliputi bidang agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. 
Kemajuan atau kebangkitan tersebut didorong oleh sikap Kolonialisme dan 
kehidupan masyarakat dalam masa tradisional feodal. Abad ini merupakan evolusi 
resistensi dari perlawanan bersenjata menjadi perlawanan intelektual melalui 
berdirinya organisasi di bidang politik, ekonomi dan agama. Lahirnya perlawanan 
intelektual tersebut bukan berarti menghapuskan perlawanan melalui kekerasan 
hilang sama sekali, masih ada perlawanan fisik sebagai bentuk perlawanan yang 
tergambarkan dalam bentuk gerakan milenarisme, nativisme, dan sebagainya. 
Pemerintah Kolonial Belanda sedang mengalami peperangan model baru di 
Indonesia karena bagi mereka, adanya perlawanan secara fisik, membuat mereka 
mempunyai pengalaman untuk menumpasnya, namun perlawanan secara 
pemikiran, ideologis, atau intelektual, merupakan hal baru dalam peperangan 
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Lahirnya intelektual di Indonesia 
merupakan bumerang yang diciptakan Pemerintah Kolonial Belanda di abad ke-19.  
Namun, perkembangan intelektual dari kaum terpelajar bukanlah hal yang 
membuat Pemerintah Kolonial Belanda mengalami ketakutan, akan tetapi pengaruh 
yang ditimbulkan mereka seperti bersatunya kekuatan nasional, lahirnya kesadaran 
nasional, serta perlawanan secara nasional untuk melawan Pemerintah Kolonial 
Belanda merupakan hal yang menakutkan bagi mereka.dalam Santoso (1988), 
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dijelaskan bahwa golongan menengah pribumi terutama lulusan STOVIA mampu 
memformulasikan segala gejolak dan keresahan ke dalam bentuk gerakan-gerakan 
terorganisir. Berawal dari gejolak tersebut, lahirlah organisasi-organisasi politik 
bercorak barat di kalangan pribumi terpelajar dengan ideologi yang mendasar adalah 
mempermasalahkan keberadaan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. 
Beberapa organisasi yang lahir pada saat itu diantaranya Sarikat Islam, Budi Utomo, 
Indische Partij, dan lain sebagainya. menurut Santoso (1988), diantara organisasi 
politik yang muncul di awal abad ke dua puluh, Sarikat Islam mengalami 
perkembangan paling pesat, tentu saja hal tersebut menjadi musuh baru bagi 
Pemerintah Kolonial Belanda setelah perjuangan pejuang-pejuang Islam dengan 
senjata.  
Dalam hal ideologi, Sulistiyono (2011) menyampaikan bahwasanya ideologi 
yang paling ditakuti oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada awal abad ke-20 adalah 
Pan Islamisme dan Komunisme. Ideologi komunisme dengan mudah diselesaikan 
karena memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda dengan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Akan tetapi ideologi Pan Islamisme, merupakan ideologi berdasar Al-Quran 
dan As-Sunnah, sehingga sangat susah untuk ditaklukkan. 
Seorang sejarawan Jepang, Takashi Siraishi, dalam Santoso (1988) 
memberikan pandangan yang tajam tentang kaitan antara periode pergerakan dan 
Sarikat Islam, bahwa pada tahap tertentu lahirnya dunia pergerakan bersamaan 
dengan perkembangan Sarikat Islam. Dapat dikatakan bahwasanya Sarikat Islam 
merupakan organisasi yang menjadi patokan perkembangan pergerakan. 
Pertumbuhan pergerakan nasionalisme berkembang mengikuti gerakan Islam 
dan menjadi media untuk mengartikulasikan perlawanan terhadap Pemerintah 
Kolonial Belanda. Ideologi tersebut berhasil melahirkan organisasi-organisasi 
berbasiskan Islam, diantaranya Sarekat Dagang Islam dan Muhammadiyah. Pada 
pembahasan kali ini, akan terfokus pada Sarekat Dagang Islam. Sarekat Dagang 
Islam mampu menjadi wadah untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan 
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Pemerintah Kolonial Belanda. Walaupun pada saat itu ideologi nasionalisme masih 
terkendala egoisme kewilayahan, akan tetapi Islam mampu meredamnya dengan 
menyatukan akidah serta keimanan kepada Allah Swt. 
Menurut Sulistiyono (2011), gerakan yang hanya berbasiskan paham 
nasionalisme, sama sekali tidak akan menjadi ancaman bagi Pemerintah Kolonial 
Belanda. Hal tersebut bisa dilihat dari organisasi Budi Utomo. Namun, beda halnya 
ketakutan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap lahirnya ideologi Pan Islamisme. 
Sikap ketakutan tersebut menyebabkan munculnya sikap yang selalu mencurigai 
bahwa setiap perlawanan dari masyarakat pribumi, didalangi oleh Sarekat Dagang 
Islam atau Sarikat Islam. Dalam Nasihin (2012 : 50) dijelaskan bahwasanya sejak 
pendiriannya, Sarikat Islam telah melakukan kontak dengan Turki, dan Turki sangat 
mendukung adanya Pan Islamisme di Indonesia untuk melawan Pemerintah Kolonial 
Belanda.  
 
4.3 Fenomena Baru : Lahirnya Sarekat Dagang Islam 
Sejarah awal abad ke-20 di Indonesia ditandai dengan dua hal, yakni 
pembaharuan Islam dan terjadinya perubahan ekonomi masyarakat yang semula 
menggunakan sistem ekonomi barter menjadi sistem ekonomi uang. Pembaharuan 
Islam di Indonesia semakin berkembang dengan pesat seiring semakin banyaknya 
intelek ataupun kaum priyayi Indonesia yang melakukan perjalanan dan belajar di 
Jazirah Arabia. Selain itu, semakin datangnya bangsa arab yang datang ke 
Indonesia dengan tujuan berdagang, merupakan salah satu aspek yang 
mempercepat pembaharuan Islam dari segi ajaran maupun amalan. Interaksi antara 
kaum intelek Indonesia dengan dunia luar semakin terbuka lebar. Sedangkan, dari 
perubahan ekonomi masyarakat, dapat dilihat dari adanya arus modernisasi yang 
semakin cepat, yang diakibatkan secara tidak langsung dari pengaruh perdagangan 
yang dilakukan oleh pedagang dari Tionghoa maupun Jazirah Arabia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	103	
Perkembangan antara pembaharuan Islam dan perubahan sistem 
perekonomian yang dialami masyarakat Indonesia terjadi secara bersamaan, yang 
sebenarnya merupakan gejala yang saling menunjang. Adanya perubahan ekonomi, 
membuat masyarakat Indonesia cenderung bersifat individualism dan melemahkan 
komunalisme. Sementara, hadirnya pembaharuan Islam, mampu mengikat kondisi 
sosial tersebut melalui dibentuknya wadah berupa organisasi ataupun perkumpulan 
lainnya. 
Disisi lain, adanya tekanan dari Pemerintah Kolonial Belanda berupa 
kewajiban membayar bermacam-macam pajak dalam bentuk uang, kerja paksa, dan 
bentuk penindasan lainnya, membuat masyarakat semakin tersadarkan untuk segera 
melawan penindasan ini melalui persatuan. Bersama dengan semangat tinggi untuk 
melakukan perlawanan, terdapat arus deras pembaharuan Islam di Indonesia untuk 
segera mencari identitas baru dan dasar ideologi politik yang sesuai dengan kondisi 
pada saat itu. 
Pihak Pemerintah Kolonial Belanda yang mengetahui kondisi tersebut segera 
mengeluarkan kebijakan politik yang selalu berusaha membatasi ruang gerak 
golongan pembaharu Islam. Akibat dari itu semua adalah sikap benci dan 
perlawanan khusus golongan pembaharu Islam terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda semakin tinggi dan memuncak (Ba’in, 2011). Sementara itu, Ba’in (2011) 
juga menambahkan bahwa pada akhirnya mereka butuh satu tindakan, yakni aksi 
nyata melawan Pemerintah Kolonial Belanda dan kaki tangannya serta siapa saja 
yang dianggap musuh. 
Kehadiran dan pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda tidak sampai merubah 
kondisi kekuasaan sosial di Indonesia selama tidak ada yang mengganggu mereka 
dalam kepentingan di bidang ekonomi dan politik diganggu (Setianto, 2010). Selama 
ini, perlawanan masyarakat Indonesia kepada Pemerintah Kolonial Belanda selalu 
berhubungan dengan ekonomi dan kekuasaan (politik) seperti yang terjadi pada 
Perang Diponegoro dan Perang Paderi. Kedua peperangan tersebut membuat 
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Pemerintah Kolonial Belanda harus mengeluarkan pendanaan yang begitu besar. 
Bahkan, Pemerintah Kolonial Belanda mengalami defisit negara sampai diterapkan 
sistem perekonomian yang lebih menyengsarakan masyarakat Indonesia. Namun, 
permasalahan-permasalahan kecil yang tidak menyangkut perekonomian dan 
perpolitikan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, maka akan diabaikan.  
Sebagai sebuah usaha ekonomi dan politik di Indonesia, Pemerintah Kolonial 
Belanda mengangkat pejabat-pejabatnya sendiri dengan dua sistem (Setianto, 
2010), yakni : 
1. Daerah secara penuh diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda, termasuk 
pengangkatan pejabat birokrasinya. 
2. Pemerintahan ganda yaitu yaitu pengangkatan birokrasi sebagian daerah 
diangkat oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sebagian daerah oleh 
birokrasi tradisional. 
Setianto (2010), juga menambahkan pada umumnya, orang-orang pribumi 
yang diangkat dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kolonial Belanda, disebut sebagai 
priyayi. Para ambtenaar/pangreh praja merupakan priyayi yang mempunyai 
kekuasaan dan kedudukan kuat dalam masyarakat. Secara pengaruh, priyayi 
termasuk sebagai penggedhe atau golongan pejabat dan cenderung dituankan oleh 
masyarakat kebanyakan. Tujuan dari diangkatnya golongan priyayi sebagai jajaran 
birokrasi Pemerintah Kolonial Belanda adalah sebagai bentuk strategi peguasaan 
politik karena mereka akan menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Kolonial 
Belanda. 
Sementara itu, kondisi priyayi pada saat itu mengikuti gaya hidup kebarat-
baratan. Mereka berusaha mengadaptasikan budaya ketimuran dengan budaya 
barat. Bahkan, mereka lebih menyukai menggunakan bahasa Belanda karena 
dianggap mampu menaikkan status mereka. Namun, kondisi tersebut berlawanan 
dengan abdi dalem yang berorientasi pada nilai-nilai kuno, bahkan alam penggunaan 
bahasa masih menggunakan bahasa jawa halus model keraton. 
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Sarekat Dagang Islam merupakan fenomena baru bagi Pemerintah Kolonial 
Belanda selama di Indonesia, dan mampu membuat mereka gusar. Organisasi yang 
berawal dari perkumpulan pedagang batik di Laweyan, Solo tersebut, berusaha 
untuk melawan ekspansi dan dominasi beberapa pedagang keturunan Tionghoa 
yang mendapatkan hak istimewa dari Pemerintah Kolonial Belanda. Pada awal abad 
kedua puluh, dalam Baidi (2006) dijelaskan bahwa pengusaha batik Laweyan 
memiliki keistimewaan, yakni memiliki perkembangan yang cukup signifikan bahkan 
memiliki perkembangan yang berbeda dengan kampung lain disekitarnya. 
Pedagang-pedagang kaya dari pribumi memiliki pengaruh di tengah masyarakat 
sehingga mudah untuk mempengaruhi masyarakat. Dasar yang diberikan oleh 
Rasulullah Saw mengenai perdagangan, telah menjadi dasar perdagangan yang 
dirintis umat Islam di Indonesia. Dalam Al-Qasimi (2010 : 158) menuliskan salah satu 
hadits Rasulullah Saw ketika beliau ditanya shahabatnya mengenai pekerjaan yang 
paling bagus, maka Rasulullah Saw yang bersabda bahwa pekerjaan seseorang 
dengan tangannya dan semua perdagangan yang baik.  
Sementara itu, menurut Hanifah (1978:19), dalam Muryanti (2010), Sarekat 
Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi dengan bantuan R.M. Tirtoadisuryo di 
Surakarta pada bulan September 1906. Sementara itu, dalam Santoso (1988) 
dituliskan bahwasanya R.M Tirtoadisuryo yang meminta meyakinkan H. Samanhudi, 
yang merupakan seorang pengusaha batik dari Kampung Laweyan, tentang 
perlunya mendirikan perkumpulan dagang seperti di Batavia dan Bogor. 
Perkembangan Sarekat Dagang Islam memang sangat pesat, bahkan 
dibawah tekanan Pemerintah Kolonial Belanda, tidak menyurutkan semangat 
perjuangan mereka. Namun, diawal perjuangan dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, karena sedang menghimpun kekuatan. Oleh karenanya, tidak banyak 
yang tahu berdirinya Sarekat Dagang Islam. 
Awal pendirian Sarekat Dagang Islam adalah mengimbangi dominasi 
pedagang Tionghoa yang didukung oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang 
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harga dan monopoli bahan baku. Namun dalam perkembangannya, perkumpulan 
dagang ini berupaya merobohkan monopoli pedagang-pedagang Tionghoa selaku 
pemasok bahan baku bagi industri batik karena ketidakadilannya. Asmuni (2003) 
menyampaikan bahwasanya studi tentang ekonomi seharusnya berprinsip 
membicarakan tingkah laku manusia sebagai konsumen, distributor dan produsen. 
Oleh karena itu, seharusnya Sarikat Islam tidak hanya mengembangkan 
permasalahan produksi batik, akan tetapi juga pemasaran industri batik yang sedang 
dikuasai oleh Tionghoa. Ketika berubah nama menjadi Sarikat Islam, organisasi 
tersebut memperluas tujuannya, diantaranya memajukan pertanian, perdagangan, 
kesehatan, pendidikan dan pengajaran. 
Perkumpulan yang didirikan oleh H. Samanhudi dan R.M Tirtoadisuryo 
mendirikan cabang di beberapa kota di luar Surakarta, diantaranya adalah di 
Surabaya dibawah pimpinan H.O.S Cokroaminoto. Luasnya perkembangan Sarekat 
Dagang Islam yang memiliki anggota dari berbagai profesi, dalam Santoso (1988), 
dijelaskan bahwa label ‘dagang’ dari Sarekat Dagang Islam dihapuskan dan menjadi 
Sarikat Islam. 
 
4.4 Pola Gerakan Sarekat Dagang Islam Menjadi Sarikat Islam 
Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu tindakan nyata untuk 
melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda melalui tindakan 
formal, pelegalan menjadi sebuah organisasi resmi. Pelegalan lembaga Sarekat 
Dagang Islam sudah dicoba sejak tahun 1906 dengan nama Sarikat Islam, namun 
mengalami kegagalan karena kondisi pada saat itu yang belum memungkinkan. Baru 
tahun 1912, Sarikat Islam mendapatkan surat legal dari Pemerintah Kolonial 
Belanda. Organisasi ini bersifat nasional dan modern dalam melakukan berbagai 
macam perubahan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Bahkan dalam 
propaganda Pemerintah Kolonial Belanda melalui jenderalnya, yakni Jenderal 
Idenburg dalam Widiarto (1995) menyatakan bahwasanya Idenburg khawatir dengan 
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perkembangan Sarikat Islam yang begitu cepat dan terlalu berorientasi ekonomi dan 
politis. Bahkan Widiarto (1995) menambahkan bahwasanya Pemerintah Kolonial 
Belanda melalui Idenburg menangguhkan permintaan Sarekat Dagang Islam 
menjadi Sarikat Islam agar mendapatkan surat badan hukum, namun atas dasar 
‘simpati’ akhirnya mereka menolak mengakui Pengurus Besar Sarekat Dagang Islam 
yang akhirnya menjadi Pengurus Besar Sarikat Islam. Hal tersebut tentu adalah 
sebuah kondisi yang berawal dari ketakutan Pemerintah Kolonial Belanda atas 
berkembangnya ekonomi dan politik Sarikat Islam. Bahkan strategi yang dilakukan 
Pemerintah Kolonial Belanda adalah memberikan surat legal kepada kumpulan 
Sarikat Islam lokal saja, karena mereka yakin bahwasanya ketika Sarikat Islam lokal 
saja yang diakui, maka tidak akan terjadi perlawanan yang begitu besar terhadap 
penindasan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Sementara itu, menurut Widiarto (1995), pimpinan-pimpinan Sarikat Islam 
terus berusaha untuk memecahkan kondisi yang sedang membelit organisasi secara 
pelegalan dengan cara memenuhi segala persyaratan yang dikehendaki Pemerintah 
Kolonial Belanda, yakni persyaratan yang sebenarnya dibuat-buat karena 
kekhawatiran dari pejabat Pemerintah Kolonial Belanda atas berkembangnya Sarikat 
Islam. Dalam prediksi mereka, ketika Sarikat Islam diberikan kelegalan maka akan 
lebih banyak menimbulkan keburukan bagi perkembangan Pemerintah Kolonial 
Belanda.  
Dalam bidang agama, Sarikat Islam berusaha meluruskan aqidah 
masyarakat yang masih mempercayai mitos, yakni (Muryanti, 2010) meluruskan 
mitos Ratu Adil sebagai paham yang bersifat mistis religius, beralih pada kesadaran 
ideologis dengan ideologi yang bersifat rasional dan realistis. Karena pada dasarnya 
para pemimpin Sarekat Islam seperti H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim dan Abdoel 
Moeis adalah orang-orang yang rasional. Dalam At-Tamimi (2011 : 65) dijelaskan 
bahwasanya syafa’at memang diberikan kepada orang-orang yang mentauhidkan 
Allah Swt dan memurnikan ibadah kepadaNya. Akan tetapi At-Tamimi 
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menambahkan bahwa itu semua atas seizin Allah Swt dan bukan dimaksudkan 
untuk syirik kepadaNya.  
Sementara itu, Sarikat Islam berusaha meluruskan pemikiran bahwa cita-cita 
bangsa hanya mengandalkan kharisma seorang pemimpin dengan pola gerakan 
tertutup, beralih pada kekuatan organisasi yang bersifat terbuka. Sarikat Islam 
awalnya berpusat di desa-desa karena basis masa terbesar berada di pedesaan, 
namun seiring berkembangnya organisasi, Sarikat Islam beralih pusat di perkotaan. 
Nurhadiantomo (2004 : 82), dalam Muryanti (2010), disebutkan bahwa awal abad ke-
20, merupakan awal terjadinya perubahan sosial, kota-kota di Indonesia telah 
memainkan peranan dalam berbagai bidang termasuk dalam gerakan politik 
melawan kolonial yang dipelopori oleh kaum terpelajar dan kelas menengah (kaum 
priyayi atau pamong praja, pedagang, karyawan jurnalis dan pegawai pemerintah). 
H. Samanhudi merupakan sosok yang sangat tegas dan cepat dalam 
mengelola organisasi. Setahun kemudian H. Samanhudi meminta bantuan H.O.S 
Cokroaminoto yang pada saat itu merupakan seorang pegawai pada sebuah 
perusahaan dagang di Surabaya untuk menyusun Anggaran Dasar Sarekat Dagang 
Islam. H.O.S Cokroaminoto menyarankan agar gerakan Sarekat Dagang Islam tidak 
saja pada golongan pedagang, akan tetapi lebih diperluas lagi yakni meliputi seluruh 
kegiatan dalam masyarakat dan seluruh golongan dalam masyarakat. Dalam 
anggaran dasar yang dibuat dengan Akta Notaris pada tanggal 10 September 1912 
kata “dagang” dihapuskan, sehingga nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat 
Islam saja dengan dasar atau tujuan sebagai berikut (Muryanti, 2010) :  
1. Memajukan perdagangan rakyat pribumi. 
2. Memberikan pertolongan kepada anggota-anggota yang mengalami 
kesukaran. 
3. Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk asli. 
4. Memajukan kehidupan agama Islam. 
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Perubahan nama dan tujuan dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat 
Islam, membawa dampak positif bagi Sarikat Islam berupa pesatnya cabang-cabang 
Sarikat Islam diberbagai daerah di Jawa bahkan di luar Jawa. Dengan demikian, 
anggota Sarikat Islam juga berkembang dengan pesat. Inilah yang paling ditakutkan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yakni berkembangnya organisasi nasional yang 
melakukan perlawanan dan merosotnya pengaruh Pemerintah Kolonial Belanda. 
 
4.5 Dampak Badan Hukum Sarikat Islam 
Pengajuan badan hukum resmi kepada Sarikat Islam, Pemerintah Kolonial 
Belanda harus membuat strategi baru agar Sarikat Islam tidak berkembang, bahkan 
mengalami kehancuran. Akhirnya, ketika H.O.S Cokroaminoto meminta agar Sarikat 
Islam memiliki badan hukum yang diakui, ditolak mentah-mentah oleh Gubernur 
Jenderal. Materu (1985 : 17), dalam Muryanti (2010), mengatakan bahwasanya 
pengakuan yang ditolak adalah perkumpulan Sarikat Islam pusat, tetapi 
perkumpulan Sarikat Islam yang berdiri sendiri sebagai cabang dapat diterima 
sebagai badan hukum. 
Wasith (1987) mengatakan bahwasanya keputusan menolak status legal bagi 
Sarikat Islam merupakan keputusan sepihak dari Pemerintah Kolonial Belanda 
bukan karena ketidaksiapan Sarikat Islam Pusat dalam mengelola organisasi, akan 
tetapi karena takutnya Pemerintah Kolonial Belanda atas berkembang pesatnya 
Sarikat Islam. Penolakan tersebut akhirnya membuat H.O.S Cokroaminoto harus 
melakukan terobosan baru untuk Sarikat Islam. Dalam Wasith (1987) dijelaskan 
bahwasanya ketika itu H.O.S Cokroaminoto membentuk Central Sarikat Islam (CSI) 
dalam pertemuan pengurus besar di Yogyakarta pada 18 Februari 1914.  
Salah satu contoh Sarikat Islam yang mendapatkan badan hukum adalah 
Sarikat Islam cabang Semarang yang didirikan oleh Raden Saleh Muhammad 
Joesoep, seorang Klerk di salah satu perusahaan trem (kereta api) Semarang yaitu 
Joana Stoomtram Mij dan Raden Soedjono, seorang sekretaris di kantor Kabupaten 
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Kota Semarang pada tahun 1913. Setelah mendapatkan kemudahan melalui badan 
hukum, pengurus Sarikat Islam Semarang semakin marak melakukan propaganda 
untuk menjabarkan tujuan Sarikat Islam. Adanya badan hukum tersebut pula 
membuat anggota Sarikat Islam bertambah dengan pesat. Walaupun demikian, 
adanya Sarikat Islam cabang, tidak begitu membahayakan politik dan perekonomian 
Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia, oleh karenanya Sarikat Islam cabang 
Semarang tidak dianggap sebagai ancaman yang membahayakan. 
Disisi lain, Sarikat Islam Semarang menjadi pusat perpecahan Sarikat Islam 
adalah Sarikat Islam. Dalam perdagangan, Sarikat Islam pernah mengalami 
permasalahan yang akhirnya menyulut perselisihan antara anggota Sarikat Islam 
dengan orang Tionghoa. Kartodirdjo (1975: XII) dalam Muryanti (2010), menuliskan 
bahwa perkelahian yang terjadi di Kampung Brondongan pada tanggal 24 Maret 
1913 tersebut berawal dari kebencian seorang Cina penjual tahu dan nasi, bernama 
Liem Mo Sing terhadap orang-orang Sarikat Islam. Semula warung Liem Mo Sing 
tergolong laku, buruh yang bekerja di perusahaan di dekat warungnya hampir 
sebagian besar menjadi langganan. Namun kondisi Liem berubah ketika di kampung 
Brondongan berdiri Sarikat Islam dan buruh perusahaan menjadi anggota yang 
akhirnya mampu mendirikan toko dan koperasi. Setelah berdiri toko dan koperasi, 
buruh dan warga sekitar lebih memilih mengunjunginya. Hal tersebut membuat 
warung Liem Mo Sing tidak laku. 
Motif ekonomi tersebut membuat Liem Mo Sing membenci Sarikat Islam dan 
berusaha mengganggu orang-orang yang sedang salat, memaki-maki orang-orang 
Sarikat Islam dan sebagainya. Pada hari Kamis malam tanggal 27 Maret 1913, 
seorang bernama Rus setelah shalat Isya’ melihat Liem sedang bersembunyi di 
bawah surau. Karena diketahui Liem melarikan diri, kemudian dikejar oleh orang-
orang yang sedang di surau. Akhirnya Liem tertangkap dan dipukuli, sedangkan 
orang-orang Cina yang berusaha melarikan diri karena takut ikut dipukuli penduduk 
karena dikira akan membantu Liem. Akibat dari kerusuhan yang terjadi antara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	111	
anggota Sarekat Islam Semarang dengan orang Tionghoa, menyebabkan 
pemerintah Belanda tidak segera memberikan pengakuan organisasi Sarekat Islam 
sebagai badan hukum. 
Pengaruh yang ditimbulkan atas berdirinya Sarikat Islam terhadap 
perekonomian masyarakat sangat besar. Perkembangan perekonomian yang begitu 
pesat tidak terlepas dari bantuan masyarakat yang saling bersatu untuk melawan 
penindasan bangsa asing, terutama Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam kondisi 
terdesak tersebut, dibentuknya Sarikat Islam di daerah-daerah seakan menjadi air 
segar ditengah gurun yang kering kerontang. Widiarto (1995) juga menyampaikan 
bahwasanya Sarikat Islam merupakan organisasi yang lain daripada yang lain, 
kecepatan tumbuhnya Sarikat Islam bagaikan meteor dan meluas secara horizontal. 
 
4.6 Perkembangan Sarikat Islam 
Sarikat Islam merupakan organisasi pertama di Indonesia yang mampu 
menarik ribuan anggota dalam waktu singkat. Menurut Nagazumi dalam Wild dan 
Carey (1986), dalam Muryanti (2010) bahwa pada tahun 1914 mencapai lebih dari 
360.000 anggota. Yuliati (2000 : 32) dalam Widiarto (1995) pada awal tahun 1916, 
anggota Sarikat Islam diperkirakan mencapai 800.000 orang dan bahkan mengalami 
peningkatan sebanyak 2 kali lipat dalam kurun waktu dua tahun. Sementara Muryanti 
(2010) menambahkan bahwa Sarikat Islam di Semarang juga berkembang cukup 
pesat sejak bulan April 1913 dengan 12.216 anggota, dan pada akhir tahun 1915, 
berjumlah menjadi 21.832 anggota. Selama dua tahun mampu mengumpulkan 
anggota sebanyak 9.607 anggota. Sementara itu, anggota Sarikat Islam di Sulawesi 
Selatan sampai pada tahun 1915 mencapai 2.270 anggota dan sebagian besar 
mereka adalah para pedagang. 
Perkembangan lain dari Sarikat Islam adalah di Toli-Toli. Awal abad ke-20, 
terjadi perlawanan fisik angata masyarakat pribumi dengan Pemerintah Kolonial 
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Belanda. Namun perlawanan fisik tersebut dapat ditekan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda dengan senjata.  
Masyarakat Indonesia yang mulai merasa tertekan oleh ketamakan 
Pemerintah Kolonial Belanda, mulai beranjak melakukan perlawanan dengan 
bergabung di organisasi Sarikat Islam. Tidak jarang pergerakan Sarikat Islam 
mengalami persinggungan dengan Pemerintah Kolonial Belanda, bangsawan lokal 
yang konservatif terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. 
Keterikatan dan kesatuan di dalam Sarikat Islam merupakan keterikatan yang 
terciptakan atas dasar keimanan dan rasa persaudaraan sesama muslim. Hal 
tersebut memudahkan terjadinya kerjasama antar anggota, baik anggota baru 
maupun lama. Menurut Vilosa (2009), walaupun dalam pergerakannya, Sarikat Islam 
merambah ke bidang ekonomi, sosial, maupun politik, pendekatan secara psikologis 
dan agama yang dilakukan Sarikat Islam menjadi unsur yang tidak bisa dilepaskan 
dari proses perkembangan dan penyebaran Sarikat Islam. Pergerakan yang 
dilakukan oleh Sarikat Islam inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari 
Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka semakin mengalami kecemasan yang 
mendalam atas hadirnya Sarikat Islam. Walaupun awal kedatangan Pemerintah 
Kolonial Belanda berupa pendekatan dagang yang bersifat lunak untuk mengambil 
hati masyarakat Indonesia, tapi seiring berjalannya waktu, mereka berubah sikap. 
Pemerintah Kolonial Belanda mulai bersifat mengikat para penguasa dengan 
memberikan paksaan hukum dan perjanjian yang mereka buat.bahkan, untuk 
menguasai wilayah-wilayah di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan 
stuktur aparatur negara sesuai dengan keinginan mereka. Vilosa (2009) 
menambahkan bahwasanya tiap-tiap provinsi dibagi dalam afdeling dan dikepalai 
oleh seorang Asisten Residen yang berasal dari orang Belanda. Tiap afdeling, 
terbagi ke dalam onderafdeling dan dikepalai seorang Controleur atau Civiel 
Gezagheber. 
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Di beberapa tempat yang masih menggunakan sistem kerajaan, raja sengaja 
dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda agar pro terhadap kegiatan yang 
diperintahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 
Berdirinya Sarikat Islam juga dimaksudkan untuk melawan penghinaan, 
kecurangan, dan penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
terhadap masyarakat Indonesia. Pergerakan tersebut juga salah satu reaksi dari 
kegiatan 3G Pemerintah Kolonial Belanda yang salah satunya adalah menyebarkan 
agama Kristen oleh para misionaris. 
Vilosa (2009) menyatakan bahwasanya pokok utama dari perlawanan yang 
dilakukan oleh Sarikat Islam adalah tindakan atas kesombongan rasial dan 
penindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka mempunyai 
cita-cita mulia yakni mengembalikan derajat masyarakat Indonesia terutama bagi 
yang beragama Islam dari ketertindasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda. Bahkan Islam sejak lama menghapuskan penindasan yang terjadi di dunia 
ini, salah satunya adalah pembebasan budak hitam bernama Bilal bin Rabbah. 
Sejak berdiri, Sarikat Islam mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. 
Organisasi ini sangat berbeda dengan organisasi lain yang lahir pada tahun 
sebelumnya. Cakupan Sarikat Islam lebih besar daripada organisasi lainnya, karena 
masuk ke bidang sosial, ekonomi, politik dan kutural. Bahkan dalam bidang politik, 
gerak Sarikat Islam mulai terasa pengaruhnya pada tahun 1917-1920. Gerakan 
politik yang dibangun dari Rahim ekonomi tersebut akhirnya mampu menjadikan 
Pemerintah Kolonial Belanda semakin cemas, bahkan Vilosa (2009) memaparkan 
bahwasanya diperkirakan anggota Sarikat Islam telah mencapai 800.000 orang dan 
mengalami peningkatan dua kali pada tahun berikutnya. 
Yuliati (2002 : 21-22) dalam Muryanti (2010), mengatakan bahwasanya 
setiap orang Islam yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun bisa menjadi 
anggota Sarikat Islam. kewajiban pertama yang dilakukan adalah mengucapkan 
mengucapkan sumpah setia kepada Sarikat Islam. Kedua, mereka harus mematuhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	114	
para pemimpin mereka serta berjanji akan mematuhi ketentuan perkumpulan. 
Ketiga, saling membantu dalam keuangan, jika diperlukan. Berbekal semangat untuk 
menciptakan kesetiakawanan, dengan agama Islam sebagai faktor pemersatu, 
Sarikat Islam bertujuan mengangkat kehidupan penduduk Jawa untuk mencapai 
posisi yang lebih baik. 
Sarikat Islam juga memiliki iuran wajib anggota sebesar f. 0,30 setiap 
tahunnya. Angka yang tidak terlalu memberatkan anggota, akan tetapi bernilai cukup 
besar jika dikumpulkan secara serentak dari ratusan ribu anggota. 
Penyebaran Sarikat Islam di Indonesia begitu cepat karena beberapa hal, 
diantaranya : 
1. Adanya kesamaan nasib dibawah penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. 
2. Meredamnya keetnisan karena diganti dengan kesamaan agama. 
3. Kesamaan tradisi berlayar yang semakin memudahkan adanya pertukaran 
informasi. 
Sementara itu, dalam Karim (2001 : 33) dijelaskan bahwa Islam mengatur 
perdagangan dengan seadil-adilnya, sehingga mampu menghindari hal-hal yang 
dapat menimbulkan ketidakadilan, diantaranya :  
1. Talaqqi rukban dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir 
kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan 
harga yang berlaku di kota. 
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang yang dijual dengan harga 
yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit. 
3. Menyembunyikan kecacatan barang dilarang karena penjual mendapatkan 
harga yang baik untuk kualitas yang buruk. 
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran 
kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang 
ditukar. 
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5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas 
sedang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.  
6. Transaksi najasyi dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji 
barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. 
7. Menyaingi tarawan orang lain dilarang, sampai orang yang pertama 
menawar membeli atau meninggalkannya. 
Sarikat Islam merupakan organisasi yang berlandaskan Islam. Oleh karena 
itu, dalam pengajarannya, mereka berusaha melaksanakan perintah agama, 
menjauhi larangan dalam agama, menghilangkan faham-faham yang keliru tentang 
agama Islam dan mempertebal persaudaraan serta rasa saling tolong menolong 
antar anggota. 
Di dalam Anggaran Dasar organisasi ini tidak mencantumkan kegiatannya 
dalam bidang perpolitikan negara, akan tetapi dalam kenyataannya, mereka ikut 
campur ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dan tidak adil dari Pemerintah 
Kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Sarikat Islam memberikan ide 
emansipasi berupa pembebasan diri dari kebodohan yang dibentuk oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda, dan keterikatan tradisi yang terbukti telah gagal memperbaiki 
kehidupan dalam struktur masyarakat. Hal tersebut tidak hanya mampu menarik 
masyarakat kalangan menengah kebawah, akan tetapi juga menjadi daya tarik bagi 
masyarakat menengah keatas, karena mereka mendapatkan solusi dari usaha 
pembebasan diri dari dominasi Pemerintah Kolonial Belanda. 
Berikut adalah penyebab Sarikat Islam mampu berkembang dengan pesat : 
1. Arus perdagangan yang dilakukan oleh anggota Sarikat Islam. 
Saudagar memiliki peranan besar dalam pengembangan Sarekat Dagang 
Islam. Mereka menempati posisi strategis dan efisien. Selain itu, dalam 
perdagangan menuntut mobilitas yang sangat tinggi yakni perpindahan dari 
kota ke kota, dari desa ke desa untuk memperoleh komoditas dagang dan 
memasarkannya. Inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin cepatnya 
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Sarekat Dagang Islam berkembang dan mempunyai banyak anggota. 
Terlebih, dalam perjalanannya anggota Sarekat Dagang Islam yang 
melakukan perniagaan bersinggah di suatu tempat, dan melaksanan 
kewajiban shalat, maka dengan mudah mencari anggota yang mau 
bergabung di dalamnya. 
2. Ideologi Islam yang dibawa Sarikat Islam  
Ideologi yang mereka bawa merupakan ideologi Islam, yang mana 
merupakan agama yang sudah dianut oleh masyarakat Indonesia sejak lama. 
Terlebih masyarakat pedesaan yang memiliki perkembangan Islam dengan 
pesat, membuat Sarikat Islam juga terbawa arus cepatnya Islam yang 
sedang berkembang disana.  
3. Kesamaan masalah. 
Anggota Sarikat Islam merupakan orang-orang asli pribumi yang memiliki 
permasalahan yang sama dengan amsyarakat lainnya, yakni mengalami 
kesengsaraan akibat penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Selain 
kesengsaraan, masyarakat pribumi termasuk anggota Sarikat Islam, memiliki 
kehidupan yang berada dalam kondisi kegelisahan karena kebijakan-
kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang sewenang-wenang.  
4. Kondisi perpolitikan yang berada dalam masalah karena intervensi 
Pemerintah Kolonial Belanda dengan kegiatan eksploitasi ekonominya. 
Eksploitasi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya 
eskploitasi dengan serakah, akan tetapi juga eksploitasi yang dilakukan 
dengan penekanan-penekanan terhadap masyarakat. Permasalahan 
ekonomi merupakan masalah yang sangat diperhatikan oleh masyarakat. 
Oleh karenanya, ketika Sarekat Dagang Islam muncul dengan menawarkan 
solusi untuk keluar dari permasalahan eksploitasi Pemerintah Kolonial 
Belanda, masyarakat dengan mudah menerimanya. Salah satu wilayah yang 
mulai mulai dimasuki Sarikat Islam adalah Toli-Toli. Wilayah ini hampir sama 
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dengan wilayah lainnya, yakni mengalami ekspansi ekonomi dibawah 
tekanan Pemerintah Kolonial Belanda. Komoditas disana seperti damar, 
rotan dan kayu mampu memberikan pemasukan kepada Pemerintah Kolonial 
Belanda sebanyak 15463,17 f untuk tahun 1918 dan 16968,63 f di tahun 
1919. Bahkan angka tersebut terus mengalami peningkatan seiring 
penekanan eksplorasi dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Vilosa (2009) 
mengatakan bahwasanya monopoli perdagangan dan politik ternyata sangat 
membuat rakyat Hindia Belanda (masyarakat Indonesia) tertindas. 
Faktor-faktor tersebut dapat melahirkan pergerakan masyarakat sebagai 
sikap tidak puas atas jalannya kolonialisasi. 
Hadirnya Sarikat Islam merupakan salah satu alat untuk melakukan 
pembelaan diri, masyarakat, dan agama dari ketidaksanggupan masyarakat dalam 
menghadapi tindakan monolitis dan mendominasi dari Pemerintah Kolonial Belanda 
dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Menghadapi 
Pemerintah Kolonial Belanda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, apalagi 
belajar dari sejarah awal abad ke-19, yang dilakukan oleh pejuang-pejuang adalah 
peperangan kedaerahan, walaupun demikian, perlawanan mereka sempat membuat 
Pemerintah Kolonial Belanda mengalami defisit anggaran. 
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BAB V 
PENGARUH PENERAPAN EKONOMI SARIKAT ISLAM 
5.1 Sejarah Ekonomi Sarikat Islam  
Mempelajari sejarah, akan membuat kita seakan hidup pada jaman tersebut, 
terlibat di dalamnya, dan bahkan mencari solusi dari persamaan masalah yang hadir. 
Bahkan, Winson Churchil dalam Widodo (2011), pernah mengatakan bahwasanya 
“We are shaping the world faster than we can change ourselves and we are applying 
to the present the habits of the past” yang artinya “Kita mengubah dunia lebih cepat 
dari kemampuan kita mengubah diri sendiri dan kita menerapkan pada masa kini 
kebiasaan masa lampau. Hegel dalam kalimat selanjutnya dalam tulisan Widodo 
(2011) mengatakan bahwa “Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa manusia 
tidak pernah belajar dari sejarah.” 
Sementara Indonesia, memiliki banyak sekali sejarah yang tidak dapat 
terlupakan begitu saja. Terutama sejarah sebelum masa-masa kemerdekaan, yakni 
ketika Pemerintah Kolonial Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya menindas 
masyarakat dengan kesombongannya. Bahkan, kesombongan tersebut telah 
membuat mereka memiliki persepsi bahwasanya mereka lebih terhormat daripada 
masyarakat Asia. Akan tetapi, menurut Amien Rais dalam Widodo (2011), 
menyatakan bahwasanya bangsa Indonesia telah begitu cepat melupakan sejarah. 
Bahkan dalam kutipan George Santayana dalam Widodo (2011) menyampaikan 
bahwasanya mereka yang gagal mengambil pelajaran dari sejarah dipastikan akan 
mengulangi pengalaman sejarah itu (Those who fail to learn the lessons of history 
are doomed to repeat them). 
Bahkan, pentingnya mempelajari sejarah telah dijelaskan oleh pepatah asing 
dalam Widodo (2011), yang menyatakan bahwasanya l’histoire se repete, sejarah 
berulang kembali. Sejarah memang tidak akan kembali namun akan menjadi 
pelajaran bagi kehidupan setelahnya. Namun demikian, George Bernard Shaw 
dalam Widodo (2011), juga menyampaikan bahwasanya manusia merupakan 
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makhluk yang unik dan agak aneh, sekalipun sejarah selalu berulang, manusia 
sangat sulit bahkan tidak mampu, untuk tidak mengulangi sejarah yang buruk. 
Widodo (2011), menyampaikan bahwasanya sejarah adalah kontinuitas 
antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan, yang sangat dibutuhkan 
adalah kejujuran sejarah dan sejarah kejujuran. Bahkan, Rasulullah Saw juga pernah 
bersabda bahwasanya, “Barang siapa memiliki masa sekarang yang lebih baik dari 
masa lalunya, ia tergolong orang yang beruntung; bila masa sekarangnya sama 
dengan masa lalunya, ia termasuk orang yang merugi; bila masa sekarangnya lebih 
buruk dari masa lampaunya, ia tergolong orang yang bangkrut”. Kriteria yang 
disebutkan oleh Rasulullah Saw tersebut merupakan motivasi kepada kita agar tidak 
menjadi pribadi atau bangsa yang merugi serta pribadi atau bangsa yang buruk 
karena melupakan masa lalu, yakni sejarah. Oleh karena itu, ketika kita ingin melihat 
masa lalu, maka kita harus belajar kembali sejarah yang pernah terjadi pada bangsa 
ini. 
Sejarah perlu ditata, dirapikan dan dijabarkan dengan menggunakan bahasa 
yang enak untuk dibaca. Dengan demikian, masyarakat yang belajar sejarah 
semakin banyak, dan sejarah akan menjadi guru kehidupan bagi masyarakat 
Indonesia untuk menghadapi berbagai masalah yang kadang sudah pernah ada di 
dalam sejarah. 
Selama ini, sejarah hanya berada pada proses pencatatan dan penghafalan 
fakta masa lalu tentang raja, kerajaan, silsilah kerajaan, dan sebagainya, sangat 
jarang ada buku sejarah yang mengulas sejarah secara mendetail dan mengambil 
hikmah dari sejarah tersebut. Padahal, pemaknaan sejarah tidak hanya sebatas 
menghafal tempat kejadian, akan tetapi juga pemaknaan dan penghayatan terhadap 
sejarah tersebut. Semakin mendalami sejarah yang terjadi, kita akan mampu 
menjadikan sejarah sebagai pelajaran hidup, yang mana sejarah yang buruk agar 
tidak terulang. Mengaitkan masa kini dengan masa lampau memang diperlukan 
sebuah pembelajaran khusus yang seharusnya tidak terbatas pada kronologi, 
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sementara pengalaman hidup dan hikmah yang seharusnya menjadi inti dari sejarah, 
tidak dijelaskan. Widodo (2011), menyampaikan bahwasanya pembelajaran sejarah 
pada tema kronologi hanya sebatas pembelajaran nama dan peristiwa, tidak ada 
usaha untuk melakukan periodisasi. Disisi lain, meskipun sejarah mereka masa lalu 
dengan fakta empiris yang memiliki kronologis suatu kejadian, namun ketika 
pembelajaran sejarah hanya sebatas kronologi, dapat dimungkinkan, pengahayatan 
sejarah tidak sebatas apa yang harus dipelajari ketika sekolah. Sejarah yang 
dipelajari dengan sebuah narasi yang bersifat ‘metanaratif’, akan lebih menjadi 
bacaan yang mampu menginspirasi dan mampu menjadi proyeksi masa depan, 
karena pembaca sudah memiliki gambaran atas kejadian masa lalu. 
Sejarah memiliki sebuah nilai yang sangat tinggi bagi suatu bangsa karena 
perjuangan yang dilakukan pelaku sejarah adalah sebuah perjuangan sejati, yang 
memperjuangkan untuk negeri, tanpa mengharapkan pamrih, imbalan, atau bahkan 
pujian. Bahkan mereka tidak terfikir sama sekali ketika seratus atau dua ratus 
kemudian mereka akan menjadi tokoh sejarah. Menceritakan kembali kisah-kisah 
heroic yang dilakukan oleh pahlawan bangsa, maka diharapkan mampu membuat 
kita lebih mampu untuk menjadi pemimpin sejati, generasi penjunjung negeri, dan 
lain sebagainya karena terinspirasi dari sejarah heroik pahlawan yang mampu 
menhunjam ke dalam dirinya. 
Sejarah perekonomian Islam di Indonesia, tentu tidak dapat terlepas dari 
sejarah berdiri, berpengaruh, dan pecahnya Sarikat Islam. Organisasi yang didirikan 
dengan nama pertamanya Sarekat Dagang Islam ini mampu menjadi organisasi 
yang tidak hanya menjadi acuan perekonomian masyarakat, akan tetapi menjadi alat 
perpolitikan untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Secara umum, Widiarto 
(1995) memaparkan bahwasanya perkembangan Sarikat Islam dapat dibagi menjadi 
4 fase, yaitu periode 1911-1916 yang memberi corak dan bentuk partai, periode 
1916-1921 merupakan periode puncak, periode 1921-1927 merupakan periode 
konsolidasi dan keempat periode 1927-1942. Secara singkat dapat kita lihat 
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bahwasanya perkembangan Sarikat Islam terjadi hanya sekitar 30 tahunan. 
Sarikat Islam juga memiliki beberapa cabang yang menyebar di Indonesia 
barat ataupun Indonesia timur. Salah satu cabang Sarikat Islam adalah Sarikat Islam 
Semarang. Oemar, (1994:151) dalam Muryanti (2010), menyatakan bahwa Sarikat 
Islam semarang didirikan pada tahun 1913 oleh Raden Muhammad Joesoep, yang 
pada awalnya adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan trem dan Raden 
Soedjono seorang sekretaris di kantor Kabupaten Kota Semarang. 
Bahkan, besarnya pengaruh ekonomi yang ditimbulkan dari lahirnya Sarikat 
Islam Semarang, membuat terjadinya permusuhan yang dilakukan oleh pedagang 
Tionghoa yang merasa konsumennya diambil alih oleh Sarikat Islam. Bahkan, 
terjadinya permusuhan yang disulut karena keirian ekonomi, mengakibatkan 
perkelahian di Kampung Brondongan pada tanggal 24 Maret 1913. 
Sarikat Islam tidak bermaksud memulai kebencian dengan pedagang 
Tionghoa, namun karena Tionghoa merasa lahan ekonominya diambil secara besar-
besaran oleh Sarikat Islam, membuat mereka harus mencari cara untuk merebutnya 
kembali, dan tidak ada cara kecuali menyulut perkelahian. Sarikat Islam tidak 
menginginkan citra jelek di masyarakat, akhirnya melakukan evaluasi organisasi. 
Hasil dari evaluasi tersebut adalah pergantian posisi ketua yang awalnya dipegang 
oleh Raden Moh. Joesoep digantikan oleh Raden Soedjono. Menurut Yuliati (2000 : 
28-29) dalam Muryanti (2010), bahwa pergantian pengurus terjadi pada tanggal 13 
April 2013 di kampungPendrikan di rumah Moh. Joesoep dengan susunan pengurus 
sebagai berikut : presiden dijabat oleh Mas Soedjono, wakil presiden oleh R. Moh. 
Joesoep, Sekretaris I dan II oleh Mas Poespo Hadikoesoemo dan R. Soemodirdjo. 
Bendahara I dan II adalah Mas Artosoedarmo dan Hadji Achwan. Komisaris oleh 
R.Prawito Koesoemo, R. Soepardi, R. Soefaham, R. Tjokrokoesoemo, R. 
Prawirosatro, Soerodibroto, Mas Resoatmodjo, Mas Darmawinata, Mas Kartowijoyo, 
Hadji Ridwan, Hadji Abdullah, Sajid Hoesin bin Hasan Moessawa, Hadji Oemar, 
Hadji Saleh. 
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Pergantian yang dilakukan Sarikat Islam cenderung sangat cepat karena 
pengurus tidak berorganisasi untuk dirinya, akan tetapi untuk agama dan masyarakat 
sekitarnya. Ketika pergantian tersebut dinilai mampu mengembalikan citra Sarikat 
Islam, maka yang tergantikan harus rela, dan yang menggantikan harus siap 
mengemban amanah. 
Meskipun sampai struktur kepengurusan sudah dibuat, Sarikat Islam 
Semarang belum mendapatkan surat badan hukum dari Pemerintah Kolonial 
Belanda. Yuliati (2000:31) dalam Muryanti (2010), mengatakan bahwa pada tanggal 
25 Juni 1915, Pemerintah Kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg 
memberikan surat badan hukum kepada Sarikat Islam Semarang. 
 
5.2 Perniagaan Sarikat Islam 
Sarikat Islam menyadari benar bahwa perniagaan merupakan bagian erat 
dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Sarikat Islam 
adalah melakukan perbaikan bisnis garam rakyat yang merupakan komoditas ekspor 
yang sudah dilakukan sebelum datangnya Pemerintah Kolonial Belanda. Garam 
sudah menjadi komoditas ekspor ke beberapa negara dalam kawasan Asia 
Tenggara. Setelah datangnya Pemerintah Kolonial Belanda, mereka menguasai 
pantai utara Jawa tengah. Pemerintah Kolonial Belanda melanjutkan perdagangan 
yang sudah terjadi disini bertahun-tahun sebelum mereka datang.  
Datangnya Pemerintah Kolonial Belanda tidak membuat komoditas garam 
yang diproduksi semakin membaik. Namun semakin memperburuk kondiri produksi 
garam. Mereka merampas hak masyarakat lokal untuk mengelola garam yang sudah 
menjadi mata pencaharian mereka sejak lama. Menurut Knaap, (1991:127-157) 
dalam Rochwulaningsih (2012), disampaikan bahawasanya kontrol produksi dan dan 
perdagangan yang dulu dilakukan oleh masyarakat, kini jatuh ketangan Pemerintah 
Kolonial Belanda bersama pengusaha yang terdiri dari orang-orang Tionghoa 
sebagai penyewa. 
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Kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda untuk merebut perdagangan 
Indonesia sangat jelas karena hampir semua sektor perdagangan vital, dikuasai dan 
dimonopoli oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, sebelum Pemerintah Kolonial 
Belanda datang menguasai pusat dan jalur perdagangan, Indonesia sudah menjadi 
wilayah yang kaya akan produksi alam untuk komoditas.  
Pemerintah Kolonial Belanda lebih memperkuat otoritas dalam setiap tempat 
yang menjadi daerah kekuasaannya dengan menggunakan sistem kapitalis. Hal 
tersebut secara tidak langsung akan menyingkirkan masyarakat kalangan menengah 
kebawah yang dianggap tidak mampu bersaing dengan Pemerintah Kolonial 
Belanda secara finansial. Ketika komoditas garam dianggap menjadi komoditas yang 
mampu memberikan banyak pemasukan kas bagi Pemerintah Kolonial Belanda, 
mereka semakin memperkuat otoritasnya dalam penguasaan industri dan 
perdagangan garam. Dalam sebuah literatur yang ditulis oleh Rochwulaningsih 
(2012), disebutkan bahwasanya pada tahun 1818, yakni ketika control terhadap 
produksi dan perdagangan garam di daerah-daerah yang dikuasakan kepada para 
residen, dipandang gagal karena pemasukan pemerintah berkurang. Inilah salah 
satu bukti bagaimana Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penguasaan penuh 
atas daerah yang memiliki komoditas potensial bagi keuangan mereka. 
Sementara itu, untuk mengembalikan kestabilan yang terjadi pada komoditas 
garam, Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kembali sistem yang telah 
diletakkan oleh Ingris (Raffles) ketika berkuasa di Indonesia, yakni pengelolaan 
produksi dan distribusi garam dilaksanakan oleh direksi dan dewan keuangan 
sebagaimana sebuah perusahaan modern. Kebijakan tersebut berubah seiring 
dengan keadaan yang terjadi. Pemerintah Kolonial Belanda dapat dengan mudah 
mengubah sistem yang ada dengan sistem lainnya karena mereka telah menjadi 
penguasa penuh atas wilayah tersebut. Sebagai contoh lainnya yang dicontohkan 
oleh Rochwulaningsih (2012) adalah Komisaris Jenderal Du Bus De Gesignes pada 
tahun 1829 membuat kebijakan menyewakan pengolahan garam kepada pihak 
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swasta (pachter). Meskipun kita tahu bahwasanya pada saat itu Pemerintah Kolonial 
Belanda sedang mengalami perlawanan yang cukup keras dari Pangeran 
Diponegoro dan pasukannya, serta mengakibatkan keuangan Pemerintah Kolonial 
Belanda menipis. Namun, kebijakan yang dikeluarkan ini membuat kita tahu 
bahwasanya Pemerintah Kolonial Belanda memiliki kekuasaan penuh atas sejengkal 
tanah yang menjadi wilayah kekuasaannya.  
Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan 
pachter ini terus berjalan, dan mereka yang mengatur tugas para pachter. 
Pemerintah Kolonial Belanda juga pernah mengeluarkan kebijakan monopoli garam 
pada tanggal 25 Februari 1882. Peraturan tersebut mengatur monopoli produksi dan 
distribusi garam dari Indonesia. Kemudian, aturan ini disempurnakan pada tahun 
1921, 1923, 1931 dan 1931. Di dalam aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda tersebut disebutkan bahwa tidak ada produksi garam kecuali 
dengan ijin Pemerintah Kolonial Belanda atau garam yang diproduksi Pemerintah 
Kolonial Belanda sendiri. 
Sementara itu, daerah-daerah yang terkena kebijakan atau aturan tersebut 
adalah daerah-daerah yang mana akan menjadi pusat berkembangnya Sarikat 
Islam. Masyarakat pesisir yang merasa dirugikan atas hadirnya Pemerintah Kolonial 
Belanda dengan membawa kebijakan yang sama sekali tidak bijak tersebut, lebih 
memilih untuk bergabung di Sarikat Islam. Salah satu basis yang terbesar saat itu 
adalah pesisir jawa bagian utara, atau lebih kita kenal dengan Sarikat Islam 
Semarang dengan jumlah anggota mencapai 21.832 anggota. Bahkan menurut 
Staatsblad (1905, No. 307), dijelaskan bahwasanya Semarang merupakan salah 
satu pintu khusus yang digunakan untuk keluar masuknya garam. 
Sarikat Islam berkembang dengan pesat baik di perkotaan maupun 
pedesaan. Hal tersebut telah melahirkan kekhawatiran yang begitu besar bagi 
Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka sangat khawatir dengan perkembangan 
Sarikat Islam yang begitu cepat, bahkan sudah terlihat betapa pengaruh Sarikat 
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Islam yang awalnya berbasis di pedesaan, namun merambah ke perkotaan. Belajar 
dari sejarah Islam pada masa Rasulullah Saw, menurut Santosa (2011) Rasulullah 
Saw mengawali praktik pembangunan ekonomi di kota Madinah mulai meletakkan 
dasar-dasar ekonomi yang mengacu pada nilai-nilai Islam terutama aqidah dan 
prinsip Tauhid. Tentu saja hasil dari usaha Rasulullah Saw tersebut terlihat ketika 
masyarakat Madinah menerapkan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan agar 
terjadi redistribusi asset ekonomi diantara warga secara merata proporsional. 
Bahkan, ideologi jihad yang disebarkan begitu cepat, sehingga mudah saja 
bagi Sarikat Islam untuk melakukan perlawanan fisik dengan Pemerintah Kolonial 
Belanda, karena secara jumlah Sarikat Islam lebih banyak. Namun, perkembangan 
Sarikat Islam tidak dilakukan dengan cara fisik karena mereka tahu bahwasanya 
masyarakat Indonesia sudah terlalu lama didera perlawanan fisik dalam menghadapi 
Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karenanya, Sarikat Islam sangat menghindari 
adanya perlawanan fisik, kecuali dalam kondisi tertentu seperti yang terjadi di Toli-
Toli dan Semarang. 
 
5.3 Pengaruh Sarikat Islam 
Dalam beberapa kali kesempatan, permasalahan ekonomi dan ketakutan 
akan berkembangnya Sarikat Islam inilah yang membuat Pemerintah Kolonial 
Belanda ingin menghancurkan, merusak tatanan Sarikat Islam atau setidak-tidaknya 
menghentikan perkembangannya. Pengaruhnya yang begitu besar membuat 
Pemerintah Kolonial Belanda sangat takut akan hubungan Sarikat Islam dengan Pan 
Islamisme. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pemantauan di 
Jeddah dengan membangun konsulatnya disana. Konsulat tersebut dibangun 
dengan alasan agar memudahkan para jamaah haji dari Indonesia. Akan tetapi, 
sebenarnya Pemerintah Kolonial Belanda memiliki rencana yang ditujukan untuk 
menghentikan perkembangan Sarikat Islam. Bahkan, menurut Sulistiyono (2011), 
beberapa ahli bahasa dipekerjakan disana, salah satunya adalah Snouck Hurgronje, 
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yang mendapatkan jabatan sebagai penasihat Pemerintah Kolonial Belanda, serta 
melakukan penelitian mengenai sepak terjang para jamaah haji Indonesia di Jazirah 
Arabia. 
Snouck Hurgronje seperti mata-mata yang sengaja disusupkan kedalam 
umat Islam, padahal ia maju bersama Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
menghancurkan umat Islam. Snouck Hurgronje terus melaporkan apa yang 
didapatnya selama di Jazirah Arabia bukanlah hal yang membahayakan Pemerintah 
Kolonial Belanda di Indonesia. Pasalnya, orang-orang yang pergi beribadah haji 
hanya sekedar beribadah, sementara mereka tidak belajar tentang ideologi Pan 
Islamisme. Sementara itu, yang seharusnya menjadi tantangan bagi Pemerintah 
Kolonial Belanda sebenarnya adalah masyarakat Indonesia yang belajar disana 
selama bertahun-tahun. Mereka akan pulang dengan membawa pemikiran baru 
untuk melawan penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. Nasihin (2012 : 2) 
menjelaskan bahwasanya adanya kepergian masyarakat Indonesia pergi haji 
semakin meningkatkan perkembangan Islam karena semakin banyak yang 
membawa pan islamisme. Bahkan semangat Pan Islamisme disambut positif oleh 
masyarakat Indonesia.  
Sementara itu, pengaruh Sarikat Islam di daerah lainnya, cukup dikenal 
adalah di Sulawesi Tengah, yakni di daerah Toli-Toli. Meskipun penyebarannya 
cukup lama karena jauhnya jarak yang harus ditempuh, serta susahnya jalan menuju 
ketempat itu, akhirnya Sarikat Islam mampu membuka cabang di Toli-Toli pada 
tahun 1916. Bahkan, Toli-Toli merupakan daerah pembuka yang menjadi tempat 
pertama persebaran Sarikat Islam di Sulawesi Tengah. Vilosa (2009) mengatakan 
bahwa pengaruh Sarikat Islam disebarkan pertama kali oleh Raja Binol dan 
Pangeran Mangkona. 
Proses berdagang yang pernah dilakukan oleh Raja Binol dan Pangeran 
Mangkona ketika berdagang di Jawa. Dalam perjalanan tersebut, mereka bertemu 
dengan anggota Sarekat Dagang Islam, setelah mereka kembali ke Toli-Toli, nama 
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Sarekat Dagang Islam diganti menjadi Sarikat Islam, dan kedua tokoh inilah yang 
merintis dan membuat struktur organisasi Sarikat Islam di Toli-Toli. 
Melalui perdagangan, persebaran Sarikat Islam begitu cepat. Perdagangan 
merupakan cara efektif karena terjali interaksi, komunikasi dan saling bertukar 
fikiran, yang membuat penyampaian ideologi dapat terjadi dengan cepat. 
Pengaruh Sarikat Islam di Toli-Toli terasa sangat berpengaruh karena Raja 
Binol diangkat sebagai ketua, Pangeran Mangkona diangkat sebagai wakil ketua dan 
T Mangkona diangkat sebagai sekretaris. Ketiga orang tersebut merupakan orang 
yang cukup berpengaruh di daerah Toli-Toli. Raja Binol yang jasanya begitu besar 
terhadap Sarikat Islam berupa pembentukan Sarikat Islam cabang Toli-Toli, bukan 
hanya diakibatkan oleh bertemunya dia dengan anggota Sarekat Dagang Islam, 
akan tetapi juga bergabung didalamnya. 
Pengaruh Sarikat Islam yang ditanamkan oleh Raja Binol, dilakukan dengan 
pendekatan-pendekatan terhadap para bangsawan lokal. Hal tersebut dilakukan 
karena bangsawan-bangsawan tersebut lebih dia kenal dekat, sehingga secara 
psikologis diharapkan mampu menjadi penyebar paham Sarikat Islam pula. 
Keberhasilan Raja Binol dalam mengajak bangsawan-bangsawan tersebut 
dapat dilihat dari menjabatnya orang-orang dalam struktur birokrasi Sarikat Islam 
cabang Toli-Toli, Seperti Tegelan Hi. Moh. Ali, yang diangkat sebagai penasehat. 
Disisi lain, dia menjabat sebagai Raja Muda dalam struktur pemerintahan tradisional 
Toli-Toli. Kemudian terdapat Haji Mogi Ali diangkat sebagai ketua Sarikat Islam 
cabang Toli-Toli, ia merupakan Putera dari Raja Toli-Toli. Kemudian, yang diangkat 
sebagai sekretaris adalah Aboebakar, yakni seorang Jogugu dalam struktur birokrasi 
tradisional Toli-Toli. Kepengurusan yang dibentuk oleh Raja Binol ini diresmikan 
seraca legal dan sah secara organisasi oleh H.O.S Cokroaminoto pada pada bulan 
April tahun 1916. 
Selain pengaruh yang ditanamkan oleh Raja Binol melalui kekuasannya, 
menurut Vilosa (2009), pengaruh Sarikat Islam untuk penyebaran dan pembentukan 
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Sarikat Islam di Toli-Toli cukuplah besar, karena menyalurkan bantuan atas program 
perencanaan pengembangan Sarikat Islam tahun 1916. Vilosa (2009) juga 
menambahkan bahwa peran penting lainnya adalah peran dari mantan ketua Sarikat 
Islam Naing, Menado yang bernama Maros yang memiliki banyak pengalaman 
dalam bidang organisasi. Maros tidak hanya melakukan koordinasi dengan Sarikat 
Islam pusat, akan tetapi juga menanamkan prinsip keagamaan serta menanamkan 
aplikasi keagamaan, yakni dalam bidang perdagangan. 
Vilosa (2009), menyatakan bahwasanya pada awal abad ke-20, terjadi 
permasalahan ekonomi yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat Indonesia. 
Permasalahan ekonomi tersebut terjadi merata pada masyarakat Indonesia karena 
pada saat itu sedang terjadi kesengsaraan yang diakibatkan oleh penjajahan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Dibawah tekanan Pemerintah Kolonial Belanda, 
hampir seluruh masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat 
mendalam. Hanya orang-orang yang memiliki keturunan tinggi saja yang 
diistimewakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, keistimewaan tersebut 
hanya sebatas cara Pemerintah Kolonial Belanda agar tetap menanamkan 
pengaruhnya di Indonesia. 
Sumber mata pencaharian utama yang dimiliki masyarakat Indonesia diambil 
alih oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yakni sektor persawahan, perkebunan, 
sampai perikanan. Sejak diambil alih oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sektor-
sektor tersebut dieksploitasi secara serakah. Mereka tidak memiliki rasa kasih 
sayang sehingga tega menjadikan masyarakat Indonesia sebagai budak yang 
dibayar dengan harga murah, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. 
Sektor persawahan merupakan cara masyarakat Indonesia untuk memenuhi 
kebutuhan pokok berupa jagung dan beras. Sementara dari pendapatan yang 
lainnya adalah melalui sektor perhutanan, yakni diambilnya kayu, rotan dan damar di 
hutan untuk diperjual belikan. Vilosa (2009), menuliskan bahwa awal abad ke-20, 
masyarakat mulai mengolah hasil hutan tersebut untuk diekspor atau di antar 
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pulaukan. 
Namun, usaha yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah usaha 
untuk merebut kekuasaan atas ekonomi masyarakat secara penuh. Bahkan, usaha 
tersebut membuat masyarakat Indonesia sebagai budak yang hanya mendapatkan 
upah dari pekerjaan mereka, sementara hasil lahan diambil sepenuhya oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. 
Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya usaha-usaha perkebunan menjadi 
pemasukan incidental bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka berhak mengelola 
dan mengambil keuntungannya, sementara rakyat hanya diberi upah atas usaha 
yang dilakukannya. 
Sementara itu, pada saat yang sama, Sarikat Islam lahir, dan menjadi 
gerakan politik yang dipilih masyarakat. Walaupun masyarakat tidak begitu tahu 
banyak atas gerakan politik ini, tapi masyarakat lebih memilih Sarikat Islam daripada 
tetap dibawah jajahan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Sementara itu, menurut Korver dalam Wild dan Carey (1986), dalam Muryanti 
(2010), disampaikan bahwa Sarikat Islam terkenal di kalangan masyarakat dengan 
cepat, karena menerapkan : 
1. Prinsip saling membantu diantara anggota yang sedang mengalami 
kesusahan. Misalnya, ketika ada anggota Sarikat Islam yang anggota 
keluarganya meninggal dunia maka diwajibkan anggota-anggota yang lain 
dari cabang setempat membantu biaya-biaya penguburan dan mengiring 
jenazah ke tempat penguburan. 
2. Toko-toko kecil, warung-warung, perusahaan-perusahaan dagang dan 
transpor, usaha jahit menjahit dan kerajinan batik semua diatur secara 
koperasi oleh anggota-anggota Sarekat Islam dalam menghadapi persaingan 
dengan orang-orang Tionghoa dan Timur Asing (India dan Arab). 
3. Mendirikan sekolah-sekolah dan rencana-rencana pelajaran dengan dasar 
agama Islam bagi pendidikan bumi putera.  
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4. Menampung keluhan-keluhan dalam bidang sosial dan ekonomi dari 
penduduk bumi putera terutama di daerah-daerah pedalaman kemudian 
disampaikan pada pemerintah Hindia Belanda  
Sementara itu, di beberapa cabang Sarikat Islam, juga memiliki tujuan yang 
tidak jauh berbeda dengan Sarikat Islam pusat, yakni : (1) Memajukan perdagangan, 
(2) Memberi pertolongan pada anggota yang mengalami kesulitan, (3) Memajukan 
kepentingan jasmani dan rohani penduduk asli dan (4) Memajukan agama Islam. 
Pengaruh yang ditimbulkan Sarikat Islam dalam jangka pendek adalah 
mempropagandakan Sarikat Islam melalui pers dan kongres. Pengaruh media pers 
terlihat ketika jumlah koran yang disebarkan bertambah sangat cepat untuk 
mempropagandakan Sarikat Islam. Sementara itu, melalui kongres Sarikat Islam dan 
pertemuan resmi ataupun tidak resmi lainnya, Sarikat Islam merencanakan strategi 
yang harus dilakukan untuk mengembangkan organisasi. Pada kongres nasional 
pertama yang diselenggarakan di Surabaya pada Januari 1913, pertemuan itu 
dikhususkan untuk membahas propaganda yang akan dilakukan agar Sarikat Islam 
mampu menyebar dan berpengaruh secara merata di seluruh Indonesia. Strategi 
jangka panjang Sarikat Islam setelah melakukan propaganda tersebut adalah 
membuat Sarikat Islam memiliki kedudukan yang kuat di Surabaya. Sarikat Islam 
memilih kota Surabaya sebagai pusat kekuatannya pada saat itu karena dari 
subaraya, Sarikat Islam bisa menyebarkan pengaruhnya di jawa timur dan Madura. 
Bahkan, dari Madura Sarikat Islam mampu mengembangkan Sarikat Islam di kota-
kota lainnya seperti Cirebon, Jakarta, dan kudus. Sarikat Islam menyebarkan 
pengaruhnya dari Surabaya ke Madura menurut Basundoro (2012) karena mayoritas 
penduduk Bumiputera di Kota Surabaya secara kultural merupakan orang Jawa dan 
sebagian orang Madura. Sementara itu, Basundoro (2012) menguatkan bahwa Kota 
Surabaya merupakan kota yang cocok untuk berkembangnya Sarikat Islam di tahap 
awal karena memasuki abad ke-20, Kota Surabaya telah berkembang menjadi kota 
utama (prime city) di Indonesia. Perkembangan tersebut menurut Basundoro (2012) 
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tidak bisa dilepaskan tiga hal, diantaranya pertama peran politik kota tersebut, yakni 
sejak tahun 1906 Kota Surabaya ditetapkan sebagai kota otonom/gemeente, kedua 
peran ekonomi, yakni pusat perdagangan dan industri utama di Jawa bagian timur, 
dan ketiga peran sosial, yakni kota dengan penduduk yang sangat heterogen. Ketiga 
peran tersebut menurut Basundoro (2012) merupakan peran yang mendorong 
Surabaya menjadi kota utama, bukan hanya dari segi kuantitas jumlah penduduk, 
akan tetapi juga dari segi kualitas perdagangan yang berlangsung. 
Selain itu, Sarikat Islam mengadakan rapat-rapat kecil yang dilakukan untuk 
melakukan pendekatan di kota-kota kecil karena pada dasarnya mereka juga ingin 
didengarkan aspirasinya. Salah satu contoh yang menjadi tempat diadakannya rapat 
umum di kota Parakan daerah Kedu. Meskipun tempat ini kecil, Sarikat Islam 
mendapatkan apresiasi yang begitu besar dari masyarakat sekitar. Ribuan 
simpatisan berdatangan dari tempat-tempat jauh untuk mengikuti rapat umum 
Sarikat Islam. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa propaganda yang 
dilakukan Sarikat Islam ternyata berhasil. Ribuan warga berdatangan untuk menjadi 
simpatisan Sarikat Islam. Perkembangan Sarikat Islam yang begitu pesat di Jawa, 
memantik untuk mendirikan Sarikat Islam di luar Jawa. Akhirnya, pada tahun-tahun 
berikutnya, Sarikat Islam berkembang di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. 
Sementara itu, kondisi di Sarikat Islam pusat, para pengurus besar organisasi 
berkumpul pada tanggal 18 Februari 1914 di Jogjakarta untuk mengadakan 
pertemuan yang bertujuan untuk membentuk struktur kepengurusan organisasi 
pusat, yang akhirnya diputuskan seperti demikian, Haji Samanhudi diangkat menjadi 
ketua kehormatan, H.O.S Cokroaminoto diangkat sebagai ketua, dan Gunawan 
diangkat sebagai wakil ketua. Kepengurusan ini belum mendapatkan pernyataan 
legal dari Pemerintah Kolonial Belanda karena masih dianggap sebagai organisasi 
yang mengancam eksistensi Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun demikian, 
Widiarto (1995) menuliskan bahwasanya dibawah kepemimpinan H.O.S H.O.S 
Cokroaminoto, Sarikat Islam dapat melaju dengan pesat dan menyebarkan asas dan 
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tujuannya keseluruh Indonesia. Widiarto menambahkan bahwasanya peran dari 
H.O.S Cokroaminoto sangat penting karena ia berani menjadi penentang 
kesewenang-wenangan Pemerintah Kolonial Belanda.  
Sarikat Islam semakin menjalin erat hubungan dengan pedagang dan petani 
beserta para pekerja. Hal tersebut diharapkan mampu menguatkan kekuatan 
ekonomi masyarakat serta menguatkan masyarakat dibawah tekanan yang 
dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Disisi lain, dalam Vilosa (2009) menuliskan 
bahwa kehadiran Sarikat Islam merupakan organisasi syiar yang menjadikan agama 
sebagai persaudaraan dalam perjuangan dan dilanjutkan dengan persatuan 
kekuatan ekonomi. Korelasi antara kedua unsur tersebut bukanlah hal yang tidak 
mungkin. Karena kedua unsur-unsur tersebut saling berkorelasi karena adanya 
agama tanpa ekonomi tidak akan mampu menunjang agama, sementara ekonomi 
tanpa agama hanya akan melahirkan paham-paham seperti sekuler, liberal, kapitalis, 
komunis, dan sebagainya. Sementara itu, ketika kalangan mayoritas mampu 
menduduki bidang ekonomi dan agama, akan membuat perekonomian yang adil 
dalam masyarakat, dan semakin banyaknya masyarakat Indonesia beragama Islam 
yang bergabung ke Sarikat Islam membuat kedua korelasi tersebut semakin menjadi 
nyata.  
 
5.4 Tindakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Sarikat Islam 
Sarikat Islam mengalami lonjakan jumlah simpatisan. Kondisi inilah yang 
menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran Pemerintah Kolonial Belanda. Demi 
memudahkan urusannya di Indonesia dari perlawanan Sarikat Islam dan 
simpatisannya, Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya Gubernur Jendral 
Idenburg yang memegang puncak kekuasaan pemerintah di negeri jajahan 
Indonesia pun terpaksa menjalankan politik dua muka. 
Politik dua muka merupakan salah satu politik yang cukup ampuh untuk 
mengikuti arus yang terjadi. Di satu sisi, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan 
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pendekatan terhadap pelopor Sarikat Islam yang bersikap biasa-biasa saja terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, disisi lain, Pemerintah Kolonial Belanda 
merasa keberatan dengan lahirnya Sarikat Islam karena bisa mengancam eksistensi 
Pemerintah Kolonial Belanda. 
Bahkan, Sarikat Islam dianggap sebagai organisasi yang sangat politis dan 
cenderung berorientasi terhadap ekonomi. Hal tersebut tentu menjadi ancaman 
tersendiri bagi Pemerintah Kolonial Belanda karena eksistensi mereka secara 
langsung akan dihilangkan dengan perlawanan dari Sarikat Islam dalam bidang 
ekonomi dan politik. 
Anggapan tersebut tentu sudah diteliti oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
karena terganggunya stabilitas kepentingan eksplorasi yang menerapkan monopoli 
dalam bidang ekonomi. Bahkan, kekhawatiran Pemerintah Kolonial Belanda 
terhadap Sarikat Islam terlihat ketika Sarikat Islam mengajukan permintaan untuk 
membuat badan hukum agar menjadi organisasi yang resmi dan legal. Namun, 
terjadi penolakan dari Pemerintah Kolonial Belanda karena mereka memang sudah 
melihat geliat Sarikat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Vilosa (2009) 
menyampaikan bahwasanya pada tanggal 10 Juni 1913, Pemerintah Kolonial 
Belanda menolak mengakui pengurus besar SI secara legal. 
Tindakan Pemerintah Kolonial Belanda tersebut merupakan salah satu cara 
untuk membuat Sarikat Islam semakin terpojokkan. Meskipun secara organisasi 
diakui, namun ketika secara ketokohan tidak diakui, hanya akan membuat 
pertentangan baru. Selain itu, tidak diakuinya secara legal pengurus-pengurus besar 
tersebut, merupakan salah satu cara Pemerintah Kolonial Belanda untuk merusak 
tatanan organisasi. Pemerintah Kolonial Belanda berusaha memasukkan orang yang 
pro dengan kebijakan mereka, dan diangkat sebagai pengurus besar organisasi. 
Rupanya politik dua muka yang dulu pernah diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda 
mempunyai pengaruh jangka panjang. 
Namun, Perang Dunia I, memaksa mereka untuk melakukan pendekatan 
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dengan orang-orang pribumi, akhirnya Pemerintah Kolonial Belanda mengakui 
kepengurusan ini pada 18 Maret 1916. Pengakuan tersebut dibarengi dengan syarat, 
yakni Sarikat Islam hanya didirikan di daerah-daerah tertentu saja. Dalam Santoso 
(1988), dijelaskan bahwasanya tiap cabang harus memiliki anggaran dasar dan 
pengurus sendiri, cabang-cabang Sarikat Islam inilah yang kemuian dikenal sebagai 
Sarikat Islam lokal. Sementara itu, kepengurusan Sarikat Islam lokal tidak 
diperbolehkan untuk didirikan di wilayah-wilayah yang potensial untuk 
mempertahankan perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda, yakni tempat yang 
ketika didirikan Sarikat Islam akan mengancam perekonomian Pemerintah Kolonial 
Belanda dan hanyalah tempat yang dirasa tidak potensial ketika Sarikat Islam berdiri 
disana. Namun, Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya alasan Pemerintah 
Kolonial Belanda membatasi berdirinya cabang Sarikat Islam adalah tidak cukup 
kuatnya Sarikat Islam mengawasi Sarikat Islam lokal. Oleh karenanya, ketika Sarikat 
Islam mendirikan cabang atau menyebarkan ideologi organisasinya ditempat yang 
diperbolehkan Pemerintah Kolonial Belanda, maka organisasi tersebut dianggap 
sebagai organisasi illegal.  Strategi yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda 
ternyata berdampak jangka panjang bagi Sarikat Islam, adanya Sarikat Islam lokal 
yang memiliki anggaran dasar dan kepengurusan tersendiri, dalam Santoso (1988), 
memunculkan pemimpin-pemimpin radikal yang berbenturan dengan pengurus 
Sarikat Islam pusat. 
Anggapan Pemerintah Kolonial Belanda tentang ketidaksanggupan 
pengawasan Sarikat Islam terhadap cabang-cabangnya ternyata tidak benar. 
Cabang-cabang Sarikat Islam dapat dikontrol penuh oleh Sarikat Islam pusat. 
Pengaruh Sarikat Islam pusat ke cabang terjadi secara menyeluruh. Sarikat Islam 
melihat peluang yang sangat besar dari antusias masyarakat setelah 
diselenggarakannya kongres, membuat Sarikat Islam berkembang dengan cepat dan 
anggotanya semakin bertambah banyak, bahkan menyebar di luar Jawa. 
Meskipun Sarikat Islam dibatasi dengan cabang-cabang bahkan Sarikat 
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Islam pusat tidak bisa terjun secara langsung, Sarikat Islam tetap saja melakukan 
konsolidasi nasionalisme dengan menyebarkan agenda-agenda Sarikat Islam pusat 
kepada cabang agar mereka mampu memahami pemikiran Sarikat Islam pusat. 
Selain itu, Sarikat Islam juga terus melakukan perbaikan didalam struktur organisasi 
karena beberapa oknum di Sarikat Islam cabang dianggap kurang memiliki 
kecakapan dalam mengelola organisasi. Hal tersebut membuat H.O.S Cokroaminoto 
terjun secara langsung. Kesempatan tersebut secara langsung dimanfaatkan oleh 
H.O.S Cokroaminoto untuk melakukan konsolidasi serta pembenahan dengan 
Sarikat Islam cabang dan membentuk Sarikat Islam lokal baru. 
Sementara itu, di Toli-Toli ketika umat Islam terfokuskan kepada internal 
umat Islam sementara dari Pemerintah Kolonial Belanda, diterapkanlah sistem 
sirkulasi komoditas oleh Pemerintah Kolonial Belanda di pelabuhan, pembangunan 
pelabuhan dan sistem beacukai di pelabuhan yang dibuatnya. Hal tersebut tentu 
sangat menguntungkan Pemerintah Kolonial Belanda dari segi perekonomian, 
karena mereka bebas menentukan besarnya beacukai dari keluar masuknya kapal, 
serta dengan mudah mengirimkan hasil bumi Toli-Toli yang dieksploitasinya, serta 
mendatangkan barang-barang yang digunakan untuk mengeksploitasi Toli-Toli. 
Keberhasilan Pemerintah Kolonial Belanda dalam melakukan eksploitasi 
adalah salah satu contoh dari keberhasilan Pemerintah Kolonial Belanda dalam 
memainkan isu. Isu-isu yang digulirkan Pemerintah Kolonial Belanda selalu saja 
difokuskan untuk permainan ekonominya. Vilosa (2009), menyampaikan bahwa 
keberhasilan Pemerintah Kolonial Belanda dalam eksplorasi tersebut merupakan 
kenyataan yang berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat Toli-Toli pada 
umumnya. 
Bahkan Vilosa (2009) menambahkan bahwa sistem pajak dan pembatasan 
kapasitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi merupakan penyebab terpuruknya 
kekuatan ekonomi masyarakat. Masyarakat pada saat itu tidak boleh melakukan 
kegiatan ekonomi berupa produksi dan hasil dari produksi tersebut disetorkan 
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kepada pejabat Pemerintah Kolonial Belanda lokal yang sudah ditunjuk. Bahkan 
hasil yang didapatkan oleh masyarakat, tidak sebanding dengan upaya yang 
dilakukan. Terlebih tuntutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
terhadap masyarakat yang sangat memberatkan membuat mereka semakin 
sengsara. Pembatasan kegiatan ekonomi tersebut semakin membuat masyarakat 
sengsara dilain pihak semakin membuat Pemerintah Kolonial Belanda menunjukkan 
keberhasilannya dalam mengeksploitasi perekonomian.  
Kebijakan sistem ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya 
berdampak pada kalangan pedagang dan petani lokal, akan tetapi juga para 
pengusaha di semua bidang yang ruang lingkupnya masih kecil. Dalam keterpurukan 
dan nasib yang sama tersebut, masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai 
korban sistem ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda. Stevens (2004 : 189) 
menambahkan bahwa pada akhir abad ke-19 Hindia Timur tidaklah memberi kesan 
sebagai negeri yang sedang maju. Hal itu terlihat bukan saja dari laporan-laporan 
resmi, tetapi dari kisah-kisah perjalanan dari zaman itu. 
 
5.5 Asas Kerja Sarikat Islam  
Berbagai macam usaha dilakukan Sarikat Islam untuk menimbulkan rasa 
nasionalisme masyarakat. Datangnya H.O.S Cokroaminoto di Sarikat Islam cabang 
juga sebagai sarana memahamkan masyarakat umumnya dan anggota Sarikat Islam 
khususnya akan pentingnya persatuan walaupun sengaja dipecah dalam cabang-
cabang oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun mendapatkan politik pecah 
belah berupa legalitas cabang-cabang tersebut, Sarikat Islam tetap saja menjadi 
anggota yang solid. Salah satu contohnya adalah Sarikat Islam di Toli-Toli yang 
mendapatkan respon positif dari masyarakat, bahkan untuk memperkuat konsolidasi 
pergerakan ini, Maros dalam Vilosa (2009) menyampaikan bahwa “Koempoelan 
Sarikat Islam telah koeat, apapoen yang terjadi terhadap kesewenang-wenangan 
akan dibantoe oleh sodara-sodara kita dari pusat”. Hal tersebut merupakan bentuk 
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betapa solidnya Sarikat Islam dalam menghadapi perpolitikan Pemerintah Kolonial 
Belanda yang berusaha memecahkan mereka dalam bentuk cabang. 
Selain itu, datangnya H.O.S Cokroaminoto juga sebagai sarana untuk 
menyampaikan dakwah dan menerangkan asas dan program kerja Sarikat Islam. 
Djurait (1996), dalam Vilosa (2009) menyatakan bahwa H.O.S Cokroaminoto 
menekankan terhadap Sarikat Islam cabang untuk mengaplikaskan tujuan Sarikat 
Islam, yakni membantu dakwah Islam dan mengaplikasikan dakwah Islam tersebut 
dalam sebuah aktivitas sosial kemasyarakatan dan dalam Suradi (1989) dituliskan 
bahwa tujuan Sarikat Islam adalah meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan 
persaudaraan muslim. 
Vilosa (2009), menuliskan bahwa selain menyampaikan kembali tujuan dari 
Sarikat Islam, H.O.S Cokroaminoto juga menyampaikan hal prinsip yang menjadi 
Anggaran Dasar Sarikat Islam, diantaranya : 
1. Memajukan pertanian, perdagangan, kesehatan, pendidikan dan pengajaran. 
Memajukan hidup menurut perintah agama dan menghilangkan faham-faham 
keliru tentang agama.  
2. Mempertebal rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong di antara 
anggotanya. 
3. Dalam Purwoko (1988), Bahwa Sarikat Islam akan berikhtiar, supaya 
anggota-anggotanya satu sama lain bergaul seperti saudara, supaya timbul 
kerukunan dan tolong menolong satu sama lain antar kaum muslimin, dan 
lagi dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi wet-wet 
negeri (Surakarta) dan wet-wet government. Berikhtiar mengangkat derajat 
rakyat, agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan dan kebesaran 
negeri. 
Tujuan untuk menjaga kesolidan dalam agama Islam atau bisa dikatakan 
perekatan ukhuwah dan kekuatan dalam membangun solidaritas sosial ekonomi 
merupakan garis besar yang disampaikan oleh H.O.S Cokroaminoto. Hal tersebut 
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merupakan gambaran dari betapa besar tujuan Sarikat Islam adalah untuk 
menyolidkan agama Islam, tapi tidak melupakan kebutuhan ekonomi yang akan 
menunjang berjalannya organisasi atas dasar Islam ini. 
H.O.S Cokroaminoto menanamkan prinsip-prinsip dakwah yang merupakan 
penunjang dari berjalannya organisasi ini. Dakwah yang dilakukan adalah dakwah 
sosial, yakni melalui perbaikan ekonomi. Dalam safari organisasinya tersebut, H.O.S 
Cokroaminoto juga memperkuat basis massa dari masyarakat golongan bawah. 
Mereka adalah massa yang militansi karena mengalami penderitaan yang sangat 
mendalam akibat penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Perkembangan Sarikat Islam yang begitu pesat juga didorong oleh prinsip 
keislaman yang ditanamkan serta melekat pada Sarikat Islam merupakan modal 
yang sangat besar dan potensial untuk mengawali penyebaran sebelum kesan politis 
atau ekonomi ditonjolkan. Secara psikologis, kesamaan agama tersebut merupakan 
indicator atas keberpihakan masyarakat Indonesia terhadap Sarikat Islam. Potensi 
tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan oleh Sarikat Islam karena Indonesia 
merupakan wilayah mayoritas penduduknya beragama Islam. 
Salah satu contoh solidaritas bermotif agama dan ekonomi yang ditekankan 
Sarikat Islam adalah Sarikat Islam cabang Toli-Toli. Penyebaran atas titik berat 
agama sangat diterima dengan terbuka oleh masyarakat Toli-Toli. Walaupun disisi 
lain, terdapat peran dari tokoh yang berlatar belakang ekonomi dan politik yakni para 
pedagang dan bangsawan, tetap saja Sarikat Islam disana diterima oleh masyarakat 
luas. 
Sarikat Islam memiliki kartu anggota yang diberikan kepada anggota 
organisasi sebagai identitas dan bukti penerimaan uang sumbangan anggota. Kartu 
ini berfungsi sebagai salah satu sarana untuk membagikan uang organisasi bagi 
anggotanya yang membutuhkan karena prinsip lain dari Sarikat Islam adalah saling 
tolong menolong, terutama kepada sesama anggota Sarikat Islam. 
Kartu tersebut berisikan gambar seekor banteng yang digambarkan bahwa 
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banteng tersebut merupakan banteng yang sangat kuat, memiliki tanduk yang 
runcing, dan kepala menunduk seakan siap untuk menerjang apapun yang 
menghalangi langkahnya. Bahkan Ziezel (1921 : 364-365) dalam Vilosa (2009) 
menyampaikan bahwa di dalam tubuh banteng tersebut terdapat tulisan “mardika, 
kuasa, keterangan, kekuatan, dan ketegaran.” Sementara itu, disamping banteng 
terdapat bintang dan bulan sabit, sementara di dalam gambar tersebut terdapat 
tulisan “Innamal mukminuna ikhwatun.” yang artinya, “semua orang mukmin adalah 
saudara”.  
Kartu tersebut merupakan bukti bahwasanya Sarikat Islam menyebarkan 
pengaruhnya dengan luas, mempunyai struktur yang teratur, serta manajemen 
organisasi yang rapi. Kartu tersebut menimbulkan ketertarikan dari masyarakat luas 
sehingga masyarakat semakin memberikan respon positif dan harapan baru atas 
lahirnya Sarikat Islam untuk merebut kembali Indonesia dari penjajahan Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Dalam perkembangannya tersebut, Widiarto (1995) menuliskan bahwasanya 
Pemerintah Kolonial Belanda mengamati perkembangan gerakan ini dengan penuh 
curiga dan khawatir kalau-kalau gerakan ini akan melampaui batas atau semakin 
menentang pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Pemerintah 
Kolonial Belanda tidak mengabaikan begitu saja perkembangan Sarikat Islam. 
Dalam perkembangannya, Sarikat Islam terfokuskan pada pembenahan 
solidaritas internal umat Islam. Salah satu cara yang diterapkan Sarikat Islam untuk 
menarik orang-orang disekitarnya bergabung dan bersama-sama melawan 
penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda, Sarikat Islam membatasi diri dari dunia 
luar berupa pengikatan anggota-anggota Sarikat Islam agar tidak terlalu banyak 
melakukan interaksi dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, atau berislam 
tapi masih saja melakukan kesyirikan, kebid’ahan, dan sebagainya. 
Prinsip tersebut diterapkan agar Sarikat Islam mampu mengaplikasikan 
aturan Islam, diantaranya perkawinan, yang tidak memperbolehkan menikah dengan 
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orang yang berbeda agama, dari segi takziah, dilarang mengantarkan jenazah 
orang-orang musyrik, dan dari segi ekonomi, adalah penerapan konsep sedekah 
yang digunakan untuk melawan sistem yang sudah dibangun oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Aturan yang diterapkan oleh Sarikat Islam ternyata membuat sebuah 
masalah baru yang terjadi antara Sarikat Islam dengan orang non Islam. Isu 
perlawanan nasionalisme yang dibawa Sarikat Islam untuk melawan Pemerintah 
Kolonial Belanda, kini berubah menjadi isu agama melawan kolonialisme. Bahkan, 
Pemerintah Kolonial Belanda dengan mudahnya juga semakin membuat panasnya 
isu tersebut melalui sikap Sarikat Islam. Permainan isu yang diterapkan Pemerintah 
Kolonial Belanda sangat mudah, adanya Pemerintah Kolonial Belanda yang 
beragama non Islam, yakni Kristen, membuat mereka mudah membuat 
persinggungan antara orang Sarikat Islam dengan orang Kristen. Bahkan Vilosa 
(2009) menyampaikan bahwa isu yang menyebar adalah “kompeni penjahat Kristen” 
yang merujuk pada sebutan kafir “Rapport Ziesel dalam perkara Toli-Toli”, Neratja 24 
Januari 1921. Tujuan dari isu tersebut adalah Pemerintah Kolonial Belanda tidak 
perlu repot-repot melakukan perlawanan dengan Sarikat Islam, yakni cukup dengan 
mengeluarkan isu tersebut, akan terjadi pergolakan dalam Sarikat Islam. 
Selain gejolak yang terjadi dengan masyarakat non Islam, terjadi pergolakan 
secara horizontal, yakni gejolak antar anggota Sarikat Islam. Gejolak tersebut tidak 
dapat terelakkan karena anggota-anggota Sarikat Islam yang bertolak belakang 
terhadap kaum Islam yang setengah-setengah terhadap penindasan Pemerintah 
Kolonial Belanda. Akibat permasalahan ini, terdapat pembatasan diri dari umat Islam 
yang tidak memerangi Pemerintah Kolonial Belanda terhadap umat Islam yang 
memerangi kolonial. Sehingga menurut Vilosa (2009), muncul sebuah anggapan 
bahwasanya orang-orang yang tidak melawan ketidakadilan Pemerintah Kolonial 
Belanda karena merasa pantas merasa tertindas adalah perbuatan munafik. 
Seharusnya yang terjadi adalah sebelum terjadi gejolak antar umat Islam, 
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harus terjadi analisis secara politik dan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan gejolak 
tersebut tidak hanya permasalahan antara umat Islam dengan non Islam, akan tetapi 
juga umat Islam dengan umat Islam. 
Vilosa (2009) menyampaikan bahwa kalaupun ada masyarakat yang 
berkecimpung dalam dunia bisnis, maka akan mengalami persaingan yang sangat 
ketat yang berasal tidak hanya dari Pemerintah Kolonial Belanda, akan tetapi juga 
dari Tionghoa dan bangsa asing lainnya. Keberadaan pedagang-pedagang dari 
Tionghoa dan bangsa asing lainnya merupakan mitra bisnis Pemerintah Kolonial 
Belanda yang mendapat dukungan penuh. Sementara keberadaan pedagang lokal 
atau dari masyarakat Indonesia, kurang didukung oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
karena adanya pertimbangan khusus dari segi kesamaan misi Pemerintah Kolonial 
Belanda dengan pedagang asing yakni mencari keuntungan ekonomi melalui 
eksploitasi komoditas. Selain itu, Pemerintah Kolonial Belanda menginginkan 
keuntungan yang besar dari perdagangan yang dilakukan dengan Tionghoa dan 
bangsa asing lainnya. Sementara itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengambil 
keuntungan yang lebih besar dari masyarakat Indonesia melalui eksploitasi paksa 
yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda, namun tidak membiarkan masyarakat 
Indonesia melakukan perdagangan dengan dunia luar secara sendiri, harus dibawah 
control Pemerintah Kolonial Belanda. 
 
5.6 Berkembangnya Riba 
Keterpurukan masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang 
Tionghoa berupa peminjaman uang dengan bunga tinggi. Kebutuhan yang begitu 
mendesak, membuat masyarakat terpaksa untuk meminjam uang kepada orang-
orang Tionghoa. Jaminan atas pinjaman tersebut adalah lahan tanah atau tanaman 
di sawah. Melalui strategi demikian, orang-orang Tionghoa juga berhasil menguasai 
perekonomian masyarakat karena masyarakat yang tidak sanggup melunasi 
hutangnya, akan menyerahkan lahan atau tanamannya kepada pihak pemberi 
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hutang. Kalaupun masyarakat Indonesia sudah memiliki uang yang cukup, namun 
bunga yang terlampau tinggi sangatlah membebani. Hal tersebut pulalah yang 
semakin membuat kondisi antara masyarakat Indonesia dengan orang-orang 
Tionghoa kurang harmonis.  
Sementara itu, Islam sangat menentang adanya bunga atau riba dalam 
berbagai hal, terutama jual beli dan pinjam meminjam.  
Allah Swt berfirman, Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil 
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah 
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan 
menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada 
kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-
orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-Baqarah : 275-278) 
Bahkan Rasulullah Saw semakin menegaskan dengan haditsnya dalam 
Nawawi (2011 : 708) dari Ibnu Mas’ud berkata bahwa Rasulullah Saw melaknat 
orang yang memakan riba dan orang yang mewakilkannya, serta oarng yang 
menjadi saksi dan juru tulisnya. 
Kesamaan nasib tersebut membuat masyarakat Indonesia lebih memilih 
bergabung dan berjalan bersama Sarikat Islam. masyarakat Indonesia merupakan 
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korban dari sistem perekonomian yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Bergabungnya masyarakat ke dalam Sarikat Islam tentunya tidak terlepas dari 
keinginan mereka untuk mendapatkan fasilitas dari Sarikat Islam agar terlepas dari 
tangan penjajah. 
Dalam kongres Sarikat Islam pada tahun 1917, salah satu perwakilan dari 
Sarikat Islam cabang Toli-Toli menyampaikan permasalahan yang sama dan hampir 
terjadi di setiap tempat, yakni dominasi ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang 
Tionghoa, serta tidak adilnya mereka dalam melakukan perekonomian. Inilah 
permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. 
Keresahan tersebut memang mendapatkan perhatian penuh dari Sarikat Islam 
pusat.  
 
5.7 Janji Palsu Pemerintah Kolonial Belanda  
Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya Pemerintah Kolonial Belanda 
membatasi penyebaran Sarikat Islam hanya dengan melegalkan pendirian Sarikat 
Islam di tingkat lokal berupa cabang-cabang, karena adanya pengaruh dari Sarikat 
Islam pusat secara langsung, akan mempengaruhi pergolakan politik dan ekonomi 
secara nasional. Namun, langkah yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda 
tersebut tidak mampu menghentikan langkah yang dilakukan Sarikat Islam karena 
Sarikat Islam semakin melakukan pergerakan yang semakin cepat untuk 
menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mengumpulkan kekuatan nasional 
melalui agama dan ekonomi untuk melawan penindasan Pemerintah Kolonial 
Belanda. 
Namun, Pemerintah Kolonial Belanda juga tidak menghentikan langkah 
sampai kebijakan tersebut saja. Mereka terus melakukan pemantauan terhadap 
Sarikat Islam. Salah satu yang mereka lakukan adalah pengawasan Sarikat Islam di 
Toli-Toli. Bahkan, untuk membuat rencana agar Sarikat Islam dibenci di Toli-Toli, 
dibuatlah fitnah yang ditujukan kepada pengurus Sarikat Islam pusat, yakni Abdul 
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Muis. 
Keputusan Pemerintah Kolonial Belanda untuk legalnya Sarikat Islam di 
tingkat lokal memang dipertimbangkan dalam waktu bertahun-tahun setelah 
pengajuan badan hukum Sarikat Islam. Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya 
Pemerintah Kolonial Belanda menerima datangnya Sarikat Islam dengan datar. 
Bahkan, Pemerintah Kolonial Belanda cenderung meremehkan dan menganggap 
ketika Sarikat Islam hanya terpusatkan di tataran lokal saja, tidak akan memberikan 
perlawanan yang besar bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Secara ideologis, 
Pemerintah Kolonial Belanda mengira bahwasanya Sarikat Islam tingkat lokal hanya 
akan menyebarkan agama saja, tanpa mencampuri urusan sosial lainnya, bahkan 
dalam Suminto (1985 : 72) dalam Vilosa (2009) menyatakan bahwa Pemerintah 
Kolonial Belanda secara tegas tidak akan mencampuri urusan keagamaan bagi 
masyarakat Indonesia. 
Akan tetapi, ucapan tersebut hanya sebatas janji belaka karena seiring 
berjalannya waktu, Pemerintah Kolonial Belanda menunjukkan sikap sebenarnya, 
yakni dengan menunjukkan sikap represif atau sikap mengekang dan menindas. 
Sikap ini merupakan reaksi Pemerintah Kolonial Belanda atas pergerakan Sarikat 
Islam yang sudah mampu masuk ke kalangan-kalangan potensial dan memiliki basis 
massa yang jelas. Salah satu contohnya adalah Sarikat Islam yang berada di Toli-
Toli. Mereka memiliki peran yang begitu besar dalam kehidupan bangsawan lokal 
Toli-Toli. 
Melalui tingkatan lokal tersebut, Sarikat Islam memanfaatkannya dan terus 
mencari simpatisan. Kebanyakan yang menjadi simpatisan Sarikat Islam adalah 
orang yang pernah kecewa terhadap penindasan Pemerintah Kolonial Belanda, 
sehingga mereka rela untuk menghidupkan Sarikat Islam dan bersikap keras 
terhadap penjajah, meskipun sikap keras ini dianggap sebagai sikap radikal, namun 
mereka tidak peduli karena perlakuan Pemerintah Kolonial Belanda atas mereka 
lebih menyengsarakan. 
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Pada awalnya, Pemerintah Kolonial Belanda memperlakukan masyarakat 
Indonesia layaknya tuan rumah. Akan tetapi, lama kelamaan Pemerintah Kolonial 
Belanda merubah semua perlakuannya sehingga yang masyarakat dapati adalah 
sikap sewenang-wenang Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, Pemerintah Kolonial 
Belanda tidak jarang membuat kerusakan di tengah masyarakat. Selain itu, 
masuknya Pemerintah Kolonial Belanda di tataran politik masyarakat, ternyata tidak 
membuat perpolitikan semakin baik, tapi membuat politik di tengah masyarakat 
semakin memburuk, bahkan penuh dengan kolusi untuk menghancurkan siapa saja 
yang menghalangi upayanya untuk menguasai perekonomian Indonesia, salah 
satunya adalah Sarikat Islam. 
Upaya kolusi yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah 
mengangkat pejabat-pejabat daerah dari orang-orang yang mendukung misinya 
serta memberantas Sarikat Islam. Salah satu yang pernah dilakukan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda adalah mengangkat pejabat daerah Toli-Toli yang 
bernama de Kat Angelino. Hal tersebut merupakan sifat reaksi dari Pemerintah 
Kolonial Belanda atas kedatangan Sarikat Islam di daerah tersebut. Diangkatnya 
orang yang merupakan tangan kanan Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang 
politik diharapkan mampu melemahkan perjuangan yang dilakukan Sarikat Islam 
selama ini.  
 
5.8 Upaya Pelemahan Sarikat Islam  
De Kat menggunakan usaha-usaha yang mampu dilakukannya sebagai 
pejabat publik, salah satunya adalah dengan mendirikan Perserikatan Raja Toli-Toli-
Toli-Toli (PRTT) yang merupakan organisasi tandingan Sarikat Islam. Organisasi ini 
dibantu oleh Raja dan Syahbandar, yang pada saat itu sudah bergabung di dalam 
Sarikat Islam. Vilosa (2009) menyampaikan betapa beratnya cobaan yang dialami 
kedua orang tersebut, keduanya dengan berat hati dan terpaksa membantu PRTT, 
berbeda dengan berjuang bersama Sarikat Islam yang atas dasar kemauan hati. 
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Keterpaksaannya bergabung di PRTT adalah karena keadaan structural yang 
memaksanya, yakni dipaksanya raja-raja untuk bergabung di organisasi ini. 
Keadaan yang memaksa agar raja-raja yang sudah tergabung dalam Sarikat 
Islam agar bergabung di PRTT tersebut ternyata membawa keruntuhan sendiri bagi 
organisasi ini. Keberatan hati dalam menjalankan tugas dalam PRTT ternyata tidak 
dapat dibohongi dan dipaksa. Kinerja raja-raja yang sudah tergabung Sarikat Islam 
sebelumnya ternyata tidak membawa kinerja yang baik bagi PRTT. Hal tersebut 
tentu menunjukkan bahwa mereka sangat tidak setuju dengan pembentukan PRTT 
yang ditujukan untuk menjaga dan membatasi mesin penjajahan agar tidak 
terpengaruh perkembangan Sarikat Islam. 
Organisasi lokal yang dibangun oleh de Kat merupakan organisasi alternatif 
yang dibuat agar orang-orang semakin ragu untuk bergabung dengan Sarikat Islam, 
serta membuat harapan baru agar masyarakat tidak terpaku pada sati organisasi 
saja. Namun, disisi lain, tujuan hanya sebagai sarana untuk melemahkan Sarikat 
Islam dan menguatkan kembali posisi Pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan tersebut 
dilakukan agar Pemerintah Kolonial Belanda tidak terjun secara langsung, cukup 
melancarkan misinya melalui orang-orangnya. Dengan demikian, Pemerintah 
Kolonial Belanda ingin bersih dari kerusuhan yang akan ditimbulkan dan mampu 
terfokus pada kegiatan lainnya. 
Sementara itu, diambilnya raja-raja sebagai anggota PRTT adalah salah satu 
bentuk adu domba yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda antara raja 
dengan Sarikat Islam. Dibenturkannya dua elemen tersebut diharapkan mampu 
menimbulkan permusuhan dan perlawanan yang sengit dari kedua kalangan. 
Pemerintah Kolonial Belanda memberikan isu kepada anggota PRTT bahwa adanya 
Sarikat Islam secara langsung telah mengancam eksistensi mereka, dan Pemerintah 
Kolonial Belanda juga merangsang mereka untuk melakukan intervensi, atau bahkan 
pemboikotan atas acara yang diselenggarakan oleh Sarikat Islam. Akan tetapi, 
dugaan Pemerintah Kolonial Belanda meleset cukup jauh. Raja yang seharusya 
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menjadi tangan kanannya, beberapa menolak dan lebih memilih untuk bersama 
Sarikat Islam. Hal tersebut tentu merupakan hal diluar dugaan Pemerintah Kolonial 
Belanda.  
Meskipun Pemerintah Kolonial Belanda sudah membuat aturan kepada para 
raja untuk tidak masuk ke dalam Sarikat Islam, tetap saja raja ataupun bangsawan 
yang pernah bergabung dengan Sarikat Islam sebelumnya akan merasakan bahwa 
mereka akan merasakan ketenangan dalam berpolitik ketika Sarikat Islam 
memimpin, serta mereka akan merasakan keadilan dalam melakukan kegiatan 
ekonomi yaitu ketika melakukan kegiatan ekoonmi bersama Sarikat Islam. 
Bahkan, lahirnya PRTT ternyata tidak memberikan dampak yang cukup 
signifikan karena tidak semua lapisan masyarakat tergabung di dalamnya. Berbeda 
dengan kondisi Sarikat Islam yang menerima semua kalangan, tidak hanya terbatas 
pada raja, akan tetapi juga petani di sawah. Dengan demikian, seluruh elemen 
dalam masyarakat masuk ke dalam Sarikat Islam. Berbeda dengan PRTT yang 
ekslusif. 
Sementara itu, PRTT juga melarang anggotanya untuk mengikuti organisasi 
seperti Sarikat Islam. Namun, hal tersebut semakin membuat anggota-anggota 
PRTT untuk memasukinya. Bahkan, terdapat beberapa orang anggota PRTT yang 
keluar dari PRTT dengan segala konsekuensinya, dan masuk ke dalam Sarikat 
Islam. Dalam perjalanannya, anggota PRTT yang bernama Rohana tersebut 
menyampaikan beberapa pasal yang membuatnya tidak nyaman di PRTT, bahkan 
Rohana menyampaikan beberapa pasal yang berkaitan dengan Sarikat Islam yang 
dituliskan dalam skripsi Vilosa (2009), diantaranya pasal-pasal yang berisikan : 
1. Anggota-anggota PRTT tidak diperbolehkan masuk ke dalam Sarikat Islam 
kecuali dengan ijin Pemerintah Kolonial Belanda. 
2. Anggota PRTT tidak boleh bercampur baur dengan Sarikat Islam. 
3. Tidak boleh membantu ketika ada anggota Sarikat Islam yang mengalami 
kesusahan atau kematian. 
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4. Tidak boleh bertamu dirumah anggota Sarikat Islam. 
5. Kalau ada anggota PRTT yang berselisih dengan anggota Sarikat Islam, 
maka anggota Sarikat Islam boleh dipukul. 
6. Kalau Sarikat Islam terlalu besar kepala, maka harus dipukul. 
Selain itu, untuk menguatkan posisi Pemerintah Kolonial Belanda 
dibandingkan Sarikat Islam, diberikanlah sebuah doktrin oleh kepada pejabat terkait 
agar tidak terpancing atas tawaran jabatan Sarikat Islam karena jabatan yang ada di 
birkorasi Pemerintah Kolonial Belanda lebih tinggi daripada sekedar organisasi yang 
tidak mendapatkan badan hukum dari Pemerintah Kolonial Belanda. Doktrin 
Pemerintah Kolonial Belanda ternyata dibuktikan dengan masuknya Haji Mogi Ali 
yang akhirnya patuh terhadap perintah Pemerintah Kolonial Belanda. Dia 
mendapatkan kenaikan pangkat dalam kurun waktu singkat. Menaikkan atau 
menurunkan pangkat dan jabatan bukanlah yang susah bagi Pemerintah Kolonial 
Belanda. Ketika anggota Sarikat Islam memiliki komitmen yang kuat untuk 
bangsanya, tidak akan menggadaikan rasa nasionalismenya hanya untuk jabatan 
semu yang ditawarkan Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka yang tertarik dengan 
jabatan yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda hanya akan menjadi boneka 
Pemerintah Kolonial Belanda selamanya. Salah satu korban dari tawaran 
Pemerintah Kolonial Belanda tersebut adalah Haji Mogi Ali. 
Dalam segi infrastruktur, de Kat Angelino dikenal sebagai orang yang berjasa 
membangun jembatan dan jalan raya. Namun, yang perlu diketahui bahwasanya 
jembatan dan jalan raya yang dirintis oleh de Kat, para pekerjanya diambil dari 
masyarakat kalangan bawah. Mereka dipekerjakan dengan cara paksa, dan akan 
diberikan hukuman bagi yang tidak mau melakukannya, atau mangkir dari sistem 
yang telah ditetapkan, meskipun tidak tertulis dengan pasti apa sanksi yang akan 
diberikan. 
De Kat dalam Vilosa (2009) menuliskan dalam Dagboek Maret 1918 : 
“Disini orang tidak mengindahkan segala perintah sedang sudah menjadi 
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ghalib kalau orang melesotkan diri dari heerendienst dan belasting. 
Dimana-mana ada kepala kampung yang bukan lid (anggota) Sarikat Islam, 
disitu kelihatan bantahan rakyat yang bukan-bukan.timbangan saya patutlah 
keadaan serupa ini ditindis sekeras-kerasnya, supaya jangan menjadi-jadi. 
Dengan tetap hati dan dengan tidak ada ampun saya sudah berkata 
dimana-mana kepada rakyat, bahwa mereka mesti turut perintah kepala, dan 
akan berat hukumannya kalau ada orang yang berontak. Dengan tetap hati, 
tapi adil, dengan keluarkan diri dari partij.” 
Pernyataan de Kat tersebut menunjukkan bahwasanya Sarikat Islam 
merupakan organisasi yang paling berpengaruh, bahkan pengaruhnya melebihi 
pengaruh pejabat-pejabat yang memutuskan hukuman terhadap masyarakat. Hal 
tersebut ditunjukkan dari penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atas keputusan 
yang dibuat oleh de Kat yang pastinya merupakan keputusan yang dibuat atas dasar 
restu dari Pemerintah Kolonial Belanda. 
Pemerintah Kolonial Belanda melalui de Kat, membutuhkan seorang 
pengawas yang harus memiliki sikap keras untuk menindak siapa saja yang 
melawan pemerintah dan menghalangi kebijakan yang telah dibuat. Sikap keras 
tersebut sebenarnya lebih ditujukan untuk menjaga stabilitas politik dari campur 
tangan Sarikat Islam. Inilah kekhawatiran yang dirasakan oleh Pemerintah Kolonial 
Belanda dan kroni-kroninya sehingga menganggap orang-orang yang berusaha 
menentang keputusannya bahkan melakukan perlawanan dianggap sebagai 
kelompok radikal, padahal tujuan mereka adalah merebut kembali kemerdekaan 
Indonesia dengan mengumpulkan kekuatan secara nasional. 
 
5.9 Penerapan Hukum Islam 
Disisi lain, Sarikat Islam selalu memiliki cara untuk memanfaatkan keputusan 
yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka pintar dalam mencari 
celah agar tetap bisa mendakwahkan Islam serta menerapkan hukum Islam, salah 
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satunya dalam bidang perekonomian. Meskipun secara tegas dalam beberapa kali 
kesempatan, Sarikat Islam bertindak secara terang-terangan menyampaikan 
bahwasanya mereka adalah oposisi dari Pemerintah Kolonial Belanda, Pemerintah 
Kolonial Belanda melalui de Kat juga selalu berusaha untuk menghalangi kegiatan-
kegiatan Sarikat Islam. 
Maloko (2011) menambahkan bahwasanya tujuan hukum Islam adalah untuk 
memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan hidup 
manusia di dunia maupun di akhirat. Ahmad Azhar Basyir dalam Maloko (2011) 
merinci tujuan hukum Islam menjadi tiga kelompok, yaitu ; 
1. Pendidikan pribadi, dimana hukum Islam mendidik pribadi agar 
menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya, tidak menjadi sumber 
keburukan yang akan merugikan pribadi lain. 
2. Menegakkan keadilan, dimana keadilan yang harus ditegakkan yang 
meliputi keadilan pada diri sendiri, keadilan hukum, keadilan sosial 
dan keadilan dunia. 
3. Memelihara kebaikan hidup, maksudnya semua yang menjadi 
kepentingan hidup manusia harus dipelihara dengan baik yaitu 
kebutuhan primer, sekunder dan tersier (pelengkap). Kepentingan 
yang diperlukan oleh manusia mutlak harus dilindungi, sebab apabila 
dibiarkan berjalan dengan sendirinya, maka akan mendatangkan 
kerusakan kepada manusia dalam menjalani kehidupan. 
Dalam hukum Islam, dapat dipahami dari dua segi, yaitu segi pembuat 
hukum Islam itu sendiri (Allah dan Rasul-Nya) dan segi manusia menjadi pelaku dan 
pelaksana hukum Islam. 
Pemerintah Kolonial Belanda tidak kehabisan cara untuk merusak Sarikat 
Islam. Mereka memanfaatkan anggota PRTT yang merupakan anggota Sarikat 
Islam, yakni Haji Mogi Ali dalam proyek-proyek yang pernah dijalankan oleh 
pemerintahan sebelumnya yang sempat tertunda, sebagai pengawas proyek. 
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Bahkan, Haji Mogi Ali juga mengangkat saudaranya yang bernama Mohamad Saleh 
sebagai kepala district dalam proyek ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya Haji 
Mogi Ali merupakan ketua Sarikat Islam, namun karena jabatan yang ditawarkan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda sementara dirinya belum begitu kuat dalam 
menahan godaan Pemerintah Kolonial Belanda, membuat citra Sarikat Islam 
semakin menurun, hal tersebut semakin membuat citra bahwasanya Sarikat Islam 
sedang mengalami keretakan dalam internal organisasi. 
Meskipun Sarikat Islam ditempa isu keretakan organisasi, hal tersebut 
bukanlah sebuah kepastian bahwa di dalam organisasi memang terjadi keretakan. 
Memang beberapa anggota lebih memilih untuk bergabung dibawah kendali 
Pemerintah Kolonial Belanda, akan tetapi hal tersebut tidak lantas membuat Sarikat 
Islam retak. Masih banyak anggota-anggota yang berkompeten dalam Sarikat Islam 
untuk menggantikan ketuanya karena Sarikat Islam bukanlah sebuah organisasi 
yang berkembang berdasarkan citra, walaupun hadirnya H.O.S Cokroaminoto dalam 
Sarikat Islam menimbulkan daya tarik tersendiri dalam masyarakat. Namun, 
bukankah sebelumnya ketika Haji Agus Salim posisinya digantikan oleh H.O.S 
Cokroaminoto, ternyata membawa perubahan yang lebih baik bagi Sarikat Islam.  
Hadirnya Sarikat Islam ditengah masyarakat, meskipun memiliki banyak 
sekali cobaan dan terpaan yang diakibatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, 
Sarikat Islam tetap mempunyai peran besar bagi masyarakat dalam mengakomodir 
kegelisahan masyarakat. Sarikat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang agama, 
akan tetapi juga dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Ketika mereka hanya 
bergerak dalam bidang agama seperti dalam hal ibadah, tentu saja tidak akan 
menimbulkan kekhawatiwan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi, karena 
Sarikat Islam bergerak dalam bidang politik, sosial serta ekonomi, maka kegiatan 
tersebut tentu menimbulkan persinggungan antara mereka dengan Pemerintah 
Kolonial Belanda. Bahkan, secara langsung Sarikat Islam memberikan fasilitas 
berupa perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari ancaman Pemerintah 
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Kolonial Belanda. 
Secara ekonomi, praktik kapitalisme yang diterapkan Pemerintah Kolonial 
Belanda di Indonesia secara terang-terangan merampas hak ekonomi masyarakat 
karena Pemerintah Kolonial Belanda telah memonopoli komoditas-komoditas yang 
dulunya dimiliki oleh masyarakat. Sarikat Islam dalam Noor (2008) secara jelas 
menyataan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan penyebab kehancuran sendi 
kehidupan dan kemanusiaan kaum bumiputera. Bahkan Effendi (1990) menyatakan 
bahwasanya akibat dari sistem ekonomi liberal Pemerintah Kolonial Belanda di 
pedesaan, keadaan ekonomi di desa semakin memburuk, desa menjadi padat tanpa 
penerangan memadai, minim sarana sanitasi dan becek bisa musim hujan.  
Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya penerapan monopoli Pemerintah 
Kolonial Belanda di Indonesia, dimulai dengan proses pengkondusifan masyarakat 
dari seluruh lapisan ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran ketika Pemerintah Kolonial 
Belanda sudah siap memonopoli Indonesia, mereka sudah benar-benar siap. 
Bahkan dalam sikap kooperatif yang ditanamkan Pemerintah Kolonial Belanda 
sebenarnya salah satu cara untuk menanamkan kapitalisme. Dalam Kushendrawati 
(2006) mengkritik keras kapitalisme yang dibawa barat, mereka mendengungkan 
kemajuan yang tidak bisa secara merata dinikmati oleh semua orang. 
Sementara peran Sarikat Islam dalam meredam berkembangnya kapitalisme 
yang mana lebih mengunggulkan jiwa modal dengan terjun secara tidak langsung 
kedalam sistem dengan memilih orang yang tepat untuk dijadikan tangan kanan. Hal 
tersebut terlihat jelas dari campur tangan pengurus besar Sarikat Islam dalam 
pengelolaan ekonomi, salah satu contohnya adalah pengelolaan ekonomi di Toli-
Toli. 
Vilosa (2009), menyampaikan bahwa peran yang dilakukan Sarikat Islam 
untuk mengatur pengelolaan ekonomi di Toli-Toli-Toli melalui terlibat langsung dalam 
pemilihan pemegang kursi directeur (pimpinan pusat) dalam suatu perusahaan yang 
bergerak dalam pengelolaan komoditas Toli-Toli. Hal ini merupakan hal yang sangat 
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penting karena mengingat bahwa komoditas merupakan sarana melakukan kegiatan 
ekonomi, dengan dikendalikannya komoditas, diharapkan Sarikat Islam dan 
masyarakat umum mampu menguasai kembali perekonomian di Toli-Toli tanpa 
adanya campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda, apalagi dengan sistem 
kapitalnya. 
 
5.10 Strategi Sarikat Islam 
Tokoh Sarikat Islam yang berperan mengambil kedaulatan ekonomi dari 
Pemerintah Kolonial Belanda adalah Abdoel Moeis (Abdul Muis). Strategi yang 
digunakannya cukup cerdas, berani, dan tidak terduga sebelumnya. Awal 
kedatangan Abdul Muis ke Sulawesi Tengah adalah di Daerah Wani, yakni pada 13 
April 1919. Selama di Wani, Abdul Muis menetap dirumah Haji Abdoel Kadir, yang 
merupakan salah satu tokoh di masyarakat bahkan dia adalah salah satu pemilik 
Handelsvereeniging (perkumpulan pemegang saham) Wani. Vilosa (2009) 
menyampaikan bahwa kunjungan Abdul Muis tersebut disambul baik oleh H. Abdoel 
Kadir, bahkan hampir semua kegiatan dan aktivitas Abdul Moeis di Sulawesi Tengah 
khususnya Wani selalu dilakukan bersama-sama Haji Abdoel Kadir. 
Abdul Muis menyusun sebuah rencana agar paham yang berprinsip pada 
besarnya modal yang akan mempengaruhi kekuasaan atau biasa dikenal dengan 
kapitalisme tidak berkembang lebih meluas di Toli-Toli. Pihak yang paling 
berpengaruh dalam perekonomian ini adalah Pemerintah Kolonial Belanda, akan 
tetapi posisi yang menduduki penentu kebijakan disini adalah posisi seorang 
directeur. Darisini Abdul Muis melihat sebuah celah bahwasanya perkumpulan 
(Handelsvereeniging) ini adalah salah satu cara untuk mengatasi perekonomian 
masyarakat Toli-Toli agar terbebas dari kapitalisme.  
Disampaikan pula dalam Vilosa (2009) bahwa poisisi dalam perkumpulan 
tersebut memiliki peranan penting dalam kewenangan yang cukup besar untuk 
memanipulasi perekonomian. Pada saat itu, posisi seorang directeur dipegang 
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secara langsug oleh seorang dari bangsa Arab yang bernama Said Mamoed. 
Said Mamoed bisa dikatakan sebagai seorang yang kaya, yang memiliki 
saham sebanyak f 15000, dimana terbagi menjadi dua, yakni sebesar f 5000 berupa 
uang kontan, dan f 10000 berupa investasi kebun kelapa. Sementara Abdoel Kadir 
memiliki investasi kebun kelapa senilai f 6000, Haji Joenoes dengan memiliki asset 
rumah seharga f 5000 dan uang kontan sebesar f 500. Kekayaan yang mereka miliki 
tentu saja kekayaan dari hasil kapitalisme yang diajarkan Pemerintah Kolonial 
Belanda. Memang pada saat itu, Abdoel Kadir mengikuti kebijakan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda atas dasar ketidaktahuannya. Oleh karena itu, 
datangnya Abdul Muis ke Toli-Toli merupakan sarana bagi Abdoel Kadir untuk 
menimba ilmu, dan meminta nasihat apa yang harus dilakukannya dalam kondisi 
terdesak seperti ini. 
Sementara itu, untuk melancarkan agenda perbaikan ekonomi yang akan 
dilakukan oleh Sarikat Islam, maka Abdul Muis menyusun sebuah rencana. Sebuah 
rencana yang tidak diketahui Pemerintah Kolonial Belanda bahwa otaknya adalah 
Sarikat Islam. Rencana tersebut mulai dilakukan ketika terjadi perselisihan diantara 
para pemegang saham dalam memperebutkan kursi directeur atau kursi ketua. 
Perselisihan tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok Said Mamoed 
dan kelompok Abdoel Kadir yang mendukung Haji Joenoes. Di kubu Abdoel Kadir, 
dia mengingkan kursi ketua diganti, dan penggantinya sudah disiapkannya, yakni 
Haji Joenoes. Bahkan, dalam beberapa kali kesempatan baik pertemuan atau rapat, 
mereka menampakkan secara terang-terangan perselisihan tersebut.  
Secara professional, Abdoel Kadir mempromosikan Joenoes agar menjadi 
ketua tersebut merupakan strategi yang digunakan Abdul Muis. Dalam analisisnya, 
Said Mahmoed merupakan orang yang pro Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga 
sangat dikhawatirkan jika dia menjadi seorang directeur, maka dia akan melancarkan 
kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. 
Bangsa Arab memang bangsa minoritas di Toli-Toli dan tidak semua warga 
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arab merupakan orang baik, tergantung tempat dan lingkungan dimana mereka 
tinggal. Sementara Bangsa Arab di Toli-Toli merupakan masyarakat yang tinggal dan 
hidup di lingkungan yang tidak jauh dari Pemerintah Kolonial Belanda,oleh karena 
itu, bukanlah hal yang baru jika beberapa diantara mereka merupakan orang yang 
pro terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan motif ekonomi yang dilakukan 
mereka, merupakan salah satu penyebab terjaganya hubungan mereka dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka tidak ingin eksistensi mereka terkalahkan oleh 
masyarakat lokal, atau bahkan tersingkirkan. Sementara itu, masyarakat Arab yang 
tinggal disana merupakan masyarakat yang sangat tergiur pada harta benda dan 
kekayaan sehingga apa saja yang mereka lakukan tidak pernah terlepas dari 
kegiatan ekonomi. Salah satu contoh adalah terfokusnya masyarakat Arab di Toli-
Toli terhadap penamanan kelapa karena tanaman ini dianggap sebagai unit usaha 
yang menguntungkan.  
Vilosa (2009) menyampaikan bahwasanya gesekan yang terjadi daintara 
pemegang saham semakin kompleks, bahkan Said Mahmoed dilaporkan kepada 
pihak kepolisian atas tuduhan penggelapan yang dan pemalsuan buku-buku laporan. 
Hal tersebut bukanlah hal baru dalam birokrasi yang dibentuk oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. Korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri 
merupakan korupsi yang dilakukan secara terang-terangan. 
Bahkan, di salah satu pertemuan yang diadakan oleh para pemegang saham, 
hadirlah Abdul Muis sebagai tamu dari Abdoel Kadir. Kedatangannya tersebut 
merupakan kedatangan yang sangat mengagetkan peserta sampai terjadi 
pertengkaran di dalam acara tersebut. Campur tangan Abdul Muis dalam pemilihan 
kursi directeur tersebut adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Sarikat Islam 
untuk membantu masyrakat agar terlepas dari kapitalisme Pemerintah Kolonial 
Belanda yang merupakan sumber utaa kesengsaraan masyarakat. 
Peran yang dilakukan Abdul Muis ternyata membuahkan hasil yang sangat 
berdampak secara langsung bagi masyarakat pada saat itu. Akhirnya, masyarakat 
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mampu merasakan bagaimana rasanya terlepaskan dari kapitalisme Pemerintah 
Kolonial Belanda. Dengan demikian, sangat terasa apa yang dilakukan Sarikat Islam 
untuk mengembalikan kejayaan ekonomi di nusantara Indonesia. Perubahan-
perubahan dari kalangan menengah kebawah seperti yang dilakukan oleh Sarikat 
Islam merupakan salah satu dampak dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah 
Kolonial Belanda. Pembatasan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda 
merupakan salah satu upaya untuk membendung pertumbuhan dan perkembangan 
Sarikat Islam, akan tetapi ternyata hal tresebut semakin membuat Sarikat Islam 
harus mencari cara baru untuk menyebarkan rasa nasionalisme. 
Sejak ditetapkannya sumber daya alam sebgai komoditas oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda, maka masyarakat Indonesia berubah pola ekonominya, dari yang 
awalnya hanya sebatas mengkonsumsi hasil pengolahan sumber daya alam sebagai 
makanan pokoknya, akan tetapi sejak Pemerintah Kolonial Belanda datang dan 
berhasil menguasai beberapa tempat di Indonesia, maka orientasi masyarakat tidak 
hanya memikirkan bagaimana cara untuk mengolah sumber daya alam untuk 
dijadikan barang komoditas untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Orientasi awal masyarakat yang mengolah sumber daya alam hanya untuk memnuhi 
kebutuhan sendiri, kini mendapati kewajiban untuk memenuhi kebutuhan 
perdagangan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Perubahan orientasi masyarakat terhadap hasil jerih payah dalam mengelola 
sumber daya alam tersebut, terbentuklah sebuah pemahaman dalam masyarakat 
bahwa sistem ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda telah 
menghambat kepentingan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Faktor tersebut diangkat Sarikat Islam untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Setelah membentuk pola dasar masyarakat tentang kesewenangan Pemerintah 
Kolonial Belanda, Sarikat Islam memasuki tahap berikutnya yakni menjadi peggerak 
atas berjalannya program-program pembangunan kesadaran masyarakat atas posisi 
mereka dalam kapitalisme yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda. Adanya 
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kepentingan bersama dalam membangun wadah tersebut, secara tidak langsung 
akan membentuk kumpulan massa yang terorganisasi.  
Vilosa (2009) menyampaikan bahwa Sarikat Islam mulai melakukan kegiatan 
ekonomi berupa koperasi. Adanya koperasi merupakan solusi dari perlawanan 
terhadap Pemerintah Kolonial Belanda serta dalam rangka memperkuat ekonomi 
kemasyarakatan yang mengangkat kebersamaan atau ukhuwah islamiyah yang 
menghasilkan kekuatan ekonomi baru bagi bangsa. Koperasi yang didirikan oleh 
Sarikat Islam merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang dikombinasikan dengan 
perspektif budaya. Santosa (2011) menuliskan bahwa dalam banyak hal Islam selalu 
memperkuat nilai-nilai budaya setempat, misalnya nilai budaya gotong-royong yang 
bertemu dengan nilai Ukhuwah Islamiyah lalu nilai keduanya berkelindan menjadi 
bagian nilai baru yang sekilas meskipun secara eksplisit tidak memunculkan slogan 
Islam namun secara implisit muatan nilai-nilai Islamnya dapat ditelusuri dengan jelas 
dan konsep ekonomi koperasi merupakan bentuk khas ekonomi Islam dalam konteks 
ke-Indonesia-an. 
Solusi yang diberikan Sarikat Islam ini merupakan salah satu bentuk 
pendekatan yang dilakukan oleh Sarikat Islam terhadap masyarakat. Terbukti bahwa 
solusi tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat kalangan bawah. Sarikat Islam 
dikatakan berhasil dalam melakukan pengekatan kepada masyarakat kalangan 
bawah sehingga mereka masuk sebagai simpatisan Sarikat Islam. Bahkan pada saat 
itu Sarikat Islam menjadi basis perjuangan. 
Sarikat Islam bertahap dalam melakukan basis perekonomian dari 
Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu contoh yang sudah dibahas adalah dalam 
basis ekonomi yang terjadi di Toli-Toli, Sarikat Islam lebih memilih untuk 
melancarkan strategi kepada posisi seorang directeur daripada langsung 
membangun basis massa dalam masyarakat. Namun ditempat lain, Sarikat Islam 
membangun basis massa dari masyarakat secara langsung, seperti membangun 
sebuah koperasi dan masyarakat kalangan menengah kebawah, mayoritas 
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bergabung di dalam koperasi tersebut. Secara nyata, Sarikat Islam melakukan 
pembelaan terhadap kepentingan masyarakat meskipun terdapat beberapa anggota 
Sarikat Islam yang melakukan penyimpangan. Hal tersebut merupakan hal yang 
wajar dalam sebuah organisasi. Orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam 
organisasi tersebut perlahan-lahan akan meninggalkan organisasi karena tidak bisa 
bertahan dengan sistem kejujuran dalam menjalankan ekonomi serta kejernihan 
dalam menjalankan syariat Islam. 
Namun, secara umum, Sarikat Islam beberapa kali telah memperhatikan 
permasalahan yang terjadi pada masyarakat bawah dan memberikan fasilitas 
kepada mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan Sarikat Islam ini 
terlihat jelas ketika basis massa yang dibangun, mampu bekerja sama dengan 
maksimal. 
Vilosa (2009) mendapati beberapa masalah yang dihadapi masyarakat dan 
mendapat dukungan dari Sarikat Islam, diantaranya :  
a. Memberikan perlindungan hak-hak rakyat dalam melakukan kegiatan 
ekonomi kelas kecil seprti bertani, berlayar, industri rumah tangga, dan 
kegiatan lainnya yang dianggap bersinggungan dengan kewajiban terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda.  
b. Kegiatan bertani masyarakat pada awal abad 20 memang mengalami 
penurunan esensial yang diistilahkan dengan pekerjaan sampingan. Bahkan 
awal abad 20 penduduk telah menemukan hasil hutan berupa kayu, rotan 
dan damar dimana hasil ini dapat diekspor atau dapat di antar pulaukan. 
Usaha tanam pohon kelapa mulai juga dikerjakan. Namun kegiatan tersebut 
seakan hilang karena Pemerintah Kolonial Belanda semakin rakus dalam 
mengekploitasi kegiatan ekonomi. Pengalihan prioritas seperti diatas juga 
terjadi dalam kegiatan industri rumah tangga seperti tenun dan seterusnya. 
Orientasi pasar yang lebih luas ternyata telah mempengaruhi sistem produksi 
dan pemasaran tradisional. Idealnya pasar yang lebih mengembang akan 
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mempengaruhi keuntungan pelaku ekonomi, akan tetapi hal tersebut 
terbantah oleh kebijakan pemerintah kolonial seperti pajak telah membatasi 
hak masyarakat dalam mendapatkan keuntungan lebih. 
c. Dukungan yang diberikan Sarikat Islam lainnya seperti yang terjadi dalam 
kasus relokasi hunian orang-orang Tooya yang berada di daerah pantai laut 
ke pinggir jalan besar juga menjadi permasalahan masyarakat. Mereka 
dipaksa untuk meninggalkan kebun kelapa, jaring dan pukat-pukatnya oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. Padahal, tujuan utama Pemerintah Kolonial 
Belanda bukanlah untuk melakukan relokasi, akan tetapi berusaha 
mematikan kegiatan ekonomi masyarakat, lalu mengekploitasi masyarakat 
dan sumber daya alam yang ada. Program relokasi ini mengebiri hak 
masyarakat dalam melakukan kegiatan yang telah menjadi mata pencaharian 
mereka. Bahkan, lebih memprihatinkan lagi bahwa perpindahan hunian ini 
ditujukan untuk melibatkan masyarakat dalam proyek pembangunan jalan. 
Walaupun pada akhirnya beberapa orang yang turut menentang kebijakan ini 
terpaksa harus berurusan dengan hukum pemerintah kolonial. Dari kegiatan 
Pemerintah Kolonial Belanda tersebut sangat jelas terlihat bahwa cara-cara 
yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda untuk merebut kekuasaan 
ekonomi suatu daerah, mereka melakukan banyak cara-cara yang 
menyengsarakan daerah jajahannya. 
d. Menyelesaikan permasalahan horizontal yang terjadi antara pedagang lokal 
dengan pedagang asing seperti dari etnis Tionghoa. Sistem dagang 
Tionghoa yang cenderung kontroversial mampu mengundang konflik dengan 
pedagang pribumi. Praktek usaha perjudian dan pemberian kredit yang 
memiliki tingkat pengembalian tinggi, merupakan faktor yang menyebabkan 
retaknya hubungan antara masyarakat lokal dengan Tionghoa. Sementara 
itu, adanya pengenalan koperasi oleh Sarikat Islam di daerah-daerah 
merupakan salah satu dari solusi untuk memecahkan permasalahan ini. 
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Diharapkan mampu meminimalisir permasalahan yang timbul di masyarakat. 
Pada dasarnya, koperasi yang didirikan oleh Sarikat Islam sedikit banyak 
telah meminimalisir keterpurukan ekonomi. Walaupun solusi yang ditawarkan 
tersebut tidak mampu berdampak secara nasional karena pengaruh 
Pemerintah Kolonial Belanda dalam berbagai bidang sangat kuat. Oleh 
karenanya, langkah yang ditempuh Sarikat Islam tidak mampu dipahami oleh 
masyarakat secara meluas serta tidak mampu memberikan arahan alur pikir 
kepada masyarakat agar lebih mengenal prinsip-prinsip ekonomi yang 
seharusnya dilakukan untuk menghadapi penjajahan. Langkah yang 
dilakukan Sarikat Islam dalam meminimalisir permasalahan ekonomi 
masyarakat melalui pengenalan asas koperasi yang sesuai dengan syariat 
Islam, langkah ini cenderung lebih mudah diterima masyarakat walaupun 
masih banyak masyarakat yang belum memahami secara sempurna makna 
kegiatan ekonomi, tapi langkah Sarikat Islam tersebut telah menciptakan 
kekuatan ekonomi diantara masyarakat pribumi.  
Setiap kalangan masyarakat yang mendapatkan perhatian dari Sarikat Islam, 
secara tidak langsung akan lebih memihak Sarikat Islam. Masyarakat inilah yang 
menjadi salah satu bagian dari basis massa Sarikat Islam. Bagian yang akan 
menjadi unsur kekuatan Sarikat Islam. Dalam beberapa kali kesempatan, Sarikat 
Islam mengumpulkan masyarakat-masyarakat tersebut untuk menjalin 
persaudaraan, saling mengenal, dan pastinya dengan membicarakan propaganda 
yang akan disusun. 
 
5.11 Perselisihan Sarikat Islam dan Pemerintah Kolonial Belanda  
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sarikat Islam tentu mendapatkan pantauan 
yang sangat ketat dari Pemerintah Kolonial Belanda karena inilah organisasi 
pertama yang mengancam eksistensi Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah 
Kolonial Belanda mengantisipasi pergerakan Sarikat Islam agar tidak meluas dengan 
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mengeluarkan berbagai surat ataupun kebijakan khusus yang ditujukan untuk 
mengintimidasi Sarikat Islam. Pertimbangan Pemerintah Kolonial Belanda diambil 
atas dasar penilaian mereka selama ini, yakni terpengaruhnya stabilitas politik dan 
ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu 
aturan yang ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda di berbagai tingkat adalah 
aturan yang berisi tidak diperbolehkannya anggota Sarikat Islam menangkap ikan di 
laut di Toli-Toli dengan alasan laut hanya dimiliki oleh raja. Pembatasan gerak 
ekonomi yang dilakukan terhadap Sarikat Islam merupakan langkah untuk 
mematikan perekonomian Sarikat Islam dari bidang pengelolaan sumber daya laut. 
Vilosa (2009) memberikan contoh dari paktek dari aturan tersebut, yakni kejadian 
pada 14 September 1918 yang mana ketika prajurit kerajaan berpatroli dan 
mendapati angggota Sarikat Islam yang sedang berlayar di laut, mereka dengan 
segera memberikan larangan. Namun ketika mereka menemukan seorang 
masyarakat biasa yang tidak tergabung dalam Sarikat Islam, tentunya prajurit 
tersebut tidak akan memberikan larangan. Introgasi yang dilakukan di tengah lautan 
tersebut membuat masyarakat semakin tersadar bahwasanya terjadi ketidakadilah 
yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. Penindasan yang mereka lakukan 
terhadap anggota Sarikat Islam membuat masyarakat semakin bertanya-tanya, 
mencari kebenaran dan akhirnya bergabung dengan Sarikat Islam. 
Selain itu, peran yang dilakkukan oleh Sarikat Islam adalah peran yang sama 
sekali tidak menunjukkan keburukan sedikitpun. Bahkan, Sarikat Islam sangat 
terkenal peduli dengan masyarakat. Doktrin yang ditanamkan Pemerintah Kolonial 
Belanda terhadap Sarikat Islam ternyata dapat terkalahkan oleh peran-peran Sarikat 
Islam di tengah masyarakat. Bahkan, Sarikat Islam menjadi wadah untuk membela 
masyarakat dari kebijakan-kebijakan menyiksa berupa kerja rodi yang dibuat oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda, terlebih masyarakat yang usianya sudah tua dan tidak 
sanggup lagi melaksanakan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Beberapa kasus yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
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akan tetapi mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari Sarikat Islam, 
diantaranya : 
1. Seorang lelaki tua berusia 70 tahun yang berasal dari daerah Donggala, telah 
dibebaskan dari kerja Rodi, namun 3 tahun setelah dia bebas, Pemerintah 
Kolonial Belanda mendengar berita bahwa dia masuk ke dalam Sarikat Islam, 
oleh karenanya, ia dikenakan kerja rodi lagi. Pemerintah Kolonial Belanda 
berani melakukan hal tersebut kepada kaum yang lemah, akan tetapi mereka 
tidak melakukannya kepada pemimpin-pemimpin Sarikat Islam. Akhirnya 
pada tanggal 20 Maret 1919 Sarikat Islam sudah melakukan pembebasan 
atasnya dari kerja rodi. Dalam Anwar (1990) dijelaskan bahwasanya 
penduduk akan terbebas dari kerja rodi ketika berusia dibawah 14 tahun dan 
diatas 50 tahun dan sakit atau cacat. 
2. Pengalaman lainnya adalah seorang Bumiputra yang mendapatkan 
kedudukan cukup tinggi dan berhak untuk tidak mengikuti kerja rodi, namun 
setelah masuk kedalam Sarikat Islam, dia diancam akan mendapatkan 
hukuman rodi. Peringatan ini dilakukan karena Pemerintah Kolonial Belanda 
ingin memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat atau bahkan 
masyarakat dari golongan terpandang untuk tidak melakukan perbuatan yang 
melanggar kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. 
3. Bahkan, dalam upaya pembebasan Sarikat Islam adalah salah seorang 
anggotanya yang terserang penyakit malaria. Dia awalnya dinyatakan 
terbebas dari kerja rodi, akan tetapi setelah mendapatkan kabar bahwa ia 
masuk ke dalam Sarikat Islam, Pemerintah Kolonial Belanda langsung 
bergerak menangkapnya dan menjadikannya kembali sebagai pekerja. 
Sarikat Islam terus bergerak untuk membebaskan masyarakat dari kebijakan 
Pemerintah Kolonial Belanda untuk melakukan kerja rodi. Peran yang dilakukan 
Sarikat Islam tentu sebuah perhatian kepada masyarakat yang mendapatkan 
penilaian lebih dari masyarakat sehingga masyarakat semakin tidak ragu untuk 
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menjadi simpatisan atau bergabung di dalam Sarikat Islam. 
Kasus-kasus yang terjadi tersebut ditanggapi serius dan berani oleh Sarikat 
Islam melalui Abdul Muis. Keberanian Sarikat Islam ternyata mampu membuat 
Pemerintah Kolonial Belanda khawatir sehingga mereka selalu menekan anggota-
anggota Sarikat Islam. Namun, hal tersebut bukanlah membuaat Sarikat Islam 
semakin melemah, namun semakin menjadi organisasi yang memiliki keberanian 
dalam mengungkapkan masalah-masalah ketika sidang terjadi. Bahkan melalui 
Abdul Muis, Sarikat Islam berani meminta pejabat yang duduk dewan rakyat yang 
dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri untuk membebaskan orang-orang 
yang berhak untuk tidak terlibat dalam kerja rodi. 
 
5.12 Sosialisme Dalam Sarikat Islam 
Kehadiran Sarikat Islam di nusantara Indonesia merupakan sebuah cahaya 
terang bagi perubahan dan pembaharuan di Indonesia. Tidak hanya dalam sosial 
politik, akan tetapi juga dalam bidang ekonomi dengan tidak melepaskan kehidupan 
keagamaan, yakni agama Islam. Dalam bidang ekonomi Islam, Sarikat Islam 
menerapkan amalan-amalan yang sudah diperintahkan dalam Islam. Masyarakat 
Indonesia menyambutnya dengan suka cita, salah satunya adalah zakat. Zakat yang 
terjadi di Indonesia setelah adanya Sarikat Islam dilakukan lebih teratur, dan 
dilaksanakan di surau ataupun masjid sekitar dengan bantuan Sarikat Islam. Jika 
dibandingkan dengan abad sebelumnya, tahun-tahun berdirinya Sarikat Islam 
merupakan tahun peningkatan amalan masyarakat Islam di Indonesia. 
Dalam Santoso (1988), dijelaskan bahwa pada 19 Juni 1916, dalam Kongres 
Sarikat Islam di Bandung, Hasan Ali Soerati yang merupakan donator Sarikat Islam 
di Surabaya, berceramah bahwasanya Islam memiliki unsur sosialis yang sangat 
tinggi dan Rasulullah Saw dianggap sebagai seorang guru sosialis yang hebat, tidak 
hanya menghapuskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi 
menghapuskan perbedaan antar pangkat, negeri dan bangsa. Bahkan, contoh sifat 
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sosialis yang melekat dalam Islam adalah zakat. Menurut Santoso (1988), melalui 
zakat tersebut, salah satu sifat sosialis Islam yang tidak dimiliki oleh pemikir lainnya 
adalah mengharuskan si kaya menyerahkan sebagian dari hartanya kepada fakir 
miskin setiap tahun. 
Sementara Darussalam (2013) menambahkan bahwa inti pokok pemikiran 
sosialisme Islam menurut pengertian H.O.S. Tjokroaminoto adalah bagaimana 
memposisikan dan memfungsikan agama (dalam hal ini Islam) sebagai sebuah 
kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas baik secara 
kultural dan politik. H.O.S Cokroaminoto dalam Darussalam (2013) menambahkan 
bahwa cita-cita sosialisme dalam Islam telah ada dalam praktik kehidupan yang telah 
dicontohkan oleh nabi besar Muhammad SAW, dengan begitu pada dasarnya 
konsep sosialisme dalam Islam telah berkembang jauh sebelum munculya gagasan-
gagasan sosialisme di Barat. Darussalam (2013) menggambarkan salah satu hal 
yang harus dilakukan dalam sosialisme Islam, yakni menghimpun suatu kekuatan 
moral antara kebutuhan Islam dan sosialisme, yaitu menjamin keadilan sosial 
dengan memupuk rasa solidaritas dan saling tolong-menolong antara individu, 
melarang penumpukan kekayaan, serta penghormatan terhadap hak-hak kaum fakir. 
“Kaanan nasu ummatan wahidatan” menurut HOS. Tjokroaminoto (2008:37) 
merupakan dasar untuk mempersatukan umat seluruh alam dengan dasar Al-Quran 
yang akhirnya menjadi dasar pemikiran sosialisme. Maka dalam pemikiran H.O.S 
Cokroaminoto, kalau saja seluruh umat manusia dianggap sebagai satu persatuan, 
maka tidak boleh tidak semuanya harus berusaha untuk mencapai keselamatan bagi 
semuanya. 
HOS. Tjokroaminoto (2008:22) menuliskan bahwasanya cita-cita sosialisme 
dalam Islam sudah muncul berabad-abad lalu, jadi tidak bisa dikatakan bahwa 
sosialisme Islam muncul karena pengaruh Eropa. Yakni ketika Rasulullah Saw dan 
para shahabat beliau menerapkan asas-asas tersebut dalam pergaulan dan 
dilakukan lebih banyak dan lebih gampang daripada di Eropa dalam zaman 
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manapun juga sesudah zaman Rasulullah Saw. Maka sosialisme sejati menurut 
HOS. Tjokroaminoto (2008:38) adalah sosialisme cara Islam, bukan sosialisme cara 
barat. 
HOS. Tjokroaminoto (2008:22) juga memaparkan dua macam sosialisme 
yang dikenal oleh Islam, yaitu : 
1. Staats-sosialisme, baik bekerja dengan kekuatan satu pusat maupun 
bekerja dengan kekuatan gemeente-gemeente. 
2. Industri sosialisme, maksudnya adalah jika satu negeri bersifat sosialis, 
maka pekerjaan kerajinan atau idustri harus diatur seluas-luasnya secara sosialis 
juga. Maka dalam negeri tersebut, keberadaan tanah menjadi pokok segala hasil dan 
pokok semua pekerjaan industri besar, maka jika hendak menjalankan seluas-
luasnya land-socialisme dan staat-socialisme, maka bentuk seperti ini sudah 
dijalankan oleh Islam, yakni pada masa Rasulullah Saw yang menjadikan tanah milik 
negara. Negara juga bergantung pada hasil tanah seperti emas, atau barang 
berharga lainnya. Dalam sosialisme Islam, kekuasaan peraturan muslim meliputi 
tanah yang menjadi kepemilikan negara dan diatur dengan cara sosialis yang 
akhirnya menghasilkan alat-alat produksi yang dapat menghasilkan barang dan 
diberikan kepada negara. Namun sosialisme tersebut tidak berlaku bagi sosialis 
barat atau sosialisme zaman sekarang (modern) karena hanya menghendaki 
kebebasan sosialisme. 
Sarikat Islam dalam Noor (2008) telah menunjukkan perlawanan terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda dengan menunjukkan watak sosialisme yang 
berdasarkan esensi dasar nilai-nilai keislaman yang mengharamkan pengumpulan 
harta dan menganjurkan keadilan sosial, dijadikan model ekonomi alternatif bagi 
masa depan bangsa. 
H.O.S Cokroaminoto dalam Darussalam (2013) menambahkan bahwa 
pengertian dasar sosialisme Nabi Muhammad adalah kemajuan akhlaq dan 
kemajuan budi pekerti rakyat, maksudnya adalah ketika budi pekerti rakyat telah baik 
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dan bagus secara otomatis mereka akan dengan sendirinya memahami arti 
kebersamaan dan tidak mementingakan kepentingan pribadi ataupun golongan, 
mereka akan sadar akan kesamaan hak hidup dalam masyarakat. H.O.S 
Cokroaminoto dalam Darussalam (2013) menambahkan bahwasanya pemahaman 
tentang kebersamaan tersebut telah tercantum dalam al-qur’an surat Al-Baqarah 
ayat 213 yang berarti “Sesungguhnya seluruh manusia itu adalah satu kesatuan”. 
Dapat dipahami bahwasanya manusia merupakan satu kesatuan yang sudah 
diciptakan oleh Allah Swt untuk saling membantu baik dalam hal dunia ataupun 
akhirat. Meskipun pada secara nampak manusia diciptakan berbeda-beda namun 
pada dasarnya Allah Swt hendak menyempurnakan nikmat-Nya seperti adanya laki-
laki dan perempuan, adanya bermacam-macam suku dan bangsa untuk saling 
mengenal. Darussalam (2013) menambahkan bahwasanya perbedaan tersebut 
bukanlah halangan, akan tetapi jalan untuk menempuh persatuan dan menjalin 
kebersamaan. Bahkan dalam HOS. Tjokroaminoto (2008:40) dituliskan bahwasanya 
bagaimanapun perbedaan yang ada, kaya atau miskin, dari berbagai macam suku 
bangsa dan warna kulit, pada setiap shalat wajib harus datang berkumpul dan 
menjalankan shalat dengan tidak mengadakan perbedaan sedikitpun. Dua kali dalam 
setahun semua penduduk di kota atau tempat berkumpul untuk menjalankan shalat 
dan berjabat tangan serta berangkulan, dan setiap umat Islam diwajibkan satu kali 
dalam hidupnya untuk mengunjungi Mekkah pada waktu yang ditentukan bersama 
berpuluh dan beratus ribu saudara umat Islam. Di dalam kumpulan besar ini, ratusan 
ribu umat manusia datang dari tempat yang jauh berkumpul di satu tempat, 
semuanya sama berpakaian satu rupa yang sangat sederhana, buka kepala dan kaki 
telanjang, orang-orang yang tinggi dan rendah derajatnya dari bermacam-macam 
warna kulit, negeri dan tempat. Kumpulan tersebut menrut HOS. Tjokroaminoto 
(2008:40) adalah salah satu wujud sosialisme cara Islam, yakni melalui persamaan 
dan persaudaraan.  
Awal pengaruh yang ditanamkan Sarikat Islam adalah prinsip keagamaan 
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yang mulai tercampuri adanya adat setempat. Namun, pengaruh agama yang 
disampaikan Sarikat Islam begitu kuat dan hasil yang dilakukan juga cukup 
membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, maka jalinan antara Sarikat Islam dan 
masyarakat semakin terikat erat. Hal tersebut membuat masyarakat yang juga 
terdapat banyak sekali pedagang dan petani, merasakan nuansa ukhuwah 
islamiyah.  
Orang-orang yang mampu tersentuh oleh pengaruh pembaharuan yang 
disampaikan Sarikat Islam merupakan target syiar agama Islam. masyarakat tidak 
hanya akan menjadi basis massa yang mendukung Sarikat Islam, akan tetapi juga 
jika dilihat dari sisi ekonomi, mereka juga merupakan target untuk mengembalikan 
keterpurukan masyarakat dari sistem perekonomian yang diterapkan Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Keberhasilan Sarikat Islam dalam mengembalikan nilai dan norma Islam, 
terlihat dari aktifnya masyarakat Islam di Indonesia untuk mengadiri kegiatan-
kegiatan keagamaan. Selain itu, banyak orang-orang yang menuntut ilmu, atau 
bahkan pergi beribadah haji. Fenomena tersebut membuat Pemerintah Kolonial 
Belanda semakin khawatir. Kekhawatiran tersebut dapat terlihat dari kebijakan 
Pemerintah Kolonial Belanda yang semakin membuat masyarakat Islam di Indonesia 
terbatasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti zakat dan fitrah. 
Kegiatan tersebut juga tidak luput dari pantauan Pemerintah Kolonial Belanda 
karena selain kegiatan tersebut merupakan sarana untuk merekatkan persaudaraan 
antara kaum muslimin yang mampu dan kurang mampu, secara prinsip ekonomi, 
kegiatan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah 
kebawah. Tidak hanya itu, dalam urusan ibadah haji, Pemerintah Kolonial Belanda 
juga melakukan pembatasan sebagai antisipasi gerak penyebaran ajaran Islam dari 
negeri asalnya. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut dengan cepat ditanggapi kritis 
oleh petinggi-petinggi Sarikat Islam.  
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5.13 Peran Sarikat Islam  
Peran yang paling menonjol dalam bidang perpolitikan dan perekonomian 
Sarikat Islam adalah ketika mereka melawan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Dewan Rakyat yang menyengsarakan masyarakat dalam bidang sosial ataupun 
ekonomi. Sarikat Islam memulai penggalangan kesadaran masyarakat dengan 
melakukan propaganda sampai pada pernyataan ketidaksesuaiannya kebijakan 
Pemerintah Kolonial Belanda yang dilanjutkan dengan penggerakan massa. 
Beberapa kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda yang ditentang oleh Sarikat 
Islam diantaranya : 
1. Keputusan pengenaan pajak 
Pajak penghasilan yang ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda adalah 5%. 
Bahkan, keluarga yang memiliki banyak anggota, akan dibebankan pajak yang lebih 
tinggi. Tentu saja hal tersebut sangat menyengsarakan masyarakat. Padahal dalam 
Islam tidak mengenal adanya pajak, hanya mengenal zakat. Zakat digunakan untuk 
menyucikan harta benda, tidak ada tuntunan syariat Islam tentang pajak. Pajak 
tersebut cukup besar tersebut masuk ke kas daerah yang disetorkan sepenuhnya 
kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pendapatan yang masuk akan 
diaudit dan dijadikan sarana pembayaran biaya pengeluaran Pemerintah Kolonial 
Belanda seperti gaji pegawai, kebutuhan raja-raja pribumi dan lain-lain. Tidak semua 
pendapatan tersebut disalurkan untuk bea pengeluaran, banyak pendapatan yang 
dikorupsi dan tidak disetorkan ke Pemerintah Kolonial Belanda oleh pejabat-pejabat 
dari kalangan mereka sendiri. 
Alokasi pajak yang lebih besar ditujukan untuk Pemerintah Kolonial Belanda 
membuat masyarakat tidak rela. Ketidakrelaan tersebut bukan hanya karena 
Pemerintah Kolonial Belanda menarik pajak yang begitu besar, akan tetapi juga 
karena tidak berperikemanusiaaannya Pemerintah Kolonial Belanda karena masih 
menarik pajak yang begitu besar sementara rakyat sudah sangat tertindas. 
Jelas sekali bahwasanya permasalahan ekonomi merupakan permasalahan 
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mendasar dari kehidupan seseorang. Ketika perekonomiannya terusik. Masyarakat 
juga akan melakukan perlawanan. Akan tetapi, jumlah yang sedikit dan tidak adanya 
koordinasi antar warga, membuat perlawanan-perlawanan tersebut dapat dengan 
mudah dipatahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 
Dalam penerapan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, 
Sarikat Islam hadir dan berusaha menjadikan pajak yang diterima masyarakat lebih 
sedikit dari yang ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda. Sarikat Islam tidak dapat 
menghapus secara langsung kebijkaan tersebut karena Sarikat Islam memiliki 
keterbatasan dalam perlawanan tersebut. Isu yang dilakukan oleh Sarikat Islam 
untuk menurunkan tingkat pajak ternyata mendapatkan perhatian khusus dari 
masyarakat.  
Adanya usaha Sarikat Islam untuk menurunkan tingkat pajak ini mampu 
merangkul massa yang memiliki tujuan yang sama dengan mereka, dan rangkulan 
tersebut sebenarnya sudah cukup mampu untuk melakukan perlawanan atau 
pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Namun Sarikat Islam terus 
melakukan usaha agar tidak terjadi kekerasan dalam setiap perjuangannya. Biar 
mereka melawan Pemerintah Kolonial Belanda melalui pemikiran-pemikiran yang 
sudah dirusak oleh Pemerintah Kolonial Belanda. 
Pemerintah Kolonial Belanda mulai menaruh kecurigaan terhadap Sarikat 
Islam. Pemerintah Kolonial Belanda mencurigai bahwasanya Sarikat Islam telah 
memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda melalui isu pajak dan kebobrokan Dewan Rakyat. 
Disisi lain, pihak yang paling mengharapkan adanya perlawanan ataupun 
pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda adalah pihak yang hanya 
mengambil keuntungan secara material. Ketika Pemerintah Kolonial Belanda 
membatalkan kebijakannya tentang pajak. Pihak tersebut adalah para pemborong 
pekerja yang mana ketika pajak meningkat, akan terjadi kenaikan upah pekerja pula. 
Meskipun demikian, perjuangan Sarikat Islam dalam melawan Pemerintah 
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Kolonial Belanda atas dasar rakyat, bukan kepentingan pribadi, merupakan 
perbuatan yang patut mendapatkan apresiasi. Bahkan, Sarikat Islam tidak 
memerintahkan kepada anggota atau simpatisannya untuk melakukan kekerasan, 
namun jika terjadi kekerasan, maka hal tersebut bukan dari dalam internal 
organisasi, akan tetapi dari pihak luar yang memberikan provokasi atas 
kepentingannya sendiri. 
2. Keputusan berkenaan kerja rodi 
Kebijakan heerendienst atau biasa dikenal dengan tanam paksa merupakan 
kebijakan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang sangat menyengsarakan 
masyarakat. Effendi (1990) menuliskan bahwasanya sistem tanam paksa 
diselenggarakan karena perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda yang 
memburuk, sehingga Gubernur Jendera; Van den Bosch menerapkan suatu 
kebijakan fiskal untuk mendorong hasil-hasil produksi tanaman perkebunan di 
Indonesia. Masyarakat dipaksa untuk bekerja kepada Pemerintah Kolonial Belanda 
tanpa mendapatkan sedikitpun upah, bahkan masyarakat diberikan batas-batas 
waktu bekerja oleh Pemerintah Kolonial Belanda, jadi ketika ada masyarakat yang 
melanggar, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan yang telah dibuat 
oleh Dewan Rakyat bentukan Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu kebijakan 
dari Kerja Rodi ini adalah bekerja secara berturut-turut selama 12 hari dalam waktu 3 
bulan. Atau, dalam Anwar (1990) dinyatakan bahwasanya tuan tanah tidak saja 
memiliki wewenang sebagai pemilik tanah, akan tetapi berhak menggunakan tenaga-
tenaga penduduknya untuk membangun jalan, membersihkan rumput, membajak 
perkebunan, dan lain sebagainya selama 52 hari, atau sehari dalam sepekan. Jadi, 
dalam anggapan Pemerintah Kolonial Belanda, masyarakat masih memiliki haknya 
selama 6 hari dalam sepekan. Anwar (1990) memang ada syarat yang harus 
dipenuhi oleh tuan tanah, yakni memberi makan terhadap pekerja rodi. Akan tetapi 
seringkali nasi yang diberikan berasal dari beras murah seperti beras merah, dan 
bahkan tidak jarang mereka diberikan nasi busuk. Salah satu contoh kerja rodi yang 
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diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda adalah seperti yang terjadi di Toli-Toli. 
Masyarakat diberikan perintah untuk segera menyelesaikan proyek pembukaan jalan 
dan pembangunan jembatan pelabuhan Tanjung Batu yang memiliki panjang 300 
meter. Penerapan lainnya adalah membangun jalan yang menghubungkan Kampung 
Baru dengan kampung Badjongan sepanjang 25 Km, Lingadang menuju Satigi 
sejauh 9 Km, Malala menuju Tinabogang dilanjutkan ke Malambo dan berakhir di 
Lais sepanjang 15 Km. Kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah Kolonial 
Belanda dalam sistem tanam paksa, dijelaskan Effendi (1990) adalah mewajibkan 
setiap desa menanamkan seperlima dari tanahnya dengan berbagai jenis tanaman 
ekspor. 
Pemerintah Kolonial Belanda melakukan eksploitasi secara besar-besaran 
yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Pembangunan jalan di luar 
jawa atau pembangunan rel kereta api di jawa, merupakan sarana untuk 
melancarkan arus perekonomian mereka. Adanya mobilitas ekonomi yang cepat, 
membuat Pemerintah Kolonial Belanda mampu mengirimkan komoditas dari satu 
daerah ke daerah lain, atau dari daerah terpencil ke pusat kota, dapat dilakukan 
dengan mudah. Cara-cara yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda adalah 
strategi politik ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda dalam meningkatkan 
perekonomiannya.  
Cara yang digunakan Pemerintah Kolonial Belanda tidaklah menggunakan 
cara yang baik, melainkan cara yang menyengsarakan masyarakat untuk memenuhi 
kepentingan mereka. Oleh karenanya Sarikat Islam selalu melakukan usaha agar 
Pemerintah Kolonial Belanda menghapuskan kerja rodi. Sarikat Islam selalu 
mendengungkan propaganda-propaganda untuk melawan penindasan Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Setelah propaganda yang dilakukan Sarikat Islam, sebagian besar 
masyarakat masuk ke dalam kelompok Sarikat Islam. Oleh karenanya, ketika Sarikat 
Islam melakukan pernyataan sikap untuk menolak adanya kerja rodi maka langsung 
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mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Dapat dipahami bahwasanya isu 
dan propaganda yang beredar di masyarakat mengenai isu pencabutan Kerja Rodi, 
merupakan peran dari aktivis Sarikat Islam. 
Bahkan dalam suatu pertemuan yang dilakukan oleh Sarikat Islam, Vilosa 
(2009) menyampaikan bahwasanya terdapat pernyataan dari salah satu anggota 
Sarikat Islam yang menyatakan : “Kumpulan kita sekarang sudah kuat, kalau 
pemerintah nanti memerintah apa- apa, saudara sekalian tidak usah menurutnya”. 
Makna dari pernyataan tersebut sangatlah jelas. Sarikat Islam akan melakukan 
penentangan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Namun langkah yang ditempuh Sarikat Islam tidaklah melalui kekerasan, namun 
melalui diskusi dengan Dewan Rakyat. Sikap ini bukanlah sikap takut dari Sarikat 
Islam, akan tetapi menunjukkan intelektualitas dari organisasi tersebut. 
Penentangan terhadap kebijakan kerja rodi sudah sejak lama ditentang oleh 
Sarikat Islam. Namun mereka masih mengumpulkan anggota dan simpatisan untuk 
melancarkan penentangan ini. Namun demikian, beberapa anggota Sarikat Islam 
yang diikat oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui jabatan struktural seperti Haji 
Ali di Toli-Toli, sebenarnya menolak adanya Kerja Rodi. Akan tetapi karena ikatan 
tersebut begitu kuat, ia tidak mampu melawan Pemerintah Kolonial Belanda, 
sehingga dia masuk secara penuh kedalam kebijakan ini. Hal inilah yang memulai 
adanya krisis ketidakpercayaan masyarakat kepada pimpinan-pimpinan Sarikat 
Islam. Hal tersebut merupakan sebuah citra yang sengaja dibuat Pemerintah 
Kolonial Belanda agar pemimpin Sarikat Islam tidak lagi dihormati, pemimpin Sarikat 
Islam merupakan orang yang tergila pada jabatan, dan lain sebagainya. Akibat dari 
kekecewaan tersebut, Sarikat Islam tidak dapat melakukan penekanan lebih kepada 
Pemerintah Kolonial Belanda meskipun semangat anggota dan simpatisan Sarikat 
Islam sedang meninggi. 
Kondisi yang terjadi di Toli-Toli merupakan kondisi yang cukup 
memprihatinkan bagi Sarikat Islam secara meluas. Sebelum datangnya Abdul Muis 
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ke Toli-Toli untuk melakukan konsolidasi dengan Sarikat Islam lokal, dia sudah 
mengetahui bahwa kondisi Sarikat Islam di Toli-Toli sedang mengalami krisis 
kepercayaan terhadap pemimpinnya karena terjadinya perubahan sikap yang terjadi 
pada pemimpin Sarikat Islam sebelumnya, yakni Haji Ali. Padahal, Haji Ali bukanlah 
orang yang demikian, kondisi yang memaksanya untuk melakukannya. Pemerintah 
Kolonial Belanda yang melihat bagaimana berpengaruhnya Haji Ali ketika memimpin 
Sarikat Islam di Toli-Toli, menjadi sebab dari rencana adu domba yang dilakukan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah diangkat menjadi raja Toli-Toli, Haji Ali tidak 
dapat melakukan apapun kecuali mengikuti kebijakan yang telah dibuat Pemerintah 
Kolonial Belanda. Meskipun demikian, Sarikat Islam di tingkat lokal, terus 
mendapatkan pantauan dari Sarikat Islam pusat agar dapat memberikan manfaat 
yang lebih kepada masyarakat. 
Menurut Yuliati (2000:124) dalam Muryanti (2010) dijelaskan bahwa 
pengaruh Sarikat Islam juga mampu dirasakan oleh anggota Sarikat Islam cabang 
Semarang. Pada tanggal 23 Desember 1917 Sarikat Islam mengadakan rapat 
anggota untuk membahas keluhan masyarakat yang tinggal diatas tanah-tanah 
partikelir. Tuan tanah melakukan penindasan terhadap masyarakat yang tinggal 
diatas tanah mereka. Dalam (Sinar Djawa 24 Desember 1917) dalam Muryanti 
(2010) disebutkan contoh penindasan tersebut, yakni : 
Penduduk yang tinggal di daerah daerah partikelir milik Oie Tiong Ham yang 
terletak di kampung kampung : Bodjong Pedjambon, Lemah Gempal, Boeloe 
Setalan, Bodjong Setalan, Bodjong Salaman, Tjabian dan Perceel Semongan di 
kenakan uang sewa sebesar f. 0,50 sampai f. 2 per bulan. Selain biaya sewa tanah 
penduduk bumiputera diwajibkan satu bulan sekali jaga gedung, satu bulan sekali 
gugur gunung dan satu tahun sekali membayar kerikil untuk membuat jalan-jalan. 
Jika dibandingkan dengan tanah pemerintah yang besar sewanya hanya f. 0,25, 
maka sewa tanah partikelir dirasakan penduduk terlalu berat.  
Keluhan tersebut ditanggapi serius oleh Sarikat Islam Islam sehingga mereka 
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bekerja keras untuk memperjuangkan agar tanah partikelir dibeli oleh pemerintah. 
Keberhasilan Sarikat Islam terlihat ketika pemerintah membeli tanah tersebut, dan 
menyewakannya kepada masyarakat dengan harga murah. Keluhan yang ditanggapi 
Sarikat Islam tidak hanya di Semarang saja, akan tetapi juga terjadi di daerah 
lainnya, salah satunya adalah Bekasi. Dalam Anwar (1990), dijelaskan bahwasanya 
ketika masyarakat menjadi jajahan dari penindasan hak tanah oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat 
dalam bidang ekonomi, dengan masuknya Sarikat Islam keluhan tersebut dapat 
tersalurkan secara kolektif. Sebelumnya, dalam Anwar (1990), masyarakat 
sebenarnya sudah mempunyai wadah untuk menyalurkan keluhannya kepada 
wedana, akan tetapi keluhan terebut selalu gagal karena wedana terikat dengan tuan 
tanah yang selalu membagikan hasil keuntungannya kepada wedana. Akhirnya 
dengan terpaksa wedana harus berpihak kepada tuan tanah, dan permasalahan 
belum selesai sebelum Sarikat Islam datang.  
Peran Sarikat Islam terasa bagi masyarakat karena akhirnya masyarakat 
mulai melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda yang telah 
merampas hak ekonomi masyarakat. Bahkan masyarakat berusaha mengembalikan 
kembali kejayaan ekonomi dengan mendirikan koperasi, menyimpan uang, dan 
menggalakkan perlawanan atas penindasan Pemerintah Kolonial Belanda seperti 
kebijakan kerja rodi. 
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BAB VI 
RUNTUHNYA PEREKONOMIAN SARIKAT ISLAM 
6.1 Masuknya Sosialisme Barat 
Sulistiyono (2011), mengatakan bahwasanya ketika Pemerintah Kolonial 
Belanda mengendalikan perpolitikan dan perekonomian di Indonesia, posisi dan 
peranan masyarakat Indonesia dipinggirkan oleh kaum kolonialis. Pemerintah 
Kolonial Belanda melakukan berbagai macam cara agar mereka bisa menguasai 
kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, mereka menerapkan hukum yang tidak 
berpihak kepada masyarakat, melakukan intimidasi kepada masyarakat demi 
mempertahankan kekuatan ekonominya, serta melakukan perpolitikan adu domba 
agar mengurangi keterlibatan dalam perlawanan secara fisik dengan masyarakat 
Indonesia. Dalam bidang hukum, mereka menciptakan tata hukum tertentu yang 
seolah-olah hukum tersebut adalah hukum yang memiliki dasar legalitas paling dasar 
dan wajib dipatuhi. 
Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menekan 
Sarikat Islam. Salah satunya adalah melakukan tekanan terhadap orang pribumi 
yang menjadi pegawai pemerintah, termasuk Muhammad Joesoep agar tidak 
memasuki Sarikat Islam. Namun, tekanan tersebut tidak membuahkan hasil, 
Muhammad Joesoep dan beberapa orang lainnya masih tetap berada di Sarikat 
Islam. Muhammad Joesoep masih aktif sebagai pimpinan Sarikat Islam cabang 
Semarang, bahkan tidak lama kemudian diangkat sebagai pengurus pusat Central 
Sarikat Islam di Solo. Oemar (1994:151), dalam Muryanti (2010), mengatakan bahwa 
seiring dengan berkembangnya faham komunis, Muhammad Joesoep kehilangan 
pengaruhnya di dalam Sarekat Islam cabang Semarang. Pemerintah Kolonial 
Belanda semakin membuat keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Dalam 
Muryanti (2010), Pemerintah Kolonial Belanda membuat tekanan-tekanan tidak 
resmi kepada pegawai-pegawai pemerintahan agar tidak masuk Sarikat Islam. 
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Sementara itu, sikap-sikap radikal yang ditunjukkan oleh anggota Sarikat 
Islam merupakan pengaruh paham sosialis revolusioner yang dibawa oleh H.J.F.M 
Sneevliet kedalam Sarikat Islam. Disini, Sneevliet tidaklah bekerja sendirian. Dia 
mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kolonial Belanda. Campur tangannya 
Pemerintah Kolonial Belanda dalam hancurnya Sarikat Islam, membuat hancurnya 
organisasi ini benar-benar terorganisir. Bahkan, kehancuran Sarikat Islam meluas 
secara nasional. Tidak hanya terjadi di tanah jawa saja, akan tetapi juga terjadi di 
seluruh wilayah Nusantara Indonesia. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat yang 
mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh masuk dan tersebarnya paham 
komunis yang dibawa oleh Haji Datuk Batuah pada tahun 1923. 
Noer (1982 : 57) dalam Ba’in (2011) menuliskan bahwasanya ajaran komunis 
tersebar di kalangan pelajar Sumatera Thawalib. Padahal, lembaga ini merupakan 
lembaga yang khusus dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam, yakni Sarikat Islam. 
Datuk Batuah merupakan salah satu pengajar di Sumatera Thawalib, namun karena 
masuknya pengaruh komunis yang dibawa oleh Sneevliet membuat organisasi 
pembaharu Islam menjadi sarang berkembangnya komunis. Posisinya sebagai 
seorang pengajar tersebut memudahkannya untuk menanamkan, memperluas dan 
menyebarkan ajaran komunis.  
Beberapa muridnya yang terpengaruh pemikiran komunisme Datuk Batuah 
dan bergabung dengan Datuk Batuah untuk mendirikan Pusat Komunisme Islam. 
Ba’in (2011) menyampaikan bahwa komunisme menggunakan media massa seperti 
media penerbitan koran harian Pemandangan Islam dan Harian Djago untuk 
menyebarkan ideologisnya. Cara-cara yang dilakukan Datuk Batuah dan para 
muridnya merupakan cara yang dilakukan oleh Sarikat Islam dalam menyebarkan 
pembaharuan ajaran Islam di Sumatera Barat.  
Cara lain yang dilakukan Datuk Batuah bersama murid-muridnya adalah 
mendirikan forum diskusi yang dinamakana Klub Debat Internasional. Sebuah forum 
diskusi yang didirikan untuk bertukar fikiran ini diikuti oleh pelajar-pelajar dan guru-
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guru muda Sumatera Thawalib. Tentu saja pemikiran komunis yang disisipkan oleh 
Datuk Batuah tidak terasa karena ide-ide yang disampaikan hampir sama dengan 
Sarikat Islam, yakni berjuang melawan Pemerintah Kolonial Belanda dan menentang 
adanya kemiskinan. Tentu saja pemikiran ini merupakan pemikiran yang mudah 
sekali disampaikan kepada pelajar ataupun guru muda, karena mereka tidak akan 
tersadar ketika pemikiran komunis telah mempengaruhi pola pikir mereka. 
Kondisi yang terjadi di Sumatera Barat, merupakan contoh perpolitikan yang 
dilakukan oleh komunis. Paham-paham tersebut secara langsung merusak Sarikat 
Islam dari dalam maupun dari luar. Terlebih paham yang dimasukkan adalah paham 
yang sangat mirip dengan paham Sarikat Islam. Paham komunis yang masuk 
kedalam tubuh umat Islam dengan mempengaruhi pelajar dan guru muda tersebut 
ternyata berpengaruh besar dalam bidang politik di Indonesia, khususnya di 
Sumatera Barat. Hal tersebut dikarenakan setelah pelajar lulus dari Sumatera 
Thawalib, dan membawa pengaruh komunis dalam aplikasi metode pengajarannya, 
atau pengajarkan kembali apa yang pernah didapatkannya akan membuat komunis 
mudah untuk menyebar. Penyebaran aplikasi ini sering terjadi di kampung halaman 
mereka masing-masing, dan mereka menyebarkan ideologi komunis dengan mudah 
kepada para petani. Inilah yang menjadi faktor cepatnya komunis tersebar di 
Indonesia.  
Komunis tidak hanya menyerang pemikiran pemuda yang tergabung dalam 
kelompok pembaharuan Islam, akan tetapi juga melakukan propaganda terhadap 
para buruh perkebunan, pedagang dan pegawai jawatan kereta api. Bahkan, dalam 
propagandanya, orang-orang komunis tidak segan-segan memberikan iming-iminig 
kepada masyarakat tentang ramalan ratu adil. Bahkan, mereka tidak segan-segan 
menafsirkan Al-Quran sesuka hati mereka serta menggunakan hadits-hadits 
Rasulullah Saw hanya untuk mengambil hati rakyat. Schrieke (1960 : 155) dalam 
Ba’in (2011) menyebutkan bahwasanya masyarakat yang sudah faham dengan 
ajaran komunis, akan dapat menebaknya dengan menyebut bahwa ajaran tersebut 
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adalah “Ilmu Komunis”. Orang-orang yang menyebarkan ajaran komunis sangat 
susah ditebak karena mereka menyatukan ajaran Islam dengan ide anti penjajahan 
Pemerintah Kolonial Belanda, anti imperialism serta kapitalisme. 
 
6.2 Strategi Komunis 
Kebencian masyarakat yang sudah menumpuk terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda tanpa mereka sadari disalurkan melalui orang-orang komunis karena 
keterpikatan mereka atas ajaran ini. Rupanya propaganda yang dijalankan komunis 
berjalan dengan lancar dikarenakan mereka juga menjanjikan kehidupan yang lebih 
baik di masa yang akan datang. Komunis mempropagandakan bahwasanya 
penjajahan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda hanya bisa dihapuskan 
dengan kemerdekaan, sementara kemerdekaan hanya bisa diraih dengan cara yang 
telah dirancang oleh orang-orang komunis. 
Krisis sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia merupakan 
salah satu lahan subur bagi pertumbuhan ideologi komunis. Mereka memanfaatkan 
momentum tersebut untuk menyebarkan ideologismenya. Harian Sinar Harapan 
(1975) dalam Ba’in (2011) menyampaikan bahwa dalam kondisi dan situasi itulah 
komunis melakukan berbagai tindakan eksploitasi untuk kepentingan politiknya, 
terutama dalam menggalang kekuatan. 
Komunis mendekati rakyat dengan cara persuasif, yakni mempengaruhi 
rakyat melalui media massa, mengadakan kursus-kursus, menyebarkan selebaran, 
pamphlet, hingga mengadakan tindakan intimidasi dan agitasi di kepada rakyat. 
Segala taktik dilakukan oleh orang-orang komunis baik secara sembunyi-sembunyi 
ataupun terang-terangan. 
Kegelisahan masyarakat tentang kemerdekaan rupanya dimanfaatkan penuh 
oleh komunis dengan memberikan iming-iming pembebasan. Mereka dihasut untuk 
melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan, untuk 
melancarkan propagandanya, komunis rela mengorbankan nama komunisme atau 
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simbol-simbol komunisme, untuk menyusup ke dalam masyarakat ataupun 
organisasi Sarikat Islam. Tentu saja hal tersebut mereka lakukan hanya untuk 
mencapai tujuan mereka tanpa peduli dengan cara yang ditempuh. Hal tersebut 
sama terjadi dengan Sarikat Islam di Semarang, atau bahkan masuknya komunis di 
lembaga pendidikan di Sumatera Barat. 
Djaelani (2000) menuliskan bahwasanya tampilnya H.O.S Cokroaminoto, 
Agus Salim dalam SI mempercepat berkembangnya SI, hampir di seluruh nusantara. 
Akan tetapi laju kencang yang dialami Sarikat Islam dihalau dengan hadirnya 
organisasi Indische Social Democratisch Vereeniging (ISDV) beraliran Marxis-
komunis, yang dipimpin H.J.F.M. Sneevleit dan A. Bars pada tahun 1914 menjadi 
malapetaka sebab ISDV telah berhasil menyusupkan kader-kadernya seperti 
Darsono menjadi pengurus SI Semarang dan Semaun menjadi pengurus SI 
Surabaya. Cara ini merupakan ajaran Lenin seperti yang dituliskan dalam Ebenstein 
(2014 : 42) yakni anjuran kepada kaum komunis yang seharusnya melakukan 
kegiatan dibawah tanah sekapipun ditempat parta-Partai Komunis Hindia yang sah 
diperbolehkan. Bahkan lenin jug amenganjurkan bahwa mereka seharusnya bekerja 
melalui organisasi-organisasi di sekitarnya serta senantiasa mengubah nama dan 
petugas-petugas organisasi namun yang perlu mereka ingat adalah tujuan terakhir 
adalah perebutan kekuasaan secara revolusioner. Penyusupan kader tersebut 
terencana dengan rapi, Ebenstein (2014 : 43) menjelaskan bahwa komunis melatih 
calon mata-mata, tukang sabotase, dan agen-agen untuk kegiatan yang 
berhubungan dengan tugas dinas rahasia di luar dan di dalam negeri.   
Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menghancurkan Sarikat Islam dari 
eksternal, namun belum berhasil, terbukti pemberontakan-pemberontakan secara 
perselisihan ekonomi yang diciptakan Pemerintah Kolonial Belanda tidak 
menghasilkan apapun kecuali perekonomian Sarikat Islam semakin kuat. Akhirnya, 
Pemerintah Kolonial Belanda mencari jalan melalui perpecahan internal Sarikat 
Islam. Pemerintah Kolonial Belanda membuat sebuah rencana jangka panjang 
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dengan menghadirkan H.J.F.M Sneevliet ke Indonesia pada tahun 1913, yang 
kemudian pada tahun 1914 mendirikan ISDV (Indische Sociaal Democratische 
Vereeniging) di Surabaya. Selain itu, Sneevliet juga aktif menjadi editor De 
Volharding, yang merupakan surat kabar berbahasa Belanda di Semarang, yang 
merupakan salah satu cabang dari Vereniging Spoor en Tramweg-Personeel 
(VSTP). Selama menempuh karir di VSTP, Sneevliet melihat ada salah satu 
kekurangan dari VSTP, yakni hanya diisi oleh orang-orang Eropa. Akhirnya ia 
menyarankan agar memasukkan pelajar-pelajar lokal sebagai pegawai di VSTP. 
Masuknya pelajar-pelajar lokal dari Semarang kedalam VSTP merupakan 
kesempatan besar bagi Sneevliet untuk menyebarkan paham komunisnya. Selain 
itu, diantara mereka adalah orang-orang yang tergolong di dalam Sarikat Islam. 
Ajaran Sneevliet yang mengajarkan agar melakukan penentangan terhadap 
kemiskinan, menjadi latar belakang Semaoen tertarik menjadi aktivis VSTP. 
Masuknya paham sosialis revolusioner yang dibawa oleh H.J.F.M Sneevliet 
dalam perekonomian dan perpolitikan di Indonesia berdampak secara langsung 
terhadap Sarikat Islam. Pasalnya, sejak Sneevliet mengatur VSTP di Semarang, 
pemikirannya mulai memasuki pemuda-pemuda Sarikat Islam, akibatnya beberapa 
anggota Sarikat Islam cabang Semarang semakin bersifat radikal. 
 
6.3 Strategi Menghadapi Komunis 
Oleh karenanya, perlu ditingkatkan kewaspadaan akan bahaya komunisme 
yang masuk ke dalam lembaga-lembaga atau organisasi Islam hanya untuk 
menghancurkan pemikiran Islam dan menggantikannya dengan komunisme. Situasi 
inilah yang terjadi dengan Sarikat Islam, mereka disusupi orang-orang komunis 
dengan berbagai macam kondisi dan situasi, salah satunya adalah kesamaan tujuan. 
Oleh karenanya, Sarikat Islam harus mengantisipasi semaksimal mungkin agar 
komunisme tidak masuk ke dalam tubuh Sarikat Islam bahkan harus meniadakan 
kemungkinan-kemungkinan yang menjadi masuknya komunisme. 
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Mintz (2002 : 33) menuliskan strategi yang dlakukan dalam menghadapi 
berkembangnya komunisme di dalam Sarikat Islam, diantaranya : 
1. Menekankan peran agama dalam setiap gerakan organisasi. 
2. Menghargai pentingnya isu agama. 
3. Memanfaatkan sikap atheis musuh 
Strategi yang dilakukan Sarikat Islam merupakan cara mengatasi agar PKI 
tidak berkembang pesat bahkan dihilangkan dari Sarikat Islam. Mintz (2002 : 34) 
menambahkan bahwa strategi tersebut akhirnya berhasil dalam memberikan jarak 
antara PKI dengan pimpinan Sarikat Islam. Meskipun Sarikat Islam sudah 
kehilangan banyak anggotanya, akan tetapi daya tarik agama yang ditekankan 
dalam organisasi ini tetap saja menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. 
Bahkan sikap PKI terhadap agama yang cenderung  atheis ternyata menjadi 
penyebab utama teralienasinya sejumlah besar dukungan massa yang oleh orang-
orang komunis tadinya diharapkan bisa mereka peroleh dengan memanfaatkan 
Sarikat Islam. 
Kewaspadaan terhadap komunisme pada awal abad kedua puluh perlu 
ditingkatkan oleh Sarikat Islam karena masuknya mereka sangat lembut bahkan 
tidak dapat disangka-sangka arah kedatagannya. Kewaspadaan terhadap komunis 
perlu ditanamkan sejak awal, sehingga antisipasi Sarikat Islam terhadap 
berkembangnya paham komunisme bisa diminimalisir. Berbahayanya komunisme 
tidak hanya karena pemikirannya, akan tetapi juga anggotanya yang tidak mengenal 
putus asa dalam mengajak orang untuk masuk ke dalam pemikirannya. 
 
6.4 Perkembangan Ekonomi Masyarakat 
Pada awal abad kedua puluh, mayoritas penduduk pribumi 
bermatapencaharian dalam bidang pertanian, perkebunan, kerajinan, dan industri 
kecil rumah tangga lainnya. Mata pencaharian tersebut berkembang dengan dan 
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akhirnya mampu menarik minat Pemerintah Kolonial Belanda untuk merebut 
perekonomian masyarakat Indonesia secara total. 
Salah satu tempat yang menjadi sentra perekonomian masyarakat pribumi 
adalah Semarang. Tercatat dalam Yuliati (2010) bahwa kota Semarang merupakan 
pusat kerajian seperti kerajinan batik, pembuatan pewarna batik, pembuatan alat-alat 
rumah tangga dari logam, kerajinan kulit, pembuatan pakaian, gamelan dan gerobak. 
Berkembangnya pusat industri kerajinan di Semarang dapat dilihat dari 
laporan Pemerintah Kolonial Belanda tentang keberadaan industri-industri di 
berbagai wilayah di Jawa pada awal abad kedua puluh. Data terkait jumlah industri 
kerajinan di Semarang, dapat dilihat dalam Yuliati (2010) yang dijabarkan berupa 
tabel. 
Tabel 6.1 Jumlah Industri Kerajinan Batik dan Jumlah Tenaga Kerja 
Tahun Jumlah 
Industri 
Jumlah tenaga kerja 
Ahli Pria Ahli Wanita Kuli Pria Kuli Wanita 
1919 25 58 - 8 168 
1925 107 268 223 75 242 
Sumber: Koloniaal Verslag 1919 dan 1925 dalam Yuliati (2010)  
Peningkatan pada tahun 1919-1925 merupakan salah satu peningkatan yang 
cukup pesat pada industri kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwasanya 
krisis ekonomi yang terjadi setelah Perang Dunia I membuat masyarakat Indonesia 
tidak lagi disuplai secara besar-besaran oleh Pemerintah Kolonial Belanda sehingga 
mereka harus memenuhi kebutuhan sandang dengan cara membatik. 
 
6.5 Perubahan Kepemimpinan Sarikat Islam 
Muryanti (2010) menuliskan bahwa pada tanggal 6 Mei 1917 Sarekat Islam 
Semarang mengalami perubahan pengurus dengan Semaoen sebagai ketua Sarekat 
Islam Semarang. Pergantian kepengurusan Sarikat Islam cabang Semarang 
merupakan salah satu cabang dari runtuhnya Sarikat Islam yang berpangkal dari 
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pemikiran Sneevliet. Dalam Purwoko (1988) dijelaskan bahwasanya Sarikat Islam 
cabang Semarang bergeser ke arah kiri, hal tersebut dilihat dari keinginan Semaoen, 
untuk melakukan aksi proletar dan mengurangi aksiislam sebagai anggota pembawa 
kemajuan. Menanggapi hal tersebut, dalam Neratja 1 Oktober 1917, dalam Suradi 
(1989), Salim menginginkan dikeluarkannya orang-orang yang berideologi sosialis 
dari Sarikat Islam, menurut Salim : 
Adalah suatu kaum yang harus kita jauhkan daripada pergerakan kita, suatu 
kaum yang hendak menerbitkan perceraian antara bangsa kita, atas ‘kaum 
pekerja’ dengan ‘kaum bermodal’. Kaum itu ialah kaumnya yang ingin 
membatalkan hak milik, yang memakai nama ‘Socialist’ yang dibangunkan 
dan dikembangkan dalam negeri ini oleh tuan-tuan Sneevliet, Baars dan lain-
lain. 
Diangkatnya Semaoen sebagai ketua Sarikat Islam Semarang, kondisi 
internal Sarikat Islam mulai berubah. Purwoko (1988), dalam tahun ketika Semaoen 
menjabat sebagai wakil Sarikat Islam cabang Semarang, ia banyak menentang sikap 
pengurus besar Sarikat Islam di kongres yang diselenggarakan di Bandung. Dia 
melakukan perlawanan dengan membawa isu-isu sosialisme, yang akhirnya 
berdampak pada pengaruhnya terhadap anggota-anggota lainnya. Meskipun isu 
yang dibawa Semaoen atas didikan Sneevliet adalah atas dasar kepentingan kaum 
buruh dan tani, akan tetapi sebenarnya hanyalah dasar untuk menyebarkan 
pemikirannya dan agar mudah diterima masyarakat. Disisi lain, kedekatan antara 
Sneevliet dengan Pemerintah Kolonial Belanda tidaklah bisa dinafikan. Kedatangan 
Sneevliet yang direncakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda bertahun-tahun 
sebelumnya, merupakan rencana pokok untuk menghancurkan Sarikat Islam. 
Menurut Gie (2005 : 10) dalam Muryanti (2010), perubahan ini juga mempunyai arti 
yang sangat penting bagi sejarah modern Indonesia karena dari perubahan ini 
kemudian lahir gerakan kaum Marxis pertama di Indonesia. 
Sumarsono (2007) menjelaskan bagaimana Sneevliet menjadi tokoh yang 
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berhasil menyebarkan pemikiran sosialismenya, pada dasarnya bukan karena 
kualitas pribadinya melainkan akibat pengertiaannya atas pembelajaran komunis dan 
cara mengorganisir kaum buruh dan kepemimpinan organisasi kelas buruh yang 
menyebabkan pengaruh yang kuat dikalangan para pekerja bumiputera di 
Semarang. Ibarat pepatah bilang bahwasanya pengalaman adalah guru yang paling 
baik. Begitu pula Sneevliet, dalam Sumarsono (2007) juga dijelaskan bahwasanya 
keberhasilan Sneevliet tidak terlepas dari pengalamannya dalam gerakan buruh 
yang termaju dan terorganisir di Eropa barat penting sekali. Ide-ide dan pengalaman 
tersebut dibarengi dengan gerakan kaum buruh Indonesia yang mulai bangkit 
membuat potensi menyebarnya pemikiran sosialis semakin besar. Sumarsono 
(2007) menambahkan jika ada sesuatu yang dapat mengilustrasikan potensi 
Marxisme, hal itu adalah pertumbuhan spektakuler ideologi Marxis, dan 
keinginannya kaum buruh memeluk pengertian dan senjata politis ini. 
Makna penting bagi sejarah modern Indonesia yang dapat diambil dalam 
bidang ekonomi adalah kesediaan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menyiapkan 
rencana penghancuran terhadap Sarikat Islam meskipun harus mendatangkan orang 
yang memiliki perbedaan ideologis dengan mereka. Akan tetapi dalam kepentingan 
ekonomi, tidak ada perbedaan golongan, yang ada kesamaan kepentingan. 
Setelah Semaoen diangkat sebagai ketua Sarikat Islam yang secara 
langsung menjadi salah satu pengurus dalam Sarikat Islam pusat, maka Sneevliet 
tidak tinggal diam. Ia terus melakukan doktrinasi terhadap Semaoen agar memerangi 
pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan komunisme. Akhirnya, Semaoen 
melancarkan kritik-kritik pedas terhadap pemimpin-pemimpin Sarikat Islam pusat 
lainnya. 
 
6.6 Strategi Dalam Volksraad 
Semaoen melakukan kritikan terhadap penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda karena hati nurani sebagai seorang warga pribumi masih tetap ada. Akan 
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tetapi, dalam Suradi (1989), ketika terjadi perundingan dalam internal Sarikat Islam, 
ketika didiskusikan dalam rapat bahwasanya Sarikat Islam harus menaruh orang-
orang di Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad), ternyata Semaoen menolaknya. 
Tentu saja penolakan tersebut merupakan penolakan karena dasar kepentingan 
politik antara Semaoen dan Darsono dengan gurunya, yakni Sneevliet. Kekhawatiran 
Semaoen adalah ketika Sarikat Islam masuk ke dalam parlemen, otomatis kebijakan-
kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda akan dipengaruhi pemikiran Sarikat Islam. 
Kepentingan dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini memang beragam, jika kita 
mengamati, maka akan diambil kesimpulan bahwa kepentingan Sarikat Islam adalah 
untuk menyejahterakan masyarakat, kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda 
adalah untuk mengambil hati pemimpin masyarakat, dan kepentingan komunis 
adalah menguasai pemerintahan. 
Pada saat itu, Volksraad merupakan salah satu alternatif dari Pemerintah 
Kolonial Belanda untuk meredam pergerakan nasional dengan diberikan sebuah 
wadah. Suradi (1989) menyampaikan bahwasanya Volksraad yang diresmikan 
tersebut bukanlah parlemen dalam arti yang sesungguhnya sebagai suatu badan 
legislative (pembuat undang-undang). Bahkan Menteri jajahan Pleyte dalam Suradi 
(1989) menjelaskan bahwa kekuasaaan Volksraad yang pertama itu hanya memberi 
nasihat saja. Permintaan nasihat tersebut dilakukan atau tidak, tergantung dari 
Gubernus Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda. Selain itu, dalam Suradi (1989), 
nasihat yang disampaikan oleh Volksraad kepada Gubernur Jenderal Pemerintah 
Kolonial Belanda hanyalah sebatas anggaran dan perhitungan. 
Pleyte dalam Suradi (1989) menjelaskan kedudukan Volksraad, yakni : 
Pekerjaan membuat undang-undang, yang sekarang dilakukan bersama 
antara Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia itu, suatu pekerjaan yang sukar 
sekali akan dilakukan oleh anggota Volksraad yang tersebar di seluruh tanah 
Hindia dan yang hanya boleh mempergunakan sebagian waktunya saja bagi 
pekerjaan Volksraad itu. Sedangkan pekerjaan itu sangat banyak dan lebar, 
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sehingga akan sukar untuk ditangguhkan kepada lid-lid (anggota) karena 
perlu mendapat perhatiannya sepenuh-penuhnya.  
Sebaliknya, menurut Suradi (1989), Volksraad tidak mempunyai hak-hak 
untuk melakukan amandemen (hak untuk merubah undang-undang), hak interpelasi 
(hak untuk meminta keterangan) dan hak angket (hak untuk melakukan 
penyelidikan). Tentu saja dalam hal ini wewenang dari Volksraad sangat terbatas, 
namun disambut baik oleh kaum pergerakan, tidak terkecuali Sarikat Islam. Dalam 
hal ini, Sarikat Islam bertujuan untuk mempelajari strategi terbaru Pemerintah 
Kolonial Belanda dalam bidang perpolitikan. Bahkan dalam melancarkan strateginya 
tersebut, Sarikat Islam tidak terlalu banyak menurunkan anggotanya, hanya dua 
orang petinggi Sarikat Islam yang menjadi anggota Volksraad, yakni H.O.S 
Cokroaminoto dan Abdul Muis. Disisi lain, Suradi (1989) menuliskan bahwasanya 
tujuan anggota-anggota Sarikat Islam dalam partisipasinya di Volksraad tidak lain 
adalah berusaha untuk membantu hak-hak rakyat walaupun mereka mengakui 
sendiri tidak sepenuhnya puas dengan kekuasaan dan wewenang Volksraad. 
Bahkan, Abdul Muis dalam Suradi (1989) menyatakan bahwa Volksraad merupakan 
batu locatan untuk mencapai pendakian ke sidang rakyat sejati. 
 
6.7 Pengaruh Semaoen 
Semaoen terus melakukan perluasan ideologi komunis melalui jaringan-
jaringan kaum buruh dan kaum tani sehingga ia membentuk sentral-sentral Sarekat 
pekerja. Perluasan pemikiran dan massa yang dilakukan oleh Semaoen merupakan 
salah satu cara untuk mempersiapkan massa ketika terjadi pemberontakan dalam 
tubuh Sarikat Islam. Perencanaan ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari rencana 
yang sudah dibuat oleh Sneevliet. 
Perencanaan jangka panjang Sneevliet terjadi ketika Semaoen melalukan 
pemberontakan di internal Sarikat Islam. Semaoen menjadi pengkritik bagi 
pemimpin-pemimpin Sarikat Islam serta ingin melepaskan nilai-nilai keislaman yang 
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menjadi dasar Sarikat Islam. Pertentangan Semaoen juga terjadi ketika Sarikat Islam 
Semarang terbagi menjadi dua, yakni kubu Semaoen dan Abdul Muis. Abdul Muis 
mengeluarkan pendapatnya tentang kubu Sarikat Islam Semarang yang dipimpin 
oleh Semaoen. Muis dalam Santoso (1988) mensinyalir segala aksi yang dilakukan 
oleh Sarikat Islam semarang didalangi oleh Sneevliet, yang oleh Abdul Muis 
digambarkan sebagai Begawan Dorna (seorang tokoh pewayangan dengan tabiat 
penghasut) bahkan nasihat Muis untuk Semaoen adalah, “Saya merasa sayang bagi 
dirinya Tuan Semaoen, masih muda, kejeblos dalam lumpur ISDV”. 
Kontroversi dari bergabungnya Semaoen dalam ISDV juga terjadi ketika 
kongres di Bandung. Dalam Santoso (1988), Abdul Muis berhasil mengungkapkan 
bahwasanya Semaoen melakukan propaganda “Anti Indie Weerbaar” di Bandung. 
Bahkan di rubrik pojok media Sarikat Islam Bandung bernama Kaoem Moeda, 
dituliskan sebuah artikel berjudul “Keok” yang mengeluarkan pernyataan senada 
dengan Muis. Santoso (1988) menuliskan bahwasanya Semaoen merupaka kaki 
tangan ISDV yang akan merusak Sarikat Islam dengan cara membuat Sarikat Islam 
tandingan. 
Dampak dari kedua kubu tersebut adalah perpecahan di dalam tubuh Sarikat 
Islam. Sarikat Islam terpecah menjadi dua kubu, yakni Sarikat Islam putih dan 
Sarikat Islam merah. Muryanti (2010) menuliskan bahwa Sarikat Islam putih 
merupakan Sarikat Islam yang tetap mempertahankan prinsip keagamaan yang 
dipimpin oleh H.O.S Cokroaminoto dan Abdul Muis, sementara Sarikat Islam merah 
merupakan Sarikat Islam yang mempertahankan prinsip komunis yang dipimpin oleh 
Semaoen dan Darsono. Abdul Muis sangat mengecam kelompok-kelompok yang 
telah memecah belah Sarikat Islam. Dalam Suradi (1989) dijelaskan bahwasanya 
Abdul Muis mengecam saudara-saudara di Sarikat Islam Semarang dengan 
pimpinannya yang berasal dari Belanda yakni Sneevliet yang menindas perasaan 
nasionalisme masyarakat Indonesia. Secara jelas Abdul Muis dalam Nasihin (2012 : 
70) mengecam siasat Pemerintah Kolonial Belanda serta berbagai pihak yang 
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berusaha merugikan masyarakat Indonesia. Dalam kecaman tersebut seccara jelas 
yang dimaksud Abdul Muis adalah Sneevliet dan kawan-kawannya yang tergabung 
dalam ISDV. Nasihin (2012 : 70) juga menambahkan bahwasanya mereka bekerja 
untuk memecahkan Sarikat Islam yang pada saat itu merupakan organisasi terbesar 
di bumi putera.    
Bahkan Djaelani (2000) menguraikan penyebab pecahnya Sarikat Islam, 
yakni ketidakmampuan Sarikat Islam di tengah kemajuannya dalam melaksanakan 
semua programnya yang tengah dilakukan aksi intrik memecah belah oleh Darsono 
dan Semaoen, dimulai dari aksi memfitnah dan menuduh pimpinan Sarikat Islam 
menyelewengkan uang organisasi oleh Darsono sampai mosi tidak percaya terhadap 
pimpinan SI yang dilakukan oleh Semaun. Djaelani (2000) menambahkan bahwa 
aksi kader-kader Marxis-Komunis didalam SI semakin marak, setelah ISDV pada 
tanggal 20 Mei 1920 mengganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). 
Posisi Semaoen yang memimpin Sarikat Islam diperkuat dengan masuknya 
dia kedalam ISDV, bahkan terus menyebarkan paham sosialis revolusioner. Muryanti 
(2010) menuliskan bahwa pada tahun 1920, ISDV menerima surat dari Haring, yang 
merupakan nama samaran dari Sneevliet di Shanghai dengan menganjurkan agar 
nama ISDV bergabung di dalam perkumpulan Komunis Internasional (Komintern) 
dengan 21 syarat yang harus dipenuhi, salah satunya berisi keterangan bahwa 
organisasi komunis harus menuliskan dengan terang bahwasanya mereka adalah 
partai komunis dan menambahkan nama negaranya. Suradi (1989) menuliskan 
bahwasanya dalam bulan November 1920, Persarikatan Komunis India berganti 
nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Sementara itu, dalam Suradi (1989), 
sebulan kemudian, yakni pada Desember 1920, PKI memutuskan untuk bergabung 
dengan komintern yang berpusat di Moskow, dan mengambil keputusan untuk 
berpartisipasi dalam Volksraad yang artinya mereka akan terlibat dalam perpolitikan 
pemerintahan. Bahkan Adolf Bars, salah satu pengurus besar PKI, dalam Suradi 
(1989), mengemukakan bahwasanya keuntungan partisipasi PKI dalam Volksraad 
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adalah sebagai wadah propaganda partai, kekebalan hukum, administrasi 
Pemerintah Kolonial Belanda akan dapat ditakhlukkan dan terakhir mereka berharap 
akan posisi PKI akan lebih baik. 
 
6.8 Pembagian Tugas Musuh Sarikat Islam  
Dalam Suradi (1989) dijelaskan bahwasanya keterlibatan PKI dalam 
Volksraad dikarenakan tawaran Pemerintah Kolonial Belanda yang akan 
mengangkat wakil dari PKI untuk Volksraad di periode kedua (1921-1923), akan 
tetapi setelah pemilihan selesai, Pemerintah Kolonial Belanda mengingkari tawaran. 
Kepercayaan PKI terhadap Pemerintah Kolonial Belanda mulai hilang. Suradi (1989) 
menambahkan bahwasanya, hal ini menambah keyakinan PKI akan kemampuan 
sendiri untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan jalan non-kooperasi. 
Suradi (1989) menuliskan dalam surat kabar PKI, Njala, yang terbit di Jakarta dan 
dipimpin Semaoen dan Tan Malaka menilai Volksraad, “dewan-dewan di Indonesia 
ini adalah jauh daripada mewakili rakyat yang sebenarnya, maka tiadalah jalan yang 
lebih baik di dalam perjuangan kita melainkan non-kooperasi”. Bahkan karena 
kepentingan politiknya yang telah diingkari oleh Pemerintah Kolonial Belanda, Tan 
Malaka dalam Suradi (1989) menyatakan bahwasanya Volksraad tidak demokratis 
dan menuntut dihapuskannya dewan rakyat dan dewan-dewan yang lain. inilah 
kondisi perpolitikan yang terjadi pada PKI ketika mereka tidak terlalu dibutuhkan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. PKI sudah cukup banyak membantu untuk memecah 
belah Sarikat Islam, dan kini tinggal strategi Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
menghapuskan PKI.  
Materu (1985:19) dalam Muryanti (2010) menyebutkan bahwasanya ISDV 
terus melakukan usaha untuk mengumpulkan massa dengan cara membagi tugas, 
yakni : 
1. Sneevliet bertugas mendekati serdadu bangsa Belanda. 
2. Brandsteder bertugas mendekati serdadu Angkatan Laut Belanda. 
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3. Baars dan van Burink bertugas mendekati pegawai-pegawai negeri bangsa 
Belanda bagian sipil. 
4. Semaoen, Darsono, Tan Malaka dan Alimin Prawirodirjo bertugas mendekati 
bangsa Indonesia melalui masuknya mereka ke dalam Sarikat Islam.  
Strategi yang dilakukan Sneevliet ini dikenal dengan sebutan “blok di dalam” 
atau “block within”. Strategi ini digunakan untuk meraih dukungan dari massa 
Sarekat Islam. Purwoko (1988) menambahkan bahwasanya block within yang 
dilakukan ini merupakan cara untuk memecahkan Sarikat Islam, yakni dengan 
memasukkan anggota ISDV kedalam Sarikat Islam dan sebaliknya anggota Sarikat 
Islam menjadi anggota ISDV. Dengan demikian, musuh-musuh Sarikat Islam mampu 
membangun sebuah koneksi dan propaganda dengan massa melalui semacam 
perwakilan-perwakilannya yang ada di tubuh partai induk Sarikat Islam. Mereka 
menjadikan anggota ISDV sebagai anggota Sarikat Islam dan juga menjadikan 
anggota Sarikat Islam sebagai anggota ISDV. Mereka memperkuat pengaruhnya 
dengan memanfaatkan kondisi ketidakpuasan buruh perkebunan yang mendapatkan 
upah sangat sedikit, sangat tidak adil padahal harga-harga pokok melambung. Disisi 
lain, Yuliati (2012) menanggapi terkait kenaikan harga barang dikarenakan faktor 
berikut, yakni Pertama, impor barang-barang kebutuhan pokok terhambat ketiadaan 
kapal pengangkut karena sebagian besar kapal Belanda diperluka oleh Inggris untuk 
keperluan perang, kedua, pada tahun 1917, Inggris melarang eksport beras dari 
india dan Singapura ke Hindia Belanda. Dengan demikian, bahan makanan semakin 
menipis sementara harganya semakin naik. Sementara itu, dalam Suradi (1989) 
dinyatakan bahwasanya melalui ISDV, Sneevliet berhasil mempengaruhi kaum 
pergerakan di Semarang yang kelak mempunya peran dalam menyebarkan 
komunisme, diantaranya dalah Semaoen. Suradi (1989) juga menambahkan 
bahwasanya strategi block within yang dilakukan oleh Sneevliet ini tidak hanya 
dilakukan terhadap Sarikat Islam, akan tetapi juga dilakukan infiltrasi terhadap 
perhimpun atau organisasi lainnya. Infiltrasi yang dilakukan Sneevliet terhadap 
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Sarikat Islam, menurut Suradi (1989) cukup berhasil terhadap Sarikat Islam sehingga 
dalam kongres-kongres Sarikat Islam, kelompok revolusioner ISDV yang menjadi 
pucuk pimpinan Sarikat Islam Semarang sering menentang kepemimpinan Sarikat 
Islam pusat dan kebijakan-kebijakannya.  
Santoso (1988) menjelaskan bahwasanya dari sekian banyak Sarikat Islam 
lokal, Sarikat Islam Semarang merupakan salah satu cabang penting karena 
berusaha mengembangkan pusat sayap sosialis dari Sarikat Islam Pusat. Bahkan, 
Sarikat Islam Semarang bisa dikatakan sebagai organisasi yang radikal, hal tersebut 
terjadi ketika pergantian pengurus pada tanggal 6 Mei 1917, keputusan rapat 
tersebut menurunkan ketua Sarikat Islam Semarang yang sedang menjabat, yakni 
Radem Moehammad Joesoef dengan digantikan ketua Sarikat Islam Semarang yang 
baru, yakni Semaoen. Tentu saja pergantian ini merupakan salah satu titik balik 
perubahan Sarikat Islam secara keseluruhan.  
Gie dalam Muryanti (2010) menuliskan bahwasanya pada tanggal 23 Mei 
1920 lahirlah Partai Komunis Hindia. Pada awal tahun 1920an, belum ada istilah 
‘Indonesia’, sehingga mereka menggunakan nama Hindia. Sementara itu, pada 
tanggal 23 Mei tersebut, orang-orang yang tergabung di dalam Sarikat Islam merah 
secara otomatis tergabung ke dalam Partai Komunis Hindia karena mereka merasa 
memiliki tujuan yang sama, yakni menentang penjajahan. Secara tidak langsung, 
mereka tidak sadar bahwasanya yang membawa ideologis komunis pertama kali 
adalah orang yang diperintahkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjadi 
pemecah belah umat Islam di Indonesia, terutama yang berada di Sarikat Islam. 
Muryanti (2010) menuliskan bahwa pada tanggal 2-6 Maret 1921, ketika 
diadakan kongres Sarikat Islam pusat yang kelima, disinggung terkait disiplin 
organisasi, akan tetapi belum diambil keputusan terkait hal tersebut. Sementara 
Amelz dalam Suradi (1989), menuliskan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1921 
diadakan Kongres Luar Biasa yang fokus membahas disiplin organisasi dan akhirnya 
diputuskan dalam disiplin organisasi bahwa tidak boleh ada anggota Sarikat Islam 
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yang tergabung di dalam dua organisasi serta kedua adalah masalah penyusunan 
kembali asas Sarikat Islam. Kebijakan tersebut secara langsung memutuskan bahwa 
Semaoen dikeluarkan dari Sarikat Islam karena memilih untuk tetap bertahan di 
Partai Komunis Hindia. 
Pergeseran perjuangan Sarikat Islam dari berasaskan Islam menuju komunis 
tidak dapat terlepas dari peran Sneevliet dan Semaoen. Kedua orang tersebut 
merupakan tokoh yang memecahbelah Sarikat Islam. Ideologi baru bagi masyrakat 
Indonesia yang mereka bawa beberapa penerapan ideologinya disamakan dengan 
Islam. 
Aktivitas H.J.F.M Sneevliet dituliskan oleh Muryanti (2010) bahwa awalnya 
dia adalah seorang penganut Katolik, kemudian beralih ke ide sosial demokratis 
yang revolusioner. Sementara itu, pengalamannya ketika di Belanda adalah 
memimpin demo pemogokan buruh galangan kapal. Karakter radikal yang dimiliki 
Sneevliet membuatnya susah untuk mendapatkan pekerjaan. Hingga akhirnya 
kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Mereka 
menawarkan kepada Sneevliet untuk merencanakan penghancuran Sarikat Islam. 
Penghancuran Sarikat Islam di Indonesia memang tidak terlepas dari peran 
Sneevliet yang sengaja didatangkan dengan pemikirannya yang memiliki beberapa 
kesamaan dengan Sarikat Islam.  
Tichelman dalam Sumarsono (2007) menjelaskan bahwa Sneevliet memiliki 
cara-cara perjuangan yang harus ditempuh kaum buruh, yaitu : 
1. Sentralisasi pergerakan buruh. 
2. Mempertajam pertentangan kelas, yang berarti massa buruh harus 
melaksanakan perjuangan kelas secepat mungkin. 
3. Perkembangan kapitalisasi ini akan memperkecil jarak antara buruh yang 
terorganisasi dan yang tidak. 
4. Pergerakan yang bermotif politik dan ekonomi harus saling mendekat dan 
saling memperkuat. 
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Sementara dalam Sumarsono (2007), Semaoen memiliki dua cara bagi kelas 
buruh untuk membangun kekuatan, yakni : 
1. Membentuk perkumpulan agar kaum buruh dapat berpengaruh terhadap 
kekuasaan politik; 
2. Membangun koperasi yang bertujuan membagi keuntungan bagi kelas buruh 
dan rakyat kecil lainnya. 
Semaoen merupakan anak didik Sneevliet yang cerdas tersebut berhasil 
menjadi senjata dari internal musuh Sarikat Islam untuk menghancurkan atau 
memecah belah Sarikat Islam. Dalam didikan Sneevliet, Semaoen diambil bukan dari 
kalangan priyayi, namun ia mendapatkan pendidikan dasar yang cukup dengan gaya 
barat. Pada usia yang belia, yakni 13 tahun atau tepatnya pada tahun 1912, dia 
bergabung dengan Saatspoor (SS). Sementara pada tahun 1913, yakni di usia 14 
tahun, dia tergabung di dalam Sarikat Islam. Pada tahun 1914, dia menjadi 
sekretaris Sarikat Islam Surabaya. 
Pada belia itulah Sneevliet melihat potensi besar dari Semaoen. Sneevliet 
menunjukkan kesan sebagai seorang yang memiliki sikap manusiawi yang sangat 
tulus, bahkan dalam Muryanti (2010) Sneevliet mengubah mentalitas Kolonialnya 
tersebut menjadi manusia yang lembut dan peduli terhadap lingkungan agar mampu 
menarik Semaoen. Ketertarikan Semaoen membuatnya belajar menulis dan 
berbicara bahasa Belanda kepada Sneevliet. Ketika Semaoen pindah ke Semarang, 
yakni pada tanggal 1 Juni 1916, dia mendapatkan tugas dari Sneevliet untuk menjadi 
propaganda VSTP, sementara tugas di Sarikat Islam adalah menjadi editor surat 
kabar dalam bahasa melayu. 
Bahkan, setelah setahun mendapatkan tugas dari Sneevliet, dia diangkat 
sebagai komisaris VSTP Semarang pada usia 18 tahun. Namun, tidak lama 
kemudian ketika Pemerintah Kolonial Belanda menganggap bahwasanya tugas 
Sneevliet sudah berakhir, dan keberhasilan dari tugasnya adalah rencana jangka 
panjang melalui masuknya Semaoen kedalam pemikiran komunis, membuat 
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Sneevliet harus pergi dari Indonesia dan melangsungkan propaganda komunis di 
negara-negara lainnya. Priyono (1990 : 2) dalam Muryanti (2010) menyatakan 
bahwa setelah Sneevliet pergi, Semaoen mengambil alih kepemimpinan dalam 
partai VSTP. Sumarsono (2007) menuliskan bahwa munculnya Semaoen dan 
Darsono sebagai pimpinan ISDV, VSTP dan SI Semarang menandakan kelahiran 
aktivis-aktivis sosialis di Hindia Belanda. 
Sementara itu, dalam Muryanti (2010) dijelaskan bahwasanya Sneevliet 
diusir dari indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda karena kegiatan serta 
pemikiran Sneevliet dirasa mengancam eksistensi Pemerintah Kolonial Belanda. 
Marxisme dianggap sebagai paham yang secara langsung menentang adanya 
kapitalisme. Semua yang terjadi pada perpolitikan di Indonesia karena dasar 
ekonomi. Kedatangan Sneevliet ke Indonesia merupakan permintaan Pemerintah 
Kolonial Belanda karena posisi ekonominya terancam oleh eksistensi Sarikat Islam. 
Sementara itu, ketika eksistensi mereka merasa diancam oleh pemikiran sosialis 
Sneevliet, maka Pemerintah Kolonial Belanda tidak terlalu lama memutuskan untuk 
mengusirnya. 
 
6.9 Perlawanan Terhadap Pembelot 
Sulistiyono (2004:29) dalam Muryanti (2010) juga menerangkan bahwasanya 
Abdul Muis sudah menaruh kecurigaan terhadap Sneevliet. Abdul Muis gencar 
melakukan perlawanan terhadap pemikiran Sneevliet dan kawan-kawannya terlebih 
ketika pemikirannya sudah berkembang di Sarikat Islam Semarang. Kecurigaan 
Abdul Muis tidak meleset, tidak lama kemudian muncullah ke permukaan orang-
orang yang mengkhianati organisasi dan tergabung di dalam Sarikat Islam merah. 
Bahkan sejak lama Abdul Muis meragukan komitmen perjuangan yang dilakukan 
oleh Sneevliet. Ternyata memang seperti kenyataannya. Sneevliet dan teman-
temannya hanya berusaha memecah belah Sarikat Islam. Al-Faifi (2010 : 687) 
memberikan penjelasan dalam Ringkasan Fiqh Sunnah bahwasanya ketika 
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hubungan diantara sesama muslim pecah karena terdapat pembelot, pengkhianat 
atau orang-orang munafik, maka wajib hukumnya untuk memerangi mereka hinga 
kembali menuju keadilan dan kedisiplinan.  
Allah Swt Berfirman, “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 
berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan 
itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat : 9)  
Al-Faifi (2010 : 688) menambahkan bahwa Imam Ali pernah memerangi 
kelompok pembelot, Abu Bakar juga pernah memerangi orang-orang yang enggan 
membayar zakat. Meskipun demikian, para fuqaha dalam Al-Faifi (2010 : 688) 
berpendapat bahwa pembelot tidak keluar dari agama Islam karena tindakan 
pembelotan yang mereka lakukan. Oleh karenanya pada masa Rasulullah Saw, 
pembelotan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay tidak ditangkap dan dihukum mati.  
Al-Faifi (2010 : 688) menambahkan bahwasanya seseorang atau kelompok 
dikatakan pembelot jika pada diri mereka terdapat ciri-ciri sebagai berikut ; 
1. Tidak mau taat kepada pemimpin adil yang diwajibkan Allah Swt kepada 
kaum muslimin terhadap para ulil amri. 
2. Pembelotan dilakukan oleh kelompok kuat dimana pemimpin perlu 
mempersiapkan pasukan, harta dan peperangan untuk menangkal 
kelompok tersebut. 
3. Memiliki alasan kuat untuk membelot terhadap kepemimpinan imam. Jika 
tidak memiliki alasan kuat maka tidak disebut pembelot, tapi muharibin 
(kelompok yang memerangi). 
4. Kelompok pembelot memiliki pemimpin yang ditaati sebagai sumber 
kekuatan, sebab tidak ada kekuatan bagi kelompok yang tidak memiliki 
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kepemimpinan.  
Dalam Nawawi (2011 : 695) menegaskan bahwasanya sikap membelot 
merupakan sikap yang diterangkan oleh Rasulullah Saw sebagai salah satu sikap 
kemunafikan. Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah Saw bersabda, 
“Empat hal yang jika kalian memeilikinya maka ia termasuk orang munafik yang 
sebenarnya. Dan barang siapa yang memiliki salah satu ciri orang munafik sampai ia 
meninggalkannya. Yaitu, jika diberi kepercayaan ia mengkhianati, jika berbicara ia 
berbohong, jika berjanji ia melanggarnya, dan jika berbantahan ia berbuat curang.” 
 
6.10 Merebaknya Pemikiran Sosialis Barat 
Dalam perkembangannya, Semaoen semakin terus melakukan propaganda 
dalam internal Sarikat Islam untuk menyebarkan paham sosialis-revolusioner yang 
didapatkannya melalui Sneevliet. Semaoen melakukan penyerangan terhadap 
kongres-kongres Sarikat Islam serta melakukan propaganda melalui pers dan 
penerjunan kader yang telah mendapatkan didikan matang dari Sneevliet ke dalam 
internal Sarikat Islam. Ideologi sosialisme-revolusioner yang dilakukan oleh 
Semaoen juga diikuti oleh pendukung-pendukungnya, sehingga internal Sarikat 
Islam dengan mudah dipecah belah. 
Kehidupan masyarakat Indonesia semakin dimiskinkan dengan adanya 
sistem sewa tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Bahkan untuk 
memenuhi bahan makanan pokok, masyarakat harus mendapatkannya dengan 
harga mahal sehingga tidak dapat terjangkau rakyat kecil. 
Bahkan dalam penataan sanitasi, masyarakat tidak dapat memilihnya karena 
sanitasi ditempat tinggal mereka sangat kumuh, sehingga tidak jarang masyarakat 
terserang berbagai penyakin, dalam Muryanti (2010) disebutkan bahwasanya 
masyarakat terserang wabah penyakit yang tidak pernah menyerang seganas ini 
sebelumnya, diantaranya terjadi wabah Kolera pada tahun 1906, influenza pada 
tahun 1908, dan penyakit ganas lainnya seperti typhus, pes dan malaria. Penyakit 
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tersebut tidak hanya menjadikan masyarakat semakin sengsara, akan tetapi juga 
mengakibatkan kematian. Bahkan, di Semarang wabah tersebut telah membunuh 
25% warga Semarang, yakni sekitar 500.000 orang. Disisi lain, menurut keterangan 
dr. De Vogel dalam Muryanti (2010), orang yang mati sebanyak itu sebagian besar 
disebabkan kelaparan. Bahkan permasalahan yang semakin membuat masyarakat 
sengsara, dalam Yuliati (2012) bahwa setelah Perang Dunia I berakhir, rakyat hidup 
dengan tingkat pendapatan yang sangat minimal, Yeekes menerangkan bahwa 
pendapatan rata-rata pertahun adalah f.197 sedangkan pajak yang harus dibayarkan 
juga sangat besar, sehingga pendapatan rata-rata perbulan adalah f.13. Stevens 
(2004 : 191) menambahkan bahwa bukan hanya biaya perang yang membebani 
pihak Pemerintah Kolonial Belanda namun juga pembangunan jalan-jalan serta jalur-
jalur rel kereta api, perluasan fasilitas pelabuhan dan pembangunan-pembangunan 
lainnya menguras kas negara Hindia Timur.  
Kondisi demikian membuat Sneevliet menemukan celah untuk menanamkan 
pemikiran sosialisme-revolusionernya. Sneevliet berbaur dengan masyarakat agar ia 
mampu melihat kondisi masyarakat secara langsung, dan mencari akal untuk 
mengajak mereka ke dalam pemikirannya. Adanya pemikiran Sneevliet tersebut 
membuat masyarakat akan jauh dari pemikiran murni Sarikat Islam. 
Padahal kita melihat bahwasanya seiring berjalannya waktu, sejarah 
membuktikan bahwasanya baik sosialisme maupun kapitalisme yang dibawa 
Pemerintah Kolonial Belanda masuk ke Indonesia, meskipun mereka pernah merajai 
dunia Fathurrahman (2010) mengungkapkan bahwasanya  kedua sistem tersebut 
memiliki kekeroposan. Fathurrahman (2010) menambahkan bahwasanya sosialisme 
yang muncul pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan semangat kaum 
buruh industri dan buruh tani berdasarkan prinsip solidaritas untuk memperjuangkan 
masyarakat egalitarian dan melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir 
elite, di persimpangan sejarah perjalanannya, semakin menunjukkan arogansi 
hegemoni yang membabi buta. Hak- hak kepemilikan individu dinafikan dengan dalih 
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atas nama kebersamaan sehingga pada akhir riwayatnya, justru menjadi sebuah 
boomerang tersendiri yang menjungkirbalikkan sistem sosialisme ke arah 
kehancuran. 
Muryanti (2010) menuliskan bahwasanya ketika Sneevliet tinggal di 
lingkungan masyarakat kecil secara langsung, dia berbaur dan menjadikan 
rumahnya sebagai perpustakaan umum dan membebaskan masyarakat untuk 
masuk dan membaca koleksi buku sosialismenya. Bahkan, menurut Sulistiyono 
(2004:27) dalam Muryanti (2010) menyatakan bahwa peredaran buku sosialisme 
atau buku-buku kiri sudah meluas di Indonesia, di ISDV sendiri, buku-buku tersebut 
dijual bebas atau hanya sekedar dipinjamkan. Selain itu, dalam Yuliati (2012) 
dijelaskan bahwa komunis melancarkan propagandanya melalui media rapat, pidato-
pidato, surat kabar, novel dan nyanyian. Sumarsono (2007) mengatakan bahwa 
buku, tulisan di surat kabar, majalan dan media cetak lainnya merupakan ekspresi 
kesadaran kelas buruh. 
Estafet cara mengembangkan ideologi sosialis yang juga dilakukan oleh 
Semaoen, dalam Sumarsono (2007), pada tahun 1920, Semoen menulis sebuah 
buku yang khusus ditujukan untuk pergerakan buruh yang berjudul “Penoentoen 
Kaoem Boeroeh”. Buku yang diterbitkan oleh VSTP ini berfungsi sebagai pemandu 
kaum buruh dalam berorganisasi, beberapa sumber kemiskinan yang dihadapi kaum 
buruh di Hindia Belanda serta penjelasan tentang munculnya kapitalisme 
diungkapkan dalam bahasa yang mudah dicerna oleh kaum buruh. 
Yuliati (2012) menambahkan bahwasanya satu media propaganda yang 
efektif untuk menarik perhatian umum adalah kesenian yakni nyanyian karena 
mudah diajarkan, dilakukan bersama-sama, dapat membangkitkan emosi, serta 
bersifat menghibur. Syair nyanyian komunis dituliskan dalam bahasa Jerman yang 
kemudian diterjemahkan sesuai negara masing-masing. Sinar Hindia dalam Yuliati 
(2012) menuliskan bahwasanya penerjemah syair lagu tersebut dalam bahasa 
Melayu adalah Soewardi Suryaningrat. 
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Berikut adalah terjemahan yang dituliskan dalam Yuliati (2012) : 
Bangoenlah bangsa jang terhina! 
Bangoenlah kamoe jang lapar! 
Kehendak jang moelia dalam doenia 
Senantiasa tambah besar 
Lenjaplah adat pikiran toea! 
Hamba rakjat sadar, sadar! 
Doenia telah berganti roepa 
Nafsoelah soedah tersebar! 
Kawan, kawan, hai ingatlah! 
Ajo majoe berperang! 
Serikat Internationale, jalah pertalian orang! 
Negri ditindas, hoekoem berdjoesta 
Jang kaja teroes hidoep seneng 
Orang miskin terisap darahnja 
Tak sekali berhak orang 
Djangan soeka lagi terperintah! 
Ingat akan persamaan 
Wadjib dan hak tiada berpisah 
Hak dan wadjib haroes sepadan 
Kawan, kawan, hai ingatlah! Ajo madjoe berperang! 
Serikat Internationale, jalah pertalian orang. 
Sementara itu, berkembangnya pemikiran sosialisme juga mendapatkan 
dorongan yang begitu kuat dari kemenangan Rusia. Menurut Muryanti (2010), ISDV 
semakin antusias dalam menyebarkan Marxisme dalam politik Indonesia dan Sarikat 
Islam menjadi sasaran utama karena Sarikat Islam merupakan satu-satunya gerakan 
massa terkuat. Yuliati (2012) menuliskan bahwa ISDV terus mencari kesempatan 
untuk meraih simpati masyarakat, salah satunya yakni ketika terjadi kemerosotan 
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kondisi ekonomi rakyat yang akhirnya membuat keputusan untuk me 
Infiltrasi yang dilakukan ISDV terhadap internal Sarikat Islam merupakan 
rencana jangka panjang yang sudah disusun oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
sejak masuknya Sneevliet. Tujuan dari infiltrasi tersebut tidak lebih adalah 
pergerakan massa yang dimiliki Sarikat Islam. Mereka berharap agar mampu 
menguasai atau memecah belah pergerakan massa Sarikat Islam. Dengan 
demikian, perekonomian dan perpolitikan bisa kembali direbut oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda. 
Muryanti (2010) menuliskan bahwa pada tahun 1920, kelompok kiri atau 
sosialis yang ada di dalam ISDV telah berhasil mengadakan pendekatan dengan 
golongan kiri atau sosialis yang ada di Sarikat Islam cabang Semarang, seperti 
Semaoen, Alimin Prawirodirdjo dan Darsono. Ketiga tokoh tersebut merupakan hasil 
dari didikan Sneevliet. Mereka berhasil dibina dengan ideologi Marxisme dalam 
tempo yang relatif singkat. 
Sementara itu, menurut Poesponegoro dan Notosusanto (1993: 199-200) 
dalam Muryanti (2010) ada beberapa hal yang membuat pemikiran-pemikiran 
komunis yang mampu berhasil masuk ke dalam internal Sarikat Islam, diantaranya : 
1. Sarekat Islam pusat sebagai badan koordinasi pusat masih sangat lemah 
kekuasaannya. Tiap-tiap cabang Sarekat Islam bertindak sendiri-sendiri 
secara bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang 
menentukan di dalam Sarekat Islam cabang. 
2. Kondisi kepartaian pada waktu itu memungkinkan orang untuk menjadi 
anggota lebih dari satu partai, karena pada mulanya organisasi-organisasi 
didirikan bukan sebagai partai politik melainkan sebagai suatu organisasi 
guna mendukung berbagai kepentingan sosial budaya dan ekonomi. Di 
kalangan kaum terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk 
memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu 
kepentingannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	201	
Diangkatnya Semaoen menjadi Presiden atau ketua Sarikat Islam cabang 
Semarang menggantikan Raden Sudjono merupakan sebuah keberlanjutan dari 
rencana Sneevliet dengan Pemerintah Kolonial Belanda untuk memecahkan internal 
Sarikat Islam. Muryanti (2010) menjelaskan bahwa perlahan-lahan Semaoen mulai 
mempengaruhi pemimpin Sarikat Islam dan berhasil membawa organisasi ini 
bergeser ke arah sosialis-revolusioner. Puncak dari usaha Semaoen tersebut adalah 
tanggal 19 November 1917 melalui dikuasainya Harian Sinar Hindia milik Sarikat 
Islam cabang Semarang. Muryanti (2010) juga menjelaskan bahwa dibawah kendali 
Semaoen, Sarikat Islam cabang Semarang menjadi organisasi cabang yang susah 
untuk diawasi. Sarikat Islam cabang Semarang seakan-akan menjadi organisasi 
tersendiri dan eksklusif dari Sarikat Islam pusat.  
 
6.11 Perseteruan Kongres Sarikat Islam  
Meskipun Sarikat Islam pusat dan Sarikat Islam cabang Semarang memiliki 
tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan 
tetapi Sarikat Islam cabang Semarang secara terang-terangan menolak adanya 
identitas atau ciri Islam dalam perjuangan mereka. Niel (1984 : 168) dalam Muryanti 
(2010) menyebutkan bahwasanya Sarikat Islam cabang Semarang lebih 
menyerukan aksi revolusioner dan menggunakan fitnah bahwa anggota dan 
pimpinan Sarikat Islam pusat merupakan orang-orang borjuis. 
Dalam kongres nasional Sarikat Islam pusat pertama yang diadakan di 
Bandung pada tahun 1916, belum ada aksi secara terang-terangan untuk melakukan 
penentangan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun demikian, Sarikat 
Islam sudah merencanakan adanya pergerakan politik yang jelas untuk mencapai 
paripurna politik mandiri tanpa campur tangan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Muryanti (2010) menjelaskan bahwasanya arah politik yang dilakukan oleh 
Sarikat Islam merupakan pergerakan politik yang didasarkan oleh undang-undang 
tentang desentralisasi tanggal 23 Juli 1903 yang memuat pernyataan Ratu Belanda, 
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yakni di Hindia Belanda di harapkan di buka kesempatan bagi residensi-residensi 
dan bagian-bagiannya uantuk mengadakan pemerintahan mandiri. 
Sarikat Islam terus melakukan usaha, cara dan strategi untuk mendapatkan 
kekuasaaan pemerintahan sendiri dengan jalan yang benar. Oetoesan Hindia 21 
November 1917 dalam Muryanti (2010) menyatakan sebagai berikut : 
Central Sarekat Islam tiada menjoekai soeatoe bangsa berkoeasa di atas 
bangsa jang lain dan menoentoet daripada keoasa negeri akan memberi 
perlindungan sama rata di atas hak-hak dan kemerdikaannya sekalian pendoedoek 
negeri dengan pertoelongan jang besar oentoek boeat keperloean mentjahari 
kepandaian maoepoen keperloeannya mentjari makan. 
Sementara itu, Kongres nasional Sarikat Islam pusat kedua yang 
diselenggarakan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 21-27 Oktober 1917, pemimpin 
Sarikat Islam pusat mulai melakukan perundingan serius atas ketidakpuasan 
Pemerintah Kolonial Belanda dan menggalang gerakan anti dominasi asing. Fokus 
permasalahan pada pertemuan ini adalah pembahasan tanah partikelir dan 
perkebunan tebu, dewan rakyat, dan nasib buruh. Sementara itu, prinsip Pemerintah 
Kolonial Belanda dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah mendapatkan tenaga 
kerja dan tanah murah. Permasalahan partikelir yang diciptakan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda adalah membenturkan antar elemen masyarakat. Santoso (1988) 
menyatakan bahwasanya segi yang menonjol dalam kehidupan penduduk tanah-
tanah partikelir adalah tidak terdapatnya keharmonisan pedesaan, sehingga sering 
timbul kerusuhan-kerusuhan. Santoso (1988) menambahkan bahwasanya konflik 
tersebut terjadi lama sebelum Sarikat Islam terbentuk. Permasalahan yang 
ditimbulkan biasanya adalah tentang pajak atau cukai yang harus diberikan petani 
yang akhirnya diperselisihkan dengan pejabat-pejabat desa seperti lurah atau 
mandor desa yang notabene merupakan masyarakat pribumi. Santoso (1988) 
menambahkan bahwasanya H.O.S Cokroaminoto dalam rapat umum Sarikat Islam 
di Pemalang menyatakan : 
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Saudara-saudara jangan menurut kemauan bekel (pejabat desa), sebab tidak 
ada peraturan yang bunyinya bekel harus paksa, hal menyewakan tanah 
harus semaunya sendiri, kalau bekel bikin susah, baiklah laporkan di 
kawedanan atau kepatihan. 
Sejalan dengan permasalahan tersebut, masyarakat sangat membutuhkan 
lembaga yang menjamin ketentraman para penghuni tanah partikelir. Lembaga atau 
organisasi yang dipercaya oleh masyarakat untuk membantu permasalahan tersebut 
adalah Sarikat Islam, yang diharapkan memberian keamanan dan ketentramana 
kepada penghuni tanah partikelir. Santoso (1988) menjelaskan bahwasanya dalam 
perkembangannya, Sarikat Islam melakukan sebuah gerakan yang bertentangan 
dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Sarikat Islam tidak menganggap bahwasanya 
tuan-tuan tanah bukanlah penguasa sah tanah, akan tetapi Pemerintah Kolonial 
Belanda menyatakan bahwasanya di mata pemerintah, tuan-tuan tanah beserta 
pembantu-pembantunya (pejabat desa) merupakan penguasa tanah yang sah. 
H.O.S Cokroaminoto pada tanggal 17 Juni 1917 dalam Kartodirdjo dalam Santoso 
(1988), menyatakan bahwasanya : 
Keadaan yang tidak baik itu ialah aturan tanah-tanah partikelir yang memberi 
hak pembesar, seolah-olah hak raja atau kerajaan kepada tuan-tuan tanah. 
Lagipula hak bumiputra yang menduduki tanah partikelir itu amat lemah 
sekali padahal ia dalam negerinya sendiri. 
Disisi tempat lain, Notohatmodjo seorang anggota Sarikat Islam Betawi 
dalam Santoso (1988) pada rapat umum Sarikat Islam Betawi yang dihadiri H.O.S 
Cokroaminoto melaporkan adanya penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan 
terhadap tuan tanah atas penduduk yang menempati tanahnya. Laporan-laporan 
tersebut dikumpulkan agar bisa dibicarakan pada Kongres Nasional selanjutnya 
untuk diadukan kepada Pemerintah Kolonial Belanda sehingga mereka akan lebih 
menghargai keberadaan masyarakat pribumi yang tidak menjadi tuan tanah. Laporan 
lainnya datang dari Sarikat Islam Semarang, yakni dari S. Achmat Saleh, 
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mengeluhkan nasib masyarakat yang tinggal di tanah partikelir yang mengalami 
kesulitan ketika akan mengadakan acara atau hajatan. Mereka dipersulit oleh tuan 
tanah agar melunasi tunggakan sewa tanah terlebih dahulu, sedangkan polisi tidak 
melakukan protes sedikitpun atas sikap tuan tanah tersebut, Santoso (1988) 
menganggap bahwasanya seolah-olah tuan tanah lebih berkuasa daripada polisi. 
Bahkan menurut seorang sejarawan Belanda dalam Santoso (1988), disebutkan 
bahwa salah satu faktor disintegrasi sosial di tanah partikelir adalah tidak 
berfungsinya aparat polisi yang seharusnya menjaga ketenteraman umum. Seperti 
contoh diatas, ketika terjadi perselisihan anatara penduduk dengan tuan tanah, maka 
polisi akan memihak tuan tanah, bahkan bisa dikatakan bahwasanya polisi telah 
tunduk pada tuan tanah. Sebuah artikel di Oetoesan Hindia dalam Santoso (1988), 
dijelaskan bahwasanya peringatan untuk lebih dulu mengadakan penyelidikan 
sebelum menindak para penghuni tanah partikelir tanpa mengetahui sebab kenapa 
rakyat begitu gencar melawan tuan tanah. 
Santoso (1988) menjelaskan permasalahan partikelir di Surabaya. Sarikat 
Islam Surabaya merupakan cabang Sarikat Islam yang paling gencar melakukan 
perlawanan terhadap kebijakan tanah partikelir. Santoso (1988) juga menjelaskan 
beberapa sebab yang mengakibatkan perlawanan tersebut diantaranya : 
1. Pengusiran dan penjualan sitaan barang-barang penghuni, yang tidak 
melunasi pajak tanah. 
2. Upaya beberapa tuan tanah untuk mengenyahkan para penghuni dari tanah 
mereka, berhubung dengan makin banyaknya permintaan tanah bangunan 
yang diperlukan untuk rumah orang-orang Eropa. 
Gerakan perlawanan yang disokong penuh oleh Sarikat Islam mampu 
mengorganisir protes di Surabaya yang akhirnya diadakan rapat umum pada bulan 
Juni 1916 di Surabaya yang dihadiri oleh 4.000 anggota Sarikat Islam Surabaya, 
termasuk H.O.S Cokroaminoto. Dalam kongres tersebut, H.O.S Cokroaminoto tidak 
ingin terjadi peperangan yang akhirnya mendesak masyarakat untuk gugur dalam 
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kondisi yang persiapannya kurang matang. Santoso (1988) menilai bahwasanya 
masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sifatnya cenderung tidak mudah 
untuk memberontak, kalaupun mereka memberontak, pastinya dikarenakan sikap 
yang keterlaluan serta kebusukan yang dilakukan oleh tuan tanah. Sikap yang ingin 
memberontak tersebut berhasil diredam oleh H.O.S Cokroaminoto agar tidak terjadi 
pemberontakan secara parsial yang pastinya akan dengan mudah dihabisi oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. Namun, peredaman yang dilakukan oleh H.O.S 
Cokroaminoto hanya sebatas peredaman agar tidak terjadi pemberontakan, 
provokasi yang dilakukan oleh Sarikat Islam Surabaya dan H.O.S Cokroaminoto 
tetap dilakukan penerbitan koran dari Oetoesan Hindia yang berisikan ajakan 
perlawanan di tanah-tanah partikelir sebagai upaya perjuangan melawan ‘kekuasaan 
uang’. Dalam terbitan selanjutnya, tuan-tuan tanah tersebut diberikan julukan 
‘penindas dan ‘penghisap’. Kritik tersebut dilancarkan oleh Sarikat Islam juga 
terhadap sebagian besar pejabat yang turut membantu tuan-tuan tanah merampok 
dan mencuri harta para penghuni.  
Setelah melewati proses yang panjang, dalam Santoso (1988) akhirnya pada 
bulan Agustus 1917, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan tanggapan positif 
terhadap permasalahan tanah partikelir. Melalui Teede Kamer (Majelis Rendah pada 
Parlemen Belanda) mengeluarkan mosi agar pada waktu secepatnya Pemerintah 
Kolonial Belanda menarik tanah-tanah partikelir. Pembebasan tanah partikelir 
dilakukan dan dibentuk komisi guna pengambilalihan tanah, menentukan harga 
tanah dan keperluan lainnya sehubungan dengan proyek tersebut.  
Sementara itu, dalam kongres kedua tersebut pula, Sarikat Islam mengutuk 
kapitalisme barat yang jauh dari nilai-nilai Islam. Santoso (1988) mengungkapkan 
bahwasanya hasil dari kongres tersebut adalah pernyataan bahwa ‘kapitalisme yang 
berdosa’. Berdosa disini dikarenakan tidak adanya konsep zakat dalam kapitalisme,  
yang berarti secara keagamaan, perbuatan ini merupakan perbuatan tercela. 
Terdapatnya permasalahan dewan rakyat yang digagas oleh pemimpin 
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Sarikat Islam ternyata menimbulkan konflik sendiri di internal Sarikat Islam. Konflik 
tersebut muncul ketika Semaoen berselisih pendapat dengan Abdul Muis. Semaoen 
yang memiliki kepentingan dengan Pemerintah Kolonial Belanda tidak akan 
membiarkan anggota Sarikat Islam berhaluan kanan masuk ke dalam dewan rakyat, 
karena hal tersebut akan menyusahkan Pemerintah Kolonial Belanda serta orang-
orang komunis. Dampak dari perselisihan tersebut, hanya separuh anggota Sarikat 
Islam yang mendukung keputusan Sarikat Islam untuk masuk ke dewan rakyat.  
Sementara itu, pada kongres nasional Sarikat Islam pusat ketiga yang 
diselenggarakan pada tanggal 29 September 1918, pengaruh Semaoen semakin 
kuat. Hal tersebut dirasakan ketika mayoritas peserta kongres mendukung sikap 
sosialismenya. Persiapan Semaoen dalam mengikuti kongres ketiga Sarikat Islam 
pusat, merupakan bumerang bagi pemimpin-pemimpin Sarikat Islam lainnya yang 
berhaluan kanan. Pasalnya, Semaoen semakin menyampaikan aspirasi-aspirasi 
sosialismenya yang seakan-akan membantu masyarakat. Bahkan Muryanti (2010) 
menuliskan hasil dari kongres tersebut, yakni memutuskan bahwa mereka 
menentang Pemerintah Kolonial Belanda yang memberikan perlindungan kepada 
Sarikat Islam pusat dan menganggap bahwasanya Sarikat Islam telah tergabung 
dalam kapitalisme yang digalakkan Pemerintah Kolonial Belanda. Sementara tugas 
intelektual yang ada di dalam Sarikat Islam seharusnya tidak memberikan 
kesempatan kepada Pemerintah Kolonial Belanda melindungi mereka sedikitpun, 
bahkan seharusnya Sarikat Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh. 
Hal tersebut merupakan doktrin dari Semaoen untuk memecah belah Sarikat 
Islam. Padahal pemimpin-pemimpin Sarikat Islam berhaluan kanan tidak melakukan 
hal demikian, bahkan keputusan kongres kedua untuk bergabung dengan dewan 
rakyat adalah sarana untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial 
Belanda dari internal kebijakan. Namun, hal tersebut dibalikkan faktanya oleh 
Semaoen. 
Bahkan, dalam Muryanti (2010) disampaikan bahwa hasil dari kongres ketiga, 
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Semaoen dipilih menjadi komisaris Sarikat Islam regional Jawa Tengah. Semenjak 
dipilih menjadi komisaris tersebut, Semaoen semakin giat melakukan pengumpulan 
massa dari kalangan buruh yang berlimpah di Jawa Tengah. Semaoen 
menggalakkan adanya pemogokan kerja kepada buruh sebagai aspirasi untuk 
melakukan perbaikan nasib. Dalam kinerjanya, Semaoen selalu menunjukkan hasil-
hasil kerjanya yang seakan-akan menentang Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam 
Muryanti (2010) dijelaskan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1918 Sarikat Islam 
cabagn Semarang melakukan kongres yang dihadiri 3.000 orang. Hasil dari 
keputusan kongres tersebut adalah tuntutan untuk menurunkan harga beras dan 
mengurangi areal perkebunan industri. Tapi menurut Sulistiyono (2004 : 30) dalam 
Muryanti (2010) disampaikan bahwasanya tuntutan yang dilakukan Sarikat Islam 
cabang Semarang tidak diberikan tanggapan sedikitpun. Tentu saja Pemerintah 
Kolonial Belanda tidak akan memberikan karena hal tersebut hanya sebatas rencana 
mereka untuk memperdayai orang-orang agar terpikat dengan pemikiran Semaoen. 
Pemikiran Semaoen yang masuk ke dalam tubuh Sarikat Islam membuat 
potensi konflik antara komunis yang mengaku sosialis padahal materialistic dan 
Islam yang religius, semakin dimanfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
melakukan politik adu domba dalam tubuh Sarikat Islam.  
Hasil dari pemikiran sosialisme yang dilebih-lebihkan oleh Semaoen ternyata 
tidak dapat membantu masyarakat. Kondisi masyarakat semakin memburuk, 
Pemerintah Kolonial Belanda semakin giat melakukan penindasan terhadap aktivis-
aktivis Sarikat Islam cabang Semarang yang dianggap menyebarkan paham sosialis-
revolusioner. Tentu saja hal tersebut hanya sebatas rencana Pemerintah Kolonial 
Belanda untuk menangkap anggota Sarikat Islam cabang Semarang berhaluan 
kanan. Secara logika, kalau Pemerintah Kolonial Belanda memerangi dan menindas 
anggota Sarikat Islam cabang Semarang yang berhaluan sosialis-revolusioner, tentu 
saja Semaoen haruslah orang yang pertama kali ditangkap. Namun kenyataannya 
tidak demikian. Dalam Muryanti (2010), kegiatan Pemerintah Kolonial Belanda 
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tersebut menimbulkan pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah. 
Priyono (1990 : 39) dalam Muryanti (2010) menjelaskan bahwa anggota-
anggota Sarekat Islam di Simongan mengadakan gerakan menolak membantu dan 
memberikan keterangan kepada menteri klasir yang mendapat tugas mengadakan 
ulangan pengukuran tanah baru. Sementara pada bulan juni 1919 terjadi kerusuhan 
di Toli-Toli menimbulkan korban dari pegawai pemerintah pribumi. Sementara pada 
bulan Juli 1919 di Cimareme, seorang petani kaya menolak memberikan hasil 
pertaniannya kepada Pemerintah Kolonial Belanda dan melakukan perlawanan saat 
mereka memeriksa hasil pertaniannya. Akibat dari perlawanan tersebut, Pemerintah 
Kolonial Belanda membunuh petani tersebut. 
Pada kongres keempat Sarikat Islam pusat yang diadakan di Surabaya pada 
tanggal 26 Oktober 1919 sampai 2 November 1919, persiapan kelompok komunis 
lebih matang. Persiapan dalam mengikuti kongres kali ini ternyata lebih mampu 
diterima oleh anggota kongres. Pembahasan kali ini adalah isu pendirian organisasi 
sebagai pusat kaum buruh. Pendirian ini tentu saja tidak terlepas dari pemikiran-
pemikiran Semaoen dan orang-orang yang menjadi anak didik pemikirannya. 
Pada 1919 terjadi kemelut diantara pemimpin-pemimpin Sarikat Islam. 
Pasalnya Pemerintah Kolonial Belanda menuduh Sarikat Islam terlibat dalam 
kejadian kekerasan di Cimareme. Akibatnya, H.O.S Cokroaminoto ditahan 
Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1920. Hal tersebut mengakibatkan 
kepemimpinan Sarikat Islam menjadi kosong, lalu tidak lama kemudian digantikan 
oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis. 
Sementara itu, dalam Sulistiyono (2011) dijelaskan bahwasanya terjadi 
perbedaan sika dalam menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa tokoh 
Sarikat Islam menginginkan adanya dasar murni agama Islam sebagai dasar 
melangkahnya Sarikat Islam dalam menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda, 
sementara itu, beberapa tokoh lainnya ingin mengadopsi komunis sebagai dasar 
pikiran dan strategi untuk menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda. 
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Pembahasan terkait pendirian organisasi yang menjadi pusat buruh 
diinisiatifkan oleh tokoh-tokoh Sarikat Islam cabang Semarang, yang pastinya tidak 
terlepas dari pemikiran Semaoen. Sarikat Islam cabang Semarang bergerak dengan 
cepat melalui penyebaran undangan kepada seluruh organisasi buruh yang ada di 
Indonesia untuk melakukan pertemuan di Yogyakarta pada akhir Desember 1919. 
Gie (2005 : 63-65) menjelaskan dalam Muryanti (2010) bahwa tujuan dari pertemuan 
tersebut adalah didirikannya Revolusioneir Socialistische Vakcentrake di Indonesia. 
Darussalam (2013) menuliskan bahwa dari awal Sarikat Islam sudah 
menolak keras penghisapan keringat kaum buruh, memakan hasil pekerjaan orang 
lain, tidak memberikan untung dengan semestinya, dalam Islam menganjurkan untuk 
memerangi kapitalisme sampai ke akar-akarnya, karena dalam Islam hal tersebut 
dikenal dengan istilah memakan “riba” yang dalam bahasa Karl Max adalah 
meerwaard. 
Sementara itu, Sulistiyono (2004:31) dalam Muryanti (2010) menyampaikan 
bahwa komunis dan Islam mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan 
mencapai puncaknya ketika tahun 1919, yakni pada saat Semaoen menyatukan 
pergerakan ISDV, VSTP dan Sarikat Islam. Kondisi demikian merupakan salah satu 
rencana jangka panjang dari orang-orang komunis untuk bisa menyusup dan 
membawa nama besar Sarikat Islam dalam membangun organisasi baru. Bahkan 
Sulistiyono (2004:31) dalam Muryanti (2010) juga menambahkan bahwasanya visi 
pergerakan antara ketiga organisasi besar ini melahirkan Persatuan Perkumpulan 
Kaum Buruh yang pertama di Indonesia pada bulan Desember 1919. Kondisi 
tersebut akhirnya semakin membuat masyarakat tertarik, karena mereka telah 
menggunakan nama Sarikat Islam sebagai alat menarik massa. 
Puncak dari pertemuan tersebut adalah motif ekonomi yang didalangi oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda. Yakni adanya pemogokan kerja oleh buruh-buruh 
yang berdampak terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Motif ekonomi tersebut 
semakin mendorong Semaoen untuk membakar semangat para buruh, sehingga 
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terjadi pemogokan kerja yang dilakukan oleh ribuan buruh perusahaan-perusahaan 
pada bulan Januari 1920. Buruh-buruh tersebut menuntut kenaikan gaji sebesar 
50%, cuti sebanyak 14 hari setiap tahunnya, tunjangan hari raya, dan upah dua kali 
lipat pada hari Minggu dan libur. 
Perusahaan-perusahaan swasta tersebut menolak desakan para buruhnya, 
sehingga pemogokan semakin bertambah besar dan berlangsung berhari-hari. 
Kondisi tersebut semakin membuat perusahaan-perusahaan swasta merugi, 
sementara Pemerintah Kolonial Belanda akan semakin diuntungkan secara finansial 
karena produksi yang mereka lakukan tetap berjalan. Sulistiyono (2004:30) dalam 
Muryanti (2010) menyampaikan bahwa akhirnya satu persatu perusahaan swasta 
tersebut melayani tuntutan dengan menaikan gaji sebesar 20%, kenaikan uang 
makan 10 sen perhari dan honor lembur 2 kali lipat pada hari Minggu dan libur. 
Semaoen dikenal sebagai orang yang cerdas dalam mengumpulkan massa. 
Dalam pemogokan kerja yang terjadi, Muryanti (2010) mencatatkan bahwasanya 
Semaoen telah berhasil mendirikan federasi buruh dengan gabungan dari 20 serikat 
pekerja yang di bawah naungan Sarekat Islam dengan 72.000 orang buruh. 
Meskipun kelihatannya Semaoen merupakan orang yang memiliki kompetensi yang 
sangat tinggi dalam mengumpulkan massa, akan tetapi Sorjopranoto yang 
merupakan salah satu pemimpin Sarikat Islam pusat tetap saja menyoroti kinerja 
Semaoen yang sebenarnya masih diragukan. Pasalnya, sebenarnya Semaoen tidak 
mengumpulkan anggota atas usahanya sendiri, akan tetapi atas jasa nama Sarikat 
Islam. 
Pertikaian yang terjadi antara Islam dan sosialis komunis semakin tidak 
terbendung. Pada November 1920, Muryanti (2010) menjelaskan bahwasanya ISDV 
menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda yang berisi kecaman-kecaman 
terhadap gerakan pembaharuan Islam, dan tulisan tersebut dikhususkan kepada 
Sarikat Islam. Perbedaan ideologi antara Islam dan sosialis mengakibatkan dasar 
dari keduanya tidak dapat dipersatukan. Bahkan beberapa pihak telah melakukan 
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usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui tokohnya, yakni H.O.S 
Cokroaminoto sebagai ketua Sarikat Islam pusat dan Tan Malaka dari golongan 
radikal. Usaha tersebut adalah pertemuan yang sia-sia, Tan Malaka sepakat dengan 
pemikiran H.O.S Cokroaminoto, akan tetapi keberpihakan sosialis terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda serta kebencian mereka jika mengadakan kerjasama 
dengan Sarikat Islam merupakan dampak dari kesia-siaan permasalahan tersebut. 
 
6.12 Puncak Perpecahan Sarikat Islam  
Perpecahan dalam tubuh Sarikat Islam mengalami masa puncaknya, yakni 
ketika diadakan kongres Sarikat Islam pusat di Surabaya pada tanggal 6-10 Oktober 
1921. Dalam Muryanti (2010) dijelaskan bahwasanya Semaoen semakin 
menunjukkan identitasnya melalui debat habis-habisan dengan Agus Salim. Semakin 
Semaoen menunjukkan identitasnya, maka anggota-anggota PKI yang ada di dalam 
tubuh Sarikat Islam semakin susah untuk dipertahankan agar tetap berada di dalam 
Sarikat Islam. Pasalnya, dengan segera pemimpin-pemimpin Sarikat Islam pusat 
yang berhaluan kanan, memberhentikan anggota-anggota Sarikat Islam yang 
berpaham atau tergabung di dalam Partai Komunis Hindia. Mintz (2002 : 31) 
menambahkan bahwasanya PKI sudah merencanakan adanya pemberontakan 
terhadap Sarikat Islam. Anggota PKI yang tergabung dalam kepengurusan Sarikat 
Islam pusat tidak hanya berusaha menghancurkan Sarikat Islam melalui kongres, 
akan tetapi juga mengumpulkan sejumlah besar cabang-cabang Sarikat Islam. 
Meskipun Mintz (2002 : 34) menambahkan bahwasanya kemenangan yang 
diserukan PKI hanya sebatas fatamorgana karena banyak dari cabang-cabang 
tersebut yang kehilangan anggotanya. Dalam menghadapi PKI yang semakin 
berkembang di dalam organisasi, Sarikat Islam dalam Mintz (2002 : 34) semakin 
menguatkan barisan pucuk pimpinan Sarikat Islam yang akhirnya mengambil sikap 
yang lebih keras dalam persoalan sosialisme barat dan pengaruh komunisme. 
Anggota-anggota Sarikat Islam yang terindikasi sebagai anggota Partai 
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Komunis Hindia hanya dipersilahkan berbicara selama 5 menit, termasuk Semaoen 
dan Tan Malaka. Namun, dalam kesempatan yang sesingkat itu, Semaoen 
memanfaatkannya untuk melontarkan ide-ide pluralisme, yakni memisahkan antara 
pemikiran agama dengan pergerakan ekonomi sosial di masyarakat. Semaoen 
menganggap bahwasanya aturan-aturan Islam tidak lagi sesuai ketika digunakan 
untuk menerapkan prinsip pada kondisi yang ada pada saat itu. 
Penyampaian Semaoen yang singkat tersebut ternyata secara tidak langsung 
berusaha mengusulkan adanya perubahan pada asas Sarikat Islam yang awalnya 
berhaluan “Islam” yang dianggap sebagai haluan yang hanya terfokus pkepada 
ibadah saja menjadi haluan “komunis” yang dianggap sebagai haluan yang mampu 
terjun secara pasti ketengah masyarakat. Padahal haluan Islam lebih meluas 
daripada haluan komunis. Islam mempercayai adanya campur tangan Allah Swt 
dalam setiap transaksi yang dilakukannya di masyarakat ataupun dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda. Akan tetapi komunis tidak menganggap adanya 
Tuhan, sehingga sangat memungkinkan tidak ada yang lebih mereka takuti daripada 
rasa kelaparan yang akhirnya membuat mereka melakukan kegiatan-kegiatan 
ekonomi yang tidak sesuai dengan kehidupan nyata serta jauh dari kejujuran. 
Rupanya, penyampaian tersebut segera dihalang oleh Agus Salim melalui 
pernyataannya yang berusaha membangkitkan sentimen agama para peserta 
kongres. Sarikat Islam merupakan organisasi berdasarkan syariat Islam yang tidak 
dapat diganti dengan aturan apapun, termasuk aturan komunis. Adanya anggota-
anggota Sarikat Islam yang berfaham komunis ternyata menimbulkan krisis dan 
pertentangan dengan faham Islam. Sekalipun beberapa anggota melakukan 
perlawanan agar haluan Islam yang dimiliki Sarikat Islam digantikan dengan haluan 
komunis, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan. Purwoko (1988) 
menjabarkan bahwasanya munculnya permasalahan tersebut menghasilkan debat 
yang seru antara H. Agus Salim dan Semaoen. Bahkan puncak dari kongres 
tersebut pada bulan Oktober 1921 adalah aturan disiplin organisasi yang mengatur 
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adanya pembatasan kegiatan berorganisasi dan harus mengikuti Sarikat Islam saja. 
Bagi anggota yang mengikuti organisasi lainnya, termasuk organisasi yang dibentuk 
Pemerintah Kolonial Belanda, tetap saja Sarikat Islam akan mengeluarkannya. 
Sulistiyono (2004:32-33) dalam Muryanti (2010) menyampaikan bahwa kondisi 
demikian secara langsung membuat Semaoen dan beberapa anggota Partai 
Komunis Hindia yang merangkap sebagai anggota Sarikat Islam, akhirnya 
dikeluarkan dari Sarikat Islam. Di Jawa Barat, Purwoko (1988) menyampaikan 
bahwa anggota Sarikat Islam kiri yang keluar dari Sarikat Islam membentuk 
organisasi baru yang dinamakan Sarekat Rakyat (SR) yang bergabung dengan PKI 
dan mengadakan kongres istimewa pada tahun 1923. Suradi (1989) juga 
menjelaskan bahwasanya tujuan dari adanya peraturan disiplin organisasi adalah 
menyingkirkan komunis dari Sarikat Islam karena sudah menjadi ancaman dan 
tantangan utama Sarikat Islam dalam bidang ideologi. 
Sementara itu, di Jawa Tengah ketidakpuasan Semaoen dengan beberapa 
anggota Sarikat Islam yang memiliki ideologi komunis atau secara resmi tergabung 
dalam Partai Komunis Hindia, membuat perpecahan dalam Sarikat Islam, yakni 
memecahkan Sarikat Islam menjadi dua aliran, yakni : 
1. Sarikat Islam Merah (SI Merah) yang dipimipin langsung oleh Semaoen. 
Pecahan Sarikat Islam ini merupakan organisasi berasaskan sosiali-komunis, 
dan berpusat di Semarang. 
2.  Sarikat Islam Putih yang dipimpin oleh Agus Salim. Ini sebenarnya bukan 
pecahan dari Sarikat Islam karena yang mengalami perpecahan hanyalah 
Sarikat Islam merah. Sementara itu, Sarikat Islam pusat ini harus membuat 
pembeda agar orang mudah untuk membedakannya dengan organisasi. 
Sementara itu, organisasi tersebut memiliki perlindungan yang kuat berkaitan 
aqidan dan ibadah, serta tidak mudah terpengaruh adanya pemikiran Sarikat 
Islam. pusat dari organisasi ini adalah di kota Yogyakarta. 
Perpecahan yang terjadi pada Sarikat Islam merupakan buah hasil atas 
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bantuan Sneevliet yang telah menanamkan ideologi sosialismenya. Berbagai 
masalah muncul dalam tubuh Sarikat Islam sejak masuknya paham revolusi 
sosialisme yang dibawa oleh Semaoen. Perpecahan tersebut merupakan salah satu 
rencana besar Pemerintah Kolonial Belanda dalam menghadapi perlawanan Sarikat 
Islam baik secara basis massa, perekonomian atau bahkan usaha Sarikat Islam 
dalam memasuki dewan rakyat. Meskipun Sarikat Islam terbagi menjadi dua, akan 
tetapi secara keanggotaan, orang-orang yang masuk ke dalam Sarikat Islam merah 
masih saja terdata sebagai anggota Sarikat Islam pusat. Perasaan terhadap 
organisasi Sarikat Islam pusat yang menjadi awal pergerakan mereka masih tetap 
menjadi organisasi yang akan dihormati, meskipun keadaan harus membuat mereka 
lebih condong terhadap rencana-rencana Pemerintah Kolonial Belanda. 
Disisi lain, anggota yang tergabung dalam organisasi Sarikat Islam cabang 
Semarang semakin bertambah. Bertambahnya anggota Sarikat Islam cabang 
Semarang dikarenakan asas yang dibawa oleh Semaoen, yakni asas sosialisme. 
Meskipun tidak ada perlawanan yang berarti dari Sarikat Islam merah terhadap 
Pemerintah Kolonial Belanda, Mc Vey dalam Wild dan Carey (1986 : 29) dalam 
Muryanti (2010) menyampaikan bahwasanya anggota Sarikat Islam lebih banyak 
memilih Sarikat Islam merah karena gerakannya lebih militant terhadap Pemerintah 
Kolonial Belanda dan rakyat sudah tidak tertarik dengan gerakan evolusioner tanpa 
tindakan tegas. Tindakan Sarikat Islam pusat atau putih sebenarnya lebih 
revolusioner daripada gerakan Sarikat Islam merah. Hal tersebut dapat dilihat dari 
perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh Sarikat Islam pusat selama beberapa 
tahun kebelakang. Terlepas dari perjuangan yang dilakukan oleh Semaoen, Sarikat 
Islam pusat tetap berkontribusi untuk masyarakat. Sementara itu, gejolak yang 
diciptakan oleh Semaoen dalam menanamkan paham komunismenya melalui 
Sarikat Islam merah telah berhasil menarik perhatian kaum buruh, saudagar, kaum 
pertengahan atau kaum terpelajar dan kaum perempuan. 
Sedangkan Mc Vey dalam Wild dan Carey (1986:29) dalam Muryanti (2010) 
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juga dijelaskan bahwa akhir dari perpecahan Sarikat Islam pusat adalah berubahnya 
nama dari Sarikat Islam pusat menjadi Partai Sarikat Islam (PSI), serta terus 
memperbaharui kebijakan partai. Sedangkan Sarekat Islam Merah berganti nama 
menjadi Sarekat rakyat yang merupakan tangan kanan PKI. 
Sejak berdirinya Sarikat Islam merah, mereka mulai memanfaatkan nama 
Sarikat Islam untuk mencari massa. Dalam Muryanti (2010) dijelaskan bahwa 
pencarian massa dilakukan dengan cara mengadakan kursus bagi para kader atau 
kursus politik yang dibimbing langsung oleh Tan Malaka. Dampak dari kegiatan 
tersebut adalah ancaman dari pemerintah Residen Semarang yang telah lama 
mengawasi pergerakan Semaoen pada pertengahan bulan Mei 1921 dengan 
ancaman akan membubarkan kursus tersebut. Anggota PKI tidak mau menyerah 
dan akhirnya mereka membuat alternatif agar tetap bisa merekrut orang-orang untuk 
masuk ke dalam PKI. Alternatif yang diciptakan oleh Semaoen adalah didirikannya 
Sekolah Sarikat Islam Semarang. Tujuan utama dari sekolah tersebut tidak jauh 
berbeda dengan kursus sebelumnya, yakni mendidik murid-murid yang akan 
dijadikan kader PKI. Bahkan dalam Yuliati (2012) dijelaskan bahwasanya lagu 
internationale yang merupakan lagu wajib komunis dinyanyikan oleh siswa-siswa 
sekolah Sarikat Islam ketik amereka bertugas mencari sumbangan untuk biaya 
operasional sekolah. Komunis terus mengambil kader dengan cara melakukan 
perluasan yang luar biasa sekali dari dasar. 
Sekolah yang dibuka pada 21 Juni 1921 tersebut telah mendapatkan 80 
murid. Sementara kucuran dana untuk pembangunan dan perawatan 
infrastrukturnya dilakukan dengan cara memanfaatkan murid-muridnya. Dari awal 
sudah diajari untuk meminta sumbangan kepada warga. Hal tersebut merupakan 
salah satu sumber pendapatan PKI. Hal tersebut tentu saja berlainan dengan 
ideology mereka yang seharusnya membantu masyarakat, bukan malah 
menyusahkan masyarakat. Sulistiyono (2004 : 33) dalam Muryanti (2010) 
menyampaikan bahwasanya murid-murid dibagi menjadi beberapa kelompok dan 
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dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang yang akan dikirimkan ke kampung-kampung 
untuk meminta sumbangan. 
Sementara itu, perpecahan di tubuh Sarikat Islam semakin menimbulkan 
permusuhan dan sifat benci yang semakin menjadi meningkat di kedua belah pihak. 
Mereka saling berebut anggota karena bahkan cabang-cabang Sarikat rakyat yang 
didirikan oleh orang-orang PKI telah menjerumuskan masyarakat untuk bertindak 
keras, radikal dan anarki. Tentu saja hal tersebut tersebut semakin membuat 
Semaoen tidak dapat mengendalikan mereka sepenuhnya. Anggota-anggota yang 
semakin bertindak liar, dan melakukan perbuatan-perbuatan radikal diluar keputusan 
Semaoen, akhirnya merugikan Semaoen. Priyono (1990 : 4) dalam Muryanti (2010) 
menyampaikan bahwasanya akibat dari gerakan tersebut, akhirnya PKI mengalami 
pemberontakan dari anggotanya sendiri. Selain itu, PKI juga mengalami masa-masa 
dilematis, yakni antara pilihan untuk membubarkan Sarikat Rakyat atau tidak. 
Dilematis PKI adalah keinginan anggota-anggotanya yang bersifat radikal bertambah 
banyak dari Sarikat Rakyat. Kondisi tersebut bukanlah kondisi yang diharapkan oleh 
pemimpin-pemimpin PKI. Mereka lebih terfokus pada gerakan-gerakan merapikan 
barisan internal. Bahkan Priyono (1990 : 4) dalam Muryanti (2010) menyampaikan 
bahwasanya kondisi tersebut bukanlah kondisi yang menguntungkan bagi PKI, 
terlebih setelah kejadian dibuangnya Semaoen oleh Pemerintah Kolonial Belanda 
karena menyerukan pemogokan buruh pada tahun 1923. Tidak ada analisis pasti 
alasan Pemerintah Kolonial Belanda membuang Semaoen, akan tetapi, dalam 
analisis penulis, Semaoen dibuang karena gerakan-gerakan PKI yang radikal, 
bahkan lepas kendalinya anak buah Semaoen yang akhirnya menimbulkan gejolak 
ketika terjadi pemogokan buruh pada tahun tersebut. 
Bahkan setahun setelahnya, dalam Yuliati (2012) dijelaskan bahwasanya 
terjadi momentum penting bagi kaum Marxis-komunis untuk menguatkan kesadaran 
kelas buruh melalui perayaan hari buruh internasional. Bahkan dalam acara yang 
diadakan di Jalan Ambengan dan Gedung Sarikat Islam tersebut dihiasi dengan 
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pelita seribu, foto dari Karl Marx, Lenin, Liebknecht, Rosa Luxemburg, Sneevliet, 
Semaoen, dan Tan Malaka serta gambar palu arit pada setiap dada pemuda-
pemuda itu semakin memantapkan diri mereka sebagai pendukung komunisme. 
Yuliati (2012) menambahkan secara serentak para tamu menyambutnya dengan 
seruan “hidup komunisme” dan “hidup Soviet”. Acara tersebut dilengkapi dengan 
orkes dan sandiwara yang berlangsung sampai pukul 12 malam yang ditutup dengan 
lagu internationale. 
Sulistiyono (2011) menyampaikan bahwasanya rencana Pemerintah Kolonial 
Belanda adalah memecah belah Sarikat Islam dari dalam, setelah terbagi dua, maka 
akan lebih mudah untuk menghabisinya. Salah satu keberhasilan Pemerintah 
Kolonial Belanda adalah ketika pemikiran komunis yang tidak dapat terbendung di 
dalam Sarikat Islam, membuat H. Agus Salim membuat keputusan untuk 
memisahkan pemikiran-pemikiran kiri yang lebih dekat dengan komunisme dari 
Sarikat Islam pusat. Rencana ini tentu saja rencana jangka panjang yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Perpecahan yang menjadi harapan Pemerintah 
Kolonial Belanda ini memudahkan Pemerintah Kolonial Belanda dala melokalisir 
kelompok-kelomok radikal agar mudah untuk dihabisi. Sementara itu, rencana 
Pemerintah Kolonial Belanda dalam menghabisi PKI sangatlah mudah, yakni dengan 
memanfaatkan semangat radikalisme PKI melalui provokasi Pemerintah Kolonial 
Belanda, maka dapat dipastikan PKI akan terpancing dengan provokasi tersebut 
sehingga Pemerintah Kolonial Belanda dapat dengan mudah menghabisinya. 
Wijayati (2013) menyatakan bahwasanya pada masa Pemerintah Kolonial 
Belanda, Semarang dijadikan kota pemberdayaan “pasar kotapraja”. Bahkan, 
mereka telah membuat semarang sebagai kota yang lebih ditekankan kedisiplinan 
pegawai atau pengelolaan pasar baik dimulai dari kepala pasar yang cakap, anti 
korupsi dan lain sebagainya. Pemilihan Semarang sebagai basis pasar Pemerintah 
Kolonial Belanda bukanlah tindakan yang tanpa perhitungan. Menurut Suryanegara 
(2009), Semarang merupakan garis tengah perdagangan di Indonesia pada saat itu. 
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Oleh karena itu, bukanlah hal yang mengherankan ketika Pemerintah Kolonial 
Belanda juga memilih Semarang sebagai sebagai kota pemecah belah Sarikat Islam. 
Sumarsono (2007) menjelaskan bahwasanya perkembangan kota Semarang  
merupakan akibat dari pembangunan sarana transportasi tidak hanya berdampak 
kepada hubungan perdagangan desa kota, melainkan juga mengakibatkan 
kebutuhan akan perangkat birokrasi pemerintahan yang berguna dalam melakukan 
pengawasan. Sumarsono (2007) menambahkan bahwasanya penanam modal 
swasta berdatangan ke semarang yang akhirnya mendorong untuk berkembangnya 
industri-industri di kota Semarang. Semarang yang merupakan daerah pesisir pantai 
memang cocok untuk dijadikan daerah industri. Perkembangan sosialis yang 
dibentuk dari perkumpulan kaum buruh dengan mudah berkembang di semarang 
karena sangat berhubungan dengan adanya industri-industri kolonial pada saat itu. 
Kelompok sosialis berkembang dengan baik di kalangan-kalangan para pekerja dan 
buruh pabrik. Nijhoof dalam Sumarsono (2007) merinci jumlah penduduk di 
Semarang pada tahun 1905, yakni sekitar 96.000 jiwa, yang terdiri dari sekitar 
75.000 penduduk pribumi, sekitar 5100 bangsa Eropa, sekitar 14.000 bangsa cina, 
sekitar 700 orang arab dan sekitar 800 orang bangsa timur asing di luar Cina dan 
Arab. 
Effendi (1990) menuliskan bahwasanya terjadi perbaikan sarana transportasi 
untuk menunjang sistem tanam paksa yang mendorong percepatan perekonomian 
Pemerintah Kolonial Belanda. Hasil-hasil dari produksi tanaman di wilayah 
perkebunan dibawa ke pusat kota dan pelabuhan Kota Semarang. Oleh karenanya, 
sarana transportasi yang dibangun Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya dijalan-
jalan darat, akan tetapi juga di kanal-kanal sungai. Effendi (1990) menuliskan bahwa 
jalan-jalan darat meliputi jalan untuk pejalan kaki, kuda, kereta bendi dan kereta pos. 
Adanya perbaikan tersebut membuat komunikasi yang terjadi antar kota di jawa 
semakin lancar. Desa-desa di Kota Semarang berkembang dengan cepat, dan 
mulailah desa memiliki manajemen administrasi pemerintahan. Effendi (19910) 
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menambahkan bahwasanya Kota Semarang semakin berkembang sebagai pusat 
perekonomian dan perdagangan, yakni terjadi setelah transportasi jalur kereta api 
dibangun. 
Jalur kereta api tersebut, menurut Effendi (1990) dibagi menjadi empat jalur 
utama, yakni Semarang-Kedungjati, Kedungjati-Surakarta, Surakarta-Yogyakarta, 
dan Kedungjati-Ambarawa. Pembagian-pembagian tersebut merupakan jalur 
perekonomian yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan daerah-daerah 
di sekitarnya. Bahkan Effendi (1990) menambahkan bahwasanya jalur kereta api 
yang disebutkan berperan besar untuk mengangkut komoditi tanaman tebu dan kopi 
dari pusat-pusat perkebunan di wilayah barat atau distrik-distrik sepanjang pantai 
Utara Jawa. Dalam perekonomian, Kota Semarang menurut Effendi (1990) bahwa 
Kota Semarang mengirimkan berbagai komoditi import yang datang dari Eropa, 
Amerika, Australia serta pulau-pulau lainnya di luar Jawa, keberbagai daerah 
disekitarnya. Kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda dalam menjaga jalur Kota 
Semarang adalah menjaga pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan ekspor-
import pemerintah Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam analisa Effendi (1990), 
disampaikan bahwa Kota Semarang dengan segala fasilitasnya menjadi daya tarik 
pedagang dan investor, sehingga pendatang-pendatang yang mengalir ke Semarang 
mendirikan permukiman-permukiman dan berkembang menjadi perkampungan. 
Bahkan, daya tarik ekonomi yang begitu besar juga menarik minat dari penduduk 
Eropa.  
Peraturan-peraturan tentang infrastruktur dan pengelolaan pasar dibahas 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjadikan Semarang sebagai kota 
percontohan. Menurut Wijayati (2013), kepentingan politis dan ekonomi pada pihak 
Pemerintah Kolonial Belanda dalam pemberdayaan pasar di Semarang merupakan 
sebuah sebuah kebenaran yang tidak dapat dielakkan. Pemberdayaan ini bertujuan 
agar Pemerintah Kolonial Belanda mampu bersaing dengan pasar partikelir yang 
dimiliki oleh pihak swasta. Sikap politis Pemerintah Kolonial Belanda dalam 
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mengambil lahan-lahan ekonomi masyarakat bukanlah hal yang tabu, pasalnya 
Pemerintah Kolonial Belanda juga melakukan hal yang sama untuk mengambil alih 
kendali ekonomi di daerah-daerah di seluruh Indonesia. 
Pemikiran Semaoen tidak hanya berpengaruh terhadap anggota ataupun 
simpatisan Sarikat Islam di Semarang, akan tetapi juga hampir di seluruh cabang 
Sarikat Islam di Indonesia. Vilosa (2009) menjelaskan bahwasanya Semaoen 
menjadi bahan perbandingan pada peristiwa yang terjadi di Sarikat Islam cabang 
Toli-Toli, dimana mereka memanfaatkan media sebagai alat propaganda. 
Sementara itu, dalam Suradi (1989), setelah terjadi pertikaian antara Sarikat 
Islam dengan golongan komunis, pemimpin Sarikat Islam melakukan prombakan 
struktur organisasi karena bentuk lama membahayakan organisasi. Hasil dari 
perombakan struktur organisasi tersebut juga berimbas kepada bentik organisasi, 
yang akhirnya menjadi Partai Sarikat Islam pada kongres nasional ketujuh di Madiun 
pada 17-20 Februari 1923. Kongres tersebut sudah diputuskan bahwa bentuk 
organisasi yang awalnya adalah kongsi dagang antar pedagang muslim, kini 
berubah menjadi partai yang mengawal pemerintahan secara terang-terangan.   
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BAB VII 
REKFLEKSI KONTEMPORER 
Mempelajari sejarah merupakan hal yang penting untuk melanjutkan langkah 
selanjutnya karena dalam kehidupan, kejadian akan terus berulang. Menurut Wijayati 
(2013), meskipun sejarah tidak memberikan solusi, tetapi memberikan bahan untuk 
mendapatkan kearifan. Melalui pembelajaran sejarah, kita mampu memahami 
kondisi perekonomian yang pernah terjadi di Indonesia sebelum kemerdekaan, 
terlebih dalam pendirian, kejayaan dan runtuhnya Sarekat Dagang Islam serta 
Sarikat Islam. Refleksi kontemporer pada pembahasan skripsi ini merupakan salah 
satu cara mengambil ibrah atau hikmah agar bisa diterapkan untuk masa kini. 
 
7.1 Perilaku Ekonomi Negara Kapitalis 
Motif ekonomi seringkali menjadi motif utama negara-negara kapitalis dalam 
menakhlukkan suatu negara. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, Pemerintah 
Kolonial Belanda menggunakan sistem perekonomian kapitalis menjajah Indonesia 
dengan motif awalnya melakukan perampasan perekonomian. Mereka melihat 
bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan alam terbaik dari yang pernah ada. 
Luas lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia sangat mendukung 
adanya perkembangan perekonomian bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat 
itu, kekayaan alam yang sangat di cari di Eropa adalah komoditas pertanian, yakni 
rempah-rempah. Rempah-rempah yang didapatkan Pemerintah Kolonial Belanda di 
Indonesia dengan harga murah dijual di pasar Eropa dengan harga yang jauh lebih 
tinggi. 
Harga tinggi yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda tidak hanya 
karena ongkos produksi yang memakan harga cukup tinggi, akan tetapi juga biaya 
pengiriman dari Indonesia ke Eropa juga menjadi salah satu faktornya. Hal tersebut 
akhirnya membuat Pemerintah Kolonial Belanda mencoba mencari jalan mudah 
untuk menguasai komoditas pertanian. Salah satu cara yang digunakan Pemerintah 
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Kolonial Belanda adalah melakukan perluasan lahan, perbesaran modal, serta 
peningkatan jumlah tenaga kerja. Penerapan yang dilakukan Pemerintah Kolonial 
Belanda merupakan cara kapitalisme dalam menguasai perekonomian suatu negara. 
Kapitalisme di Indonesia telah berkembang sejak lama. Bahkan dalam 
penjajahannya, kapitalis secara terang-terangan mengambil hak masyarakat 
Indonesia. Mereka memonopoli komoditas yang ada di Indonesia dengan cara 
merampasnya. Meskipun mereka mengetahui bahwasanya cara yang dilakukan 
adalah sebuah ketidakberadaban, akan tetapi mereka tetap melakukannya karena 
keuntungan yang didapatkan sangatlah melimpah. Bahkan dampak berupa 
kehancuran yang dikarenakan kapitalisme telah jelas, yakni menghancurkan sendi 
kehidupan masyarakat, tetap saja berkembang sampai saat ini. 
Di Indonesia, model kapitalisme-kapitalisme model baru berkembang cukup 
pesat. Secara tidak merampas kekayaan Indonesia secara terang-terangan, akan 
tetapi mengambil dengan jalur perjanjian dengan pemerintah. Mereka 
mengekploitasi hasil bumi Indonesia secara besar-besaran. Cara-cara kapitalis 
tersebut sampai saat ini tetap berjalan di Indonesia melalui dikuasainya perusahaan-
perusahaan di Indonesia oleh pihak asing. Bentuk atau model kapitalisme seperti ini 
tidak nampak secara langsung. 
 
7.2 Ideologi Islam dalam Melawan Ideologi Barat 
Pertentangan ideologi tidak akan pernah hilang dari kehidupan karena selalu 
muncul ideologi-ideologi baru. Namun perlu diketahui bahwasanya ideologi yang 
ditanamkan dalam Islam merupakan ideologi yang sangat mengakar dan tidak dapat 
dilepaskan dari orang Islam yang mengikuti ajaran Islam dengan benar. 
Bagi barat, ideologi selain Islam tidak patut untuk dijadikan ancaman karena 
akan hilang dengan sendirinya, melalui penumpasan massal atau bahkan melalui 
kebingungan dalam ideologi tersebut. Salah satu contoh yakni ideologi Marx yang 
akhirnya mendapatkan pertentangan sendiri dari kelompoknya. Bahkan terjadi 
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kebingungan dalam menerapkan ideologi yang semakin hari semakin tidak jelas 
tersebut. Bahkan perkembangan komunis di Indonesia tidak terlalu diperhatikan oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda karena sangat mudah untuk menghancurkan 
komunisme. Salah satu unsur yang menyebabkan Islam menjadi ideologi yang 
susah untuk dihancurkan karena Islam memiliki dasar yang kuat dan jelas, yakni Al-
Quran dan As-Sunnah. 
Dalam perkembangan sejarah di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda 
merasa aman karena gerakan perlawanan Islam di Indonesia masih dilakukan 
secara terpisah. Namun kondisi berubah ketika penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda memasuki awal abad keduapuluh, yakni ketika berkembangnya gerakan 
pembaharu Islam yang dibawa oleh pedagang, pelajar dan orang-orang yang sadar 
akan nasionalisme di Indonesia.  
 
7.3 Ekonomi Islam Tidak Berbasis Wilayah 
Berbicara tentang persebaran ekonomi Islam, tidak dapat dibatasi oleh 
wilayah karena ekonomi Islam diterapkan dari ujung timur ke ujung barat dan dari 
ujung utara ke ujung selatan. Selagi masih ada kehidupan manusia, maka seluruh 
belahan bumi merupakan tempat untuk menerapkan ekonomi Islam. Bahkan, 
penerapan ekonomi Islam juga tidak hanya berlaku pada orang Islam saja, akan 
tetapi juga diberlakukan kepada orang-orang kafir yang berada di wilayah Islam, 
salah satunya adalah penerapa jizyah. 
Ideologi Islam yang dibawa oleh Sarikat Islam dalam penerapannya selama 
menjadi organisasi terbesar di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwasanya 
penerapan ekonomi Islam bisa menguasai perekonomian Indonesia. Hanya saja 
dalam penerapannya dibutuhkan orang-orang yang faham benar dalam menyikapi 
ideologi-ideologi yang akan bertentangan langsung dengan Islam. 
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Salah satu ideologi yang berkembang saat itu adalah ideologi sosialis dan 
kapitalis. Dalam keadaan demikian, pimpinan-pimpinan Sarikat Islam mampu 
membedakan perekonomian Islam dengan ekonomi kapitalis atau sosialis. Dalam 
penerapannya, wilayah yang menjadi basis ekonomi Islam tidak terbatas di daerah 
perkotaan atau pedesaan. Sangat berbeda dengan ideologi sosialis saat itu yang 
berkembang pesat di daerah pedesaan atau ideologi kapitalis saat itu yang 
berkembang di daerah perkotaan. 
Seluruh wilayah yang ada di Indonesia merupakan wilayah penerapan 
ekonomi Islam. Bahkan di daerah terpencil seperti Toli-Toli, yakni ketika Pemerintah 
Kolonial Belanda tidak sanggup lagi mengontrol masyarakat yang semakin merasa 
tertekan dengan kebiadaban Pemerintah Kolonial Belanda, Sarikat Islam muncul 
sebagai pembela masyarakat. 
Perkembangan perekonomian Sarikat Islam tergolong cepat karena dalam 
kurun waktu 10-15 tahun, Sarikat Islam mampu mencapai puncak kejayaannya. Hal 
tersebut tidak dapat dipungkiri karena masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan 
yang sama dengan Sarikat Islam. Aqidah yang ada pada masyarakat saat itu 
menjadikan Sarikat Islam mampu mengumpulkan berbagai macam suku dalam satu 
payung, yakni Islam. Penekanan ‘Islam’ dalam perkembangan Sarikat Islam 
merupakan unsur penting dalam menarik minat masyarakat.  
Bahkan dalam perkembangannya, Sarikat Islam menekankan bahwasanya 
kita semua awalnya adalah satu umat, seperti yang difirmankan Allah Swt dalam Al-
Quran, “Kaanan nasu ummatan wahidatan”. Penekanan yang dilakukan H.O.S 
Cokroaminoto untuk mempersatukan umat Islam tersebut merupakan salah satu 
dasar pemikiran sosialisme Islam yang tertanam di dalam Al-Quran untuk melawan 
pemikiran sosialisme barat. 
Meskipun dalam perjalanannya, Sarikat Islam tidak dapat mengelak 
bahwasanya terdapat beragam adat setempat yang mempengaruhi tata cara 
peribadatan. Namun penekanan ilmu yang disampaikan oleh Sarikat Islam akhirnya 
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membawa pengaruh yang lebih besar, akhirnya masyarakat mulai tercerahkan 
dengan pemikiran pembaharu yang diberikan Sarikat Islam. 
Pada masa kini, persamaan aqidah seharusnya menjadikan umat Islam di 
Indonesia maju dan menjadikan perekonomian di Indonesia lebih kuat dengan 
menggunakan sistem ekonomi Islam, bukan atas dasar kewilayahan atau kesukuan. 
Masyarakat Muslim di Indonesia ada sekitar 200 juta orang. Potensi besar bagi 
berkembangnya ekonomi Islam. 
Namun sayangnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah terkotak-kotak 
sehingga tidak memiliki visi dan misi jangka panjang secara nasional. Lembaga-
lembaga Islam terpisah berdasarkan golongan masing-masing. Lembaga-lembaga 
Islam tidak memiliki visi misi jangka panjang berdiri hanya akan bertahan dalam 
jangka pendek. Kekurangan dana dan hilangnya visi misi terhadap dampak kepada 
masyarakat yang akhirnya menyebabkan lembaga tersebut hilang dengan perlahan.  
Pelajaran yang perlu diambil dari perkembangan Sarikat Islam di Toli-Toli 
adalah terfokusnya Sarikat Islam pada internal umat Islam. Pada saat umat Islam 
sedang terfokus pada internal umat Islam, Pemerintah Kolonial Belanda siap 
menghancurkan kondisi perekonomian umat Islam di Toli-Toli. Perselisihan dalam 
tubuh umat Islam dimanfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk membangun 
pelabuhan dan menerapkan sistem beacukai yang dibuat untuk kepentingan mereka 
sendiri. 
Kondisi demikian juga terjadi pada umat Islam masa kini. Umat Islam lebih 
terfokus pada permasalahan-permasalahan internal umat Islam. Lebih terfokus pada 
perbedaan yang bersifat fiqih daripada perbedaan yang bersifat Aqidah. Sementara 
kondisi umat Islam terfokus pada perbedaan tersebut, musuh-musuh Islam sudah 
mengambil alih kekuatan pasar, bank, atau pusat perekonomian lainnnya. 
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7.4 Mempertajam Kekuatan Ekonomi 
Pemberian badan hukum oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada Sarikat 
Islam berupa organisasi legal di tingkat cabang bisa dikatakan kebijakan yang cukup 
membuat ruang gerak Sarikat Islam terbatas, yakni hanya sebatas kekuasaan lokal 
saja. Akan tetapi, jika diperhatikan, maka akan terlihat bahwasanya keputusan 
Pemerintah Kolonial Belanda tersebut sangat menguntungkan Sarikat Islam. 
Memang Sarikat Islam tidak mendapatkan badan hukum secara pusat, yang 
berakibat tidak diakuinya Sarikat Islam pusat. Akan tetapi, pengakuan terhadap 
Sarikat Islam lokal merupakan kekuatan dan kesempatan besar bagi Sarikat Islam 
untuk mengembangkan perekonomian. Keputusan sepihak dari Pemerintah Kolonial 
Belanda tersebut akhirnya mampu membawa Sarikat Islam memiliki jangkauan di 
daerah-daerah yang sangat mengharapkan bantuan. Dengan demikian, anggota-
anggota Sarikat Islam terus berkembang tidak hanya ada di daerah perkotaan saja, 
akan tetapi juga di daerah pedesaan. 
Dalam konteks kontemporer, pendirian lembaga ekonomi Islam diharapkan 
tidak hanya terbatas pada perkotaan saja akan tetapi juga didirikan di daerah-daerah 
pedesaan. Terkadang masyarakat pedesaan tidak terlalu mengetahui hukum-hukum 
ekonomi Islam secara menyeluruh sehingga mereka masih terbelenggu dengan 
adanya pinjam meminjam dengan bunga, yang bahkan bunganya sangat besar dan 
menyengsarakan masyarakat. 
Pada permasalahan bunga bank, Sarikat Islam merupakan organisasi yang 
sangat menolak adanya unsur riba atau bunga. Terlebih sistem yang dilarang Islam 
tersebut semakin menyengsarakan masyakat. Kondisi perekonomian saat itu 
sangatlah susah, bahkan musuh utama dalam bidang perekonomian bukan hanya 
Pemerintah Kolonial Belanda akan tetapi juga pedagang dari Tionghoa. Persaingan 
ketat juga akan terjadi dengan pedagang dari Tionghoa. Pedagang-Pedagang 
Tionghoa mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kolonial Belanda untuk 
melakukan perdagangan dalam skala besar, sementara pedagang lokal tidak 
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mendapatkan dukungan sama sekali, bahkan mendapatkan persaingan ketat dari 
Pemerintah Kolonial Belanda dan Tionghoa. 
Riba merupakan hukum ekonomi yang sangat jelas dilarang dalam Al-quran. 
Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang kian terpuruk dimanfaatkan oleh 
pedagang atau pemodal dari Tionghoa untuk meminjamkan uang dengan bunga 
yang tinggi. Kebutuhan hidup yang kian mendesak membuat masyarakat harus 
meminjam uang kepada Tionghoa. Bahkan, dalam peminjaman tersebut, Tionghoa 
meminta jaminan berupa lahan tanah atau tanaman sawah. Bagi masyarakat yang 
tidak sanggup membayar beserta bunganya, tanah atau hasil sawahnya akan 
diambil.  
Tentu saja adanya riba merupakan muammalah ekonomi yang diharamkan 
dalam Islam. Sementara itu, bagi peminjam atau yang meminjam hukumnya adalah 
siksa yang sangat pedih. Namun demikian, riba tidak lantas hilang ketika Sarikat 
Islam menjamur di seluruh pelosok Indonesia, atau bahkan setelah Indonesia 
merdeka. 
Kondisi tersebut ternyata ada hingga saat ini, yakni adanya riba atau 
pinjaman yang berbunga. Kondisi masyarakat saat ini hampir sama dengan kondisi 
pada masa lalu. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, masyarakat meminjam 
uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer seperti sandang dan papan, 
akan tetapi kondisi kekinian masyarakat meminjam uang untuk memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan sekunder ataupun tersier. Contoh peminjaman uang yang 
dilakukan masyarakat saat ini untuk pembelian sepeda motor ataupun mobil. 
Meskipun bunga yang ditawarkan pada masa kini lebih rendah daripada 
masa Pemerintah Kolonial Belanda atau Tionghoa, Akan tetapi, dalam kondisi 
apapun bunga tetap saja merupakan sesuatu yang haram. Padahal disisi lain, Islam 
telah menawarkan solusi yang sangat menguntungkan kedua belah pihak berupa 
menghalalkan pinjam meminjam dengan adanya bagi-bagi hasil. Bagi hasil yang 
diterapkan dalam perekonomian Islam sangatlah menguntungkan kedua belah pihak, 
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ketika penerima modal ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka ia harus 
bekerja keras untuk mendapatkannya. Sementara ketika pemodal ingin 
mendapatkan keuntungan yang banyak, harus melihat potensi ekonomi yang 
diakibatkan atas uang yang dipinjamkan. Berbeda dengan sistem riba yang 
mewajibkan peminjamnya harus mengembalikan modal sesuai dengan bunga yang 
sudah tertera, bukan berdasarkan hasil yang telah diperoleh. 
Salah satu kesalahan yang diterapkan Tionghoa adalah sistem bunga atau 
riba. Cara yang dilakukan Sarikat Islam dalam menghadapi perekonomian China 
tidak dilakukan dengan memboikot peminjaman Tionghoa, koperasi yang 
menerapkan simpan pinjam kepada anggotanya dan tidak berbunga. dalam 
perdagangan, dibuat usaha baru yang harganya lebih murah dibandingkan dengan 
harga yang diberikan TIonghoa. Bahkan, pertama kali lahirnya Sarekat Dagang 
Islam yang akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian, secara langsung 
mendapat permasalahan dari kalangan pedagang Tionghoa karena mereka merasa 
iri dengan perekonomian Sarekat Dagang Islam yang berkembang sangat pesat. 
Perasaan iri tersebut membuat Tionghoa melakukan perkelahian dengan anggota 
Sarikat Islam.  
Penerapan yang dilakukan Sarikat Islam hampir sama dengan apa yang 
diterapkan Utsman bin Affan dalam menghadapi sistem kapitalisasi air yang 
dilakukan oleh Yahudi. Ketika air sangat dibutuhkan oleh masyarakat Madinah, 
Yahudi menjualnya dengan harga mahal sehingga masyarakat semakin tidak 
sanggup untuk membayarnya. 
Strategi yang dilakukan Utsman bin Affan tidaklah memboikot air yang dimiliki 
oleh Yahudi karena masyarakat membutuhkannya. Strateginya adalah membeli 
sumber air tersebut dengan harga mahal dan membagikannya kepada masyarakat. 
Akan tetapi karena kelicikan Yahudi agar tetap melakukan perdagangan, dia 
menolak tawaran Utsman bin Affan kecuali dengan harga yang sama Utsman hanya 
mendapatkan setengah dari sumbernya dan sehari Utsman sehari Yahudi tersebut. 
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Utsman menerima tawaran tersebut, lalu mempersilahkan kepada masyarakat untuk 
mengambil air secukupnya untuk digunakan pada hari itu dan besoknya, karena 
besoknya adalah jatah untuk Yahudi. Akhirnya masyarakat mengambil air 
secukupnya untuk digunakan hari tersebut dan besok, sehingga ketika besok tiba, 
Yahudi tersebut hanya bisa menangis karena tidak ada lagi pembeli airnya, sehingga 
ia menjual seluruh sumurnya kepada Utsman dengan harga yang sangat murah. 
Begitulah strategi perekonomian masa kini yang seharusnya dilakukan oleh 
pemerintah Islam dalam menerapkan syariat Islam untuk menerapkan perekonomian 
dalam memboikot Yahudi di Indonesia. Salah satu contoh yang seharusnya 
diterapkan masa kini adalah pada hal air. Dalam Islam air merupakan sumber daya 
yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun selain api dan padang rumput. Air sekarang 
diperdagangkan dengan bebas dan harga yang sangat mahal. Bahkan kesehatan 
yang terdapat pada air yang dijual tersebut perlu diperhatikan karena tidak sedikit 
produsen air menggunakan fluoride di dalamnya, yang jika dikonsumsi terus 
menerus akan melemahkan otak. 
Strategi yang dilakukan masa kini adalah menggratiskan air siap minum 
dilakukan oleh pemerintah. Dapat dipastikan ketika air minum digratiskan di 
Indonesia, produsen-produsen air minum yahudi akan gulung tikar dengan 
sendirinya. 
Hal tersebut juga berlaku dalam pinjam meminjam, ketika tidak adanya unsur 
bunga atau bahkan dimasukkan dalam kategori bagi hasil yang murni, maka 
diharapkan masyarakat akan berbondong menuju baitul maal yang didirikan oleh 
umat Islam, tanpa menggunakan kata ‘bank’ sedikitpun meskipun syariah, karena 
hanya akan meniru kata-kata yang sudah dicetuskan oleh barat. 
 
7.5 Pergerakan dari Ekonomi ke Politik 
Kekuatan yang dibangun Pemerintah Kolonial Belanda telah membuat 
kekuasaan mereka di Indonesia semakin menjadikan mereka berkuasa di Indonesia. 
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Dalam hal ini, Sarikat Islam sadar bahwa mengambil kekuasaan adalah salah satu 
cara untuk mengembalikan kemerdekaan Indonesia dari belenggu Pemerintah 
Kolonial Belanda. Cara-cara yang dilakukan Sarikat Islam tentu saja sudah cukup 
strategis, yakni melalui bergabungnya mereka di dalam pemerintahan. 
Salah satu contoh pengaruh kekuasaan yang berpengaruh di awal abad 
keduapuluh adalah tidak berkuasanya Sarikat Islam di Toli-Toli karena kekuasaan 
dipegang oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sementara Sarikat Islam di Toli-Toli 
masih sangat sedikit anggotanya. Sementara itu, dalam strategi ini, Abdul Muis 
melihat bahwasanya posisi seorang directeur juga merupakan posisi strategis untuk 
mengambil alih kekuasaan. Pengaruh Sarikat Islam ditanamkan Abdul Muis melalui 
peran seorang directeur. 
Beberapa orang memang mengatakan bahwasanya kekuasaan atau 
pemerintahan adalah hal yang sangat kotor, jadi tidak perlu diperebutkan. Bahkan 
cukup banyak orang-orang yang membiarkan perpolitikan Indonesia yang jelas 
lawannya nanti adalah perekonomian dunia kapitalis dan liberalis untuk 
diperebutkan, sementara posisi-posisi yang sejatinya diperebutkan sesama umat 
Islam, kian ramai untuk diperebutkan, seperti kedudukan di dalam lembaga-lembaga 
Islam.  
Perlu diperhatikan adalah ketika pemerintahan telah dianggap kotor dan tidak 
ada yang berusaha membersihkan, maka pemerintahan akan tetap kotor. Bahkan 
jika orang-orang mengetahui bahwasanya pemerintahan merupakan wilayah kotor, 
namun membiarkan orang-orang kotor semakin mengotorinya, juga bukanlah solusi 
dari permasalahan ini.  
Pada masa kini, kita semua tahu bahwasanya sistem pemerintahan 
Indonesia sangat susah untuk dilepaskan dari ajaran Pemerintah Kolonial Belanda, 
yakni korupsi yang semakin merajalela. Ketika korupsi dibiarkan tanpa adanya 
pembersihan, maka akan terus terjadi dan tidak ada yang berusaha menyadarkan 
bahaya korupsi baik di dunia ataupun di akhirat.  
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Pengaruh kekuasaan atau kekayaan merupakan aspek yang sangat penting 
dalam kehidupan. Pendirian Sarekat Dagang Islam juga tidak terlepas dari 
kekuasaan dan kekayaan. Kejayaan pedagang-pedagang Islam menginspirasi 
pendirian Sarekat Dagang Islam. 
Saudagar-saudagar yang ada di dalam tubuh Sarekat Dagang Islam 
merupakan bagian terpenting dari perjuangan ini. Kekuatan ekonomi yang mereka 
miliki membawa dampak besar bagi rekrutmen anggota. Masyarakat lebih percaya 
untuk diajak bergabung dan berjuang bersama dengan mereka ketika mereka 
mempunyai kekuatan dan pengaruh yang sangat kuat di dalam masyrakat. Posisi 
strategis mereka dalam perekonomian mampu menjadi jalan dakwah untuk 
menentang penjajahan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. 
Sarekat Dagang Islam merupakan gerakan awal pembaharu-pembaharu 
Islam dalam mengambil alih perpolitikan yang ada di Indonesia. Tidak dapat kita 
pungkiri bahwasanya pergerakan dalam bidang perekonomian secara langsung akan 
mempengaruhi perpolitikan yang ada. Berawal dari Sarekat Dagang Islam menjadi 
Sarikat Islam, gerakan pembaharu Islam ini terlihat sangat diminati masyarakat 
dalam setiap kongres atau rapatnya. Kenapa demikian? Dapat dilihat bahwasanya 
pergerakan ini mampu menjadi tempat untuk mengembalikan kejayaan masyarakat. 
Kegiatan-kegiatan perekonomian sangat menunjang perpolitikan yang ada di 
setiap zamannya. Pada masa Rasulullah Saw juga demikian, terlaksananya 
perpolitikan atau khilafah diatas manhaj kenabian tercipta karena sistem 
perekonomian yang sudah tertata dengan rapi. Perekonomian yang rapi pada masa 
Rasulullah Saw membawa perpolitikan yang stabil. Masyarakat tidak mudah untuk 
melakukan pemberontakan karena sistem zakat dijalankan dengan maksimal, 
masyarakat benar-benar sadar akan hukum ekonomi Islam sehingga dapat 
meminimalisir adanya kecurangan. 
Peran zakat dalam selalu ada dalam setiap kehidupan. Bahkan dalam kondisi 
terjajahpun Sarikat Islam tetap menerapkan penunaian zakat yang merupakan 
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bagian wajib dari setiap umat Islam. Meskipun tidak ada tempat yang digunakan 
untuk kantor ataupun tempat untuk transaksi zakat, Sarikat Islam menggunakan 
masjid-masjid atau surau-surau sebagai tempat pembayaran zakat. 
Hal tersebut membuktikan bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang 
harus ditunaikan oleh setiap umat Islam. Baik dalam kondisi terdesak seperti dalam 
masa penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda, masyarakat yang sudah mencapai 
nisabnya, tetap saja diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Dalam kondisi tidak 
ada tempat untuk pusat penunaian zakat, mushola atau surau bisa juga digunakan. 
Pada masa kekinian, kegiatan perpolitikan juga tidak dapat terlepas dari 
kegiatan perekonomian. Ketika perekonomian di suatu negara dapat berjalan stabil, 
maka akan diiringi perpolitikan yang stabil pula. Lembaga-lembaga ekonomi Islam 
seharusnya memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat terlebih dahulu 
sebelum menjadikan lembaga tersebut memperbaiki perekonomian suatu negara.  
 
7.6 Prinsip Lembaga Islam Masa Kini 
Perkembangan lembaga Islam masa kini seharusnya belajar dari bagaimana 
cara berkembangnya Sarikat Islam sehingga menjadi lembaga Islam yang 
menyejarah dan dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dalam skripsi ini 
setidaknya terdapat 4 cara yang dilakukan oleh Sarikat Islam agar dikenal 
masyarakat, diantaranya saling membantu, memajukan perdagangan masyarakat 
membuat usaha kecil masyarakat, mendirikan sekolah yang berbasiskan Islam, 
menampung serta memecahkan keluhan masyarakat. Selain itu, H.O.S 
Cokroaminoto juga menambahkan hal prinsip yang dijadikan Anggaran Dasar dalam 
Sarikat Islam, yakni adanya upaya memajukan perdagangan, pertanian, kesehatan, 
dan segala aspek kehidupan masyarakat, mempertebal rasa persaudaraan, dan 
menciptakan kerukunan.  
Penerapan yang dilakukan Sarikat Islam merupakan cara yang bisa 
dilakukan oleh lembaga Islam masa kini untuk menyejahterakan perekonomian 
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masyarakat. Cara yang dilakukan Sarikat Islam dalam membantu masyarakat patut 
untuk dijadikan refleksi masa kini bahwasanya lembaga ekonomi Islam seharusnya 
tidak fokus dalam mencari keuntungan, akan tetapi lebih dari itu, yakni bagaimana 
cara membarikan manfaat kepada masyarakat tanpa mengesampingkan 
keuntungan. 
Cara kedua yang dilakukan Sarikat Islam yakni melalui perdagangan yang 
ada di masyarakat juga patut diterapkan pada masa kekinian. Yakni melalui 
pendirian koperasi-koperasi yang menampung hasil usaha masyarakat sehingga 
masyarakat tidak dipermasalahkan dengan distribusi ataupun pemasaran. 
Selanjutnya, cara ketiga yang diambil pelajaran dari Sarikat Islam adalah pentingnya 
sebuah visi jangka panjang, yakni perekonomian yang menunjang adanya 
pendidikan berbasiskan Islam. Lembaga tersebut diharapkan menjamin segala 
pembayaran atau kebutuhan dari pendidikan tersebut sehingga tidak perlu meminta 
bantuan dari masyarakat sekitar. 
Dalam rangka memperkuat ekonomi, Sarikat Islam tidak dapat berjalan 
sendiri tanpa beriringan dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam 
perekonomian merupakan salah satu solusi agar masyarakat merasa menjadi bagian 
penting dalam perubahan perekonomian. Salah satu cara melibatkan masyarakat 
dalam bidang perekonomian adalah mengajaka masyarakat berpartisipasi dalam 
koperasi. Sarikat Islam paham benar betapa pentingnya ukhuwah islamiyah dalam 
pembangunan perekonomian. Oleh karenanya, Sarikat Islam membangun koperasi 
atas dasar persaudaraan sesama muslim. Tentu saja hal tersebut akan menjadikan 
anggota-anggota yang tergabung semakin merasa memiliki koperasi. Dampak 
jangka panjang adalah koperasi semakin kuat dan masyarakat semakin maju 
perekonomiannya. 
Cara terakhir yakni menjadi pusat konsultasi masyarakat. Masyarakat sangat 
perlu adanya tempat untuk berkonsultasi terutama dalam permasalahan 
ekonominya. Lembaga Islam yang menyediakan pusat konsultasi akan sangat 
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membantu masyarakat sehingga ada hubungan yang terjalin. 
Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan dengan sempurna. Tidak ada 
kecacatan Allah Swt melalui aturan Islam dalam mengatur semua kebutuhan 
manusia. Salah satu yang telah diatur oleh Islam adalah dalam bidang perdagangan 
atau perekonomian. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menjelaskan beberapa hal 
yang patut dijadikan prinsip dan larangan dalam melakukan muammalah. 
Muammalah yang terkait dengan keaqidahan, tentunya akan cacat aqidah 
tersebut ketika bermuammalah tidak dengan cara yang telah diajarkan dalam Islam. 
Muammalah saat ini juga seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yang telah 
diajarkan Islam, yakni memberitahukan informasi barang yang akan dijual dengan 
sedetail-detailnya sehingga pembeli tidak merasa dirugikan ketika barang sudah 
dibeli. Prinsip dasar kedua yang seharusnya tidak dilanggar dan tetap dilakukan 
masa kini adalah dalam hal timbangan. Allah Swt sudah berfirman di Surat ke-83 
bahwasanya ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran sangatlah pedih 
siksanya. Dalam muammalah lainnya adalah tidak menerima tawaran dari pembeli 
kedua sebelum pembeli pertama memutuskan membeli barang yang ditawar atau 
ditinggalkan.  
Muammalah yang menjadi prinsip-prinsip ini patutlah menjadi dasar bagi kita 
semua untuk bermuammalah dengan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan 
dalam Islam, yakni tidak bermuammalah dengan cara batil. 
 
7.7 Strategi Musuh  
Perkembangan Sarikat Islam tidak akan dibiarkan oleh orang-orang yang 
memiliki kepentingan ideologi ataupun ekonomi. Secara ideologi, orang-orang 
sosialis merasa terusik dengan sosialisme yang dibawa Sarikat Islam. Secara 
ekonomi, Pemerintah Kolonial Belanda merasa bahwasanya perkembangan Sarikat 
Islam telah banyak mempengaruhi perekonomian Pemerintah Kolonial Belanda di 
Indonesia. 
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Masuknya Christian Snouck Hugronje dalam tubuh umat Islam merupakan 
bukti bahwasanya Pemerintah Kolonial Belanda berusaha menghancurkan umat 
Islam karena telah memberikan pengaruh dengan usaha mengembalikan 
perekonomian sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sementara masuknya Sneevliet 
juga tidak terlepas dari permasalahan ideologi. Koordinator komunisme Asia dan 
misionaris komunisme internasional tersebut sengaja datang ke Indonesia dengan 
agar mampu menyebarkan ideologinya dan melawan Sarikat Islam. 
Penyusupan yang dilakukan sosialisme menyerang berbagai macam 
kalangan masyarakat. Pemuda yang tidak memiliki haluan atau pondasi dalam 
berorganisasi seperti Semaoen menjadi salah satu target dari sosialisme sehingga 
dengan mudah dikendalikan. Selain itu, pekerka di perkebunan yang mendapatkan 
penindasan Pemerintah Kolonial Belanda, pedagang yang mendapatkan kerugian 
akibat Tionghoa, atau bahkan pegawai jawatan kereta api. Semua elemen 
masyarakat yang memiliki peran penting dalam struktur ekonomi menjadi sasaran 
sosialisme. Sosialisme mengetahui bahwasanya terciptanya struktur ekonomi yang 
teratur dalam kendali tidak bisa dilakukan pendekatan hanya kepada kalangan 
menengah keatas serta kalangan tua saja.  
Pada masa kini, umat Islam harus siap dengan segala kondisi yang dilakukan 
musuh-musuh Islam. Musuh Islam masuk ke dalam organisasi-organisasi Islam, 
bahkan bisa dikatakan orang-orang tersebut merupakan orang yang berilmu. 
Christian Snouck Hugronje yang masuk ke dalam tubuh Islam, merupakan seorang 
tokoh liberal yang sengaja belajar di Jazirah Arabia untuk menghancurkan Islam di 
Indonesia. Sneevliet sengaja memasukkan murid didikannya, Semaoen, ke dalam 
Sarikat Islam untuk memecah belah Sarikat Islam. Saat ini, banyak tokoh-tokoh 
Islam yang sengaja ditokohkan oleh orang-orang barat atau musuh-musuh Islam, 
untuk mempengaruhi masyrakat muslim di Indonesia. Mereka bukanlah orang yang 
tidak berilmu, ilmu yang mereka miliki sangatlah banyak, akan tetapi karena tidak 
bermanfaatnya ilmu yang diterima. Mereka sengaja menyebarkan pemikiran-
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pemikiran yang sesat untuk mempengaruhi umat Islam melalui pemikiran liberalis, 
pluralis dan sekularis. 
Pemikiran baru yang dibawa oleh tokoh-tokoh liberalis, pluralis dan sekularis 
merupakan pemikiran baru yang terlihat memudahkan untuk memahami ajaran Islam 
padahal sangat memberatkan karena jauh dari syariat Islam. Salah satu contoh 
kemudahan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tersebut adalah ketika perayaan natal 
terjadi, tokoh-tokoh liberal mengatakan bahwa mengatakan selamat natal kepada 
kaum Kristen atau nashrani. Pemikiran ini menyebar di kalangan masyarakat 
Indonesia sehingga menyesatkan masyarakat.  
Pemerintah Kolonial Belanda memiliki watak yang sangat licik. Dalam 
perkembangannya di Indonesia sebelum abad keduapuluh, Pemerintah Kolonial 
Belanda sangat licik terhadap masyarakat Indonesia, terutama terhadap masyakarat 
yang melakukan perlawanan Pemerintah Kolonial Belanda. Pejuang-pejuang Islam 
mendapatkan tawaran melakukan perdamaian dengan Pemerintah Kolonial Belanda, 
akan tetapi setelah bertemu, pejuang-pejuang tersebut ditangkap dan dibuang oleh 
Pemerintah Kolonial Belanda 
Kondisi sama terjadi pada masa perpolitikan awal abad keduapuluh. Sarikat 
Islam ditawarkan kedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tawaran tersebut 
diterima karena pimpinan Sarikat Islam memiliki tujuan jangka panjang, yakni 
mengambil alih perpolitikan di Indonesia. Sementara Pemerintah Kolonial Belanda 
memberikan kedudukan tersebut karena ingin menetralkan kondisi masyarakat yang 
pada saat itu mulai memberontak. Tawaran yang awalnya akan memberikan 
kepentingan politik terhadap masyarakat dalam jangka panjang tersebut, ternyata 
hanya menjadikan Sarikat Islam sebagai umpan terhadap masyarakat. Akhirnya 
Sarikat Islam memutuskan untuk keluar karena tidak ada manfaatnya sama sekali. 
Sementara itu, komunis juga ditawarkan posisi yang sama dengan Sarikat 
Islam, dengan syarat mengkondisikan masyarakat serta menjadikan Sarikat Islam 
sebagai musuh besarnya. Ternyata Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberikan 
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janji-janji terhadap komunis, yang akhirnya menyebabkan kekecewaan komunis. 
Pada kondisi kekinian, kita perlu waspada dengan politik muka dua yang 
diterapkan oleh musuh-musuh Islam yang sengaja datang dengan membawa nama 
‘demokrasi’. Pada masa kini, demokrasi hanya sebagai politik dua muka yang 
diterapkan oleh musuh-musuh Islam yakni ketika demokrasi menguntungkannya, 
maka diikutinya dan dijadikan dasar, sementara ketika demokrasi menguntungkan 
umat Islam, maka akan dicederai demokrasi tersebut. 
Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetpai juga terjadi di 
negeri Islam yang menganut asas demokrasi. Ketika kemenangan demokrasi terjadi 
di pemerintahan Islam, seperti yang terjadi pada Negara Mesir, maka negara barat 
akan ikut campur tangan untuk menghancurkan demokrasi yang telah dicetuskannya 
sendiri akan tetapi dimenangkan oleh pemerintahan Islam. 
Pemerintah Kolonial Belanda merupakan penjajah kafir yang tidak akan 
bermain dalam perpolitikan dengan jalan benar. Mereka akan terus melancarkan tipu 
daya kepada kelompok yang tidak sehaluan dengannya. Salah satunya adalah 
Sarikat Islam. Dalam permasalahan badan hukum, Pemerintah Kolonial Belanda 
tidak memberikan secara penuh kepada Sarikat Islam akan tetapi hanya sebatas 
pemberian badan hukum bagi Sarikat Islam di tingkat lokal. 
Janji tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Sarikat Islam yang 
ingin mendirikan organisasi yang memiliki ruang lingkup nasional. Pemerintah 
Kolonial Belanda memberikan badan hukum di tingkat lokal dengan tujuan agar 
Sarikat Islam tidak mampu berkiprah dalam perpolitikan di tingkat nasional. 
Janji-janji barat untuk memberikan badan hukum kepada Sarikat Islam 
ternyata hanya omong kosong belaka. Pemerintah Kolonial Belanda hanya 
memberikannya disaat kekuasaannya di Indonesia benar-benar dalam keadaan 
terpojokkan. Politik kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda diterapkan disini. 
Mereka ingin tetap berkuasa di Indonesia setelah Perang Dunia I usai, tidak hanya 
itu, mereka ingin menguras kekayaan Indonesia lebih mendalam karena kebutuhan 
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dana. Salah satu cara yang dilakukan adalah membuat organisasi-organisasi yang 
memiliki kekuatan politik secara nasional dijinakkan.  
Kondisi demikian juga terjadi pada masa kini. Organisasi atau partai politik 
yang mempunyai pengaruh kuat di Indonesia dijinakkan oleh kalangan kapitalis barat 
yang ingin terus mengeruk kekayaan di Indonesia. Pada masa kini, nasionalisme 
organisasi atau partai politik perlu dipertanyakan. Kapitalis barat tidak perlu bersusah 
payah untuk mengambil hati pemangku kebijakan, cukup memaparkan berapa 
persen yang akan didapatkan dari hasil eksploitasi tersebut, maka kapitalis 
mendapatkan hak untuk mengambil kekayaan Indonesia.  
 
7.8 Penyebaran Komunis 
Sneevliet dengan pemikiran sosialismenya berkembang cukup pesat di 
Indonesia. Perkembangan tersebut adalah hasil dari kerjasama Sneevliet dengan 
Pemerintah Kolonial Belanda yang memberikan kebebasan untuk mendirikan 
organisasi yang berideologi sosialis. Setelah itu, dalam perkembangannya, sosialis 
terus mengajak orang-orang baru bergabung dalam pengaruhnya, salah satunya 
adalah Semaoen yang akhirnya menjadi pimpinan Sarikat Islam cabang Semarang. 
Campur tangan yang diberikan Pemerintah Kolonial Belanda kepada 
Sneevliet merupakan cara mereka untuk menghancurkan Sarikat Islam. Mereka 
mempertemukan ideologi Islam dengan ideologi sosialis. Dampak yang diberikan 
oleh Sneevliet begitu luar biasa bagi Sarikat Islam, yakni hancurnya Sarikat Islam 
secara perlahan. 
Terdapat dua hikmah yang perlu diambil, yakni komunisme terus 
berkembang di Indonesia dan terus menanamkan ideologinya, kedua bahwa 
komunis tidak pernah bekerja sendiri dalam menanamkan ideologinya. 
Penyebaran komunis dalam sejarah tidak hanya ditanamkan di kalangan 
pekerja-pekerja saja. Akan tetapi juga ditanamkan di kalangan pelajar yang kelak 
akan menjadi pemimpin-pemimpin negeri. Dalam sejarah di Sumatera, komunis 
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masuk ke dalam sekolah yang didirikan oleh kalangan pembaharu Islam. Akan tetapi 
karena lemahnya keimanan terhadap keislaman, akhirnya pada tahun 1923 
pemikiran yang dibawa Sneevliet mudah masuk ke dalam lembaga pendirikan 
tersebut. 
Perlu diwaspadai seiring majunya pendidikan masa kini, tidak dapat 
dipungkiri bahwasanya pendidikan-pendidikan modern yang tidak berbasiskan Islam 
juga akan menjadi sasaran utama penyebaran komunisme. Oleh karena itu, pelajar-
pelajar perlu waspada terhadap pemikiran sosialis yang dikembangkan atas nama 
rakyat, akan tetapi hanya untuk kepentingan kalangan tertentu.  
Penyebaran media pers merupakan salah satu usaha untuk mempercepat 
berkembangnya ideologi sosialis.  Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya media pers 
merupakan aspek penting dalam menyebarkan suatu berita ataupun informasi yang 
didalamnya terdapat ideologi ataupun pemikiran. Peran media pers pada masa kini 
sangat besar terlebih masyarakat saat ini sudah terkoneksi dengan internet. 
Beberapa tahun lalu mungkin kita memerlukan Koran untuk mendapatkan informasi 
terbaru, akan tetapi saat ini cukup dengan sekali klik, kita sudah dapat menerima 
informasi terbaru, baik dalam dunia politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Media 
sosial juga merupakan salah satu penting dalam menunjang adanya kemajuan atau 
kehancuran perekonomian suatu perusahaan atau lembaga. 
Salah satu penyebaran komunisme melalui media adalah melalui tayangan 
film yang pada akhir tahun 2014 yang berjudul ‘Senyap’ di kalangan mahasiswa. 
Beberapa kampus menyebarkan film tersebut, namun Universitas Brawijaya 
menolaknya dengan tegas.  
 
7.9 Organisasi Tandingan 
Ketika Sarikat Islam menjadi organisasi terbesar dalam bidang perpolitikan, 
agama, dan perekonomian, Pemerintah Kolonial Belanda mencari cara untuk 
melumpuhkan Sarikat Islam dari sisi eksternal. Berbagai cara seperti fitnah ditujukan 
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kepada petinggi-petinggi Sarikat Islam agar mampu menurunkan tingkat 
kepercayaan masyarakat kepada Sarikat Islam. Kondisi demikian ternyata cukup 
efektif dalam menurunkan tingkat perekonomian Sarikat Islam. Akan tetapi 
Pemerintah Kolonial Belanda juga terus mencari cara agar Sarikat Islam terus 
mendapatkan intimidasi sehingga perekonomian yang digaungkan Sarikat Islam 
dapat hancur. 
Proses penghancuran yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda lainnya 
adalah melalui pendirian organisasi-organisasi tandingan di beberapa daerah. 
Beberapa contoh pendirian organisasi tandingan dari Pemerintah Kolonial Belanda 
adalah lahirnya organisasi perhimpunan Seloso Kliwon yang kemudian berubah 
nama menjadi Taman Siswo, Igama Jawa Pasundan atau Agama Jawa Sunda serta 
pendirian organisasi yang akhirnya merintis menjadi PKI. 
Adanya organisasi tandingan merupakan salah satu bukti bahwasanya 
Pemerintah Kolonial Belanda akan membenturkan organisasi-organisasi yang ada 
dengan organisasi baru sehingga akan membingungkan masyarakat. Pada masa 
sekarang, banyak sekali lembaga penyaluran zakat yang ada di Indonesia. Bahkan 
banyaknya lembaga tersebut juga akhirnya membingungkan masyarakat dalam 
menyalurkan zakat. Akibat dari banyaknya lembaga tersebut pula akhirnya dana-
dana zakat terpetak-petak menjadi banyak bagian. Pemetakan tersebut berdampak 
tidak meluasnya pembagian zakat di Indonesia. Jika saja organisasi atau lembaga 
zakat yang ada di Indonesia dikelola dengan nasional dan terstruktur dengan rapi 
tanpa ada kepentingan politik di didalamnya, maka optimalisasi zakat di Indonesia 
akan sangat besar, bahkan akan mampu mengalahkan jumlah APBN yang ada di 
Indonesia. Namun, kepentingan politik pula yang menyebabkan nasionalisasi zakat 
menjadi terpecah-pecah. Dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
pembahasan zakat hampir tidak pernah dibahas karena tidak berpengaruh secara 
signifikan bagi anggota dewan. Akan tetapi semenjak melihat perkembangan 
lembaga-lembaga zakat yang menjamur di Indonesia, yang tentunya dengan melihat 
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banyaknya nilai materialis yang didapatkan dari zakat tersebut, akhirnya 
pembahasan zakat cukup dirutinkan. Akan tetapi kembali pada hukum zakat 
tersebut, yakni wajib bagi setiap umat Islam, dan pemerintah hanya bertugas 
mengendalikan agar zakat bisa dibagikan secara merata. Kepentingan politik dalam 
zakat sangat mengganggu keberlangsungan pengumpulan zakat tersebut karena 
rawan adanya unsur korupsi dan penyimpangan sejenisnya. 
 
7.10 Penerapan Syariat 
Sarikat Islam memiliki keterbatasan dalam aspek kekuatan hukum untuk 
mendakwahkan Islam. perlawanan sangat besar terjadi dari kalangan Pemerintah 
Kolonial Belanda karena akan mengganggu stabilitas ekonomi dan politik mereka di 
Indonesia. Dalam benak Pemerintah Kolonial Belanda, ketika masyarakat Indonesia 
sadar akan hukum Islam, maka tidak laa lagi Pemerintah Kolonial Belanda harus 
segera kembali ke negaranya, dan pergi meninggalkan Indonesia. Akan tetapi hal 
tersebut tidak dapat dibiarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Salah satu caranya 
adalah membatasi gerak yang dilakukan oleh Sarikat Islam, baik dalam bidang 
pendidikan, perpolitikan ataupun perekonomian.  
Penerapan hukum Islam di tengah keterbatasan tersebut tidak mengurangi 
semangat para da’i dalam Sarikat Islam untuk mencerdaskan umat Islam di 
Indonesia agar kembali berhukum pada aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Sarikat 
Islam dalam beberapa kali kesempatan secara terang-terangan menyampaikan 
kepada Pemerintah Kolonial Belanda bahwasanya mereka adalah oposisi yang siap 
melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. 
Anggota-anggota Sarikat Islam dengan tegas akan menerapkan syariat atau 
aturan Islam dalam ibadah ataupun muammalah. Dalam hal muammalah, yang 
ditekangkan oleh Sarikat Islam adalah mengembalikan hukum-hukum ekonomi pada 
aturan Islam. Salah satu penentangan yang dilakukan Sarikat Islam adalah 
penindasan yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda. 
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Pada masa kini, seharusnya pemerintah Islam di Indonesia lebih berani untuk 
menerapkan aturan Islam secara kaffah tanpa takut adanya ancaman atau intimidasi 
dari kalangan barat. Pertanyaan besarnya adalah mengapa pemimpin negara yang 
beragama Islam saat ini, lebih bangga dengan sistem yang diberikan oleh kaum-
kaum barat daripada aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Padahal aturan yang 
diberikan oleh Allah Swt lebih sempurna dan adil. Salah satu contoh aturan adil yang 
ada dalam Islam adalah aturan pernikahan dengan lawan jenis. Akan tetapi 
beberapa umat Islam yang mengaku dari kalangan liberal, atas nama kebebasan 
atau hak asasi manusia, lebih menyukai hukum-hukum baru yakni berusaha 
melegalkan aturan pernikahan sesama jenis. Suatu hal tidak adil karena menyalahi 
fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Swt. Selain itu, dalam bidang 
perekonomian, pemerintah juga berwenang mengganti bank-bank yang tidak 
menggunakan dasar syariah Islam dengan bank-bank syariah yang benar-benar 
menerapkan syariat Islam. Namun pada kenyataannya, pemerintah masih belum 
bisa menerapkan hal tersebut sepenuhnya karena masih terbatas pada kekuatan 
politik dan ekonomi internasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	 	243	
BAB VIII 
PENUTUP 
8.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, bisa ditarik 
beberapa kesimpulan diantaranya :  
1. Motif ekonomi merupakan motif awal penjajahan Pemerintah Kolonial 
Belanda di Indonesia. Bagi Pemerintah Kolonial Belanda Indonesia 
merupakan lahan besar untuk mendapatkan keuntungan. 
2. Kehadiran Sarikat Islam di kancah perekonomian dan perpolitikan Indonesia 
merupakan ancaman bagi Pemerintah Kolonial Belanda sehingga harus 
meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap pergerakan yang dilakukan 
Sarikat Islam. 
3. Pemerintah Kolonial Belanda memberikan celah untuk perkembangan Sarikat 
Islam, yakni melalui surat badan hukum pendirian organisasi dengan maksud 
menstabilkan kondisi dalam negeri. Namun setelah Perang Dunia I (1914-
1919) selesai, barulah Pemerintah Kolonial Belanda melancarkan provokasi 
dan politik divide et impera dalam negeri. Sementara itu, badan hukum yang 
diberikan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Sarikat Islam hanya sebatas 
pendirian Sarikat Islam tingkat lokal. 
4. Pemerintah Kolonial Belanda melakukan kerjasama dengan Sneevliet untuk 
menghancurkan Sarikat Islam dari ideologi dan internal organisasi. 
5. Ideologi Islam patut dijadikan ancaman bagi Pemerintah Kolonial Belanda 
dan ideologi kiri lainnya karena memiliki dasar yang kuat dan jelas, yakni Al-
Quran dan As-Sunnah. 
6. Perkembangan perekonomian Sarikat Islam tergolong cepat karena dalam 
karena masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan yang sama dengan 
Sarikat Islam. Aqidah yang ada pada masyarakat saat itu menjadikan Sarikat 
Islam mampu mengumpulkan berbagai macam suku dalam satu payung, 
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yakni Islam.  
7. Pada permasalahan bunga bank, Sarikat Islam merupakan organisasi yang 
sangat menolak adanya unsur riba atau bunga. Sarikat Islam mengganti 
sistem peminjaman melalui Tionghoa atau Pemerintah Kolonial Belanda 
dengan adanya sistem koperasi. 
 
8.2 Saran 
Masyarakat Indonesia seharusnya mampu mengambil pelajaran yang terjadi 
pada Sarikat Islam. Perlu disadari bahwa masuknya komunis pada masa tersebut 
akan berulang di masa selanjutnya. Hal yang sangat disayangkan adalah pemikiran 
sosialisme Islam yang ditelurkan oleh H.O.S Cokroaminoto hilang dan tidak terpakai 
sama sekali pada saat ini dan tergantikan oleh pemikiran sosialisme barat.  
Perlu adanya pendalaman terkait sejarah kemajuan Sarikat Islam sehingga 
menjadi poros organisasi percontohan pada masa itu. Bahkan dalam bidang 
perekonomian diakui oleh pesaing utama pedagang lokal, yakni pedagang Tionghoa. 
Bahkan perlu diadakan sebuah kajian mendalam terkait pengelolaan organisasi 
Sarikat Islam agar bisa diterapkan di masa sekarang dalam rangka menghadapi 
permasalahan ekonomi berupa riba dan transaksii yang diharamkan lainnya.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. 
I. Sikap Sarikat Islam terhadap Volksraad 
SI 1918-1924           SI 1925…. 
Masuk   Keluar 
 
Keterangan : 
Dalam Purwoko (1988), Sarikat Islam sekitar tahun 1918 duduk dalam badan 
‘Radicale Concentratie” bersama dengan Budi Utomo, Insulinde dan ISDV yang 
kemudian badan ini memajukan keinginannya supaya selekas mungkin diadakan 
parlemen, yang terdiri dari dan dipilih oleh rakyat dengan hak-hak sepenuhnya, 
dengan pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen itu. Dalam bulan 
Mei 1924 Agus Salim berhenti menjadi anggota Dewan Rakyat, PSI tidak 
mempunyai wakil di Dewan itu. Dalam kongres nasional SI di Madiun masalah non 
menjadi perbincangan yang hangat. Politik non koperasi baru diputuskan secara 
tegas dalam kongres PSI di Yogyakarta pada tanggal 21-27 Agustus 1925. 
 
II. Struktur Organisasi 
Majelis Tahkim 
      (Kongres) 
 
 
 
                Dewan Partai  Lajnah Tanfidziah (eksekutif) 
Keterangan : 
Undang-undang yang dibuat dalam Dewan Partai harus dijalankan oleh Lajnah 
Tanfidziah. Kedudukan kedua badan ini sama. Tetapi segala pelaksanaan undang-
Volksraad	
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undang yang dijalankan Lajnah Tanfidziah harus dipertanggungjawabkan nantinya 
dihadapan Majelis Tahkim. Demikian juga Dewan Parta harus bertanggung jawab 
kepada Majelis Tahkim. Sampai saat ini struktur tersebut masih tetap dipertahankan 
oleh Sarikat Islam. 
 
Lampiran 2. 
Dalam Purwoko (1988), dituliskan anggaran dasar Sarekat Dagang Islam di 
Surakarta, awal 1912. Tujuan perkumpulan memajukan kaum muslim dan mencapai 
salling bantu pada umumnya. 
Pasal 1. Perkumpulan ‘Sarekat Dagang Islam’ didirikan dimana saja, bila sepuluh 
orang anggota berdiam berdekatan. 
Pasal 2. Tujuan perkumpulan semata-mata hendak mencapai kesatuan pendapat, 
agar supaya mereka bergaul dalam persaudaraan dengan saudara-saudara 
sebangsa yang beragama Islam sehingga tidak terdapat jurang, saling membantu 
serta menjadikan negara mereka besar. Hal ini harus dilakukan dengan mencari 
sarana, yang tidak bertentangan dengan larangan pemerintah. 
Oasal 3. Perkumpulan bertujuan membntu semua orang Islam, agar supaya mereka 
menjadi kuat menghadapi rakyat di kampung-kampung. 
Pasal 4. Semua anggota atau mereka yang mempunyai hubungan lain dengan 
erkumpulan, harus berkelakuan sopan, hormat, rendah hati, dan wajib memenuhi 
ketentuan tanpa menggerutu. Siapa yang mau berbuat demikian tanpa membedakan 
asal bangsanya, dapat menjadi anggota perkumpulan, asal mereka orang Islam, 
pedagang ataupun melakukan pekerjaan lain. 
Pasal 5. Kepada semua anggota dan sesamanya dilarang menghendaki anak dan 
istri orang lain, membakar rumah, turut serta dalam gerombolan kecu, mencuri dan 
melakukan kejahatan lain. mereka tidak mempunyai pikiran jahat terhadap 
perkumpulan, membencinya ataupun mengacaukan cabang-cabang ‘Sarekat 
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Dagang Islam’. Sedapat-dapatnya mereka harus berusaha berbuat baik terhadap 
perkumpulan, agar dapat lebih meningkatkan kemanfaatannya. 
Pasal 6. Mereka yang telah mencapai usia 18 tahun dan beragam Islam boleh 
menjadi anggota dengan syarat harus ada angora yang bertanggungjawab atas diri 
mereka. 
Pasal 7. Seseorang yang ingin menjadi anggota perkumpulan harus menunggu 
tanda uzun dari orang yang ditugasi mengadakan penyelidikan atas dirinya. Bila 
pemeriksa telah menerima permintaan dan memberikan pendapat, permintaan,ini 
dikirimkannya kepada orang-orang lain yang ditugaskan mengadakan penyelidikan 
dan bila mereka ini sudah mempertimbangkan memberikan persetujuan, barulah 
calon anggota dapat menjadi anggota. Tetapi bila ada seorang anggota ataupun 
salah seorang pnyelidik menyatakan keberatan, maka calon diminta untuk 
menunggu sementara. 
Pasal 8. Mereka yang tidak diterima sebagai anggota, sesudah lampau masa 
setengah tahun, terhitung sejak keputusan penolakannya, dapat memasukkan 
permohonan lagi, yang akan diselesaikan seperti yang ditentukan dalam pasal 7. 
Pasal 9. Bila pada seorang angota terjadi suatu kesulitan yang tidak merupakan 
akibat kesalahannya sendiri, kepadanya dapat diberikan pertolongan semua anggota 
dank arena itu hanyalah mereka yang perilakunya tiada bercacat dapat menjadi 
anggota. Pertolongan itu tidak memberikan bila pada kesulitan itu ada sesuatu yang 
tidak beres, ada perkara atau sesuatu yang bersifat demikian sebelum seseorang 
menjadi anggota. Juga pertolongan tidak dapat diberikan bila anggota tersebut 
dengan sengaja mengajukan diri untuk dapat menggunakan kesempatan 
mengadakan suatu perkara terhadap seorang anggota yang lain. 
Bila seorang anggota mempunyai perkara di depan sidah pengadilan dan 
perkumpulan tidak cukup kuat membantu dengan cara lain, maka sedapat mungkin 
akan diusahakan agar pihak-pihak yang bersangkutan mencapai persetujuan. Tapi 
sebelum mereka memulai suatu perkara, haruslan para anggota berusaha 
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melenyapkan semua pikiran jahat terhadap para anggota lain dan orang-orang yang 
lain. 
Pasal 10. Bantuan hanya dapat diberikan kepada : 
1. Anggota  
2. Istri anggota  
3. Anak-anak anggota yang masih kecil 
4. Orangtua anggota yang telah terlalu tua untuk bekerja sendiri. 
Pasal 11. Mereka yang dimaksud diatas hanya dapat memperoleh bantuan bila 
mereka berperilaku baik. 
Pasal 12. Apabila salah seorang dari mereka yang dimaksud dalam pasa 10 
menghadapi kesulitan, tetapi kelakuan kurang baik, dia tidak akan mendapat bantua 
dari perkumpulang. 
Pasal 13. Bila seorang anggota keluarga atau keturunan seorang anggota, yang 
tidak termasuk di dalam pasal 10 mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan 
dengan anggota itu, maka perkumpulan tidak boleh membantu anggota tersebut. 
Lebih baiklah bila anggota yang bersangkutan berusaha mencapai persetujuan 
dengan anggota keluarga ini. 
Pasal 14. Bila menurut pasal 9 perkumpulan harus membantu dan hal ini dapat 
terjadi karena ‘bau suku’ (tindakan bersama) atau bila hal ini terjadi untuk 
menunjukkan itikad yang baik, maka bantuan haruslah segera diberikan. Bila 
bantuan harus diberikan dalam bentuk uang, maka semua anggota diharuskan 
memberi sumbangannya. 
Pasal 15. Bila bantuan terus diberikan dengan sumbangan keuangan seperti yang 
dimaksud dalam pasal 14, maka semua anggota harus menyumbang dalam hal in 
iseorang yang kaya memberikan setiap hari 1 sen, dan mereka yang miskin tidak 
membayar apa-apa, hanya memberikan bantuan bila hal ini dapat terjadi dengan 
‘bau suku’. Semua yang dimaksudkan dalam kas perkumpulan dan dibuat catatan 
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dalam sebuah buku. Apabila telah cukup jumlahnya seperti yang diminta, 
pemungutanpun segera dihentikan. 
Pasal 16. Bila pada suatu ketika perkumpulan memerlukan uang, misalnya untuk 
menutup ongkos-ongkos perkara atau untuk membayar nasehat hukum dan tidak 
cukup uang dalam kas, para anggota harus turut menyumbang. 
Pasal 17. Bila terdapat seorang anggota miskin yang tidak mempunyai pekerjaan, 
ketua boleh berusaha mencarikan pekerjaan yang layak untuknya. 
Pasal 18. Bila beberapa orang anggota mengeluarkan uang lebih dahulu untuk 
perkumpulan, maka jumlah ini dibayar kembali dengan hasil pengumpulan yang 
diadakan di kalangan semua anggota, kelebihan yang harus diteria tetap berada 
dalam kas perkumpulan. 
Pasal 19. Bila harus diambil uang kas, maka harus ada izin tertulis dari ketua, yang 
berkuasa dalam perkumpulan. 
Pasal 20. Bila para anggota harus mengumpulkan uang, maka hal ini hanya dapat 
terjadi dalam lingkungan suatu keresidenan yang mempunyai kas tersendiri. Dalam 
suatu keresidenan tidak dapat dilakukan pemungutan atas orang dari keresidenan 
lain. 
Pasal 21. Uang yang dikumpulkan dari para anggota harus diserahkan kepada 
kepala, yang sesudah pemungtan pemasukannya ke dalam kas. Kas dipegang oleh 
orang yang telah diserahi kepercayaan. 
Pasal 22. Sebelum diadakan pengumpulan uang di kalangan anggota haruslah 
dipertimbangkan berapa besar iuran yang ditaksir bagi seorang anggota 
berdasarkan penghasilannya sehingga bila mereka diminta untuk membayar tidak 
akan timbul keluhan. 
Pasal 23. Bila seorang anggota diminta untuk membayar dengan dikuatkan oleh 
ketua, tetapi anggota ini menolak memberikan uang tersebut, maka ketua dengan 
persetujuan pengurus akan menyelenggarakan rapat untuk memberitahukan 
peristiwa anggota yang tidak mau membayar dan orang dapat mengadakan 
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penyelidikan mengapa anggota tersebut menolak. Bila ternyata anggota tersebut 
tetap berkeras pada putusannya, tidak juga mau membayar sesudah peirngatan 
yang kedua, maka ia kena hukuman yautu semua anggota menganggapnya telah 
meninggal dunia. 
Pasal 24. Bila seorang anggota melanggar peraturan karena tidak mematuhi apa 
yang telah ditetapkan dalam pasal 5 dan ia merugikan perkumpulan atau melanggar 
ketentuan negeri, maka ia dapat dikenai hukuman oleh perkumpulan, yang berat 
atau ringan tergantung kepada berat atau ringannya pelanggaran yang 
dilakukannya. 
Pasal 25. Diadakan perbedaan antara para anggota perkumpulan, untuk hari ini 
mereka dibagi dalam lima golongan, yaitu : 
Pertama pengurus yang mengetusi perkumpulan, 
Kedua yang memimpin, 
Ketiga donator, 
Keempat keamanan, 
Kelima anggota biasa. 
Pasal 26. Golongan-golongan para anggota yang dimaksud ini mempunyai 
wewenang berikut. 
Golongan pertama mempunyai hak memajukan usul dan mempertimbangjan apa 
yang menjadi kepentingan perkumpulan dan menuangkan nasihat serta 
pertimbangan para anggota dalam bentuk yang setepat-tepatnya. Golongan kedua 
menerima keinginan dan usul para anggota dalam daerahnya dan melaksanakan 
apa yang ditentukan oleh perkumpulan. Golongan ketiga membantu para anggota 
sub 2. Golongan keempat mempunya wewenang mengawasi pelaksanaan ketentuan 
perkumpulan dan membantu penerapan bau suku dan sebagainya. 
Pasal 27. Pengurus perkumpulan dipilih dari anggota yang memimpin dan donator, 
anggota yang memimpin dipilih dari keamaan dan anggota biasa. Donator diangkat 
oleh pemimpin yang habis masanya dan harus mewakili pimpinan. Semua 
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pengangkatan dilakukan oleh rapat anggota, hanya keamanan ditunjuk dengan 
pemilihan tersendiri, seseorang bisa pula sekaligus pengurus, pemimpin dan 
keamanan. 
Pasal 28. Untuk dapat menjadi anggota pengurus, anggota harus mencapai usia tiga 
puluh tahun, mereka harus tahu apa yang menjadi wewenang pengurus, anggota 
pengurus harus mampu memikirkan bantuan yang diperlukan untuk perkumpulan, 
harus toleran, tidak lekas marah, dapat menyimpan rahasia, dan bersikap baik 
terhadap semua anggota. 
Untuk dapat menjadi pimpinan orang harus lama menjadi anggota ‘Sarekat Dagang 
Islam’ dan telah mencapai usia tiga puluh tahun. Mereka harus mendapat 
kepercayaan, disayangi para anggota, harus baik pemahamannya, dan bisa bergaul 
dengan orang banyak. 
Pasal 29. Bila keyakinan para anggota ‘rumekso’ (anggota keamanan” menjadi 
terlalu berat dan bil amereka mengalami kesulitan, maka hal ini diberitahukan 
kepada para anggota pengurus yang akan memimnta bantuan pada para anggota. 
Pasal 30. Pengurus besar dan pengurus cabang juga harus mengadakan rapat 
umum sekali sebulan untuk membicarakan apa yang harus ditanggulangi oleh 
perkumpulan sesuai dengan undang-undang. Bila dalam rapat ini seorang anggota 
menyampaikan pendapat atau sesuatu yang bersifat demikian, ia harus 
memberitahukan secara tertulis. Bila ia tidak datang dalam rapat, usahanya 
dianggap tidak diterima. 
Pasal 31. Dalam rapat umum yang telah diterapkan, semua anggota harus berusaha 
mengusulkan petunjuk dan peraturan yang baik, yang dapat diterapkan oleh 
perkumpulan.  
Pasal 32. Bila diadakan rapat, para ketua dan anggota janganlah menggunakan 
waktu untuk pembicaraan-pembicaraan yang tidak jadi persoalan, selanjutnya orang 
jangan mengacaukan rapat dan jangan menggunakan bahasa yang tidak pantas. 
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Bila seseorang harus berpidato, sleama itu haruslah hadirin yang lainnya 
menghentikan debatnya. 
Pasal 33. Secara panjang lebar dijelaskan bagaimana pemungutan suara dilakukan 
secara tertulis. Pemungutan suara itu mengenai soal-soal yang sedang dibicarakan. 
Selanjutnya dinyatakan bahwa para anggota harus mematuhi keputusan tersebut.  
Pasal 34. Bila dianggap perlu dan mendesak, para anggota dapat meminta 
diadakannya suatu rapat besar kepada pengurus, tetapi untuk itu permohonan 
haruslah dilakukan oleh sekurang-kurangnya sepuluh orang anggota yang 
mengetuai. Pengurus akan mengumumkan tanggal dan tempat diadakannya rapat 
dengan surat panggilan. 
Pasal-pasal berikut juga membicarakan tentang rapat-rapat para anggota diharuskan 
menghadiri rapat, bila mereka berhalangan, mereka harus memberitahukan secara 
tertulis. Selanjutnya mengenai pemilihan anggota pengurus yang tiap tahun harus 
diganti. 
 
Lampiran 3. 
Gambar dan dokumentasi Sarikat Islam. 
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Gambar 1. Gedung Sarikat Islam Semarang. 
Sumber : Yunantyo Adi 
 
Gambar 2. Logo Sarikat Islam 
Sumber  : Pemuda Muslimin Jabar 
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